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Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan puja adalah milik Allah,
Pencipta alam semesta, berkat rahmat, hidayah dan pentolongan-Nya, penyusun dapat
menghadirkan buku ini dihadapan pembaca. Salam dan salawat semoga dilimpahkan
kepada Nabi Muhammad saw, yang memberikan suritauladan bagi manusia dan
sekaligus telah menjelaskan segala persoalan kehidupan manusia baik lewat al-
Qur’an maupun al-Hadis, demikian juga kepada para sahabat beliau dan mereka yang
mengikuti jejak langkahnya.

Untuk memahami dengan baik al-Nusus al-Mugaddasah (teks-teks al-Sharic)
yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadis, ilmu Usul Figh adalah syarat mutlak
yang mesti dimiliki oleh setiap pengkaji. Mengabaikan ilmu Usul Figh kita bisa keliru
memahami al-Nusus dan akibatnya berseberangan dengan magasid al-Shari® (tujuan

syariat). Berangkat dari disiplin ilmu apapun ilmu usul Figh sangat dibutuhkan.

Buku ini membicarakan salah satu bagian yang dibahas dalam ilmu Usul Figh
yaitu al-maslahah secara umum sebagai landasan dalam mengistinbatkan

(menemukan) hukum.



Hasil kajian yang dirumuskan dalam buku ini menunjukkan bahwa mayoritas
fugaha dan usuliyyin termasuk al-A¢immah al-Arba‘ah menggunakan al-maslahah
sebagai salah satu metode dalam menginstinbatkan hukum. Meskipun dalam
penerapan dan penempatan syarat-syaratnya, mereka berbeda pandangan. Penggunaan
al-maslahah sebagai salah satu metode dalam menginstinbatkan hukum hanya boleh
berlaku apabila tidak ditemukan dalil sesuatu masalah dalam al-nusus baik langsung
maupun melalui mekanisme ijma® dan giyas.

Atas dasar itulah Abu Hamid Abu al-Makarim mengemukakan pernyataan
bahwa:
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“Sesungguhnya metode al-maslahah al-mursalah berlaku umum digunapakai oleh

seluruh madhhab dan tidak berlaku pada satu madhhab saja”.

Ungkapan yang serupa dikemukakan oleh Khalifah Babakar al-Husayni:
- S “-J 35511 ..! - ‘; -~. ...“ QT\A\.JAM O\ gﬂj b ‘; ‘)A y\ .~..“..
“Pada hakikatnya semua madhhab figh menerimapakai metode al-maslahah al-

Mursalah”.

Demikian juga rumusan yang diberikan oleh Zakariyah al-Birri

Akhir kata, semoga informasi yang disajikan dalam buku ini bermanfaat bagi
semua golongan yang ingin mendapatkan panduan dalam bidang syariat. Tak lupa
penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, terutama berkaitan
dengan istilah atau uslub yang mungkin masih ditemukan dalam buku ini semoga

dimaafkan. Kritik dan saran positif sangat diharapkan. Selamat membaca...

Wassalam

Penulis



ABSTRAK

Tulisan ini  membincangkan salah satu metode instinbat hukum dengan prinsip al-
maslahah yaitu kajian hukum yang landasan partimbangannya adalah kemaslahatan
yang meliputi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kemaslahatan-kemaslahatan
tersebut dikenali dengan al-daruriyat al-khamsah yang dalam penerapannya
kadangkala merangkumi hajiyat dan tahsiniyat. Objek kajian ini adalah perkara-
perkara yang belum dinyatakan jawapannya secara langsung dalam nas dan tidak pula
dapat ditemukan titik-titik persamaannya dengan yang mansus. Kajian ini sepenuhnya
bersifat kepustakaan, sumber datanya berasal daripada bahan-bahan bertulis yang
telah dipublikasikan dalam bentuk buku-buku turath, kontemporeri, akhbar dan lain-
lain yang dianggap representatif dan relevan. Kajian ini bersifat deskriptif sebab ia



mencarigali produk-produk hukum ulama terdahulu sebagai bahan perbandingan.
Sumber utama penyelidikan ini al-Qur’an, hadith, buku-buku usul figh, dan figh.
Buku-buku yang dimaksud tidak berorientasi pada madhhab tertentu sahaja, tetapi
secara umum merangkumi madhhab-madhhab yang pernah berkembang dan dikenali
dalam masyarakat Islam. Disamping itu sumber-sumber lain yang berkaitan dengan
inti permasalahan turut dikaji dan dijadikan sebagai bahan sekunder. Pengolahan data
dalam bentuk kwalitatif dengan memakai teknik analisis isi dan analisis bahasa. Untuk
mengharmonikan pengartian-pengartian yang diperolehi daripada analisis isi dan
analisis bahasa dilakukan analisis sintesis. Dalam menganalisis penggunaan al-
maslahah al-mursalah mengacu kepada dua landasan teori, pertama: Aynama wujidat
al-maslahah fathamma shartullah, kedua: al-Shariah kulluha masalih imma dafu al-
mafasid aw jalb al-masalih dan sandaran pembaharuan hukum Islam menggunakan
dua standard acuan yaitu islah dan tajdid. Dalam kaitan ini yang boleh diperbaharui
adalah hukum Islam kategori figh yaitu hasil intelektual ulama yang berkaitrapat
dengan perubahan sosial yang berlaku dalam sesebuah masyarakat. Kajian ini
mendapati bahwa produk-produk hukum daripada majoritas ulama separti Imam Abu
Hanifah, Imam Malik, Imam al-Shafii dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam
menginstinbatkan hukum ternyata menggunakan metode al-maslahah al-mursalah
meskipun istilah yang mereka pakai berbeda-beda. Kajian ini juga menepati konsep
al-maslahah al-mursalah yang digunakan oleh para ulama. Dapatan kajian ini
seterusnya menyimpulkan bahwa  al-maslahah al-mursalah disamping boleh
digunapakai dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang muamalat dan adat
kebiasaan, juga boleh digunakan dalam bidang furu® atau wasail al-‘ibadat dan al-
‘ibadat al-zanniyyah al-ijtihadiyyah.

AL-MASLAHAH AL-MURSALAH AND REFORMATION OF ISLAMIC LAW:
A STUDY ON SEVERAL FIQH ISSUES

ABSTRACT

This thesis discusses one of law istinbat methods by of al- maslahah principle, that is
a study of Islamic ruling which is based on public interest (maslahah) that covers
religion, life, intellect, property and lineage. These interests are known as al-
daruriyat al-khamsah in which sometime also includes hajiyat and tahsiniyat.The
objective of this research is analyse issues in which their answers on legal rulings are
neither directly stated in nas nor do their similarities found in mansus. This research is
wholly a library research in which its sources comprise of written sources materials
published in form of turath books, contemporary, newspaper and others that are



regarded as representative and relevant. This research is descriptive in nature for it
investigates the legal ruling products of previous muslim legal scholars (ulama) as a
comparative materials. The main sources of this research are al-Qur’an, hadith, usul
figh, and figh books. These books are not oriented toward certain sect or shool of
thought (madhhab) only, but generally they cover those sects or shool of thoughts
which had developed and known in Islamic society. Besides that, other sources which
are related to the issues are also studied and taken as secondary sources. Data is
formulated in qualitative form by using content and language analysis techniques. In
order to harmonize meanings derived from these content and language analysis,
synthesis analysis is done. The analyzing of the usage of al-maslahah al-mursalah is
based on two theoretical foundations, firstly: Aynama wujidat al-maslahah fathamma
sharcullah, secondly: al-Shari*ah kulluha masalih imma daf°u al-mafasid aw jalb al-
masalih and the renewal of Islamic legal ruling is based on two standards namely islah
and tajdid. In this regard, the legal rulings which can be renewed are those which fall
under figh category, that is, the intellectual products of muslim legal scholars which
are closely related to social change happens in certain society. This research found
that the legal ruling products of majority muslim legal scholars likes Imam Abu
Hanifah, Imam Malik, Imam al-Shafii dan Imam Ahmad bin Hanbal in deducing
legal ruling are apparently based on al-maslahah al-mursalah method, though, the
term used by them are different. This research is also in accordance with the concept
of al-maslahah al-mursalah which is used by muslim legal scholars. The findings of
this research further conclude that al-maslahah al-mursalah can be used by in solving
problems in the field of social contract (muamalat) and customary practices, as well as
in the field of furu®or wasail al-‘ibadat and al-‘ibadat al-zanniyyah al-ijtihadiyyah.
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1. Huruf Arab

bukan kepada ‘ . Contoh: )éSi

Huruf Latin

Huruf Latin

Huruf Latin
aw
ay

Iyy
uww

Contoh Asal

J=d

Contoh Asal

Contoh Asal

Js

yasar

Transliterasi

fatala
hasiba

kutiba

Transliterasi

katib,qada
karim

huraf

Transliterasi

gawl

sayf

rajéiyy atau rajci
Caduww atau adu

¢ (hamzah) pada awal perkataan ditransliterasikan kepada “a”

Transliterasi: akbar bukan ‘akbar.

2. Huruf Arab 3 (ta’ marbutah) pada perkataan tanpa J! (al) yang

bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan kepada t. Contoh:



adaill 3 ) 35 | transliterasi: wizarat al-ta’lim, bukannya wizarah al-tatlim
Tetapi sekiranya terdapat pada perkataan yang ada J! (al) atau pada perkataan

tunggal atau pada perkataan terakhir, ta’ marbutah ditransliterasikan kepada h.

Contoh: Transliterasi
AlaY) dnsal) al-Maktabah al-Ahliyyah
dnl8 qal®ah

a g Hla Dar wahbah



BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Dalam masyarakat Nusantara yang majoriti beragama Islam bermunculan pelbagai
permasalahan baru yang menuntut kejelasan status hukumnya. Pembaharuan adalah
suatu usaha untuk menjadikan hukum Islam aplikatif dan dapat beradaptasi dengan

perkembangan masyarakat dan perubahan zaman.

Pembaharuan ini adalah untuk membedakan antara hukum Islam kategori
syariat yang merupakan ajaran asas yang tersimpul dalam al-nusus al-mugaddasah
dan hukum Islam kategori figh yang merupakan hasil intelektual ulama dan tafsiran

ilmiah terhadap al-nusus al-mugaddasah.

Mekanisme pembaharuan adalah melalui gerakan ijtihad (fard: dan jama‘i)
yaitu usaha sungguh-sungguh untuk memahami jiwa nas tanpa meninggalkan nas atau
tidak terlalu terikat dengan teks sesuatu nas namun memperkatikan dan
mempartimbangkan kemaslahatan disebalik nas itu yang merupakan magasid al-

Sharitah.

Penerapan al-maslahah al-mursalah sebagai metod istinbat hukum adalah
jalan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang muncul di

dalam masyarakat.



1.2 Latar Belakang Kajian

Islam adalah agama samawi yang memiliki kitab suci yang muatan isinya tidak
sedikitpun disentuh oleh campur tangan dan pemikiran manusia,® ia adalah al-Qur’an
al-Karim sebagai sumber utama dan yang pertama untuk menyelesaikan perkara-
perkara keduniaan dan keakhiratan yang daripadanya memancarkan ajaran tentang
ketuhanan yang merangkumi tauhid uluhiyyah, rububiyyah dan ‘ubudiyyah yang
pengamalannya berpangkal pada ajaran tentang hablun minallah, ajaran tentang
kemanusiaan hablun minannas dan ajaran tentang kealaman yang mencakup
hubungan manusia dengan alam sekitar. Oleh itu di kalangan ulama, ada yang
membahagi kandungan al-Qur’an kepada tiga kelompok besar, yaitu agidah,
khulugiyah dan camaliyah. Agidah berkaitan dengan asas keimanan atau kepercayaan,
khulugiyah berkaitan dengan moral atau akhlak, ‘amaliah berkaitan dengan aspek-
aspek hukum yang bersumber daripada agwal (ungkapan-ungkapan) dan afal
(perbuatan-perbuatan) manusia. Kelompok terakhir ini dalam sistematik hukum Islam
dibahagi kepada dua bahagian. Pertama, ibadah yang di dalamnya diaturkan
perhubungan manusia dengan Tuhan. Kedua, muamalah yang di dalamnya diaturkan

hubungan antara sesama manusia? dan termasuk juga hubungan dengan alam sekitar.

Separtimana diketahui, al-Qur’an adalah sekumpulan wahyu Allah s.w.t. yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. tidak dengan sekaligus tetapi dengan cara
bertahap bermula di Mekah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Nabi
Muhammad s.a.w. menyelesaikan perkara-perkara hukum yang dihadapi oleh

masyarakat Islam ketika itu.

Pada kenyataannya tidak semua perkara atau permasalahan yang dijumpai
dalam masyarakat Islam ketika itu dapat diselesaikan dengan wahyu. Dalam keadaan

separti ini Nabi s.a.w. menyelesaikannya dengan pemikiran dan pendapat beliau.

1 Al-Qur’an, Fussilat (41:42) "4ia e ¥ 4n on oo JhU 43b Y”(yang tidak dapat didatangi
sebarang kepalsuan Dari mana-mana arah dan seginya).

2 cAbd al-Wahhab Khallaf, lim Usul al-Figh, Dar al-Qalam, Kuwayt, 1978 M, Ed.-12, him.
32-33.

3 Lihat Badran Abu al-*Aynayn Badran, Usul al-Figh al-Islamz, Dar al-Thagafah al-
JamiCiyyah, Iskandariyyah, t.th, him. 5.



Terhadap persoalan ini, apakah Nabi s.a.w. berijtihad atau tidak, masih menimbulkan
perselisihan di kalangan pemikir Islam. Di satu pihak beranggapan bahwa Nabi s.a.w.
hanyalah mubayyin bukan mujtahid dan di pihak lain beranggapan bahwa Nabi s.a.w.
adalah seorang mujtahid. Sememangnya pada zaman Nabi s.a.w. tradisi ijtihad sangat
digalakkan atau dianjurkan. Hal ini bertujuan untuk mendidik para sahabat dalam
rangka pembinaan hukum Islam selepas kewafatan beliau. Ini dapat dilihat dalam
beberapa kes yang berlaku pada zaman Nabi s.a.w., misalnya strategi perang yang
diambil oleh Nabi s.a.w. menjelang perang Badar, strategi tersebut disanggah oleh al-
Habbab bin al-Mundhir dan menunjukkan kepada Nabi s.a.w. tempat yang paling
strategik serta menguntungkan dalam menghadapi musuh®. Kadangkala pula dalam
menyelesaikan pelbagai persoalan Nabi s.a.w. mengadakan mushawarah (mesyuarat)

dengan para sahabatnya.

Dengan demikian dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dalam
masyarakat ada tiga cara yang diamalkan oleh Nabi s.a.w, pertama menetapkan
hukum berdasarkan wahyu, kedua penetapan beliau tanpa tuntunan wahyu dan
kompromi dengan sahabat dan ketiga penetapannya berdasarkan kepada kesepakatan
bersama atau mushawarah dengan para sahabat. Ketiga-tiga cara inilah kemudiannya
dikenal dengan sunnah Rasul.® Al-Qur’an bermula dari surat al-Fatihah hingga surat
al-Nas hanya memuat prinsip-prinsip asas dan tidak menjelaskan segala sesuatu
dengan terperinci.® Khusus dalam masalah ibadah perinciannya diberikan dan
dijelaskan oleh hadith. Sedangkan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan
bidang muamalat, prinsip-prinsip asas yang belum dijelaskan oleh Nabi s.a.w. itu,

diserahkan kepada umat untuk mengaturkannya.

Oleh kerana permasalahan ibadah berkaitrapat dengan perhubungan hamba
dengan khaliknya, maka pemerinciannya dijelaskan sendiri oleh Nabi saw. Tugas
hamba hanyalah taat melaksanakan dan mengamalkannnya sesuai dengan ketentuan al-

Qur’an dan penjelasan Nabi s.a.w. tidak boleh menambah, mengurangi atau

4 Abu Muhammad °Abd. al-Malik Ibn Hisham, al-Sirah al-Nabawiyah, Dar al-Turath al-
¢Arabi, Kaherah, tth, Jil.2, him. 411.

> Badran Abu al-°Aynayn Badran, him. 5.

¢ Lihat °Abd al-Wahhab Khallaf, him. 32-33.



mengubahnya. Nabi s.a.w. bersabda:
(35 348 Ul alle ol e det ()
Maksudnya:

“Sesiapa yang melakukan suatu amal (ibadah) yang tidak ada di dalamnya ketentuan
kami, maka amalannya itu ditolak (batal).”

Sedangkan dalam bidang muamalat, di luar prinsip-prinsip dasar al-Qur’an dan
penjelasan Rasulullah s.a.w. diberikan kebebasan kepada hamba untuk
mengaturkannya secara baik dan benar serta dapat merealisasikan tujuan syariat,
kerana bidang muamalat itu berkaitan dengan perhubungan manusia dengan manusia,

serta perhubungan dengan alam sekitar Rasulullah s.a.w. bersabda:

o s el el 2 )
Maksudnya:

“Kamu lebih mengetahui urusan duniamu”.

Demikianlah ketika Nabi s.a.w. wafat pada tahun 632 M, umat Islam pada
ketika itu masih merupakan umat yang kecil dan sedikit bilangannya. Mereka terdiri
daripada bangsa Arab yang mendiami semenanjung Arab, terutamanya kota Madinah
dan Mekah. Permasalahan yang paling pelik dihadapi ketika itu adalah siapa yang
berhak menggantikan kedudukan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin dan
ketua pemerintah di Madinah. Sementara wahyu atau al-Qur’an serta sunnah Nabi

s.a.w. sendiri tidak memberikan petunjuk mengenai hal itu. Tidak ada pesanan tentang

" Muhyiddin Abu Zakariyya bin Sharf al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim, al-Matbatah al-
Misriyyah wa Maktabatuha, Mesir, t.th, Juz.12, bil. Hadith 4492, 4493, him.16, dalam kitab Mawsu‘at
al-Hadith al-Sharif, al-Kutub al-Sittah, Dar al-Salam, al-Riyad, 2000 M/1421 H. Ed.ke-3, bil. hadith
4492,4493, him. 982-983, al-Bukhari, bil.hadith 60, him.167, Abu Dawud,bil.hadith 4606, him.1561.

8 Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, Sahih Muslim, Dar al-Kutub al-‘limiyyah,
Beyrut, 2001 M/1421 H.Ed.-1, bil.hadith 2363, him.923, “Ala’ al-Din “Ali al-Muntaga bin Hisam al-Din
al-Hindi, Kanz al-°Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af°al, Muassasat al-Risalah, Beyrut, 1989 M/1409
H. Juz.11, bil.hadith 32182, him 465.



siapa yang akan menggantikan dan melanjutkan kepempinan serta kedudukan beliau

sebagai ketua pemerintahan di Madinah.®

Oleh itu dilangsungkanlah perjumpaan dua kelompok umat Islam ketika itu
yaitu kaum Ansar (penduduk asli Madinah) dan kaum Muhajirin (pendatang daripada
Mekah). Setiap daripada kelompok itu menghendaki agar pemimpin tartinggi negara
dipegang oleh salah seorang dari kelompok mereka. Mereka menyampaikan alasan-
alasan, dan argumen kuat tentulah yang mempunyai sandaran daripada al-Qur’an dan

sunnah Nabi s.a.w.

Ternyata al-Qur’an tidak menjelaskan permasalahan itu secara langsung dan
terperinci. Sementara itu Rasulullah s.a.w. sendiri pernah menyebutkan dalam hadith
beliau bahwa: (Ui 8 o= 4aiV1).20 “Pemimpin-pemimpin itu adalah dari kalangan

kaum Quraysh”.

Akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan alasan hadith di
atas, ditambah pula dengan ketika Nabi s.a.w. dalam keadaan sakit dan tidak mampu
memimpin solat jamaah, maka beliau meminta Abu Bakar untuk mewakili beliau

dalam memimpin solat jamaah.

Berdasarkan kepada alasan itu pulalah berabad-abad lamanya khalifah
diangkat daripada kalangan suku Quraysh kecuali pada zaman khilafah Uthmaniyyah.

® Fungsi Muhammad s.a.w. di Madinah bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, akan tetapi
beliau sekaligus sebagai Kepala negara. Lihat Muhammad S. Elwa, On The Political System of Islam,
tpt, ttp, 1983, him. 33-34; Hassan Ibrahim Hassan, Sejarah Kebudayaan Islam, (terj.), Kembang,
Yogyakarta, 1989, him. 34.

10 Abu Bakar Ahmad bin al-Husayn bin ¢Ali al-Bayhaqi, Sunan al Kubra, Muhammad ¢Abd al-
Qadir “Ata (pnyt.), Dar al-Kutub al-Islamiyah, Beyrut, 1994 M/1414 H, Juz.8, Ed.-1, bil.hadith 16542,
him.248. Jalaluddin °Abd.al-Rahman bin Abu Bakar al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa’, Muhammad
Muhyiddin Abd.al-Hamid (pnyt.), Matba‘at al-Sa“adah, Kaherah,1952 M/1371 H. Ed.-1, him.6. Abu
Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Fada’i# al-Batiniyyah, ‘Abd al-
Rahman Badawi (pnyt.), t.tp, Mesir, 1964, him. 181.



Pandangan separti ini dianut oleh kelompok Sunni separtimana yang berlaku dan

terakam dalam sejarah Islam. 1!

Kelompok Shi‘ah berbeda dengan pandangan di atas. Mereka berpendapat
bahwa yang berhak menggantikan kedudukan dan posisi Nabi s.a.w. selepas
kewafatan beliau adalah satu keluarga sedarah yang terdekat dengan Nabi s.a.w.
Mereka menetapkan CAli bin Abi Talib adalah sahabat yang paling berhak
menggantikan posisi Nabi s.a.w. sebagai pemimpin.*? Itulah sebabnya dalam rentasan
sejarah Islam kelompok Shi‘ah sentiasa menentang dan berjuang untuk menjatuhkan
khilafah, baik secara terang-terangan mahupun secara rahsia sembunyi-sembunyi,
bermula dari khilafah bani Umayyah sehingga khilafah bani ®Abbas. Tercatat pula
dalam sejarah kelompok Shiah berjaya menubuhkan suatu pemerintahan yang
terorganisir yaitu khilafah Fatimiyyah di Mesir dan Buwaih di Baghdad.®® Apa yang
berlaku di Iran dewasa ini merupakan fenomena keberhasilan mendirikan sebuah
negara Republik Islam dalam versi Shi‘ah, hanya sahaja struktur pemerintahannya
disesuaikan dengan perkembangan zaman yaitu; ketua pemerintahan (presidennya)
ditentukan melalui pilihan raya. Sedangkan pemimpin yang tartinggi dipegang oleh
pemimpin spritual keagamaan, atau dengan kata lain kuasa mutlak bukan terletak di
tangan presiden, ianya terletak di tangan pemerintah tartinggi yaitu pemimpin
spritual.** Ini adalah kerana pemerintahan Iran dibina di atas prinsip-prinsip teologi
daripada aliran madhhab Shi‘ah dan mengikut kepada kenyakinan mereka bahwa Nabi
Muhammad s.a.w. adalah pemimpin agama (Rasul Allah) dan sekaligus pemimpin
masyarakat (ketua negara), kemudian kedudukan ini berpindah kepada dua belas

Imam keturunan Rasulullah. Kerana imam-imam tersebut sudah tidak wujud lagi

1 Harun Nasution, “Prinsip-Prinsip Dasar dalam Menghadapi Tantangan Zaman” dalam
Seminar Islam Menghadapi Zaman Kini dan Mendatang, Lembaga Penelitian IAIN Jakarta, 1982),
him. 28. Keterangan lebih terperinci mengenai pidato masing-masing delegasi yang bermesyuarat di
Bani Sagifah dapat dilihat dalam Abd al-Wahhab al-Najjar, al-Khulafa’ a/-Rashidun, Dar al-Kutub al-
°llmiyyah, Beyrut, 1417 H./1987 M. Ed.-1, him. 34-35. Muhammad Rida, Abu Bakar al-Siddig Awwal
al-Khulafa’ al-Rashidin, Dar al-Kutub al-limiyyah, Beyrut, 1403 H./1983 M. him. 23-39.

2 Harun Nasution, Islam Rasional : Pemikiran dan Gagasan, Mizan, Bandung, 1995, Ed.ke-3,
him. 31.

13 Keterangan terperinci mengenainya dapat dilihat pada Shakir Mustafa, Mawsutat Duwal al-
‘Alam al-Islami wa Rijaliha, Dar al-°lIm li al-Malayin, Beyrut,1993 M, Ed.-1, Jil.1, him. 292 dan 376-
377.

14 Separti yang berlaku sekarang dimana Mahmoud Ahmedinejad sebagai presiden republik
Islam Iran dan Ali Khamanei sebagai pemimpin spiritual tartinggi.



maka kedua jawatan tersebut -yang semestinya dipegang oleh satu orang- dipegang

oleh dua orang separtimana yang berlaku di Iran sekarang ini.

Sementara itu ada golongan yang berpendapat bahwa permasalahan khalifah
bukanlah monopoli suku Quraysh dan tidak pula monopoli “Ali bin Abi Talib beserta
keturunannya, tetapi sesiapa sahaja daripada umat Islam, meskipun dia bukan orang
Arab®, boleh dan layak menjadi pemimpin (khalifah) apabila memenuhi syarat-
syaratnya. Untuk masa sekarang dan masa hadapan pendapat yang ketiga inilah yang
tampaknya paling relevan dan munasabah.

Dari sini dapat dilihat bahwa ajaran tentang siapa pengganti Nabi Muhammad
s.a.w. sebagai ketua pemerintahan masyarakat Madinah (pemimpin masyarakat
madani) ketika itu berkembang menjadi teori negara dan pemerintahan dalam Islam.
Padahal separti yang dijelaskan di atas, al-Qur’an tidak memberikan isyarat mengenai

hal tersebut, yang ada hanyalah prinsip mushawarah (mesyuarat) yang disebutkan
dalam al-Qur’an.® Maksudnya “Dan urusan mereka diputuskan dengan mushawarah

diantara mereka.” Sementara hadith yang menyebutkannya secara umum adalah
hadith tentang kepemimpinan golongan Quraysh. Oleh itu, tidaklah menghairankan
apabila para ulama melakukan ijtihad untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
sehingga lahirlah banyak buku atau kitab yang membahas perkara itu.

Apabila kita arahkan pandangan ke dalam bidang hukum atau figh, maka
situasi yang sama separti dalam bidang politik di atas akan dijumpai juga. Pada masa
period Nabi s.a.w, kerana permasalahan yang timbul dalam bidang ini dikembalikan
penyelesaiannya kepada Nabi s.a.w, maka tidak ada permasalahan yang tak dapat
diselesaikan. Akan tetapi pada masa period sahabat, ketika daerah atau kawasan yang
dikuasai oleh Islam bertambah luas sementara permasalahan-permasalahan yang
dihadapi juga bertambah banyak dan kompleks, sedangkan Nabi s.a.w. sebagai tempat

bertanya telah kembali ke khaliknya, maka umatpun menyelesaikan sendiri

15 Pendapat ini diketengahkan oleh golongan Khawarij. Lihat Fathi ¢Abd al-Karim, al-Dawlah
wa al-Siyadah fi al-Figh al-Islam7 Dirasah Mugaranah, Dar Wahbah, Kaherah, 1976, him. 285.
16 Al-Qur’an, al-Syura 42:34. (e 555 at sl 5)



permasalahannya bersandarkan kepada al-Qur’an dan hadith Nabi s.a.w. Ternyata
tidak semua permasalahan yang timbul dapat dikembalikan kepada al-Qur’an dan
sunnah Nabi s.a.w secara langsung. Untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak
dijumpai dalam kedua sumber itu, para ulama melakukan ijtihad’. Tradisi ijtihad
merupakan bentuk pengembangan hukum yang ada dalam period sejarah hukum Islam
mulai dari period Nabi s.a.w, period sahabat, period tadwin dan imam mujtahid,
hingga period pembaharuan. Oleh kerana wahyu tidak turun lagi dan Nabi s.a.w.
sebagai tempat bertanya pun sudah wafat, maka tidak ada suatu batu penguji yang
kukuh untuk menyatakan benar atau tidaknya hasil ijtihad itu. Untuk mengatasi

permasalahan itu dipakailah ijmak®2.

Secara etimologi ijmak berarti kesepakatan atau konsensus. Sedangkan makna

dari segi terminologi terdapat beberapa rumusan ijmak yang dikemukakan oleh para

ulama usul figh. Imam al-Ghazali merumuskan ijmak dengan 4l la dese 4l (3la5)

Ll sl e Ll e ald Al g adle “kesepakatan umat Muhammad s.a.w. secara

khusus terhadap sesuatu masalah agama”. Dilihat daripada makna lahir rumusan yang
dikemukakan di atas memberi kesan bahwa ijmak yang dilakukan umat Muhammad
s.a.w. yaitu umat Islam, harus dilakukan oleh seluruh umat Islam termasuk orang
awam. Al-Ghazali juga tidak memasukkan dalam definisinya bahwa ijmak harus
dilakukan setelah kewafatan Rasulullah s.a.w. Sementara jumhur ulama usul figh
separti Muhib Allah bin “Abd al-Shakir, Muhammad Abu Zahrah, ‘Abd al-Wahhab
Khallaf dan Wahbah al-Zuhayli merumuskan ijmak dengan ‘“kesepakatan para
mujtahid daripada umat Muhammad s.a.w. pada suatu masa, setelah kewafatan
Rasulullah s.a.w. terhadap sesuatu hukum syarak.” Muhammad Abu Zahrah memberi
tambahan kata diakhir definisi tersebut kalimat: “yang bersifat ®amaliah.” Hal itu

mengandungi pengartian bahwa ijmak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan

7 Lihat ®Abd al-Wahhab lbrahim, al-Fikr al-Usuli: Dirasah Tahliiyah Naqgdiyah, Dar al-
Sharg, Jeddah, 1983, Ed.-1, him. 21

18 Lihat Al-Ghazali, al-Mustasfa #7 °llm al-Usul, Dar al-Kutub al-limiyyah, Beyrut, 1983, Jil.
1, him. 110.

19 Al-Ghazali, him.171



furu® (camaliyah/praktik).?’> Dengan demikian, putusan hukum yang diambil secara
sebulat suara lebih kukuh daripada putusan hukum yang dibuat oleh seorang atau

beberapa orang sahaja.

Pada waktu kekuasaan kerajaan Islam semakin kukuh dan wilayah Islam
bertambah luas, para ulama mujtahid keluar dari kota Madinah mencari kawasan baru
untuk berdakwah dan mengajar serta bermustautin di kawasan tersebut. Dengan
kedudukan para ulama berada ditempat yang berbeda-beda dan saling berjauhan,
ijmak sejagat tidak mungkin lagi dilakukan. Akhirnya masing-masing ulama
melakukan istinbat hukum sendiri. Maka lahirlah pelbagai macam metod istinbat
hukum separti giyas, istihsan, istislah (al-maslahah al-mursalah), urf, istishab dan
shar® man gablana. Metod-metod istinbat hukum tersebut selanjutnya menjadi objek
kajian ilmu usul figh. Dalam hukum Islam, usul figh dikenal sebagai ilmu yang
menjelaskan metod-metod yang digunakan oleh para imam mujtahid dalam
mempelajari dan mengistinbatkan hukum-hukum figh dari nas-nas dengan cara
mengeluarkan Cillah-Cillah yang di atasnya diletakkan hukum berkenaan dan berusaha
menyentuh maslahat-maslahat yang dikehendaki oleh syarak baik yang diisyaratkan
oleh al-Qur’an mahupun yang dijelaskan atau ditunjukkan oleh sunnah Nabi s.a.w.

Dengan perkataan lain, ilmu usul figh adalah:

CulS o) g doe Al A (e AV 2l an) 5k 4g8ill (s ) se ) Gl de sene
Gobs e Lebaliiinl 5 Lgilaa o doe 53l BlY) YYD 48 jeS duladl 3kl ol
leasaniy paguaill o dlall Z A0S 4 gine iS5l G jlaill die Ly G5l

2 el yaiu) Bk las

Maksudnya:

“Kumpulan kaedah-kaedah asas yang menjelaskan tentang metod-metod
mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya, baik metod itu bersifat lafzi, separti

20 Lihat Muhib Allah ibn al-Shakir, Musallam al-Thubut, al-Matbha‘ah al-Husayniyah al-
Misriyah, Mesir, t.th, Jil.2, him. 166, “Abd al-Wahhab Khallaf, him. 45, dan Muhammad Abu Zahrah,
Usul al-Figh, Dar al-Fikr al-°Arabi, Mesir, t.th, him. 156.

2L Untuk lebih jelasnya Lihat ¢Abd. al-°Aziz Muhammad ¢Azzam, al-Magasid al-Shar®iyyah fi
al-Qawa‘id al-Fighiyyah , Dar al-Bayan, Kaherah, 2001 M, hlm. 15.
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mempelajari petunjuk-petunjuk lafaz-lafaz, cara mengkompromikan dilalat al-alfaz
ketika bercanggah antara satu dengan yang lain mahupun bersifat maknawi separti
mengeluarkan Cillah-illah dari nas-nas dan mengeneralisasinya”.

Metod-metod istinbat hukum tersebut dalam ilmu usul figh disenaraikan
pembahasannya bersama-sama dengan al-Qur’an dan sunnah serta dimasukkan ke
dalam kelompok e ill oY) (dalil-dalil syara’).?2 Tampaknya pensenaraian ini,
menurut penulis perlu mendapat sedikit ulasan, kerana ada perbedaan diantara al-
Qur’an dan sunnah di satu pihak dengan metod-metod istinbat hukum itu di pihak

lain. Barangkali lebih tepat kalau dikatakan al-Qur’an dan sunnah adalah sumber
hukum (pSa¥) jslas/ise Hall AaY)), masadir dalam istilah ini boleh diartikan

sebagai telaga yang dari padanya diperolehi norma-norma hukum. Sementara dalil-
dalil hukum boleh diartikan sebagai sesuatu yang memberi petunjuk atau panduan

dalam menuntun seseorang menemukan hukum Allah.

Ijmak pada dasarnya adalah hasil keputusan daripada ijtihad, yang gambaran
konkritnya ialah: masing-masing mujtahid atau pakar yang terlibat dalam mesyuarat,
mengeluarkan pendapatnya terhadap sesuatu masalah hukum, apabila para mujtahid
bersepakat dan mempersetujui satu pandangan yang paling munasabah maka
persepakatan itu disebut ijmak, sedangkan giyas adalah salah satu cara untuk
mengistinbatkan hukum. Adapun istihsan adalah satu istilah yang dipopularkan oleh
Abu Hanifah untuk mengkompromikan (al-jam»®) dan mentarjih antara nas-nas atau
beberapa giyas, perkara ini adalah merupakan seni istinbat hukum yang cakupannya
berada disekitar al-tarkhzs (mengkhususkan), al-tarkhis (meringankan) dan al-tarjzh
(menguatkan) atau mentarjth  salah sebuah  giyas yang paling menyentuh

kemaslahatan daripada beberapa giyas yang berbeda muatan hukumnya 3ok JAi)

(Lesaill a jlad die algiaY) Manakala al-maslahah pada umumnya masuk ke dalam

pembahasan ciri-ciri keutamaan Syariat Islam yaitu menghendaki kebaikan dan
menolak sebarang kerusakan atau kesukaran. Adapun al-maslahah al-mursalah adalah

suatu pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang

22 Sayyid Muhammad Musa Tiwana, al-ljtihad wa Mada Hajatund Ilaih fi Hadha al-*As , Dar
al-Kutub al-Hadithah, Kaherah, t.th, him. 368, Zakariyya al-Birri, Masadir al-Ahkam al-Islamiyyah,
Dar al-Ittihad al-°Arabi li al-Tibaah, Kaherah, 1975 M./1395 H, him. 13.
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timbul dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada kemaslahatan bebas nilai
(tidak diperintahkan dan tidak dilarang).

Dengan demikian bolehlah dikatakan bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah adalah
ddal jalas sedangkan al-Istishab dan al-Urf adalah 4= las, Sementara giyas,
istihsan, al-maslahah al-mursalah dan seumpamanya dipanggil dengan metod
istinbat hukum (pSaY) Lliin) (3 ,k) dan hasil yang diperolehi daripadanya boleh
disebut dengan hukum-hukum figh. Namun menurut “Abd al-Karim Zaydan bahwa
masadir al-Figh itu merangkumi al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai dlal e dan
Ijmak, giyas, istihsan, al-maslahah al-mursalah, sad al-dharai®, al-‘urf, madhhab al-
Sahabt, shar® man gablana dan istishab adalah sebagai 4w 3las 2 Beliau
mengatakan bahwa masadir al-Figh -pada hakikatnya- sepenuhnya dikembalikan
kepada al-Qur’an dan al-Sunnah baik secara langsung dalam bentuk dalil-dalil yang

tegas terhadap sesuatu perkara hukum ataupun secara tidak langsung dengan hanya

berupa isyarat makna yang ditunjuki oleh sebilangan dalil.

Walau bagaimanapun, untuk memudahkan dan mengenal pasti dalil-dalil
syarak yang digunakan oleh para imam madhhab serta bagaimana sesungguhnya
posisi al-maslahah al-mursalah di kalangan ulama dan menjadi fokus kajian dalam
tulisan ini, penulis tetap akan mengikut istilah al-adillah al-sharfiyyah separtimana
yang sudah dikenal di kalangan ulama dan popular dalam ilmu usul figh.

Para ulama Malikiyyah?* dan Hanabilah? menerima al-maslahah al-mursalah
sebagai metod dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap yang paling
ramai dan luas menerapkannya. Menurut mereka, al-maslahah al-mursalah

merupakan kesimpulan daripada logika sekumpulan nas, bukan daripada nas yang

23 ¢Abd al-Karim Zaydan, al-Madkhal li Dirasat al-Shari‘ah al-Islamiyyah, Muassasat al-
Risalah, Beyrut, 2003 M/1424 H. Ed.-16, him.153 dan 165.

24 Abu Ishaq lbrahim bin Musa al-Lakhmi al-Shatibi, al-Muwafaqaz fi Usul al-Ahkam, Dar
Ilhya’ al-Kutub al-°Arabiyah, Kaherah, t.th, Jil.2, him. 8-12.

25 Shams al-Din Abu cAbd Allah Abu Bakar bin Qayyim al-Jawziyyah, Alam al-Muwaqgim
fan Rab al-*Alamin, Dar al-Kutub al-‘limiyyah, Beyrut, 1973 M./1414 H, Ed. ke-2, Jil.3, him.14. Pada
dasarnya golongan Shafi®iyyah juga menggunakan al-maslahah al-mursalah sebagai salah satu metod
istinbat hukum. Lihat Al-Ghazali, him. 283
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terperinci separti yang berlaku dalam qiyas. Al-Shatibi menyatakan bahwa
keberadaan dan kualiti al-maslahah al-mursalah itu bersifat pasti (qatcz), meskipun

dalam penerapannya boleh bersifat relatif (zanni).%

Misalnya, Rasulullah s.a.w. dalam salah satu sabdanya menolak penetapan
ketika orang ramai mengusulkan kepada beliau kerana meningkatnya harga barangan
di pasar. Beliau sebagai penguasa dan pemimpin negara pada waktu itu tidak
mempunyai hak turut campur dalam masalah penetapan harga, kerana perbuatan

tersebut adalah zalim.?’

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa penolakan penetapan
harga oleh Rasulullah tersebut berlaku apabila komoditi berkurangan sedangkan
permintaan meningkat naik, sehingga kenaikan harga barangan adalah wajar. Akan
tetapi apabila kenaikan harga barangan itu bukan kerana sedikitnya komoditi, tetapi
oleh kecurangan para peniaga sendiri, maka pihak pemerintah boleh turut campur
dalam mengawal dan menetapkan harga dengan partimbangan “untuk kemaslahatan”

para pengguna atau pembeli.?8

Ulama Zahiriyyah?® menolak al-maslahah al-mursalah sebagai metod istidlal
dalam mengistinbatkan hukum. Mereka memandang bahwa semua maslahat
(kemaslahatan) telah terangkum di dalam nas al-Qur’an dan sunnah. Istinbat hukum
dengan pendekatan al-maslahah al-mursalah boleh membuka peluang bagi orang-

orang yang mencari kemaslahatan sendiri sesuai dengan selera dan kepentingannya.

26 Al-Shatibi, him. 8-12.

27 Hadith yang berkenaan akan dibincangkan pada bab 4; aplikasi al-maslahah al-mursalah
dalam pembaharuan hukum Islam.

28 Lihat Abu al-Walid Sulayman bin Khalaf al-Baji, al-Muntaga, Sharh Muwatta’ al-lmam
Malik, (k) al-Taysir fi Ahkam al-Tasr, Dar al-Kitab al-SArabi, Beyrut, tth, Jil.5, him.49. Muhammad
Fathi al-Durayni, Buhiith Mugaran fi al-Figh al-l1slami wa Usulih, Muassasat al-Risalah, Beyrut, 1994
M/1414, Ed.-1, Jil.1, him.621. Dipetik juga oleh ‘Umar Sulayman al-Ashgar dalam kitab, Masail fi al-
Figh al-Mugaran, Dar al-Nafais, Jordan,1999 M/1419 H, Ed.ke-3, him.230 dan 233.

29 Abu Muhammad °Ali bin Hazm al-Andalusi, Mulakhkhas Ibtal a/-Qiyas wa-Ravi wa al-
Istihsan wa al-Taqglid wa al-Ta®lil, Dar al-Fikr, Beyrut, 1969 M/1389 H. hlm. 50, Ibn Hazm, al-
Muhalla, al-Maktab al-Tijari li al-Tibaah wa al-Nashr, Beyrut, tth, Jil.9, him.363.Lihat juga ‘Umar
Sulayman ‘Abdullah al-Ashgar, Nazarat f7 Usul al-Figh, Dar al-Nafais, Jordan,1999 M/1419 H, Ed.-1,
him.235-236.
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Sikap golongan Zahiriyyah menolak kehujahan al-maslahah al-mursalah
kerana menurut mereka, apabila maslahat diterima sebagai dalil syarak, maka akan
dapat menjejaskan keagungan dan kesucian hukum-hukum syarak disebabkan oleh
unsur subjektif manusia yang akan timbul dalam menerapkan sesuatu kemaslahatan.
Di samping itu kemaslahatan itu sendiri terletak di antara dua kemungkinan yaitu
kemungkinan disokong oleh syarak dan kemungkinan ditolak atau dibantah oleh
syarak. Sesuatu yang keberadaannya masih dalam wilayah “kemungkinan” tidak boleh

dijadikan dalil dalam menetapkan hukum.

Nampaknya kritikan ini ada benarnya kalau ditujukan kepada al-Tufi yang
memandang al-maslahah al-mursalah bebas nilai dan tanpa perlu dikontrol oleh nas-

nas yang bersifat umum.3!

Sebenarnya alasan penolakan atau bantahan  yang dikemukakan oleh
Zahiriyyah akan menjadi lenyap apabila diperhadapkan dengan syarat-syarat yang
dikemukakan oleh ulama Malikiyyah dan Hanabilah. Syarat-syarat yang berkenaan

akan dihuraikan secara terperinci pada bab ke dua daripada tesis ini.

Sejumlah pakar usul figh termasuk al-Shawkani menyatakan bahwa, jumhur
ulama menerima al-maslahah al-mursalah sebagai salah satu metod dalam

menginstinbatkan hukum.?

Kalau demikian halnya dapat dikatakan bahwa, al-maslahah al-mursalah
adalah salah satu metod istinbat yang diharapkan memberikan kontribusi (bantuan)
dalam pembaharuan hukum dewasa ini. Dengan metod penalaran istislahi agaknya
dapat memberikan nuansa dan suasana pemikiran kepada mujtahid untuk
mereaktualisasi dan membaharukan hukum dengan partimbangan kemaslahatan

umum dan analisis magasid al-shari®ah. Sebagai gambaran ilustrasi mengenai

30 Zaki al-Din Sha‘ban, Usul al-Figh al-Islamz, Dar al-Ta’lif, Kaherah, 1965, hlm. 176-177.

31 pandangan al-Tufi terhadap al-maslahah al-mursalah akan dibincangkan pada bab.2.

%2 Muhammad CAli bin Muhammad al-Shawkani, Irshad al-Fuhul, Dar al-Fikr, t.tp. t.th.
him.242. Khalifah Babakar al-Hasan, al-ljtihad fi al-Ra 'yi fi Madrasat al-Hijaz al-Fighiyyah, Maktabat
al-Zahra’, Kaherah, 1997 M./1418 H. hlm.431.
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penerapan al-maslahah al-mursalah dikaitkan dengan partimbangan kemaslahatan
dapat dicontohkan separti berikut: Apabila pada suatu kawasan, penduduknya majoriti
beragama Hindu separti di India atau di pulau Bali (Indonesia), yang kononnya
menghormati lembu dan menjunjung tinggi keberadaanya serta meyakini bahwa
binatang itu adalah kendaraan atau tunggangan para dewa, maka umat Islam (sebagai
minoriti) yang mendiami kawasan tersebut tidak boleh menyembelih lembu secara
terang-terangan dengan partimbangan kemaslahatan umum. Meskipun lembu bagi
umat Islam halal dimakan, akan tetapi tindakan sepihak (menyembelih lembu secara
terang-terangan) daripada umat Islam boleh membangkitkan sensitif dan emosi
keagamaan orang-orang Hindu yang pada akhirnya membahayakan keberadaan umat

Islam di kawasan itu.

Pembaharuan dalam Islam berarti fikiran, gerakan dan usaha untuk
menyesuaikan fahaman-fahaman keagamaan (Islam) dengan perkembangan baru yang
ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moden (IPTEK),*3separti
pertambahan penduduk, adanya beberapa inovasi penemuan baru, pertentangan atau
konflik, pembangkangan, pemberontakan atau revolusi, reformasi dan sebagainya.
Sehubungan dengan itu, persoalan yang berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w dan
zaman sesudahnya sangat berbeda dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat
sekarang, kerana problematika sosial semakin kompleks seiring dengan proses
perkembangan sosial.>* Kompleksiti problematika sosial, di sisi lain, disokong oleh
pengaruh luar yang disebabkan adanya hubungan dengan budaya, tamadun atau
peradaban lain.®

Sedangkan hukum Islam yang dimaksudkan di sini adalah hukum Islam

kategori figh yang merupakan hasil intelektual dan ijtihad para ulama, bukan hukum

% Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Bulan
Bintang, Jakarta, 1984 Cet ke- 3, him. 11-12.

34 Proses sosial tesebut misalnya dengan bertambahnya penduduk, adanya beberapa penemuan
baru, pertentangan/konflik, pemberontakan/revolusi. Lihat Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu
Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, him. 360-361.

35 Hal ini juga turut mempengaruhi dan berhubungan dengan proses perubahan sosial. Lihat
Soejono Soekanto, 361.
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Islam Kategori syariat.**Dengan perkataan lain, hukum Islam kategori figh ini
merupakan penjelasan ilmiah yang berbentuk amali dilakukan oleh para ulama
tehadap nusus Syariat Islam yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadith untuk

kepentingan dan kemaslahatan manusia di setiap zaman dan tempat.

Syariat dalam Islam menunjuk kepada ajaran yang terkandung di dalam al-
Qur’an dan sunnah Rasulullah s.a.w. dalam pengartiannya yang luas. Namun al-
Qur’an juga menggunakan perkataan shara‘a, shircah dan shari®ah untuk menunjuk

beberapa makna:

1. Akidah tauhid. Allah berfirman:

o 98 PxEQMarsFarde BIIQHKE 2750 LEO )
HAQEO€E: DY OV T <=0 e0

Maksudnya:

“Dia (Allah s.w.t) telah mensyariatkan bagi kamu sekalian agama yang telah
diwariskan oleh Nuh”.%®

Dalam ayat ini syariat menunjuk kepada pengartian akidah tauhid yang
merupakan bahagian yang sama-sama disyariatkan kepada semua Nabi di sepanjang
sejarah umat manusia. Intinya ialah beribadah hanya kepada Allah s.w.t. Yang Maha

Esa tanpa menyekutukan-Nya.*®

2. Adab dan akhlak. Firman Allah s.w.t:

3% Pengamat Orientalis mengatakan mustahil mempelajari agama Islam tanpa mempelajari
hukum Islam. Lihat Jopeph Schacht, An Introduction to Islam Law, Oxford at the Clarendon Press,
London, 1971, him. 1.

37 Al-Qur’an, al-Shura, 42:13

38 Semua terjemahan ayat al-Qur’an dalam tulisan ini berdasarkan Tafsir pimpinan al-Qur’an
kepada pengartian al-Qur’an, edisi kesebelas, (Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan
Perdana Menteri, 1994).

3% Mengenai penafsiran ayat tersebut di atas lihat ¢Imad al-Din Abu al-Fida IsmaCil bin Kathir
al-Qurashi al-Dimashqi, Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-°Azim, Dar Maktabat al-Hilal, Beyrut, Ed.-1,
1986, Jil.5, him. 235. Abu ®Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari, al-Qurtubi, al-Jami® li Ahkam
al-Qur’an, Dar al-Kutub al-®limiyyah, Beyrut, 2000 M/1420 H, Ed.-1, Juz. 16, him.8-9.
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HORDONO# FON=4R NEOO- @RIRY LD
PO M T Do I BILQHE
Maksudnya:

“Kemudian Kami menjadikan engkau (Muhammad) berada di atas syariat dari urusan
(agama) itu”.

Nilai-nilai kejujuran, amanah, bersikap adil dan lain-lain akhlak yang abadi itu

termasuk contoh pengartian agama yang disyariatkan.**

3. Hukum-hakam dan peraturan-peraturan. Firman Allah s.w.t:

COMROG# JLAECRE - O%cHREDIRY =780 w }
YU AL AV 8460

Maksudnya:

“Dan bagi masing-masing daripada kamu sekalian, Kami telah buat undang-undang
dan jalan (peraturan)”

Ayat di atas menggunakan perkataan yang sama yaitu shircah. Namun dalam
konteks ini perkataan tersebut tidak dapat diartikan sebagai akidah tauhid. Kerana
pemahaman sedemikian mengakibatkan salah pengartian yang ketara, yaitu masing-
masing umat mempunyai akidahnya. Oleh itu pengartian syariat di sini adalah hukum-
hakam yang ditetapkan untuk masing-masing umat mengikut keadaan yang sesuai

dengan mereka.*

Pengartian hukum Islam kategori syariat yang dimaksud dalam kajian ini
adalah:

40 Al-Qur’an, al-Jathiyah, 45:18.

41 Al-Qurtubi, al-Jami¢, Juz 16, him.109.
42 Al-Qur’an, al-Maidah, 5:48.

43 Al-Qurtubi, al-Jami®, Juz 6, him. 211.
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i ) alll e ay (A s Al Al by jSI Gl AN 8 33 5a sall alSa )
4, Gl ) Ll ol s aile alll L dons

Maksudnya:

“Hukum-hakam yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabawiyyah yang
merupakan wahyu Allah swt. diturunkan kepada Muhammad s.a.w untuk
disampaikan kepada manusia”.

Menurut Qatadah, Syariah ialah: osil,ill s asaalls gills 3a¥) & day il

(Perintah, larangan, hudud dan kewajiban-kewajiban).*

Jadi hukum-hakam dan undang-undang syariat yang ada di dalam al-Qur’an
dan hadith yang bersifat gati dalalah, abadi, universal dan mutlak kebenarannya,
merangkumi asas kebebasan, keadilan dan musyawarah yang tersimpul dalam
“perintah dan larangan (J=& ¥ J=3) )”. Separti keharaman berzina, mencuri,
merompak atau hukuman jenayah hudud dan sebagainya. = Keharaman dan
hukumannya adalah mutlak, tidak boleh diubahsuai menjadi halal mengikut waktu
dan tempat. Namun untuk memastikan terjadinya pelanggaran terhadap undang-
undang tersebut perlu ada prosedur. Di bidang prosedur inilah ijtihad diperlukan.
Maka di sinilah letak hukum Islam kategori figh yang merupakan hasil intelektual
para ulama di sepanjang sejarah.

Berangkat dari pemahaman ini, pembaharuan hukum Islam berarti gerakan
ijtihadi untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan
dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi moden, baik menetapkan hukum ke atas masalah baru yang belum ada
ketentuan hukumnya mahupun  menetapkan hukum baru untuk menggantikan
ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan

manusia zaman sekarang. Contohnya ijtihad Yusuf al-Qardawi tentang zakat profision

4 cAbd. al-Karim Zaydan, him.35. Al-Qurtubi, al-Jami®hlm.163.
4 Al-Qurtubi, him.109.
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dan pendapatan berasaskan kepada bidang kepakaran. Menurut al-Qardawi, pada
penghasilan yang datang dari bidang tersebut dikenakan zakat, dan nisabnya
dipersamakan dengan nisab hasil pertanian.*® ljtinad tersebut merupakan suatu
pembaharuan, kerana ketentuan hukum yang dihasilkan oleh ijtihadnya itu mampu
menjawab perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan
penghasilan yang datang dari jasa mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sedangkan
pada masa Nabi s.a.w. dan pada masa permulaan Islam, penghasilan yang demikian

belum lagi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Penalaran hukum dengan metod al-maslahah al-mursalah ini didasarkan pada
anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah s.w.t. adalah untuk
mengatur perilaku manusia, di dalamnya terdapat alasan logik dan hikmah yang
hendak dicapai, Allah s.w.t. tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara
sia-sia tanpa tujuan apa-apa. Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan
manusia di dunia dan di akhirat. Akan tetapi secara khusus, setiap perintah dan
larangan mempunyai alasan-alasan logik dan tujuan masing-masing. Sebahagian
daripadanya disebut langsung di dalam al-Qur’an atau hadith sebahagian lagi

diisyaratkan sahaja dan ada pula yang direnung dan difikirkan terlebih dahulu.*’

1.3  Permasalahan Kajian

Sumber utama hukum Islam al-Qur’an dan hadith telah meletakkan prinsip-prinsip
umum yang menjadi dasar partimbangan ahl al-Dhikr (para mujtahid) dalam
menyelesaikan perkara-perkara baru. Salah satu prinsip umum itu ialah: “tujuan
utama pensyariatan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan ( <ls
Auliall i g wlladll)”,

46 Yusuf al-Qardawi, Figh al-Zakat, Muassasat al-Risalah, Beyrut, 1980 M./1400 H Ed.ke-4,
Jil.1, him. 89.

47 Shams al-Din Abti Abd Allah Abu Bakar bin Qayyim al-Jawziyyah, A¢lam al-Muwagqgicin
fan Rab al-°Alamin, Dar al-Kutub al-°limiyyah, Beyrut, 1973 M./1414 H, Ed.-1, Jil.3, him. 196.
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Di atas prinsip inilah para Imam mujtahid dan ulama lainnya menyelesaikan
masalah-masalah baru yang belum ada kejelasan hukumnya di dalam al-Qur’an dan
sunnah. Penyelesain itu kadangkala menggunakan kaedah separti; giyas, istihsan, al-

maslahah al-mursalah.

Penyelidikan ini bartitik tolak daripada kekaburan pemahaman sebahagian
orang terhadap konsep al-maslahah al-mursalah. Sekurang-kurangnya konsep al-
maslahah al-mursalah ini belum dapat difahami secara jelas, masih terdapat
keanekaragaman pemahaman, sehingga timbul penafsiran yang bermacam-macam.
Ada yang memahaminya bahwa ia merupakan penetapan hukum tanpa metod,
sementara dikalangan lain memahaminya sebagai penetapan hukum berdasarkan apa
yang dianggap kemaslahatan oleh orang yang berkepentingan. Fahaman separti
terkesan sangat diminati orang sekular yang dipelopori oleh jaringan Islam Liberal
yang sekarang ini bertapak di Indonesia. Kerana adanya kekaburan pengartian
tersebut, maka perlu diperjelaskan bagaimana sebenarnya konsep al-maslahah al-
mursalah itu dan sejauh mana fungsi, urgensi dan relevansinya dengan pembaharuan

hukum Islam apabila dikaitkan dengan permasalahan figh masa Kini.

Kajian ini masih merupakan kesinambungan kepada hasil penyelidikan ulama
masa lalu, namun di dalamnya ada sentuhan-sentuhan baru yang diaplikasikan dalam
beberapa contoh penerapan al-maslahah al-mursalah. Oleh itu, maka inti
permasalahan yang hendak diselidiki adalah “bagaimana sesungguhnya konsep al-
maslahah al-mursalah dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam”. Inti
permasalahan ini diperinci ke dalam sub-sub permasalahan separti berikut:

1. Bagaimana hakikat pengertian al-maslahah al-mursalah
1. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan hukum Islam
3. Sejauhmanakah relevansi  al-maslahah  al-mursalah  dengan

pembaharuan hukum Islam



1.4  Objektif Kajian

Obijektif kajian penyelidikan ini dapat diformulasikan seperti berikut:

1.5

Menganalisa dan menjelaskan bagaimana konsep al-maslahah al-mursalah
sebagai suatu metod istinbat hukum sekaligus meneliti kemungkinan
penerapan dan pengembangannya untuk masa sekarang dan masa yang akan
datang.

Menganalisa dan menjelaskan bahwa hakikat pembaharuan hukum Islam
hanya berlaku pada hukum Islam kategori figh.

Menjelaskan bagaimana kesan dan pengaruh perkembangan ilmu serta
keadaan persekitaran terhadap persoalan-persoalan semasa sehingga dapat
mempengaruhi status dan materi sesuatu hukum yang berlaku dalam sesebuah
masyarakat.

Menganalisa relevansi al-maslahah al-mursalah dan aplikasinya dalam

pembaharuan hukum Islam masa Kini.

Tujuan Kajian

Penyelidikan ini bertujuan untuk:

1.

Mengenal pasti bahwa hakikat al-maslahah al-mursalah adalah: sesuatu
tindakan yang dilihat oleh mujtahid dimana tindakan itu mengandungi
kemanfaatan yang jelas dan rajihah serta menyentuh magasid (tujuan) al-
Shariah dan ianya neutral artinya tidak ada dalil syarak yang membenarkan
atau menafikannya.

Menjelaskan bahwa metod al-maslahah al-mursalah adalah salah satu jalan
alternatif dalam mengistinbatkan hukum dan kesesuainnya dengan
pembaharuan hukum Islam dewasa ini.

Menegaskan bahwa hakikat pembaharuan hukum Islam yang dimaksud

dalam kajian ini adalah berlaku hanya pada hukum Islam kategori figh sahaja,

tidak memasuki wilayah hukum Islam kategori syariat.

20
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4. Memperkenalkan kemampuan dan keluwesan/kelenturan hukum Islam dalam
menjawab semua permasalahan umat sehingga pada akhirnya hukum Islam
menjadi suatu keperluan yang tidak diketepikan. Demikian juga tulisan ini
diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual serta menjadi salah satu
usaha  untuk  memperkasakan  hukum Islam  dan  sekaligus
memasyarakatkannya.

5. Menjadi bukti bahwa Islam memberikan kebebasan berfikir kepada umatnya
guna mencari dan menetapkan apa yang baik bagi mereka dalam
kehidupannya sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di
akhirat kelak.

1.6  Kajian Kepustakaan

Sepanjang penulis ketahui, karya ilmiah berupa buku atau laporan-laporan hasil
penyelidikan yang membahas secara khusus tentang al-maslahah al-mursalah
sebagai suatu metod istinbat hukum dan kaitan relevansinya dengan pembaharuan

hukum Islam belum ditemukan.

Secara umum pembahasan al-maslahah al-mursalah dapat ditemukan dalam
kitab-kitab antaranya: kitab Usul al-Figh karya Muhammad Abu Zahrah, Usul al-
Tashri® al-Islamz karya “Ali Hasaballah, Usi/ al-Figh al-Islami karya Zaki al-Din
Sha‘ban, Usul al-Figh karya “Abd al-Wahhab Khallaf, Usul al-Figh karya Muhammad
Abu al-Nur al-Zuher, Usul al-Figh al-Islami karya Badran Abu al-°*Aynayn Badran.
Selain kitab-kitab yang berbahasa Arab tersebut, ada beberapa kitab yang berbahasa
Inggris dan Indonesia, misalnya Islamic Jurisprudence and the Rule of Necessity and
Need, Philosophy of Islamic Law karya Muhammad Mulehuddin, Shari’ah: The
Islamic Law karya °Abd al-Rahman | Doi, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh
Islami karya Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Usul Figh karya Nasrun Haroen dan
Hukum Islam dan Pranata Sosial karya Dede Rosyada.

Adapun buku-buku atau tulisan-tulisan yang secara spesifik/khas membahas
al-maslahah al-mursalah sebagai salah satu metod menginstinbatkan hukum

antaranya:
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1. Masadir al-Tashri¢ al-Islam7 fi Ma La Nassa fih

Buku ini ditulis oleh “Abd al-Wahhab Khallaf salah seorang pakar usul figh di Mesir
dan guru kepada Muhammad Abu Zahrah. Pembahasan dan perbincangan mengenai
al-maslahah al-mursalah atau al-istislah oleh penulisnya diletakkan pada muka surat
85 hingga muka surat 141. Bermula dengan pemaparan batasan/definisi operasional
al-maslahah al-mursalah hingga kepada pandangan ulama tentang kesahihan (validiti)

al-maslahah al-mursalah dalam mengistinbatkan hukum.

Setelah menganalisa dan meneliti argument atau alasan yang dikemukakan
ulama yang menggunapakai al-maslahah al-mursalah sebagai salah satu metod
istinbat hukum serta memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ulama
yang menolak al-maslahah al-mursalah sebagai hujah dalam penggalian dan
penetapan hukum, maka penulis buku ini mengambil kesimpulan bahwa argument
atau alasan dan dasar partimbangan yang ditampilkan ulama yang menerimapakai al-
maslahah al-mursalah sebagai salah satu metod dalam menetapkan hukum adalah
rasional dan sejalan dengan magasid al-Shari‘ah yaitu untuk mewujudkan

kemaslahatan dan menolak sebarang kemudaratan (bahaya, bencana).*®

Dalam buku tersebut, dikemukakan tiga persyaratan utama agar hasil kajian
hukum dengan menggunakan al-maslahah al-mursalah boleh diterima. Antaranya
adalah bahwa ketentuan hukum diperolehi melalui penelaahan dan penelitian yang
mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya dapat ditampakkan dan diwujudkan
secara jelas dan nyata tidak berupa dugaan semata, serta aplikasi kemaslahatan itu
tidak berlaku parsial yang bersifat peribadi atau individu, tetapi harus berlaku umum

dan menyeluruh bagi masyarakat muslim, paling tidak sebahagian besarnya.*®

48 cApd al-Wahhab Khallaf, Masadir al-Tashri¢ fi Ma La Nassa Fih, Dar al-Qalam, Kuwayt,
1392 H./1972 M, Ed.ke-3, him. 100-101.
49 cApd al-Wahhab Khallaf, him. 101.
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1. Masadir al-Ahkam al-Islamiyyah

Pengarang buku ini adalah Zakariyya al-Birri mantan Shaykh al-Azhar pada akhir
pemerintahan Muhammad Anwar al-Sadat, beliau mengatakan bahwa kemaslahatan-
kemaslahatan yang menjadi matlamat diturunkannya syariat kepada umat manusia
adalah terwujudnya maslahat daruriyyat yang merangkumi pemeliharaan agama, jiwa,
akal, harta benda dan keturunan, maslahat hajiyyat yaitu menghilangkan kesempitan
atau kesukaran (mushaqgah) separti kebolehan berbuka puasa di siang hari bulan
ramadan bagi orang musafir dan orang sakit, demikian pula menggasar (meringkas)
solat yang empat rakaat menjadi dua rakaat untuk seseorang yang bermusafir, dan
maslahat takmiliyyat yaitu hal-hal yang berkait dengan budi pekarti atau akhlak yang
terpuji serta tatacara kesopanan, separti wewangian, memakai pakaian baru di hari

raya, dan lain-lain.>

Konkulusi yang dibuat oleh pengarang buku ini setelah mengamati dan
menyelidiki masing-masing alasan atau argument yang dikemukakan oleh ulama yang
menerima al-maslahah al-mursalah sebagai hujah dan ulama yang menolaknya,
adalah bahwa sebenarnya jumhur (majoriti) ulama menartima serta menggunakan al-
maslahah al-mursalah sebagai dasar partimbangan dalam menetapkan hukum. Hanya
sahaja ulama Hanafiyah memasukkannya ke dalam istihsan dan golongan Shafi¢iyyah
memasukkannya ke dalam garapan giyas. Artinya, ada asal (yang ketentuan
hukumnya dinyatakan oleh nas) dan illah yang mundabit yang menjadi dasar acuan
kemaslahatan. Dengan kata lain, kemaslahatan mu‘tabarah adalah yang menjadi dasar

partimbangan al-maslahah al-mursalah dalam menginstinbatkan hukum.

Malah istihsan sebagai metode istinbat hukum yang digunakan Hanafiyyah
kebanyakannya mengacu kepada pendekatan al-maslahah.®!

50 Zakariyya al-Birri, Masadir al-Ahkam al-Islamiyyah, Dar al-Ittihad al-°Arabi, Kaherah,
1975 M/1395 H, him . 125.
51 Zakariyya al-Birri, him. 137.
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3. Al-Adillah al-Mukhtalaf Ftha wa Atharuha fi al-Figh al-I1slamz

Buku ini ditulis oleh “Abd al-Hamid Abu al-Makarim Isma®il. Beliau menghuraikan
dan menganalisis dalil-dalil syarak (metod-metod istinbat hukum) yang dikalangan
ulama masih diperselisinkan eksistensinya separti: al-istishab, al-istihsan, sadd al-
dhari’ah, gawl al-Sahabah, shar‘u man gablana, ‘amal ahl al-Madinah, al-‘Urf dan
al-maslahah al-mursalah.

Dalam membahasankan buku ini beliau menampilkan argument atau pendapat-
pendapat para ulama mengenai al-maslahah al-mursalah kemudian berkesimpulan

bahwa:
52,;;5@&&;3%&4@)@\5&\&2\‘&&)45\@LAA\Q)

Maksudnya:

“Pada dasarnya al-masalih al-mursalah digunakan oleh jumhur ulama dan tidak
terbatas penggunaannya pada satu madhhab sahaja”.

4. Dawabit al-Maslahah fi al-Shari‘ah al-I1slamiyyah

Buku ini adalah hasil karya Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti seorang pakar usul
figh dari Syiria yang bebangsa Kurdi. Ciri khas karya ini ialah menekankan peraturan-
peraturan untuk menentukan maslahat. Terdapat lima dawabit maslahah vyaitu;
maslahah tertakluk di bawah skop magasid al-Shari®, tidak bertentangan dengan al-
Qur’an, tidak bertentangan dengan al-Sunnah, tidak bertentangan dengan giyas, dan
tidak mengabaikan maslahah yang lebih penting. Jelasnya ialah cara efektif untuk
memelihara syariat dalam bentuknya yang ideal adalah menentukan al-maslahah

berdasarkan keperluan-keperluan yang diperakui dalam syariat. Ada sebilangan ayat

52 ¢Abd al-Hamid Abu al-Makarim IsmaCil, al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha wa Atharuha fi al-
Figh al-Islamz, Dar al-Muslim, Kaherah, t.th., him. 117.
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al-Qur’an yang memerintahkan agar memenuhi prinsip-prinsip yang ditentukan dalam
menetapkan maslahat: QS.4:59 dan 105, QS.5:47 dan 51.

Sumbangan penting al-Buti dalam buku ini ialah membersihkan dakwaan-
dakwaan terhadap “Umar bin al-Khattab dan Imam Malik bahwa beliau berdua
mengutamakan maslahah daripada nas, sama ada ketika bertembung dengan nas atau
mentakhsis nas dengan maslahah. Perkara ini sangat penting kerana dengan semata-
mata dakwaan kononnya maslahah, maka nas syarak yang gat‘; terutamanya yang
melibatkan undang-undang jenayah Islam diabaikan begitu sahaja. Begitu juga
sumbangan al-Buti yang tampak dalam buku ini yaitu bidasan dan kritikan tajam
terhadap al-Tufi yang menjadi anutan segelintir intelektual yang pemikirannya sangat
membarat (bahkan mendewakan pemikiran barat) jika dibiarkan akan membawa

implikasi yang negatif yaitu menolak syariat daripada dilaksanakan sepenuhnya.

Di bahagian akhir buku ini Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti menyatakan
bahwa: (1) al-Qur’an ataupun sunnah tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan untuk
dirinci secara bebas meskipun melalui maslahat, (2) setiap langkah yang berusaha
menginterpretasikan dan menafsirkan nas harus mempartimbangkan hal-hal penting,
separti yang ditunjukkan di atas yaitu kemaslahatan yang mendapat perakuan dalam
syariat atau sesuai dengan magasid al-Sharitah, sehingga ia tidak mengacaukan
maslahat separti yang oleh para modernis dikatakan sebagai maslahat.>3Jadi standard

partimbangan maslahat harus berasal dari pada syariat itu sendiri.

5. Nazariyat al-Maslahah fi al-Figh al-Islamz

Buku ini ditulis oleh Husayn Hamid Hassan. Dalam bahagian pendahuluan, beliau
mengatakan bahwa: teori ini didasarkan atas dua prinsip. Pertama, keunggulan dan
keutamaan syariat berada pada memerhatian kepada kemaslahatan atau kepentingan
masyarakat. Kedua, nas-nas syariat itu penuh dengan maslahat atau kepentingan dan
hal yang demikian adalah merupakan kewajipan mufassir dan pakar usul figh - dalam

53 Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti, Dawabit al-maslahah fi a/-Sharitah al-Islamiyyah, al-
Maktabah al-Amawiyyah, Damshiqg, 1969, him. 411-413.
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hal tidak ada nas yang eksplisit langsung menunjuk kepada perkara hukum tertentu-
untuk menemukan dan menentukan masalih (kepentingan-kepentingan) dengan cara

meselaraskannya (mulaim) dengan kehendak nas atau maqasid al-Shari®.

Pada bahagian akhir daripada buku ini, pengarang mengemukakan ringkasan
pandangan-pandangannya bahwa: syariat mempunyai kapasiti keupayaan untuk
menjawab semua permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan tidak ada maslahat
yang dilegalkan dan diperakui -baik langsung atau tidak langsung melalui penalaran
para mujtahid- kecuali apa yang dikandungi oleh idea-idea syariat sendiri. Alasannya
adalah bahwa kepentingan-kepentingan (maslahat-maslahat) yang dijadikan standard
untuk menggali dan menetapkan hukum harus yang dibenarkan oleh syariat dan
kepentingan-kepentingan itu pula berada pada kemudahan atau dengan kata lain
prinsip utama maslahah yang dibenarkan itu adalah untuk menarik manfaat serta

mencegah atau menolak kemudaratan.

6. Al-Masalih al-Mursalah wa Atharuha fi Murunat al-Figh al-Islamz

Buku ini ditulis oleh  Muhammad Ahmad Bu Rukab, ia mengandungi 647 halaman
atau muka surat termasuk indeks. Buku ini pada awalnya merupakan sebuah tesis
yang diusahakan oleh pengarangnya bagi mendapatkan ijazah Magister daripada
Fakulti al-Imam al-Awza‘i Beyrut, Lubnan tahun 1994 M. bersamaan dengan 1414 H.
kemudian dicetak pada tahun 2002 M./1423 H. oleh Dar al-Buhuth li al-Dirasah al-
Islamiyyah wa lhya’ al-Turath, Dubay, Emiriyat Arab Bersatu.

Buku ini secara garis besarnya terbahagi kepada mugaddimah, alasan memilih
tajuk, kepentingan kajian, garis-garis besar pembahasan dan merangkumi dua bab.
Bab pertama yang bermula dari muka surat 21 hingga 218 pembahasannya pada
umumnya bersifat teori (nazarz) yang merangkumi perbincangan tentang takrifan al-
maslahah pembahagian al-maslahah dilihat dari pelbagai aspek, partimbangan syariat
Islam terhadap kemaslahatan, pengartian al-maslahah al-mursalah, kehujahan dan
pandangan ulama terhadap al-maslahah al-mursalah. Bab kedua penulis buku ini

memulakan pembahasan dari muka surat 219 hingga 393 pada umumnya bersifat



27

praktik (tatbigr). Beliau juga banyak memaparakan contoh penerapan al-maslahah al-
mursalah bemula daripada zaman al-Khulafa’ al-Rashidin, zaman Imam-imam

madhhab hingga zaman keruntuhan Khilafah Islamiyah.

Buku ini tidak menampilkan contoh penerapan al-maslahah al-mursalah yang
boleh dihubungkaitkan dengan permasalahan-permasalahan figh masa kini, ia hanya
memberikan arahan bagaimana al-maslahah al-mursalah boleh dirujuk dan dijadikan
panduan apabila menghadapi persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam
masyarakat di setiap waktu dan tempat sebagai konsekuensi (akibat) daripada

perkembangan yang dimunculkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Memang harus diakui bahwa kajian ulama terdahulu sudah sangat maju
seolah-olah tidak ada ruang yang boleh dimasuki, semuanya sudah mendapat sentuhan
kajian oleh mereka meskipun selari dengan keadaan dan situasi perkembangan zaman
masa lalu sehingga sampai ke hari ini produk-produk hukum mereka masih
diamalkan. Namun kajian-kajian itu perlu ditindaklanjuti dan dikembangkan seiring

dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.

Dari huraian singkat tentang kitab-kitab yang dipaparkan di atas, dapatlah
disimpulkan -sementara- bahwa kajian-kajian terdahulu belumlah tuntas dan
menyeluruh masih perlu diteruskan. Oleh karena itu kajian ini bukanlah baru sama
sekali tetapi ianya merupakan mata rantai kesinambungan kepada hasil kajian ulama
terdahulu, namun di dalamnya ada beberapa sentuhan baru yang ditampilkan
terutamanya yang berkaitan dengan contoh penerapan al-maslahah al-mursalah dan
kesesuiannya dengan pembaharuan hukum Islam serta lebih difokuskan kepada
permasalahan-permasalahan figh masa kini atau yang lebih dikenali dengan masail
fighiyyah.
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1.7  Kaedah Penyelidikan

Kajian ini sepenuhnya bersifat kepustakaan (library research) dan bukan penyelidikan
lapangan (field research),> sumber datanya sama ada secara langsung mahupun tidak
langsung berasal dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dan diedarkan
dalam bentuk buku, kitab, majalah, akhbar dan lain-lain yang dianggap representatif
dan relevan. Selain bersifat kepustakaan juga bersifat deskriptif sebab penyelidikan ini
bermaksud mengeksplorasi (mencarigali) beberapa produk hukum ulama terdahulu

sebagai bahan perbandingan.

Sumber utama daripada penyelidikan ini tentunya adalah al-Qur’an, sunnah,
kitab-kitab usul figh, dan figh. Kitab-kitab yang dimaksud tidak hanya berorientasi
kepada madhhab tertentu, melainkan secara umum merangkumi madhhab-madhhab
yang pernah berkembang dan dikenali dalam masyarakat muslim. Di samping itu
sumber-sumber lain yang berkaitan dengan substansi (inti) permasalahan yang

dibahas akan turut dikaji dan dijadikan sebagai bahan sekunder.

Kerana tulisan ini kadangkala dihubungkan dengan realiti dan kejadian yang
berlaku di masyarakat maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiolgis.
Pendekatan ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menelaah secara kritis tentang
hukum Islam dan kesesuaiannya dengan waktu dan tempat. Pemaparan produk-produk
ulama-ulama mujtahid terdahulu berkaitrapat dengan data sejarah, maka digunakan
juga pendekatan historis. Selain kedua pendekatan tersebut di atas, kerana kajian ini
tidak boleh dilepaskan dari pemikiran terutamanya dalam mencari dan menemukan
hubungan antara al-maslahah al-mursalah dengan pembaharuan hukum Islam, maka

digunakan pendekatan filosofis.

5 Lihat Suharsimi Arikonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, 1993, Ed.ke-9, him. 10-11.
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Sedangkan metod pengolahan data yang digunakan adalah metod kualitatif
dengan memakai teknik analisis isi (content analysis)® dan analisis bahasa (linguistics
analysis).”® Teknik ini diterapkan untuk melakukan analisis terhadap makna yang

terkandung dalam data yang dihimpun melalui kepustakaan.

Kemudian untuk memadukan dan mengharmonikan beberapa pengartian ke
dalam satu pengartian yang bersepadu, maka dilakukan analisis sintesis, yakni dengan
cara memadukan pengartian-pengartian yang diperolehi daripada analisis isi dan
analisis bahasa. Teknik ini didasarkan pada pendekatan rasional dan logik terhadap
sasaran pemikiran secara induktif ( istiqrai ) dan deduktif (istinbati ) serta analisis

ilmiah.%’

Pendapat-pendapat yang dikemukakan dan dijadikan rujukan dalam tulisan ini
tidak dipetik secara langsung, penuh dan seutuhnya. Akan tetapi yang dikemukakan
hanyalah idea daripada pendapat itu sesuai dengan pemahaman penulis atau yang
sering disebut dengan petikan tidak langsung. Namun demikian sistem petikan
langsung juga kadangkala digunakan terutamanya yang berhubungan dengan ayat-
ayat al-Qur’an, hadith, dan teks-teks bahasa Arab yang perlu menunjukkan kepada

teks asal daripada orang yang mengemukakan pendapat tersebut.

Landasan pembaharuan yang dikemukakan dalam kajian ini menggunakan dua
standard. Pertama adalah islah yang mengandungi pengartian; menafsirkan ulang al-
nusus al-mugaddasah dan menselaraskannya dengan perkembangan baru yang
berlaku dalam masyarakat. Atau mengambil rumusan dan saripati pandangan ulama
terdahulu kemudian diselaraskan dengan situasi dan keadaan masyarakat masa Kini.
Kedua adalah tajdid yang mengandungi pengartian; menjawab dan menentukan
material hukum kepada persoalan-persoalan semasa yang tidak ada jawapannya

daripada ulama terdahulu.

5 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989,
him. 3.

% Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, him.
76.

57 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Bina Aksara, Jakarta, 1987, him. 22.
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Dalam memperkatakan dan membahaskan al-maslahah al-mursalah yang cuba
dikaitkan dengan pembaharuan hukum Islam, penulis mengacu kepada dua landasan
teori yaitu; c.\L.al\ cls }i Asldall ¢ o L) clhaa LS 4 530 dan 335 daliaalll s Lq.u\

Al g

Terjemahan hadith-hadith Nabi Muhammad s.a.w. dan ungkapan-ungkapan
yang berbahasa Arab yang terdapat dalam tulisan ini dibuat oleh penulis sendiri.
Sedangakan terjemahan ayat-ayat al-Qur’an dalam tulisan (tesis) ini adalah
berdasarkan Tafsir pimpinan al-Rahman kepada pengartian al-Qur’an, Tahun 1994

Edisi Kesebelas, Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.

Adapun teknik penulisan penyelidikan ini merujuk kepada buku Panduan
menulis tesis Gaya Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Edisi Semak tahun 2006.
Transliterasi dari tulisan Arab ke tulisan Latin (Rumi) serta singkatan yang dipakai,

juga berdasarkan kepada buku panduan tersebut.

1.8 Limitasi Kajian
Skop kajian ini meliputi:

1. Al-maslahah al-mursalah sebagai metod istinbat hukum
2. Pembaharuan hukum Islam
3. Aplikasi al-maslahah al-mursalah dalam pembaharuan hukum Islam;

merangkumi aspek sosial budaya, sosial politik dan aspek sosial ekonomi.

1.9  Organisasi Penulisan

Pembahasan dalam kajian ini akan dibahagi ke dalam beberapa garis besar bahasan.
Hal ini diharapkan agar pembahasan ini lebih terarah dan sistematik. Dalam bab
pertama memuat bab pendahuluan yang menjadi mugaddimah dan pengantar umum

kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan pengenalan, latar belakang masalah,
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permasalahan kajian, objektif kajian, tujuan kajian, kajian kepustakaan, kaedah

penyelidikan, limitasi kajian dan diakhiri dengan organisasi penulisan.

Bab kedua dari pembahasan ini membincangkan tentang al-maslahah al-
mursalah sebagai istinbat hukum. Dalam bab ini dibahas tentang pengartian al-
maslahah h, pembahagian al-maslahah, syarat-syarat al-maslahah, kehujahan dan

dasar partimbangan al-maslahah.

Bab ketiga membahas tentang pembaharuan hukum Islam yang merangkumi
arti pembaharuan hukum Islam, tujuan pembaharuan hukum Islam, dan ijtihad sebagai
sarana pembaharuan hukum Islam dan hubungannya dengan al-maslahah al-
mursalah. Yang terakhir ini dibahagi kepada tiga bahagian, yaitu pengartian ijtihad,
selayang pandang ijtihad dalam rentasan sejarah dan ijtihad sebagai sarana
pembaharuan hukum Islam. Ijtihad dalam rentasan sejarah berisi pembahasan tentang

ijtihad sahabat dan ijtihad tabi®in dan atba® tabicin.

Bab keempat berjudul “Aplikasi al-maslahah al-mursalah dalam Pembaharuan
Hukum Islam”. Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana relevansi dan aplikasi al-
maslahah al-mursalah dalam pembaharuan hukum Islam yang merupakan masalah
inti daripada kajian ini. Dalam bab ini juga dibincangkan sedikit tentang keadaan
objektif figh yang ada sekarang serta keadaan objektif umat Islam, dan akan

diketengahkan beberapa contoh permasalahan figh masa kini.

Bab kelima adalah bab terakhir atau penutup yang diberi tajuk dengan
“Kesimpulan dan saranan” Dalam bab kelima ini dibuat kesimpulan dari keseluruhan
pembahasan yang telah dihuraikan sebelumnya dan beberapa saranan yang dianggap

perlu dan munasabah.



BAB 11

AL-MASLAHAH SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM

Pengenalan

Salah satu metode yang dikembangkan dan diterimapakai oleh ulama usul figh dalam
menginstinbatkan hukum adalah al-maslahah dan sering juga disebut dengan al-
mursalah, al-mutlagah dan al-mulaimah yaitu dengan mempertimbangkan sesuatu
kemaslahatan yang tidak ada nas juz 7 (rinci) yang mendukungnya dan tidak ada pula
yang menolaknya. Namun kemaslahatan itu didukung oleh sejumlah nas melalui cara
istigra’ ( induksi daripada sejumlah nas), kebaikan dan kemaslahatan yang dikandung
oleh al-maslahah tersebar (bersifat absolute interest). Oleh sebab itu dalam penalaran
analogi, bahwa sesuatu yang boleh dijadikan illah hukum adalah harus mulaim
(sesuai) dengan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syariat. Sifat mulaim itu ada
yang berbentuk mu‘tabar (ditunjuk langsung oleh nas), dan ada yang mursal (tidak
didukung dan tidak ditolak oleh nas juz7, tetapi didukung secara umum oleh sejumlah

nas), serta ada juga yang mulghah (ditolak oleh nas).

Pada dasarnya metode yang berasaskan kepada kemaslahatan ini mulai
digunapakai oleh para sahabat Nabi s.a.w, kemudian banyak dipraktekkan oleh imam
Malik sehingga beliau dikenali sebagai Imam maslahat, lalu dilanjutkan dan
dipopulerkan oleh murid-muridnya. Berdasarkan  penyelidikan yang dilakukan
terhadap pandangan-pandangan para ulama dalam menetapkan ketentuaan-ketentuan
hukum ternyata jumhur ulama juga mengamalkan al-maslahah al-mursalah. Artinya
produk-produk hukum mereka banyak terhasil dari metode tersebut meskipun berbeda
dalam kadar pengistilahan dan operasionalnya. Imam Malik dianggap yang paling luas

menggunakan metode al-maslahah al-mursalah, disusuli Imam Ahmad. Sementara
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Imam al-Shafi‘i memasukkannya kedalam garapan giyas, dan manakala Imam Abu
Hanifah pula memadukannya dengan istihsan. Pada bagian ini pula akan dipaparkan
pengertian al-maslahah dan al-maslahah al-mursalah itu sendiri baik dari sudut
bahasa maupun istilah yang takrifannya terdapat pelbagai redaksi atau uslub yang
dirumuskan oleh ulama-ulama usul figh namun intipatinya sama yaitu tindakan yang
menghasilkan kebaikan atau manfaat. Dalam bagian ini juga dibahas pembagian al-
maslahah dilihat dari pelbagai segi, syarat-syarat yang berkenaan dengannya,
kehujahannya dan dasar partimbangan diterimanya sebagai metode penggalian dan
penetapan hukum.

Pengertian Al-Maslahah

Dari segi etimologi atau bahasa, “lasll bentuk plural (jamaknya) adalah dlasll
berasal dari pada kata CJmi yang bermakna zball & (membawa
kemaslahatan), dalas Y b (dalam perkara itu ada kemaslahatan atau sesuatu
pekerjaan mengandungi manfaat). Kata ini berakar umbi pada huruf sad, lam dan ha
(z ,Jd ,u=) yang mempunyai makna: 2Lwdll 2ia (lawan kerusakan).! Pengarang Lisan
al-*Arab menjelaskan bahwa: glbasll saal 5 daladlly ~all daladll 2 “Maslahah

berarti kebaikan, dan ianya merupakan bentuk mufrad/singular daripada masalih”.
Apabila dikatakan bahwa perniagaan itu adalah sesuatu kemaslahatan dan menuntut
ilmu pengetahuan itu juga sesuatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa
perniagaan dan menuntut ilmu pengetahuan itu menyebabkan diperolehinya manfaat

dan kebaikan lahir dan batin.

Dilihat dari segi morfologi perkataan maslahah, wazan dan maknanya sama

dan serupa dengan perkataan manfacah (4»&i). Kedua-dua perkataan ini ternyata telah

! Lihat Muhammad bin Abu Bakr al-Razi, Mukhtar al-Sihah, Dar al Fikr, Beyrut., 1973, him.
367, Majma® al-Lughah al-°Arabiyyah, al-Mufjam al-Wasit, Dar al-Ma‘arif, Kaherah, 1972, Jil.1,
Ed.ke-2, hlm. 520. Lois Ma’luf, al-Munjid, Dar al-Shurug, Beyrut, 1973, Ed.-17, him. 423, Ahmad bin
Ali al-Fayyumi, al-Misbah al-Munir, Matba‘at Mustafa al-Babi al-Halabi, wa Awladuh, Kaherah, t.th.,
him. 472, Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, Mu‘jam Magayis al-Lughah, Dar al Fikr,
Kaherah, Jil.3 t.th. him. 303.

2 Ibn al-Manziir, Lisan al-*Arab, Dar al Fikr, Beyrut., 1972, Jil.2, him.348.
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menjadi kosakata bahasa Melayu (Indonesia dan Malaysia). Dari maslahah (sl )

dan manfatah (4*&) menjadi “maslahat” dan “manfaat”. Di dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia dan Kamus Dewan disebutkan bahwa maslahat bermakna sesuatu
yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti

kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.®

Mengenai perkataan “manfaat” di dalam kedua-dua kamus tersebut telah
dijelaskan bahwa manfaat artinya: guna, faedah. Sedangkan bermanfaat artinya: ada
manfaatnya, berguna, berfaedah. Manfaat juga diartikan sebagai lawan daripada
perkataan mudarat yang berarti rugi, berbahaya, melarat.*

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa maslahah adalah kebalikan
daripada makna mafsadah. Kedua-duanya merupakan dua perkataan yang berlawanan
(opposite), sebagaimana perkataan manfa‘ah yang berlawanan makna dengan darar

yang mempunyai arti bahaya atau hal-hal yang merusak dan membahayakan.

Rumusan ini sejalan dengan pernyataan €lzz al-Din bin “Abd. al-Salam:

cladll oY |l Glially | guall g adill g il 5all duliall 5 mlladll (e i
Gl (8 e My e Gl paae Hypd b el aulidly Glies Gladl ) sa S
5 aulidl b clipall § mlladl 8 cilivall Jlasia)

Maksudnya:

“Maslahah dan mafsadah sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan
mudarat, bagus dan buruk, sebab semua maslahah itu baik, bermanfaat dan bagus;
sedangkan mafsadah itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik. Di dalam
al-Qur’an, perkataan al-hasanat (kebaikan) sering digunakan untuk pengartian al-
masalih (kebaikan), dan perkataan al-sayyiat (keburukan) digunakan untuk pengartian
al-mafasid (kerusakan-kerusakan).”

3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1996, Ed.ke-2, him.634 dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan, Percetakan DBP,
Kuala Lumpur, 1998, Ed.ke-3, him.855 dan 864.

4 Kamus Dewan, him. 902.

5¢lzz al-Din abd. al-Salam, Qawa®id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Dar al-MaCrifah, Beyrut.,
t.th. Juz.1, him.5.
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Menurut istilah, terdapat pelbagai definisi atau takrifan mengenai al-maslahah
yang dikemukakan oleh ulama usul figh, tetapi seluruh definisi tersebut pada
hakikatnya mengandungi esensi dan intisari yang sama yaitu perbuatan yang dapat

menghantar dan menghasilkan kebaikan atau manfaat secara berterusan untuk
kebanyakan manusia ataupun individu Gbsiy) a8 e daeli) JeYl, Imam al-

Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya al-maslahah adalah mengambil
manfaat dan menolak kemudaratan dalam usaha menjaga dan memelihara magasid

al-Shari¢ (tujuan-tujuan syariat).® Pernyataan beliau adalah sebagai berikut:

..

Aadiadly in US) adaeslie (pant (8 Il 230y | a0 aualie 5 uiadl) ada s Anial
g agale Laisy 2ol sy daad S (e gl 2 satas o 8l 3 pate o ddailal)
Lo JSy daliae seb dnadll Juall odn Jads Cpaialy Lo (S8 aglle s aglud s aglic 5 agudi

mwdjam‘}@d}my\b& &L!JS:\

Gl b Gl a4y i Ly 5 jume ady ol dniie (ala g0 Jua¥) 35 Jle gd daliadll

Maksudnya:

“Adapun maslahat pada asasnya adalah usaha untuk menarik manfaat dan menolak
mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolahk
mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan wujud
dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah
memelihara tujuan syariat (magasid al-Shari®), dan tujuan syariat itu ada lima, yaitu
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (kehormatan) dan harta mereka. Setiap
usaha untuk memelihara ke lima-lima prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang
mencederakan ke lima-lima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya adalah
maslahat”.

Al-Ghazali memandang bahwa sesuatu kemaslahatan harus sejalan dengan
tujuan syariat, meskipun bercanggah dan bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia,
karena kemaslahatan manusia tidak selamanya diasaskan kepada kehendak syariat
(memelihara tujuan syarak), tetapi seringkali didasarkan kepada kehendak naluri

subjektif dan mengikut hawa nafsu. Misalnya pada zaman Jahiliyah, para wanita tidak

¢ Abli Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa fi “llm al-
Usu/, Dar al-Kutub al-°lImiyyah, Beyrut., 1983. Jil.1 him. 286.



36

mendapatkan sedikitpun barang harta pusaka yang menurut orang-orang Arab
sebelum Islam hal tersebut mengandung kemaslahatan karena sesuai dengan adat
istiadat (tradisi) mereka dimana kaum lelaki adalah merupakan tulang punggung
dalam melindungi, memelihara dan berperang serta meneruskan kepemimpinan dalam
kabilah/kelompok mereka, sedangkan wanita hanyalah sekadar pemuas hawa nafsu
saja. Atau sogok-menyogok, menipu, mengambil hak orang lain, berzina, berganti-
ganti teman wanita, meminum arak dianggap baik (maslahat) oleh sebagian orang.
Akan tetapi pandangan ini tidak sesuai dengan kehendak syariat, karenanya tidak
dinamakan maslahah. Oleh karena itu, yang dijadikan patokan (dasar) dalam
menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syariat, bukan selera atau

kehendak manusia yang bersifat nisbi (peribadi).

Tujuan syariat yang harus dijaga dan dipelihara ada lima yaitu: memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan sesuatu

perbuatan yang pada intinya untuk memelihara ke lima-lima aspek tujuan di atas,
maka dinamakan kemaslahatan (4slwx). Di samping itu, usaha untuk menolak

sebarang bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan ke lima-lima aspek tujuan
syariat juga dinamakan kemaslahatan’. Dalam hubungan ini, al-Shatibi menyatakan
bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia ataupun

kemaslahatan akhirat, karena kedua-duanya termasuk ke dalam kemaslahatan
(Aalas). Oleh sebab itu, menurut al-Shatibi, kemaslahatan dunia yang dikehendaki

seseorang hamba Allah s.w.t. sepatutnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan
abadi di akhirat.

Pernyataan al-Shatibi yang dimaksud adalah:

SLall Uil sLoal) L5 Cus 4ia ygind Lail dadtieall aua liall 5 le 8 dlinal) el Ladl)

B AY)

" Al-Ghazali, him. 286.
8 Abu Ishaq lbrahim bin Musa al-Lakhmi al-Shatibi al-Muwafagat f7 Usul al-Ahkam, Dar lhya’
al-Kutub al-°Arabiyah, Kaherah, t.th, Jil.2 him. 25.
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Maksudnya:

“Tujuan utama mencari kemaslahatan dan menolak kemudaratan atau bahaya adalah
untuk tercapainya kebahagian hidup di dunia dan di akhirat”.

Berdasarkan ungkapan yang dikemukakan di atas, bolehlah difahami bahwa
aplikasi al-maslahah terfokus kepada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau

menolak bahaya kemudaratan di dunia dan di akhirat.

Pada dasarnya kemaslahatan atau kebaikan itu terdapat pada semua hukum,
sama ada hukum-hukum yang berdasarkan wahyu seperti hukum Islam ataupun
hukum yang tidak didasarkan pada wahyu, walaupun penekanan dari masing-masing
hukum tersebut berbeda. Perbedaan itu seperti dikatakan oleh Sa‘id Ramadan al-Buti
merupakan keistimewaan hukum Islam itu sendiri. Perbedaan dan keistimewaan itu

adalah seperti berikut:

1. Pengaruh dan kesan kemaslahatan hukum Islam tidak terbatas waktunya di dunia,
tetapi memberikan pengaruh positif pada kehidupan di akhirat. Hal ini disebabkan
oleh karena syariat Islam itu sendiri diciptakan untuk mencapai kebahagiaan dunia
dan akhirat.

2. Kemaslahatan yang dicakupi oleh hukum Islam, tidak hanya berdimensi dan
bersifat maddr (materi) saja, tetapi juga berdimensi ruhi (immateri) terhadap
manusia.

3. Dalam hukum Islam, kemaslahatan agama merupakan asas bagi kemaslahatan-
kemaslahatan lain. Ini mengandung arti apabila terjadi pertentangan atau
perbedaan antara kemaslahatan yang lain dengan kemaslahatan agama, maka

kemaslahatan agama tidak boleh diketepikan atau dikorbankan.®

® Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi al-Sharifah al-Islamiyyah,
Maktabah al-Amawiyah, Damshig,1969 M, him. 45-59.
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Keterkaitan kemaslahatan dengan dua orientasi, duniawi dan ukhrawi (agidah)
merupakan sesuatu yang melekat dalam hukum Islam dan inilah intisari perbedaan
dengan hukum yang tidak berdasarkan pada wahyu. 1zz al-Din bin ‘Abd al-Salam

dalam karyanya Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, mengatakan:
10 Lelal el cdias 1) aus a5 Laa yal s cild 13) dliaa (g ylall

Maksudnya:

“Kemaslahatan itu untuk dunia dan akhirat. Apabila kemaslahatan itu lenyap, maka
rusaklah. Apabila kemafsadatan muncul, hancurlah penghuninya”.

Pembagian Al-Maslahah

Para ulama usul figh mengemukakan beberapa pembagian al-Maslahah dilihat dari
pada pelbagai segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para
ulama usul figh membaginya kepada: al-Maslahah al-Daruriyyah, al-Maslahah al-

Hajiyyah dan al-Maslahah al-Tahsiniyyah. 1

1. Al-Maslahah Al-Daruriyyah

Al-Maslahah al-Daruriyyah vyaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan
kepentingan dasar umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada
lima, yaitu: 1) menjaga agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4)

memelihara keturunan, dan 5) memelihara harta benda.

Memeluk agama merupakan fitrah semulajadi dan naluri insani yang tidak
boleh diingkari dan sangat diperlukan olenh umat manusia. Untuk keperluan tersebut,

Allah s.w.t. mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang,

10°¢1zz al-Din ibn Abd-Salam, him. 3.

11 Al-Shatibi, him. 8-12, Al-Ghazali, him. 139, Ibn Qudamah, Rawdah al-Nazir wa Jannah al-
Manazir, Muassasat al-Risalah, Beyrut. 1978, him. 414, Ibn al-Hajib, Mukhtasar al-Muntaha, al-
Matba‘ah al-Misriyyah, Mesir, 1328 H, Jil.2, him. 240. °Abd al-Hamid Abu al-Makarim, al-Adillah al-
Mukhtalaf fiha wa ®Atharuha f7 al-Figh al-1slamz, Dar al-Salam, Kaherah, t.th, him. 71-72.
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baik yang berkaitan dengan agidah, ibadah, maupun muamalah. Dengan kata lain
Allah s.w.t. mewajibkan ke atas setiap yang mukallaf dan berkemampuan untuk
melindungi agama dengan komitmen yang tinggi dan menjadikan kalimah Allah s.w.t.
adalah yang tartinggi dari yang lain. Atas dasar itu, hukuman berat akan dijatuhkan ke
atas orang yang menghina dan menista agama, menyebarkan bidah dan khurafat,

aliran sesat dan yang keluar dari agama (murtad).

Hak hidup juga merupakan hak yang paling asasi bagi setiap manusia. Dalam
kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah s.w.t.
mensyariatkan pelbagai hukum yang berkaitan dengan itu, separti gisas, kesempatan
mempergunakan hasil sumber daya alam untuk dimanfaatkan oleh manusia, hukum
perkawinan untuk menyambung dhurriyah atau melanjutkan generasi manusia dan

pelbagai hukum lainnya.

Akal merupakan perkara yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani
hidup dan mengatur atau mentadbir kehidupannya. Oleh karena itu, Allah s.w.t.
menjadikan pemeliharaan akal sebagai suatu hal yang amat mendasar. Untuk itu,
Allah s.w.t. melarang meminum minuman yang memabukkan seperti; tuak masam,
arak, khamar, dan sejenisnya karena minuman-minuman tersebut boleh merusak akal
pikiran dan emosi, sehingga mengakbiatkan berperilaku negatif yang dapat membawa

kepada kerusakan dalam kehidupan manusia.

Memelihara keturunan juga merupakan masalah asas bagi manusia dalam
usaha menjaga dan melestarikan kehidupan manusia di muka bumi ini. Untuk
memelihara keturunan supaya berterusan, Allah s.w.t. mensyariatkan perkahwinan
(nikah) dengan segala hak dan kewajipan yang diakbiatkannya. Demikian juga
Rasulullah s.a.w. sangat menggalakkan umatnya untuk nikah dan meramaikan

keturunan di atas dasar memelihara generasi dan kehormatan.

Hal yang sama juga berlaku pada harta, manusia tidak dapat hidup tanpa harta
benda. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang darurz (asasi) dalam kehidupan
manusia. Untuk mendapatkannya, Allah s.w.t. mensyariatkan pelbagai ketentuan yang
mengikat sehingga tidak mencerobohi atau melangggar hak orang lain. Untuk
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memelihara dan menjaga harta seseorang, Allah s.w.t. mensyariatkan hukuman potong
tangan ke atas pencuri serta potong tangan dan kaki secara bersilang (tangan
kanan-+kaki kiri) ke atas perampok, perompak, perusuh, penyamun dan lanun apabila
mereka hanya merampas harta dan tidak membunuh. Dalam bahasa politik yang
sederhana boleh dikatakan bahwa matlamat-tujuan syariat itu mengandung makna
memelihara dan mengembangkan kehidupan beragama (hifz al-din), memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai spritual dan kehormatan rakyat (hifz al-nafs), memelihara
dan mengembangkan kecerdasan rakyat (hifz al-agl), memelihara dan
mengembangkan kehidupan keluarga (hifz al-nasl), serta memelihara dan

mengembangkan perekonomian rakyat (hifz al-mal).

2. Al-Maslahah Al-Hajiyyah

Al-Maslahah  al-Hajiyyah  vyaitu  kemaslahatan yang diperlukan  dalam
menyempurnakan kemaslahatan asas sebelumnya -berbentuk keringanan sehingga
terhindar dari kesempitan dalam hidup- untuk mempertahankan dan memelihara
kepentingan mendasar manusia. Misalnya, meringkas (qasar) salat dan berbuka puasa
bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalat diperbolehkan berburu
binatang dan memakan makanan yang baik-baik dan halal, diperbolehkan melakukan
jual beli pesanan (p!) ax) kerjasama dalam pertanian ( 4= ), dan perkebunan
(38lus)2, Semuanya ini disyariatkan Allah s.w.t. untuk mendukung keperluan

mendasar al-Maslahah al-Daruriyah al-Khamsah di atas.

3. Al-Maslahah Al-Tahsmiyyah

Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap diwujudkan

dalam bentuk kebebasan mengikat yang boleh digunakan untuk menyempurnakan

12 Musagah adalah kontrak antara pemilik tanaman dengan pihak lain yang akan melakukan
kerja-kerja pemeliharaan, penjagaan dan segala kerja yang diperlukan. Sebagai balasannya pihak kedua
(pengusaha) akan mengambil kadar tertentu daripada hasil yang diperolehi. Muzara®ah adalah kontrak
yang ditandatangani antara pemilik tanah dengan pihak lain yang akan menjalankan kerja penanaman
dan penjagaan tanaman. Hasil yang diperolehi dikongsi antara mereka berdua berganmtung kepada
perjanjian yang dipersetujui.
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kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan memakan makanan yang bergizi
(berzat dan bervitamin), berpakaian yang bagus-bagus, melaksanakan ibadah-ibadah
sunnat sebagai amalan tambahan dan pelbagai cara menghilangkan najis dan kotoran
dari tubuh badan manusia. Namun demikian mengetepikan hal-hal tersebut tidaklah
akan membawa kepada kesempitan hidup.

Kemaslahatan dalam aspek ini, perlu dibedakan dan diambil kira sehingga
seseorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil dan memberlakukan
sesuatu kemaslahatan. Kemaslahatan daruriyyat mesti lebih didahulukan daripada
kemaslahatan hajiyyah, dan hajiyyah lebih dikedepankan daripada kemaslahatan

tahsiniyyah.™

Dilihat dari segi kandungan al-Maslahah, para ulama usul figh membaginya

kepada al-Maslahah al-‘Ammah dan al-Maslahah al-Khassah.

1. Al-Maslahah Al-‘Ammah

Al-Maslahah al-‘Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan
orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti umum untuk kepentingan semua
orang, tetapi boleh berbentuk kepentingan majoritas atas kebanyakan umat. Misalnya,
para ulama membolehkan menghukum mati penyebar khurafat, bid°ah atau ajaran

sesat yang dapat merusak agidah umat, karena menyangkut kepentingan orang ramai.

2. Al-Maslahah Al-Khassah

Al-Maslahah al-Khassah yaitu kemaslahatan peribadi atau individu, seperti
kemaslahatan yang berkaitan dengan pembubaran (pemutusan hubungan) perkawinan
seseorang yang dinyatakan hilang (2s%<) karena tidak ada khabar-beritanya.

Pentingnya pembagian kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus

didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan

13 Ketiga-tiga kemaslahatan tersebut akan dihuraikan lebih terperinci pada halaman 98 dan
seterusnya.
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peribadi atau individu. Dalam pertentangan kedua-dua kemaslahatan ini, Islam

mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan peribadi (khusus).**

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya al-Maslahah, menurut Muhammad
Mustafa al-Shalabi, pakar usul figh di Universiti al-Azhar Mesir, ada dua bentuk,

yaitu: al-Maslahah al-Thabitah dan al-Maslahah al-Mutaghayyirah.

1. Al-Maslahah Al-Thabitah

al-Maslahah al-Thabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai
akhir zaman. Misalnya, pelbagai kewajipan ibadah, separti solat, puasa, zakat, haji,

hudud dan yang berkaitan dengan agidah.

2. Al-Maslahah Al-Mutaghayyirah

Al-Maslahah al-Mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan
perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan erat
dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, separti dalam masalah makanan
yang berbeda-beda antara satu kampung dengan kampung lainnya. Perlunya
pembagian ini, menurut Mustafa al-Shalabi adalah untuk mengenal pasti, mana yang

boleh berubah dan mana yang tidak.™

Dilihat dari sudut diterima dan tidaknya oleh syarak dan dari sudut kekuatan
pada dirinya al-Maslahah terbagi kepada: al-Maslahah al-Mu‘tabarah, al-Maslahah
al-Mulghah dan al-Maslahah al-Maskut canha.

14 Muhammad al-Tahir lbn Ashur, Magasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah, Muhammad al-Tahir
al-Maysawi (pnyt.), Dar al-Nafais, Jordan, 1420 H/1999 M, Ed.-1, him.204. Wahbah al-Zuhayli, Usul
al-Figh al-1slamz, Dar al-Fikr, Damshig,1998 M/1318 H. Ed.ke-2, Jil.2, him.773.

15 Muhammad Mustafa al-Shalabi, Taclil al-Ahkam, Dar al-Nahdah al-SArabiyah, Mesir, t.th,
hlm. 281-287. Termasuk dalam maslahah ini upah bagi yang mengajar orang lain baca tulis al-Qur’an.
Juga bolehnya bani Hashim menerima zakat.
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1. Al-Maslahah Al-Mu‘tabarah

Al-Maslahah al-Mu‘tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat.
Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi asas kepada bentuk dan jenis
kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman ke atas orang yang meminum minuman
memabukkan tujuannya adalah memelihara kesehatan akal atau menjaga
kemaslahatan akal. Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

daripada Anas, Rasulullah s.a.w. bersabda :

S sl s g Jlaill g 2 oal b pedll 8ol adde alll e ol als i J U il e
Cd 8 Ja o A el gagle Al L il gl il e AT A5 A )]
16,50 gl alad 5 JB ma ol s (pin ya ealad el
Maksudnya:
”Anas bin Malik ra. berkata bahwasanya Nabi s.a.w. menghukum peminum minuman
khamar dengan sebatan empat puluh kali menggunakan pelepah daun pokok kurma
dan alas kaki/terompah dan Abu Bakar ra. memberlakukan juga hukuman separti itu,
dalam riwayat lain dari pada Anas, Nabi s.a.w. mensebat peminum minuman

memabukkan empat puluh kali dengan menggunakan dua batang pelepah daun korma
dan Abu Bakar juga melakukan tindakan yang sama”.

Ulama usul figh memahami hadith berkenaan secara bervariasi disebabkan
oleh perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Nabi s.a.w. ketika melaksanakan
hukuman ke atas orang yang meminum minuman yang memabukkan. Ada hadith yang
menjelaskan bahwa alat yang digunakan dalam hukuman peminum khamar adalah
terompah dan pelepah daun kurma sebanyak empat puluh kali, dan ada hadith yang
menyatakan bahwa alat yang digunakan Nabi s.a.w. mensebat pesalah tersebut adalah
dua batang pelepah daun pokok kurma juga sebanyak empat puluh kali.

Dalam menganalisa hadith-hadith berkenaan terdapat dua kemungkinan

pemahaman yang boleh dikemukakan yaitu:

16 Abu °Abd. Allah Muhammad bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, Sahih Bukhari, Dar al-
Kutub al-‘limiyyah, Beyrut, 1992 M./1412 H., Jil.2, Ed.-1, bil.hadith 6773 dan 6776, him.326. Muslim,
Abu al-Husayn bin al-Hajjaj al-Qushayri, Sahih Muslim, Dar al-Kutub al-°limiyyah, Beyrut., 2001
M./1421 H.Ed.-1, bil.hadith 4452, 4454, 4456, him. 678.



44

1) Dalam hadith pertama: waw yang menghubungkan antara 2l dan J il

berkemungkinan waw li al-jam°®i, kalau demikian halnya maka arti yang boleh diambil

dari fahaman ini adalah jumlah sebatan ke atas peminum arak adalah empat puluh
kali. Akan tetapi kalau waw diantara 23 dan J =3l i al-tartih, maka fahaman

yang boleh diambil adalah empat puluh kali dengan terompah dan empat puluh kali
dengan pelepah daun pokok kurma. Jadi jumlahnya delapan puluh Kali.

2) Dalam hadith kedua yang juga diriwayatkan oleh Anas menyebutkan bahwa alat
yang digunakan Nabi s.a.w. menghukum peminum arak adalah dua buah batang
pelepah daun pokok kurma dengan sebatan sebanyak empat puluh kali, dengan
perincian satu batang pelepah daun kurma jumlah sebatannya empat puluh kali,
manakala batang pelepah daun yang satu lagi jumlah sebatangnya juga empat puluh
kali. Jadi jumlah sebatan keseluruhannya lapan puluh kali. Hal yang serupa pernah
dilakukan oleh °Ali bin Abi Talib -ketika pada masa pemerintahan ‘Uthman bin
‘Affan- mensebat al-Walid bin “Ugbah dengan menggunakan cambuk yang ujungnya

bercabang dua sebanyak empat puluh kali.

Demikian juga pernah berlaku ke atas Nabi Ayyub a.s. ketika beliau hendak
menebus sumpahnya yaitu mensebat istrinya sebanyak seratus kali, maka turun
perintah dari langit supaya mengambil jerami sebanyak seratus batang kemudian
disatukan dan dipukulkan ke atas istrinya satu kali saja. Beliau pernah bersumpah
akan memukul isterinya seratus kali sesudah sembuh dari penyakitnya disebabkan
sesuatu kesalahan kecil yang dilakukan isterinya.l” Kalau ini boleh berlaku ke atas
Nabi Ayyub a.s, tentu lebih boleh lagi berlaku ke atas Rasulullah s.a.w. sebagai
kekasih Allah s.w.t.

Walau bagaimanapun ‘Umar bin al-Khattab setelah bermusyawarah dengan
para sahabat inti, menjadikan hukuman ke atas orang yang meminum minuman

memabukkan yaitu sebatan sebanyak delapan puluh kali, setelah mendapat cadangan

17 Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, al-Jami¢ li Ahkam al-Qur’an, Dar al-Kitab al- Arabi,
Kaherah,1968 M/1387 H, Jil.15, him.213, al-Maraghi, Tafsir al-Maraghz, Matba®at Mustafa al-Babi al-
Halabi, Kaherah, 1953 M/1373 H, Ed.ke-2, Jil.23, him.126, lihat Muhammad Rawwas Qal‘ah Ji,
Mawsu®at Figh Alr bin Abz Talib, Dar al-Nafais, Beyrut, 1996 M/1417 H., Ed.-1, him.98-99.
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atau saran dari “Ali bin Abi Talib. Beliau menggiyaskan orang yang meminum
minuman yang memabukkan kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina.
Logikanya adalah seseorang yang meminum arak apabila dia mabuk ucapannya tidak
dapat terkawal dan diduga kuat akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman ke
atas seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah lapan puluh kali sebatan,
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an (sl Al &8 Cliasall () sa y cpdll
Bala (ilad aa golald elagd el ).18 Oleh karena adanya dugaan kuat menuduh orang
lain berbuat zina akan muncul dari pada orang yang mabuk, maka °Ali bin Abi Talib
mencadangkan kepada ‘Umar bin al-Khattab bahwa hukuman orang meminum
minuman yang memabukkan sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain

berbuat zina.®

Cara melakukan giyas (analogi) ini, menurut para ulama usul figh termasuk
kemaslahatan yang didukung oleh syarak artinya bentuk dan jenis hukuman dera 80
kali bagi seseorang yang meminum minuman yang memabukkan dianalogikan kepada
hukuman seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina. Inilah yang dimaksud para
ulama usul figh dengan kemaslahatan yang didukung oleh syarak atau dikenal dengan
(3_ninall Aaladll). Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan para ulama, dapat

dijadikan landasan hukum.

2. Al- Maslahah al-Mulghah

Al-Maslahah al-Mulghah yaitu kemaslahatan yang ditolak dan tidak diakui oleh
syarak karena bertentangan atau bercanggah dengan ketentuan syarak. Misalnya

dalam hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

J8 - e alll umy - 35306 W G el 00 die (3 Bad 0T OB g5 ,h 30 g
A Oy 5 0B ¢ JA5 8808 3 - alug agle alll Loa - o0 e Ggld A5

18 Al-Qur’an, al-Nur 24:4

19 Al-lmam Malik, al-Muwatta’, al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, Kaherah, t.th. Jil.2, him.245. al-
Shawkani, Nayl al-Awtar, Dar al-Khayr, Damshig, 1998 M/1418 H, Ed.ke-2, Jil.7, him.158 dan
Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Dar al-Fikr, Damshiq, 1989 M/1409 H.Ed.ke-3,
Jil.6, him.151.
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Maksudnya:

”Daripada Abu Hurairah r.a. katanya: ketika kami sedang duduk menghadiri majlis
Rasulullah s.a.w. thia-tbia datang seorang lelaki menemui Baginda lalu berkata,
Binasalah aku! Baginda bertanya apa yang berlaku pada engkau?, jawabnya, aku
menyetubuhi isteriku sedang aku berpuasa (riwayat lain menyebutkan dalam bulan
ramadan), Rasulullah terus bertanya adakah engkau memiliki hamba sahaya supaya
engkau bebaskannya? jawab, tidak. Baginda bertanya adakah engkau mampu
berpuasa berpuasa selama dua bulan berturut-turut, jawabnya tidak. Baginda bertanya
lagi , adakah engkau sanggup memberi makan 60 orang miskin? jawab tidak. Kata
Abu Hurairah Nabi pun diam, sementara kami dalam keadaan demikian Nabi s.a.w.
dbierikan setandan kurma dalam bakul yang dianyam daripada daun kurma (mungkin
hadiah) lalu Baginda bertanya dimanakah orang yang bertanya tadi? Lelaki tersebut
menjawab aku ya! Rasulullah. Ambillah setandan kurma itu dan sedekahkanlah
kepada fakir-miskin! Lelaki berkata apakah saya sedekahkan kurma ini kepada yang
lebih miskin daripada saya?, demi Allah di antara tapal batas kota Madinah ini tidak
ada keluaraga yang lebih memerlukannya daripada keluarga saya, maka Rasulullah
s.a.w. tertawa hingga kelihatan gigi taringnya lalu berkata kepada lelaki itu ambil
kurma itu dan berikanlah kepada keluargamu”.

Mengikut keterangan hadith di atas, syarak menegaskan bahwa orang yang
melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan isterinya di siang hari bulan
Ramadan dikenakan hukuman ke atasnya yaitu memerdekakan hamba abdi, atau
puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin dan

diberlakukan secara berperingkat dengan menggunakan teori gunung Yaitu dari

20 Al-Bukhari, Sahih Bukhari, bil.hadith 1936, him.598 dan Muslim, Sahih Muslim, bil.hadith
2595, him. 450.
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puncak ke bawah -atau bermula dari hukuman yang lebih keras ke hukuman yang

lebih ringan-.

Namun Yahya al-Laythi al-Andalusi, pakar figh Maliki di Spanyol®
menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut ke atas salah seorang penguasa
(Sultan Abd al-Rahman bin Hakam 176-278 H.) yang melakukan hubungan seksual
dengan isterinya di siang hari bulan Ramadan sebagai ganti kewajipan memerdekakan
hamba abdi. Menurut partimbangan fagih tersebut bagi seorang raja kewajipan
memerdekakan hamba abdi sebagai hukuman ke atasnya tidak akan mampu
memberikan kesan positif hingga dapat menyerikkan -dia- untuk tidak mengulangi
kesalahan yang sama, yang seharusnya dia menghormati bulan Ramadan serta
menunaikan ibadah puasa. Hal ini disebabkan mudahnya seorang raja memerdekakan
hamba abdi karena suasana kehidupannya serba mewah. Oleh itu kewajipan berpuasa
pada peringkat kedua separtimana yang ditegaskan oleh nas hadith mesti didahulukan
penerapannya karena dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan
hukum syarak yaitu menghalang orang untuk tidak melanggar aturan-aturan yang

sudah ditentukan oleh syarak.

Para ulama usul figh memandang hukuman yang dijatuhkan al-Laythi ke atas
penguasa tersebut bertentangan atau bercanggah dengan hadith Rasulululah s.a.w. di
atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu mesti diterapkan dan diaplikasikan secara
berperingkat yaitu dari atas/puncak ke bawah (teori gunung). Apabila tidak mampu
memerdekakan hamba abdi, barulah dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-
turut (secara berterusan selama dua bulan) sebagaimana dapat difahami dari dialog
Rasulullah s.a.w dengan lelaki yang melakukan pelanggaran seksual dengan isterinya
di siang hari bulan Ramadan. Oleh sebab itu, para ulama usul figh memandang bahwa
mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut daripada memerdekakan
hamba abdi merupakan kemaslahatan yang bertentangan atau bercanggah dengan

kehendak syarak. Kemaslahatan seperti ini menurut persepakatan para ulama usul

2L Nama sebenar beliau ialah Yahya bin Yahya bin Kathir al-Andalusi al-Qurtubi, salah
seorang murid Imam Malik, lahir 152 H dan wafat 234 H. Ungkapan beliau adalah: e Jeud cllly; 45 yal )
A o a pall Clag) 8 Aaliaal) ClSe 4t 5l oLl Ciia 348 ) 3Ue) Lihat Abu °Abd Allah Shams al-Din al-
Dhahabi, Siyar a®/am al-Nubala’, Shuayb al-Arnauti (pnyt.), Muassasat al-Risalah, Beyrut, t.th, Jil.2,
hlm.182. Zaki al-Din Shatban, Usil al-figh al-Islami, Dar al-Ta’lif, Kaherah, 1965 M, him. 171.



48

figh, disebut 3bladl daladll maslahat yang dibatalkan oleh syarak dan tidak boleh

dijadikan sebagai landasan hukum.

Pengkategorian al-maslahah al-mulghah yang dilakukan jumhur ulama
terhadap fatwa fagih al-Laythi tentang seorang penguasa yang melakukan hubungan
seksual atau persetubuhan dengan isterinya di siang hari bulan Ramadan, tampaknya
dari pada teks nas memang beralasan. Namun apabila dilihat dari tujuan pensyariatan
hukum yaitu menjadikan pesalah jera terhadap pelanggaran aturan atau hukum syariat,
maka fatwa ulama besar, murid Imam Malik itu patut dipertimbangkan terutama kalau
dihubungkaitkan dengan situasi dan keadaan dewasa ini dimana hamba abdi sudah
tidak wujud lagi. Mungkin itu pula sebabnya terhadap hadith yang berkaitan dengan
seseorang yang melakukan persetubuhan di siang hari bulan ramadan itu berkembang
pendapat antara menerapkan hadith tersebut secara tartib (berperingkat) atau takhyir

(memilih).

Sebenarnya -kaffarah untuk- memerdekakan hamba sahaya meskipun tidak
wujud dalam masyarakat dewasa ini, ianya tidak boleh dilangkahi begitu saja
kemudian memberlakukan puasa dua bulan berturut-turut karena masih boleh
dipertimbangkan alternatif lain yaitu nilai hamba abdi tersebut misalnya Rp
500,000.000 .

Maka nilai itulah yang perlu dibebaskan atau dimerdekakan daripada pesalah yang

melakukan hubungan seksual dengan isterinya di siang hari bulan Ramadan.?

Orang-orang yang pikirannya membarat atau yang pemikiranya sangat Ibieral
cuba memberlakukan kes separti di atas pada maslahat pembahagian harta pusaka
secara sama rata antara adik beradik perempuan dan lelaki dengan bermatlamatkan
keadilan. Maslahat ini dinafikan sekeras-kerasnya karena ada dalil yang jelas

mengenainya. Firman Allah s.w.t.

22 perhambaan adalah merupakan konsekuensi logik daripada adanya tawanan. Seseorang
tawanan tidak memiliki dirinya sendiri, tidak memiliki kemendekaan dan tidak memiliki kemahuan
sendiri, nasibnya berada ditangan penawannya. Dan Islam tidak mengakui perhambaan yang dilakukan
dalam bentuk perompakan dan yang semacamnya.
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Maksudnya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembahagian pusaka) untuk anak-anakmu,
yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua anak perempuan”.

Seorang waris lelaki, jika ingin meminang seseorang gadis dan ingin
berkahwin dengannya mesti membayar mahar (mas kahwin) dan perkara-perkara
lainnya yang memerlukan persediaan kewangan yang cukup besar. Kemudian setelah
sah menjadi suami isteri, dia wajbi memberikan nafkah kepada isterinya untuk
keperluan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, meskipun si isteri
berasal dari keluarga yang kaya dan berada. Hal ini sangat berbeda sekali dengan
keadaan waris perempuan. Jika dia berkahwin, maka dia tidak berkewajipan untuk
membayar mahar dan memberikan nafkah, karena setelah sah menjadi seorang isteri
semua nafkah dan kewajipan kewangan sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab

suaminya.

Oleh itu, al-Qur’an dengan tegas menyatakan bahwa bahagian lelaki dua kali
ganda dari bahagian perempuan karena bebanan tanggung jawab lelaki adalah lebih

berat berbanding perempuan.

Dalam kaitan ini penentuan awal bulan puasa dan haji wajib dilakukan
(diithbatkan) dengan 4= &l 435 1l karena ada dalil sarih yang menjelaskan tentang
hal itu, dan masalah tersebut masuk dalam kategori x5 yal. Namun apabila ada
tindakan yang berusaha mengetepikan atau meninggalkan 43_ dan menggantikannya
dengan S —Lua maka tindakan itu adalah ditolak karena bercanggah dengan dalil
shar®i yang diturunkan untuk dilaksanakan perintahnya ini sejalan gaedah usul “asal
daripada perintah itu adalah wajib”, dan dengan sikap “lsxal s Uzas” patuh dan taat

kepada perintah agama yang semestinya dikedepankan -bukan sikap membangkang-.

23 Al-Qur’an, al-Nisa’ 4:11.
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Dalil syarak yang dimaksud, antaranya: 4’ 3 | 5okdl 5 455 )1 | 50 52 dan tindakan
tersebut yaitu mengetepikan atau meninggalkan 425, dan menggantikannya dengan

<SB Clus masuk dalam kategori al-maslahah al-mulghah (yang tidak diambil kira
oleh syarak dan bahkan berhampiran dengan bid®a% sayyi’ah). Dalam ungkapan lain
yang lebih sederhana boleh juga dikatakan bahwa pendekatan 4:s_ masuk kedalam

maslahah daruriyyah sedangkan S8 —lus berada diperingkat maslahah hajiyah
atau tahsiniyah. Artinya hisab tidak boleh melangkahi rukyat.

Sebenarnya ada hikmah yang boleh dipetik di saat menanti kemunculan anak
bulan dengan melakukan rukyat yaitu:1. Ketika mengamati dan menikmati panorama
langit (cakerawala) yang begitu indah sama ada dengan menggunakan pancaindera
mata mahupun dengan bantuan alat canggih separti teropong bintang yang super
canggih adalah bertujuan membaca tanda-tanda kemahakuasaan Tuhan yang
bertaburan di angkasa lepas. 2. Mempersiapkan diri baik rohani ataupun jasmani
menyambut bulan puasa, bulan yang penuh dengan keberkatan, keampunan dan
perlepasan dari api neraka. 3. Menampakkan kegembiraan dan kesyukuran atas
tbianya hari kemenangan yaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Suasana kegembiraan dan
kebahagiaan itu diharapkan akan membawa rahmat dan kasih sayang kepada seluruh

umat.

Demikian pula menjadikan bandar raya Jeddah sebagai migat makani untuk
memakai kain ihram dalam memulakan pelaksanaan ibadah haji adalah ditolak, ianya
masuk ke dalam kategori al maslahah al-mulghah karena bercanggah dengan
ketentuan dan penetapan Rasulullah s.a.w. tentang migat makani. Hal ini selaras
dengan gagasan golongan pengagum Barat yang mencadangkan pelaksanaan solat
Jumaat bagi orang-orang muslim yang tinggal dan bermustautin di Eropah dan
Amerika Syarikat dipindahkan ke hari Ahad dengan alasan akan lebih ramai orang

menghadirinya.
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I-Maslahah Al-Maskut ¢Anha

Al-Maslahah al-Maskut ‘Anha yaitu kemaslahatan yang didiamkan oleh syarak
dimana keberadaannya tidak disokong oleh syarak dan tidak pula dbiatalkan atau
ditolak oleh syarak melalui dalil yang terperinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini

terbahagi dua, yaitu:

1) Al-Maslahah al-Gharibah yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang
sama sekali tidak ada sokongan dari syarak, baik secara terperinci mahupun umum.
Al-Shatibi mengatakan bahwa kemaslahatan separti ini tidak diketemukan dalam

praktik, meskipun ada dalam teori.

2) Al-Maslahah al-Mursalah vyaitu kemaslahatan yang tidak diperakui oleh dalil
syarak atau nas yang khusus, tetapi disokong oleh sejumlah makna nas (al-Qur’an atau
hadith). Kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan yang secara
umum ditunjuk oleh kedua-dua sumber itu. Artinya kemaslahatan itu tidak dapat
dikembalikan kepada sesuatu ayat al-Qur’an atau hadith secara langsung baik melalui
proses penalaran bayani mahupun talilz, melainkan hanya dikembalikan kepada

prinsip umum kemaslahatan yang dikandungi oleh sebilangan nas.
Untuk mengetahui hakikat daripada makna al-maslahah al-mursalah berikut

ini, diketengahkan beberapa pandangan ulama (para pakar usul figh). Menurut al-

Shatibi, al-maslahah al mursalah adalah:

i Alaal) B g LAl 6 ie) puia aall AN 2a gy g8 g Al Ca el 433 ¢

Maksudnya:

24 Al-Shatibi, al-1°tisam, Maktabat al-Riyad al-Hadithah, al-Riyad, t.th, Juz.ke-2, him.115
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“Maslahat itu (maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan
atau membatalkan) harus sesuai dengan tindakan syarak. Artinya pada maslahat itu
ada jenis yang dibenarkan oleh al-Shari® tanpa adanya dalil tertentu, ianya disebut
istidlal mursal dan juga dinamakan dengan al-maslahah al mursalah”.

Menurut :Amir °Abd al-°Aziz, al-maslahah al mursalah ialah:

G G Bavda aiy ol dgiia s Ledde 4l Ly pSall Layj (ge Juany ) el
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Maksudnya:

“Maslahat/kemaslahatan yang ditetapkan hukum padanya akan mendatangkan
manfaat dan menolak mafsadat dari makhluk dan tidak ada dalil tertentu daripada
syarak yang menjelaskannya, baik yang membenarkan mahupun yang

membatalkannya”.
Menurut Badran Abu al-°Aynayn Badran:
26 (SUadly ¥y LYl Jibs g Ll e olay ol dalias

Maksudnya:

“Al-Maslahah al Mursalah adalah maslahat yang tidak diketahui dari al-Shari¢ adanya
dalil yang membenarkan atau membatalkan™.

Menurut Husayn Hamid Hassan:
27 g i) La geaill o) jiia) (e 3 dle o pi Jeal cand Jasi dalias dlu jall dsliadll

Maksudnya:

25 Amir ¢Abd al-°Aziz, Usul al-Figh al-Islami, Dar al-Salam, Kaherah, 1997 M/1418 H. Ed.-1,

Juz.2, him. 478-479.
26 Badran Abu al-‘Aynayn Badran, Usul al-Figh al-Islami, Muassasat Shabab al-Jamicah,

Iskandaria, tth, him.209
2" Husayn Hamid Hassan, Nazariyat al-Maslahah fi al-Figh al-Islami, Dar al-Nahdah al-

CArabiyah, Kaherah, 1971, him. 60.
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“Al-Maslahah al-Mursalah, adalah maslahat yang termasuk ke dalam dalil syarak
yang difahami melalui penelitian terhadap pelbagai nas-nas syarak”.
Menurut Wahbah al-Zuhayli:
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Maksudnya:

“Al-maslahah al-Mursalah, adalah beberapa sifat yang sesuai dengan tindakan dan

tujuan al-Shari®, tetapi tidak ada dalil tertentu daripada syarak yang membenarkan

atau menggugurkan, dan dengan ditetapkannya hukum padanya akan tercapai
kemaslahatan atau manusia terhindar daripada bahaya”.

Menurut Said Ramadan al-Buti:
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Maksudnya:

“Hakikat al-masalih al-mursalah ialah setiap manfaat yang tercakup ke dalam tujuan
al-Shari® tanpa dalil yang membenarkan atau membatalkan”.

Tampaknya ungkapan-ungkapan yang dikemukakan di atas sedikit-sebanyak

selaras dengan pernyataan Shaykh Islam Ibn Taymiyyah:

b ol s Aaal daiie clay Jadll 18 o dginall s o sh s Al yall daliadll
30 4diy e gl

28 \Wahbah al-Zuhayli, him. 757.

29 Sa’id Ramadan al-Buti, him. 288.

30 Abu al-°Abbas Tagiyuddin Muhammad bin ¢Abd al-Halim Ibn Taymiyyah, Majmucat al-
Fatawa, Maktabat Ibn Taymiyyah |li Tibaat wa Nashr al-Kutub al-Salafiyyah, t.tp, 1398 H, Ed.-1, Jil.
11, him.342-343.
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Maksudnya:

” Al-Maslahah al-mursalah ialah: sesuatu tindakan yang dilihat oleh mujtahid dimana
tindakan itu mengandungi kemanfaatan yang jelas dan rajihah dan tidak ada dalil
syarak yang menafikannya”.

Dengan demikian, al-maslahah al-mursalah adalah cara menetapkan hukum
dengan prinsip mengambil manfaat dan menghindari kerosakan yang sasaran intinya

adalah kemaslahatan.

Selain istilah al-maslahah al-mursalah, dikenal juga istilah lain yaitu al-
munasib al-mursal, al-istidlal, al-istidlal al-mursal dan al-istislah, atau mungkin
boleh dinamakan juga dengan istilah al-mursal al-muttabar ghayr al-mubashir. 3!
Walaubagaimanapun kepelbagaian istilah tersebut pada asasnya mengandungi esensi
atau intisari yang sama yaitu mengambil kemaslahatan atau manfaat dan menolak
sebarang kemudaratan dalam usaha mewujudkan dan memelihara tujuan-tujuan

syariat.

Oleh itu, al-maslahah al-mursalah yang boleh dijadikan landasan istinbat
hukum dan sekaligus dijadikan dalil ialah kemaslahatan yang sesuai dan sejalan
dengan tindakan syarak meskipun tidak ada dalil atau nas yang khusus
menjelaskannya, namun disokong oleh sejumlah makna nas (al-Qur’an atau hadith).
Kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan yang secara umum
ditunjuk oleh kedua-dua sumber itu. Artinya kemaslahatan itu tidak dapat

dikembalikan kepada sesuatu ayat al-Qur’an atau hadith secara langsung baik melalui

31 Muhammad Abu al-Nur al-Zuhaer, Usul al-Figh, Dar al-Tiba‘ah al-Muhammadiyyah,
Kaherah, t.th, Jil.4, hIm.185. Ibn al-Hajib dan al-Amidi mengistilahkannya dengan Ju_all wlidl lihat
Mukhtasar al-Muntaha ma®a Sharhih wa Hashiyatih, Maktabat al-Kulliyah al-Azhariyah, Kaherah,t.th,
JilLke-2, hIm.242. Al-lhkam fi Usul al-Ahkam, Dar al-Kutub al-°limiyyah, Beyrut., 1983 M, Jil.4,
him.237. Di sisi lain Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd al-
Hafid memberi istilah dengan Jw_all (<l dan daleadd) (i i aladll Gulall lihat Bidayat al-Mujtahid wa
Nihayat al-Mugtasid, Dar Ihya’ al-Turath al-°Arabi, t.pt, 1996 M/1316 H. Jil.1, him.445 dan Jil.2, him.
47 dan 263. Abu al-Ma‘ali °Abd al-Malik bin ¢Abdullah bin Yusuf al-Juwayni, al-Burhan fi Usul al-
Figh, °Abd al-°‘Azim Mahmud al-Deyb ( pnyt.), Dar al-Wafa, al-Mansurah, 1997 M/1318 H. Juz.2,
Ed.ke-4, him. 721, dan Muhammad bin Bahadur bin °Abdullah al-Zarkashi, al-Bahr al-Muhit fi Usul
al-Figh, Wizarat al-Awqaf, Kuwayt, 1409 H, Juz.6, Ed.-1, him.76.
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proses penalaran bayani mahupun ta‘lilz, melainkan hanya dikembalikan kepada
prinsip umum kemaslahatan yang dikandungi oleh sebilangan nas.

Maslahat yang tidak sesuai dengan tindakan syarak dan tidak disokong oleh
sejumlah makna nas (al-Qur’an atau hadith) termasuk kategori al-maslahah al-
gharibah dan tidak boleh dijadikan sandaran istinbat hukum dan selanjutnya tidak
boleh dijadikan dalil, karena ianya diasaskan pada pandangan akal semata, bahkan
unsur yang paling berpengaruh di dalamnya -berkemungkinan- didominasi oleh

kepentingan perbiadi atau kelompok yang pada akhirnya membawa kepada mafsadah.

Dengan dasar dan alasan partimbangan tersebut sangatlah bersesuaian apabila
dalam pembahasan ini turut pula ditampilkan pandangan al-Tufi % dan kelompok
Shiah mengenai al-maslahah al-mursalah dimana posisi mereka, apakah sejalan

dengan pandangan majoriti ulama ataukah tidak.

Al-Tufi adalah salah seorang ulama madhhab Hanbali yang pendapatnya
mengenai al-maslahah dipandang paling berani dan kontroversial, dinilai demikian
karena beliau bermadhhab Hanbali dimana pengasas madhhab ini Ahmad bin Hanbal
oleh sementara kalangan penganalisis separti Farug Abu Zaid menyebutnya sebagai
“imam kaum fundamentalis” tokoh yang menyerukan kembali kepada sumber asal
hukum Islam yaitu, al-Qur’an dan Sunnah. Dengan kata lain madhhab Hanbali adalah

madhhab sangat ketat dan kukuh berpegang pada nas. *

Dalam memberi penjelasan terhadap kitab al-Arbain al-Nawawiyyah ketika
mensharah hadith” ) »a ¥ = ¥ “pandangan al-Tufi itu dikemukakan 34, beliau

menolak pembahagian al-maslahah. Salah satu pernyataannya, bahwa maslahat

meskipun termasuk kategori al-mulghah -yang oleh majoriti ulama tidak boleh

32 Sebenarnya al-Tufi tidak mengenal istilah al-maslahah al-mursalah, beliau hanya mengenal
istilah al-maslahah sahaja (tanpa al-mursalah). Standard penentuan maslahat baginya semata-mata
hanya akal sahaja dan terlepas dari pantauan nas.

33 Nama penuhnya adalah Sulayman bin Abd al-Qaw1 bin ‘Abd al-Karim bin Sa‘id al-Tufi,
lahir pada tahun 657 H. dan wafat pada tahun 716 H. Lihat Husayn Hamid Hassan, Nazariyyat al-
Maslahah fi al-Figh al-Islamz, hlm. 546-547. Dan dinilai kontroversial kerana beliau bermadhhab
Hanbali dimana madhhab ini dikenal sangat ketat berpegang pada nas.

34 Sharh hadith tersebut telah disunting oleh Mustafa Zayd dan dijadikan mulhag (lampiran)
dalam al-Maslahah fi al-Figh al-Islamz wa Najm al-Din al-Tufi.
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dijadikan pedoman dan panduan dalam penetapan hukum- dapat dijadikan landasan
sebagai istinbat hukum. Bahkan menurut beliau maslahat kadangkala boleh
diutamakan dan didahulukan daripada dalil-dalil hukum yang lain separti nas dan
ijmak. Oleh itu, selain melanggar hal yang telah menjadi persepakatan para ulama,
pendapatnya dianggap sangat berbahaya karena dapat menghapuskan dan mengancam

keberadaan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh nas dan ijmak.

Dalam membincangkan al-maslahah, al-Tufi mengelompokkan hukum Islam
kedalam dua kategori. Pertama hukum ibadah dan mugaddarat yang maksud dan
maknanya tidak dapat dijangkau oleh akal secara terperinci. Panduan dalam kategori
ini adalah nas dan ijmak. Kedua hukum muamalat, adat, siyasah duniawiyyah dan
sejenisnya (tampaknya beliau tidak membezakan antara siyasah sharfiyyah yaitu
semua tindakan yang dilakukan untuk kepentingan kemaslahatan manusia dan
tindakan itu sejalan dengan magasid al-Shari® dengan siyasah wad‘iyyah yang hanya
berpegang pada akal semata) yang makna dan maksudnya dapat dijangkau oleh akal.
Landasan hukum kategori kedua ini adalah maslahat al-nas (kemaslahatan manusia),

sama ada ketika ada nas dan ijmak mahupun tidak.*®

Mengenai posisi dan hubungan al-maslahah dengan dalil hukum lain di bidang

muamalat dan sejenisnya al-Tufi mengemukakan separti berikut: jika kedua-dua dalil
itu sejalan maka keduanya harus dijadikan panduan dan itulah yang terbaik ¢ \adi} (8
Cuand g Led” misalnya nas dan ijmak sejalan dengan maslahat dalam al-ahkam al-
khamsah al-kulliyyah al-daruriyyah 4 sl 4N duweddl HlSaNP) separti
menjatuhkan hukuman mati ke atas pelaku pembunuhan dan orang murtad -atau
melalui analogi istinbat, hukum bunuh berlaku pula ke atas orang-orang yang
menyebarkan ajaran sesat-, hukuman potong tangan ke atas pencuri. Apabila kedua-
duanya berbeda muatan hukumnya, jika dapat disatukan/digabungkan dan
diharmonikan, maka kedua-duanya harus disatukan dan diharmonikan dengan cara
yang tidak merusak maslahat dan tidak menyebabkan mempermainkan dalil. Namun

jika tidak dapat digabungkan maka maslahat harus diutamakan dan didahulukan atas

35 Mustafa Zayd , al-Maslahah wa Najm al-Din al-Tufi, Dar al-Fikr cArabi, t.pt, 1964, Ed.ke-2,
him.235 dan 238.
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dalil hukum yang lain, pemahaman ini berdasarkan kepada hadith Nabi s.a.w. di

atas.%6

Daripada keterangan tersebut dapat difahami bahwa al-Tufi dalam menetapkan
hukum berdasarkan maslahat menentukan satu syarat yaitu berlaku hanya pada
muamalat dan sejenisnya sahaja (bukan hukum ibadah, mugaddarat dan sejenisnya).
Beliau tidak mensyaratkan maslahat berada pada peringkat daruriyyat, tidak pula
mensyaratkan maslahat itu haqgigiyyah dan “ammah. Demikian juga tidak
mensyaratkan mul@imah salah satu syarat inti yang harus dipenuhi separtimana yang
ditetapkan oleh majoriti ulama yang menerima al-maslahah al-mursalah sebagai
hujah.%’

Spesifikasi bangunan teori al-maslahah yang ditawarkan oleh al-Tufi dibina di

atas empat asas:

Pertama, akal dapat menemukan dan membezakan maslahat dengan mafsadah
“Luldall g mdbaall @l ol Jiiey o il Je=ll”, Maksudnya akal dapat mengetahui

kebaikan dan keburukan yang diperlukan manusia tanpa harus mendapat bantuan

wahyu. Ini dasar pertama bangunan piramid pemikiran al-Tufi.

Dalam hal ini al-Tufi kemungkinan besar terpengaruh cara berfikir muktazilah
yang memandang akal dapat dipakai untuk mengetahui baik dan buruk. Apa yang
dipandang oleh akal baik berarti itulah hukum Tuhan yang wajib untuk dikerjakan dan
apa yang dipandang oleh akal buruk, maka ia adalah hukum Tuhan yang wajib untuk

ditinggalkan.

Kedua, maslahat sebagai dalil berdiri sendiri dan terlepas dari nas. Sebagai

kelanjutan pendapatnya yang pertama, al-Tufi berpendapat bahwa maslahat adalah

307 ¥y H ¥

37 cAbd al-°Aziz °Abd al-Rahman, Adillat al-Tashri¢ al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj biha, Muassasat
al-Risalah, Beyrut.,1979, him. 200-201.

38 cAbd al-Wahhab Khallaf, Masadir al-Tashri® al-Isiami fi ma la Nassa fih, Dar al-Qalam,
Kuwayt, 1972, him. 136. Abu al-Yusr al-Bazdawi, Kitab Usul al-Din, ‘Isa al-Babi al-Halabi, Kaherah,
1963, him.92.
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dalil syarak yang berdiri sendiri tanpa memerlukan nas “ (e J8iue e i Jads Aalial)

= s=ill” dan maslahat itu diperolehi melalui adat kebiasaan dan tajribah (percobaan,

eksperimen).%

Ketiga, lapangan penerapan maslahat adalah muamalat dan adat bukan ibadah
dan mugaddarat i) yadall g hlabaadl (g lalall g O Mlaeall sa Aaliaall Jaall Jlae”,
Bagi al-Tufi, maslahat dijadikan sebagai dalil syarak hanya berlaku dalam bidang
muamalat (hubungan sosial) dan adat istiadat. Sedangkan dalam bidang ibadah dan

mugaddarat, maslahat tidak boleh dijadikan dalil.*°

Keempat, maslahat merupakan dalil hukum Islam yang paling kukuh. Asas
keempat ini merupakan dasar yang paling penting yang melandasi teori al-Tufi
tentang al-maslahah. Baginya, maslahat merupakan dalil syarak yang terunggul.
Maslahat bukan sahaja menjadi hujah ketika tidak ada nas dan ijmak, tetapi ianya juga
harus didahulukan ketika terjadi pertentangan diantara kedua-duanya. Namun al-Tufi
mengutamakan maslahat atas nas dan ijmak tersebut dilakukan dengan jalan takhsis

dan bayan bukan dengan meninggalkan nas ¢ Wil glaal s paill e daliaall apii ()
Legd dabanill 5 Legale i@yl Gk ¥ Led gy pasadill @l oS5,

sebagaimana mendahulukan sunnah atas al-Qur’an melalui bayan dan penjelasan. Hal
ini beliau lakukan karena menurut pandangannya, maslahat itu diambil dan bersumber
daripada sabda Rasulullah s.a.w “)) »a ¥y ) = ¥” (tidak memudaratkan dan tidak
dimudaratkan) merupakan landasan kukuh untuk mewujudkan dan memelihara

kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan.**

Berdasarkan kepada ke empat asas tersebut di atas, al-Tufi menyusun landasan
pendapatnya yang mendahulukan maslahat atas nas dan ijmak dengan
mengetengahkan beberapa alasan separti berikut:*?

Alasan pertama, beliau mengatakan;

39 AI-Tufi, Sharh al-Arbamn al-Nawawiyyah dalam Mustafa Zayd, al-maslahah fi al-Tashri
al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi, him.240.

40 Mustafa Zayd, him.240.

41 Mustafa Zayd, him.240 dan Husayn Hamid Hassan, him.534-535.

42 Mengenai argumen-argumen ini dapat dilihat dalam ¢Abd al-Wahhab Khallaf, him. 129-133.
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GO (e plealls 35 dae 0 ed Aalaadl e 5y |8 pleal) 5 Sie ¢
b Calia] Ly cluaatll e I adde 3o Lo clusadll

Al-Tufi mendahulukan maslahat daripada ijmak karena dalam pandangannya
ijmak itu diperselisihkan kehujahannya, sedangkan maslahat disepakati termasuk
mereka yang menentang ijmak. Ini berarti bahwa mendahulukan sesuatu yang
disepakati (ijmak) atas sesuatu yang diperselisinkan lebih utama (maslahat) dalam

pandangan al-Tufi.

Alasan kedua menyatakan:

Ao )5 Lo i da gedall AlSaY) L8 CDAN s gb du jlaie dilise (a guaill ()
ac ) S8 Lo 3 o sllaall GUEY) G gl 4ud Calidy Y A (B Sds jal adladl)
s

Al-Tufi mendahulukan maslahat daripada nas dengan partimbangan bahwa nas
itu mengandungi banyak pertentangan dan inilah yang salah satunya menjadi
penyebab terjadinya perbezaan pendapat dalam hukum yang tercela menurut syarak.
Sedangkan memelihara maslahat secara subtansial merupakan sesuatu yang hakiki,
yang tidak diperselisinkan. Dengan demikian pemeliharaan atau pengutamaan
maslahat merupakan sebab berlakunya persepakatan yang dikehendaki oleh syarak.
Al-Tufi menyimpulkan bahwa berpegang pada sesuatu yang dipersepakati lebih utama
daripada berpegang pada sesuatu yang menimbulkan pelbagai perbezaan.

Alasan ketiga al-Tufi mengemukakan:
gmgup}@wgua}am dun jlae Al 8 i 28 4
Menurut al-Tufi, dalam beberapa kes telah berlaku perselisihan/pertentangan

antara nas-nas sunnah dengan maslahat. Beliau merujuk kepada pendapat Ibn Masud

yang bertentangan dengan nas dan ijmak mengenai tayamum karena kemaslahatan
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yaitu kehati-hatian (ihtiyat) dalam ibadah. Menurut nas dan ijmak bahwa tayamum
boleh dilakukan karena sakit atau ketiadaan air. Ibn Masud berpendapat bahwa orang
sakit tidak boleh bertayamum, sebab jika dibolehkan dikuatirkan ada yang hanya
merasa sejuk sedikit sahaja lalu bertayamum, tidak mahu berwuduk. Dalam
perkembangannya pendapat ini tersiar luas dalam masyarakat dan tidak seorang pun
yang membantahnya. Demikian pula kata al-Tufi sebahagian sahabat yang menyalahi
perintah Nabi s.a.w untuk tidak solat Asar kecuali di bani Qurayzah. Contoh lain yang
dikemukakan oleh al-Tufi ialah riwayat yang menerangkan bahwa ketika Nabi s.a.w
mengutus Abu Bakar al-Siddiqg untuk menyampaikan kepada masyarakat awam
hadith:

() Jao Al ) Al Y B he)

Maksudnya:

“Barang siapa mengucapkan la ilaha illa Allah, dia masuk syurga”

‘Umar bin al-Khattab melarangnya atas dasar kemaslahatan. Alasan “Umar
menurut al-Tufi, jika hadith itu disampaikan kepada masyarakat akan menyebabkan

mereka malas beramal karena hanya mengandalkan hadith tersebut.

Sehubungan dengan kes ini, Muadh bin Jabal meriwayatkan sebuah hadith
yang muatan maknanya serupa dengan tindakan “Umar bin al-Khattab tersebut

separtimana yang diungkapkan oleh al-Tufi yaitu:

b el 08 « Q—}é&ﬁb&\;»ﬂﬁlﬁ-e}u}@h&\ S“'u—‘-‘”u‘@éuu\.duc
BECRYEIRgS @wéiﬂ\ VA Y G e kY oy J8ebnas 4l gy
B alle iS5 O AT I Y » 06 G sl Sl & 6 25

Maksudnya:

43 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Dar al-Hadith, Kaherah, 1995 M/1416 H.
Ed.-1, Juz.16, bil.hadith 21907, him.165.
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“Daripada Muadh bin Jabal, sesungguhnya Nabi s.a.w bersabda tidak mengangkat
saksi seorang hamba bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, kemudian mati atas dasar
itu melainkan dia akan masuk syurga, Muadh bin Jabal berkata apakah tidak
kusampaikan kepada manusia? Jawab Nabi jangan, aku khuatir mereka akan jadi
malas beramal”.

Pandangan al-Tufi mengenai maslahat harus difahami melalui konteks usul
figh, karena sesungguhnya beliau bermain di bidang itu. Beliau mengandaikan
terjadinya pertentangan atau percanggahan antara nas dan ijmak dengan maslahat. Inti
permasalahnya  adalah, Dbetulkah  kontradiksi dan  pertentangan telah
terjadi?. Tampaknya al-Tufi hanya berandai-andai dalam teorinya dan kelihatannya -
sepanjang penulis ketahui- beliau tidak mengungkapkan satu kes pun yang
menunjukkan kebenaran pengandaian tersebut dalam kajian khusus atau kitab usul
figh yang dinisbatkan kepadanya. Hal ini boleh dimaklumi karena al-Tufi berada dan
bermain di wilayah usul figh belum memasuki wilayah figh (masih berada di wilayah
teori belum turun ke wilayah praktikal). Disamping itu, seandainya apa diungkapkan
itu benar-benar terjadi maka menurutnya pengutamaan maslahat atas nas itu harus

dilakukan dengan jalan takhsis bukan menafikan dan meninggalkan nas.

Natijah yang diperolehi dari pandangan al-Tufi tersebut dapat dirumuskan

separti berikut:

a. Maslahat merupakan dalil hukum Islam yang berdiri sendiri.

b. Maslahat adalah dalil hukum yang paling kukuh.

c. Apabila terjadi kontradiksi atau percanggahan antara maslahat dengan nas dan
ijmak, maka maslahat harus didahulukan melalui metode takhsis.

d. Maslahat hanya berlaku pada bidang muamalat dan adat, tidak berlaku pada ibadah,
jenayah dan mugaddarat (hal-hal yang ukuran dan ketentuannya dinyatakan oleh

syarak).

Pada bahagian terakhir daripada rumusan di atas -d- terdapat kemiripan dan
titik temu antara pandangan al-Tufi dengan pandangan majoriti ulama yang mengakui
keberadaan al-maslahah al-mursalah sebagai metode istinbat hukum dan sekaligus

dalil hukum.
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Mengikut keterangan yang dikemukakan oleh Muhammad Sa‘id Shihatah
Mansur, beliau menyatakan bahwa al-Tufi sebenarnya memiliki buku karangan lain
yang bertajuk: “Jua (p) caade Jsual 8 Jldi) di dalam buku itu diterangkan syarat-
syarat al-maslahah al-mursalah, salah satunya adalah: al-maslahah al-mursalah tidak
boleh digunapakai apabila bercanggah dengan nas gatci.** Apabila keterangan
tambahan ini betul, maka ada dua kemungkinan yang boleh dijadikan sandaran
kesimpulan untuk menilai semula pandangan al-Tufi mengenai al-maslahah al-

mursalah,yaitu:

1. Kalau pandangan al-Tufi dalam al-Bulbul dikemukakan sesudah memberi
ulasan atau mensharah kitab al-Arbacin al-Nawawiyyah yaitu 7)) s ¥y ) ¥ «
maka boleh dinyatakan bahwa beliau merevisi (menilai semula dan memperbaiki)

pendapatnya atau meninggalkan pendapat lamanya.

2. Al-Tufi kemungkinan tersilap dalam mengemukakan maksudnya (atau
beliau berijtihad, namun ternyata ijtihadnya salah atau keliru) dimana sesungguhnya
beliau maksudkan adalah keadaan-keadaan yang bersangatan yang memaksa untuk
menghalang atau menolak kerusakan dan mafsadah yang lebih besar, separti masalah
al-Turs (tawanan-tawanan muslim dijadikan perisai oleh musuh untuk menghadapi
dan membendung gerak maju tentera muslim) yang popular daripada al-Ghazali.
Maka dalam hal ini ada dua bahaya/darar yang harus dihadapi, pertama, tidak
menyerang musuh Islam karena dikhuatirkan akan menyebabkan tahanan-tahanan
muslim yang dijadikan sebagai perisai-perisai tersebut terkorban, tetapi kemungkinan
musuh yang akan melakukan tindak balas dengan menyerang balik kawasan kaum
muslimin, kedua, tindakan menyerang benteng pertahanan musuh Islam meskipun
akan menyebabkan perisai-perisai tersebut terkorban, namun pada akhirnya berhasil
mengusir dan menguasai/menawan kawasan yang sebelumnya dikuasai oleh musuh
Islam. Tindakan yang kedua ini dibenarkan oleh al-Ghazali dengan alasan memelihara

dan menjaga kemaslahatan yang bersifat umum (al-maslahah al-ammabh).

4 Muhammad Satid Shihatah Mansur, al-Adillah al-*Agliyyah wa Alagatuha bi al-Nagliyyah
Inda al-Usuliyyin, al-Dar al-Sudaniyyah, Khartum 1999 M/1420 H. Ed.-1, him.241.
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Pada sisi ini, kemaslahatan mengalahkan nas yang melarang membunuh orang
muslim, akan tetapi tindakan mendahulukan al-maslahah al-‘ammah atas nas
didasarkan kepada partimbangan “Cr__sall <aal S35 memilih dan melaksanakan
darar yang lebih ringan -yaitu menyerang benteng musuh dan menawannya meskipun
terpaksa mengorbankan perisai hidup yang terdiri daripada orang-orang muslim yang

tertawan-.

Kemungkinan keadaan sebeginilah yang mahu disampaikan oleh al-Tufi
namun  karena ungkapan itu dikemukakan secara sewenang-wenang. Walau
bagaimanapun penggabungan dan pengharmonian kedua-dua pandangan al-Tufi
tersebut hanya boleh dilakukan apabila pandangannya yang terdapat dalam al-Bulbul
itu adalah pandangan yang terakhir dan beliau kemukakan sesudah mensharah kitab

al-Arba‘mn al-Nawawiyyah.

Sementara itu bagaimana pula pandangan Shi‘ah mengenai penggunaan al-
maslahah al-mursalah sebagai metode istinbat hukum. Menurut Sharf al-Din al-
Musawi al-SAmili *°: “kami kaum Shi‘ah al-Imamiyyah sepakat tidak menjadikan
maslahat sebagai pentakhsis “am atau mentaqyid yang mutlag, kecuali apabila didalam
syariat ada nas khusus yang membincangkan masalah tertentu dan diperakui oleh

syarak”.

Menurut mereka maslahat yang diperakui oleh syarak sama ada dengan dalil
khusus mahupun dengan dalil yang bersifat umum sandarannya adalah al-nusus.
Artinya beramal dengan maslahat pada hakikatnya adalah aplikasi daripada dalalat al-
nusus bukan beramal dengan menggunakan akal semata. Oleh itu menjadikan
maslahat sebagai dasar partimbangan dalam menetapkan hukum, bukanlah merupakan
dalil yang berdiri sendiri dan terlepas sama sekali daripada kaitan nas dan ijmak.
Sebenarnya mengembalikan maslahat yang diperakui oleh syarak dengan dalil khusus

ataupun sebilangan dalil yang bersifat umum dan kaedah-kaedah umum kepada

Bl Aagpadll 3 S 1Y) Sllae 2 (8 Y5 ale panadd (8 daliadll jiad Y laals Vs lelea) Ay ol
Led 1Y Lee Livie culS Ll 5l Ula) W jltie s aali Jaal day 2l (8 Led 0K o (3 Jlie YU e s gals lihat Sharf al-
Din al-Musawi al-°‘Amili, al-Nas wa al-ljtihad, Muassasat al-Ala li al-Matbuat, Beyrut., 1386 H.
Ed.ke-4, him.98.
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dalalat al-nusus adalah merupakan pemikiran yang cerdas karena Shi‘ah pada
zahirnya tidak beramal dengan giyas dan ra’y. Secara umum dalil-dalil syarak yang
digunapakai oleh Shi‘ah meliputi al-adillah al-nagliyyah dan al-adillah cagliyyah.
Sangat logik apabila maslahat yang diperakui oleh syarak dengan dalil khusus atau
sebilangan dalil pembahasannya masuk kedalam al-adillah cagliyyah.*®

Dengan berdasar kepada keterangan ini maka dapat dikatakan bahwa terdapat
kemiripan antara jumhur ulama Sunni dan Shi‘ah dalam menyikapi al-maslahah al-
mu‘tabarah, dimana jumhur Sunni memasukkannya ke dalam kawasan gqiyas
sementara Shiah memasukkannya ke dalam wilayah dalalat al-nusus yang
operasionalnya menggunakan dalil aqli, karena mereka tidak mengenal istilah giyas.
Istilah mungkin boleh berbeda namun cara kerja antara kedua-dua kelompok tersebut

tampaknya tidak banyak perbezaan.

Yang berbeda dalam hal ini adalah jumhur tidak mempersamakan antara
maslahat yang diperakui oleh syarak dengan dalil khusus dengan maslahat yang hanya
diperakui melalui sebilangan dalil yang bersifat umum. Maslahat yang diperakui oleh
syarak dengan dalil khusus dipanggil al-maslahah al-mu‘tabarah sedangkan maslahat
yang hanya diperakui melalui sebilangan dalil yang bersifat umum disebut al-
maslahah al-mursalah, dan dari segi kehujahannya al-maslahah al-mu‘tabarah berada
diatas peringkat al-maslahah al-mursalah. Adapun golongan Shi®ah menganggap
bahwa maslahat yang diperakui oleh syarak dengan dalil khusus dan maslahat yang
diperakui dengan sebilangan dalil yang bersifat umum atau kaedah-kaedah umum
semuanya dikembalikan kepada dalalat al-nusus dan dari segi kehujahan kedua-

duanya tidak dibezakan.

Kecenderungan kelompok Shiah menggunakan akal, dapat dilihat dalam
sejarah pemikiran Islam, dimana kaum rasional Muktazilah yang dipinggirkan oleh
pemerintahan al-Mutawakkil al-°Abbasi sehingga melemah pengaruhnya, akhirnya
menemukan semula lahan dan tumbuh subur di lingkungan Shiah. Ini membawa

isyarat bahwa penggunaan akal dalam kalangan Shi‘ah mempunyai kadar yang lebih

4 Al-*Amili, him.198.
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besar dalam istinbat hukum sehingga tidak menutup kemungkinan mereka
menerimapakai al-maslahah al-mursalah, namun dalam istilah dan versi yang lain.
Menurut penulis, boleh jadi maslahat yang diperakui oleh syarak dengan dalil khusus
dikenali dengan al-maslahah al-mu‘tabarah al-gqaribah (jarak dekat) dan maslahat
yang diperakui dengan sebilangan dalil yang bersifat umum atau kaedah-kaedah

umum dipanggil dengan al-maslahah al-mu‘tabarah al-ba‘idah (jarak jauh).

Jadi kalau diurutkan kadar penggunaan akal bagi menerimapakai al-maslahah
sebagai dasar partimbangan dalam penetapan hukum maka yang terbesar adalah al-

Tufi, kemudian disusuli oleh Shi‘ah dan yang terakhir adalah jumhur ulama Sunni.

2.4  Syarat-Syarat al-Maslahah al-Mursalah

Al-Maslahah al-Mursalah (atau al-istislah) sebagai metode istinbat hukum dapat
digunapakai apabila memenuhi syarat-syaratnya. Imam al-Ghazali memberikan

persyaratan separti berikut:

1. Al-Maslahah al-mursalah dapat diterapkan jika menyangkut dan berkaitan
dengan masalah daruriyyah yang rangkumannya meliputi: memelihara
agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan
memelihara harta benda. Jika ia berada pada peringkat hajiyyah dan
tahsiniyyah, maka tidak boleh diterapkan.

2. Kemaslahatan yang dipandang dalam al-maslahah al-mursalah harus

bersifat umum (42> ¥ 42IS), Maknanya kemaslahatan dan kemanfaatan

harus mencakup seluruh kaum muslim.
3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat gat®i (pasti) atau menghampiri

qatci.47

Kalau dilihat persyaratan yang dikemukakan oleh al-Ghazali, kemudian
dihubungkan dengan praktik para sahabat, ternyata persyaratannya sangat ketat. Para

sahabat r.a. dalam menerapkan kemaslahatan tidak terikat oleh persyaratan separti di

47 Al-Ghazali, him. 294-294.



66

atas. Mereka mempraktikkan dan mewujudkan kemaslahatan dengan tidak
memandang apakah kemaslahatan tersebut bersifat daruriyyah, hajiyyah, tahsimiyyah,

atau zanni dan lain-lain.

‘®Umar bin al-Khattab misalnya, pernah membuat ketetapan hukum dengan
tertalaknya seorang wanita (isteri) dari suaminya yang hilang setelah 4 tahun, baik
dari masa hilangnya mahupun dari masa si wanita tersebut membuat laporan di
mahkamah. Hal itu dilakukan untuk melindungi si wanita dan menghilangkan
kemudaratannya, meskipun kematian suaminya belum jelas pasti. Kemaslahatan itu
bersifat juzr dan berada pada tingkatan hajiyyah serta bersifat zannz.*® Keputusan
yang dibuat oleh “Umar bin al-Khattab ini dipersetujui oleh ‘Uthman bin “Affan, °Ali
bin Abi Talib, Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbas dan sekelompok tabicin.*°

Oleh itu, Abu Ishag al-Shatibi tidak memberikan persyaratan ketat separti yang
dikemukakan oleh Abu Hamid al-Ghazali, tetapi dia hanya memberikan empat syarat

yang harus diambil berat, yaitu:

1. Al-Maslahah al-mursalah harus logik dan rasional (Jsé), yakni jika sesuatu
kemaslahatan itu difikirkan, maka akal menerimanya. Dengan dasar itu al-
maslahah al-mursalah tidak boleh diterapkan pada hal-hal yang sifatnya
tatabbuds.

2. Kemaslahatan itu harus relevan dengan magasid al-sharicah (tujuan-tujuan
syariat) secara keseluruhan.

3. Hendaknya ia memelihara hal-hal yang bersifat daruriyyah dan boleh
melenyapkan atau menghilangkan kesukaran dalam beragama. Maksud
keharusan memelihara hal-hal yang bersifat daruriyyah adalah terangkum ke
dalam kaedah: <l sed 4 ¥ calsll o~ % Y W (sesuatu kewajipan tidak

sempurna kecuali dengannya maka sesuatu itu menjadi wajib).>® Yang dimaksud

*8 Hal tersebut selaras dengan kaedah “ala i culS dale 35 pall 4 e J 35 4aladl lihat CAbd. al-
°Aziz Muhammad ‘Azzam, al-Maqasid al-Shar‘tyyah fi al-Qawa®id al-Fighiyyah, Dar al-Bayan li al-
Tibatah wa al-Nashr, Kaherah, 2001 M. him. 175.

49 Abu Muhammad °Ali bin Ahmad bin Satid bin Hazm al-Andalusi, al-Muhalla, al-Maktabah
al-Tijariyyah li al-Tibaah wa al-Nashr, Beyrut, t.th. Jil.10, him. 135-140.

50 cAli Hasbullah, Usul al-Tashri¢ al-Islamz, Dar al-MaCarif, Mesir, 1976, Ed.ke-5, him. 356.



67

dengan harus bersifat melenyapkan kesusahan dalam beragama, bertujuan untuk
meringankan atau memudahkan.
4. Kemaslahatan itu hendaknya bersifat menyeluruh dimana kemanfaatan yang

digunakan boleh berlaku untuk majoriti atau sebahagian manusia. >

Apabila diperhatikan persyaratan yang dikemukakan al-Shatibi di atas,
tampaknya al-maslahah al-mursalah tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang
bersifat daruriyyah separti yang disyaratkan oleh al-Ghazali, tetapi ianya boleh sahaja
berada pada peringkat hajiyyah. Yang terpenting adalah bertujuan untuk memberikan
kemudahan bagi umat manusia dan menghilangkan sebarang kemudaratan. Juga al-
maslahah al-mursalah tidak mesti bersifat kullr (umum). Sebab, memelihara
kemaslahatan individu atau sekelompok manusia adalah termasuk dalam cakupan
magasid al-shariah yang rangkumannya meliputi daruriyyah, hajiyyah, dan
tahsiniyyah, separti contoh kes yang dilakukan oleh “Umar bin al-Khattab di atas.
Begitu juga tidak mesti gat’r sebab mengamalkan sesuatu yang bersifat zanni yang
rajih (lebih kuat) dibolehkan dalam masalah furu®. Meskipun terdapat perbezaan di
kalangan ulama usul figh, khususnya al-Ghazali dan al-Shatibi mengenai syarat-syarat
pemberlakuan maslahat, namun pada asasnya bertujuan untuk mengikat agar manusia
tidak semberono dan sesukahati menggunakan (mengatasnamakan) al-maslahah al-

mursalah.

Yang perlu diperhatikan ialah bahwa al-maslahah al-mursalah tersebut harus
bersifat hakiki, artinya apabila sesuatu dihadapkan kepada para pakar usul figh
kemudian mereka perakui bahwa sesuatu itu adalah kemaslahatan maka itulah yang
disebut dengan maslahat hakiki, bukan waham vyaitu kemaslahatan yang tidak
diperakui oleh para pakar usul figh separti yang dilakukan sebahagian orang. Mereka
melihat dengan hawa nafsu bahwa sesuatu itu adalah maslahah tetapi sebenarnya
adalah mafsadah, atau bahayanya lebih besar dari manfaatnya separti tindakan

sebahagian orang mengumpulkan harta benda di atas penderitaan orang lain. Mereka

51 Al-Shatibi, al-I°tisam, Maktabat al-Riyad al-Hadithah, al-Riyad, t.th, Jil.2, him. 129-135,
Abu al-Makarim, al-Adillah al-Mukhtalaf fiha wa Atharuha fi al-Figh al-Islamz, Dar al-Salam,
Kaherah, t.th, him. 85-86.
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tidak mengambil berat terhadap kemaslahatan umum karena melihat kepentingan
tertentu, atau melupakan kemudaratan yang akan terjadi pada masa hadapan demi
mendapatkan keuntungan sesaat. Dengan kata lain, mereka lupa terhadap kerugian
ukhrawi demi mengejar dan mendapatkan keuntungan duniawi. Oleh itu bersikap
hati-hati dan terkawal dalam memandang kemaslahatan dan menilainya secara

objektif dan adil adalah perlu (wajib).

Sebagaimana yang diketahui, matlamat utama syarak adalah meletakkan
sesuatu hukum untuk kemaslahatan manusia dan menolak sebarang bentuk
kemudaratan. Berdasarkan kepada asas inilah syarak mengharuskan sesuatu perkara
yang memberi kemanfaatan dan mengharamkan segala bentuk yang boleh membawa
kepada kemudaratan. Kemaslahatan yang difokuskan di sini hendaklah berpaksikan
kepada prinsip-prinsip syarak dan bukannya berdasarkan kehendak nafsu dan naluri

semata-mata. Hal ini dapat difahami daripada firman Allah s.w.t. :

O A+ M @a I NACE A xa-dc U w00
NE2ANOROX Hewe J2>2 @, - ¢ 200

T2 €0 OV IOsBa €0 OTOOUOROO00Wwa
52 (D) ﬁ.&%&m

Maksudnya:
“Sekiranya mereka menyatakan kebenaran dengan berdasarkan hawa nafsu mereka

nescaya akan hancurlah langit dan bumi”.

Manakala di dalam ayat yang lain pula, Allah s.w.t. berfirman:

ENNOCr OO LA Qe 2 E)OLeOD
e @0 + S ¢J6030L Lo NOR
RO AL QAL @A L0l §ANEG #O ¢ =

Maksudnya:

52 Al-Qur’an, al-Mu’minun 23:71
53 Al-Qur’an, al-Maidah 5:49
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“Dan hendaklah mereka menghukumkan di kalangan mereka dengan apa yang telah
diturunkan oleh Allah s.w.t dan jangan sesekali mereka menurut kehendak hawa nafsu
mereka”.

2.5 Kehujahan Al-Maslahah Al-Mursalah

Pada dasarnya semua ulama usul figh menyatakan bahwa al-maslahah al-mu‘tabarah
dapat dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum Islam. Mereka juga
bersepakat kecuali al-Tufi, bahwa al-maslahah al-mulghah tidak dapat dijadikan
hujah dalam menetapkan hukum. Adapun terhadap kehujahan al-maslahah al-
mursalah, ulama terbahagi kepada dua kelompok, yaitu ada yang menolak dan ada

yang menerima. Berikut ini diketengahkan pernyataan mereka:

1. Sayf al-Din °Ali bin Muhammad al-Amidi memandang bahwa al-maslahah itu
terbahagi kepada dua kategori yaitu: al-maslahah al-mu‘tabarah dan al-maslahah al-

mulghah. Beliau menyatakan bahwa:

o all daliaaly dluail) glitel Lo aa e g diially Ladlall (e ole@ill 38 3
O E Jaly aie Gl aaal S e Ler Ot 4 lile o Jii e W) Gl sa s
35yl ellmall (o S Lo | Aalima S 6 ellly 08 o 4l 0890 aic aa

54 LaJad ALealall 2S1)

Maksudnya:

“Fugaha dari kalangan Shafi‘iyyah dan Hanafiyyah dan yang lain tidak memandang
al-maslahah al-mursalah atau al-munasib al-mursal sebagai hujah. Beliau
memandang itulah pendapat yang benar. Pendapat yang datang daripada Malik yang
menyatakan al-maslahah al-mursalah sebagai hujah, namun ternyata ashab Malik
menolaknya. Jika seandainya naql (petikan) pendapat itu benar, maka tampaknya
Malik tidak menerima semua maslahat, tetapi beliau hanya menerima maslahat yang
statusnya daruriyyat, gattiyyat dan kulliyyat .

% Al-Amidi, him. 394.
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Pendapat al-Amidi ini mendapat kritikan hebat dari kalangan muta akhkhirin
karena tidak sesuai dengan kenyataan, dimana produk-produk hukum jumhur ulama

kebanyakannya berpaksikan pada al-maslahah al-mursalah.

2. Muhammad bin °Ali al-Shawkani mengetengahkan beberapa pandangan ulama
yang saling kontradiktif mengenai kehujahan al-maslahah al-mursalah. Jumhur
menolak secara mutlak. Riwayat daripada Malik menerima secara mutlak. Imam al-
Shafi‘i dalam gawl gadim menerima al-maslahah al-mursalah. Sebahagian ulama
Malikiyyah separti Imam al-Qurtubi (Abu °Abdillah Muhammad bin Ahmad, w. 671
H) menolak kalau Malik memandang sebagai hujah. Al-Qurtubi menyatakan bahwa
Imam al-Shafii dan sebahagian besar ulama Hanafiyah menolak al-maslahah al-
mursalah. Beliau mengatakan bahwa itulah pendapat Imam Malik. Jadi menurut al-
Qurtubi Imam Malik tidak menerima al-maslahah al-mursalah. Namun al-Shawkani
tetap berkesimpulan bahwa jumhur ulama menerimapakai al-maslahah al-mursalah

sebagai metode istinbat hukum. *°

Keterangan serupa dikemukakan oleh Ibn Daqgig al-°ld yang menyatakan
bahwa dalam istinbat hukum jika dibandingkan dengan ulama lain, Imam Malik
paling banyak menggunapakai al-maslahah al-mursalah kemudian menyusul Imam
Ahmad bin Hanbal. Kesimpulan yang dibuat oleh Ibn Daqiq al-°Id dapat dibaca dalam

pernyataan beliau di bawah ini:

(ZOhainl)) & i) 138 3 ole@ill (o ye Ao laga i cllld () 4 ela Y A "
i e oSl Alaall 8o liie) (e lea e 1A Al Y Juis 0 aal 4l
"la e e Jlaxiny)

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh al-Qarafi dan al-Zarkashi yang

menyatakan bahwa semua mazhab pada hakikatnya menggunapakai al-maslahah al-

% Muhammad bin Ali al-Shawkani, Irshad al-Fuhul ila Tahgig al-Hag min lim al-Usul,
Sha®han Muhammad IsmaCil (pnyt.), Dar al-Kutba, Kaherah, t.th, Juz.2, him. 242.
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mursalah karena mereka mengunakan analogi munasabah -dengan- tanpa didukung
oleh dalil dan itulah sebenarnya yang dinamakan atau diistilahkan dengan al-
maslahah al-mursalah: (i=e ¥ 5 Asuliall slaay 58K Caliadl aaea A elalall la ©
My WY ALl jall daliaall, 56

Sementara itu Abu al-Ma‘li °Abd al-Malik bin “Abdullah bin Yusuf al-
Juwayni, Imam al-Haramayn berpendapat bahwa Imam al-Shafi‘i dan sebahagian
besar ulama Hanafiyyah menerima al-maslahah al-mursalah sebagai metode istinbat

hukum dengan ketentuan harus sejalan dengan al-maslahah al-mu‘tabarah yang
didukung oleh dalil.>’

3. Al-Shatibi menyatakan bahwa al-maslahah al-mursalah diperselisinkan oleh ulama.
Al-Qadi Abu Bakar al-Bagillani dan sebahagian ahli usul menolaknya. Imam Malik
menerima secara mutlak. Imam al-Shafi‘i dan sebahagian besar ulama dari golongan
Hanafiyyah menerimanya dengan catatan bersandar pada dalil sahih dan dekat dengan
kemaslahatan pokok/utama. Al-Ghazali juga menerimanya dengan ketentuan

maslahat itu bersifat daruriyyar dan hajiyyat.*®

4. °Abd al-Rahim bin al-Husayn al-Qurashi al-Asnawi menyatakan bahwa mengenai
kehujahan al-maslahah al-mursalah ulama terbahagi ke dalam tiga kelompok.
Pertama, menolak secara mutlak. Ibn al-Hajib menilai sebagai pendapat yang kuat.
Al-Amidi menilai sebagai pendapat yang benar yang dipersepakati oleh fugaha.
Kedua, menerima sebagai hujah secara mutlak. Inilah pendapat yang masyhur dari
Imam Malik. Ketiga, menerima al-maslahah al-mursalah  dengan ketentuan
maslahatnya harus daruriyyat, gattiyyat dan kulliyyat. Inilah pendapat al-Ghazali yang
juga dipilih oleh al-Baydawi.*

% Ahmad bin Idris al-Sanhaji al-Qarafi, Sharh Tangih al-Fusu! fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-
Usul, Taha °Abd al-Rauf Sa‘ad (pnyt.), Dar al-Fikr, Kaherah, 1973, Ed.-1, him. 394 dan, Muhammad
bin Bahadur bin ¢Abdullah al-Zarkashi, al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Figh, Wisarat al-Awqaf, Kuwaxyt,
1409 H, Juz.6, Ed.-1, him.77.

57 Al-Shawkani, him. 265. Al-Juwayni, him. 721.

58 Al-Shatibi, al-1%tisam, Juz.2, him. 111-112.

%9 ¢Abd al-Rahim bin al-Husayn al-Qurashi al-Asnawi, Nihayat al-Sul fi Sharh Minhaj al-Usul,
Dar al-Kutub al-°lImiyyah, Beyrut, 1999 M/1420, Juz.3, Ed.-1 him. 386-387.
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5. Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa yang menerima al-maslahah al-mursalah
sebagai hujah adalah ulama Malikiyyah dan Hanabilah. Ulama dari kalangan
Hanafiyyah menerima al-maslahah al-mursalah melalui jalur istihsan. Sedangkan
ulama yang menolak al-maslahah al-mursalah adalah Zahiriyyah, Shiah, sebahagian

daripada golongan Shaficiyyah dan Malikiyyah.®°

6. Zaki al-Din Sha®han menyatakan bahwa majoriti ulama memandang al-maslahah
al-mursalah adalah hujah/dalil dalam menetapkan hukum. Termasuk ke dalam
kelompok ini adalah semua imam Madhhab empat dan jumhur ashab (ulama
pendukung mazhab) mereka. Beliau mengatakan bahwa walaupun para imam itu tidak
secara langsung menyebutkan al-maslahah al-mursalah sebagai dalil dalam buku-
buku usul figh mereka, namun ternyata ditemukan hasil ijtihad/fatwa atau produk
hukum mereka yang tersebar dalam buku-buku figh bersandarkan pada al-maslahah
al-mursalah. Sedangkan ulama yang menolaknya ialah kelompok Zahiriyyah,
sebahagian Shafi‘iyyah separti al-Amidi dan sebahagian Malikiyyah separti lbn al-
Hajib.5!

Manakala para pakar usul figh angkatan baru separti al-Buti, Husayn Hamid
Hassan juga berpendapat yang sama bahwa pada hakikatnya majoriti fugaha dan
usuliyyin termasuk al-Aimmah al-Arba®ah menerimapakai al-maslahah al-mursalah
sebagai hujah. Meskipun tidak dinyatakan secara langsung dalam buku-buku mereka,
tetapi kebanyakan hasil intelektual mereka bersandarkan pada partimbangan al-

maslahah al-mursalah.®?

Mungkin atas dasar itulah Abu Hamid Abu al-Makarim mengemukakan

pernyataan yang semakna dengan ungkapan al-Qarafi di atas:

2als cmde e b gea Lo Cuul s LIS Canliall 8 dle dlu all &l Ladll o

60 Wahbah al-Zuhayli Usul al-figh al-Islami, Dar al-Fikr al-MuCasir, Beyrut, 1998, Juz. 2, Ed.-
ke-2, him. 760.

61 Zaki al-Din ShaCban, him. 182.

62 Al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi al-Sharrah al-Islamiyyah, Muassasat al-Risalah, Beyrut,
1990, Ed. ke-5, him. 385. Husayn Hamid Hassan, Nazariyyat al-Maslahah fi al-Figh al-Islamz, him.
310.
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Maksudnya:

“Sesungguhnya metode al-maslahah al-mursalah berlaku umum digunapakai oleh
seluruh madhhab dan tiada berlaku pada satu madhhab sahaja”.

Ungkapan yang serupa dikemukakan juga oleh Khalifah Babakar al-Husayni:
63 - S SIA. B:Jsi "S . ‘; .~.. ...S\ %\A‘M\ O\ ‘ﬂj .'J ‘ﬁ: ‘)A y\ .~.~.... j

Maksudnya:

“Pada hakikatnya semua madhhab figh menerimapakai metode al-maslahah al-
mursalah”.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas dapat dirumuskan bahwa pada
hakikatnya jumhur ulama menerima al-maslahah al-mursalah sebagai salah satu
metode dalam menginstinbatkan hukum.®* Meskipun dalam penerapan dan
penempatan syarat-syaratnya, mereka berbeda pandangan. Penggunaan al-maslahah
al-mursalah sebagai salah satu metode dalam menginstinbatkan hukum hanya boleh
berlaku apabila tidak ditemukan dalil sesuatu masalah dalam al-nusus sama ada

langsung mahupun melalui mekanisme ijma‘ dan giyas.

Dikalangan ulama Hanafiyyah®® ada yang mengatakan bahwa untuk
menjadikan al-maslahah al-mursalah sebagai dalil, disyaratkan al-maslahah tersebut
berpengaruh pada hukum. Artinya ada ayat, hadith atau ijmak yang menunjukkan
bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan Cillah dalam

penetapan sesuatu hukum. Misalnya Rasulullah s.a.w. pernah ditanya orang tentang

83 Abu al-Makarim Isma®il, him.117 dan Khalifah BaBakar al-Hasan, al-ljtihad bi al-Rayi fi
Madrasat al-Hijaz al-Fighiyyah, Maktabat al-Zahra’, Kaherah, 1997 M/1418 H, Ed.-1, him.431.

64 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, Dar al-Fikr al-‘Arabi, Kaherah, t.th, him. 234-235,
Zaki al-Din Sha‘ban, him. 172.

8 1bn Amir al-Haj, al-Tagrir wa al-Tahbir, al-Matba‘ah al-*Amiriyah, Mesir,1316 H. Jil.1,
him. 150.
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status sisa baki makanan kucing apakah termasuk najis atau tidak?. Dalam sebuah

hadith yang diriwayatkan dari Abu Qatadah dinyatakan:

O o Wl uaiy G Ll 36l e JB alug adle Adll Lo alll J 5y )
66 (il s Lall 5 aSule (bl 5 Ll

Maksudnya:

“Rasulullah s.a.w. bersabda tentang kucing; sesungguhnya kucing itu tidak najis,
karena ia termasuk Binatang rumah yang sentiasa mengelilingi kamu”.

Keberadaan kucing yang sentiasa berdiam dan tinggal di rumah merupakan
sifat yang membuat ia bersih dan suci. Sifat yang menjadi Cillah dalam hadith ini
adalah tawwaf (yaitu haiwan yang sentiasa berada di rumah dan tidak berpisah
dengannya). Berdasarkan sifat (‘illah) ini, maka hukum sisa baki makanan-minuman
kucing itu tidak najis. Oleh sebab itu, tawwaf merupakan alasan dan sekaligus
kemaslahatan bagi orang-orang yang memelihara kucing di rumahnya sehingga

mereka dapat tehindar dari pada kesempitan atau kemudaratan.

Menghilangkan kemudaratan bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan
syariat yang wajib dilakukan. Menolak kemudaratan itu termasuk ke dalam konsep al-
maslahah al-mursalah. Dengan demikian, menetapkan sesuatu hukum dengan syarat
sifat dan jenis kemaslahatan itu, harus disandarkan kepada nas atau ijma‘. Penerapan
konsep al-maslahah al-mursalah di kalangan Hanafiyyah terlihat secara luas dalam
metode istihsan (pemalingan hukum dari kehendak giyas atau kaedah umum kepada
hukum lain disebabkan beberapa alasan). Alasan-alasan yang dijadikan berpalingnya
hukum tersebut pada umumnya berasaskan pada al-maslahah al-mursalah.

Sementara pada sisi lain ada keterangan atau riwayat yang menyatakan bahwa
golongan Hanafiyyah tidak memperakui al-maslahah al-mursalah sebagai dalil

syarak.” Pernyataan ini perlu dikaji semula, sebab:

6 Jalal al-Din al-Suyuti, Sharh Sunan al-Nasa 7, Dar al-kutub al-‘limiyyah, Beyrut, t.th. Jil.1,
hlm. 55, Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash¢th al-Sajistani al-Azdi, Sunan Abu Dawud, Dar al-Hadith,
Syria, t.th., him. 60 Muhammad ibn Isma®il, Subul al-Salam, CV. Dahlan, Bandung, t.th., Jil.1, him. 24.
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1) Para ulama Iraq (Hanafiyyah) mengatakan bahwa maksud dari hukum-
hukum syariat itu adalah untuk kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan boleh
diketemukan melalui penalaran (akal pikiran). Dalam sejarah figh Islam, ulama
Hanafiyyah dikenali sebagai golongan rasional. Mereka banyak mengambil makna
nas yang tersirat (ruh nas) atau mentakwilkan makna zahir ke makna yang boleh
diterima akal dan untuk menentukan sesuatu kemaslahatan kadangkala melalui
pemahaman separti ini. Maka sangat tidak logik kalau golongan Hanafiyyah tidak
menerima al-istislah (al-maslahah al-mursalah) sebagai salah satu metode
menginstinbatkan hukum. Bahkan Ibrahim al-Nakhai salah seorang tokoh golongan
Hanafiyyah, dalam karyanya tidak menolak maslahat dan selalunya menggunakan

pendekatan al-maslahah al-mursalah.

2) Golongan Hanafiyyah menerimapakai al-istihsan sebagai salah satu metode
istinbat hukum. Landasan dan titik tolak al-istihsan adalah al-Curf dan al-darurah,
dan kedua-dua landasan tersebut di atasnya dbiangun al-maslahah al-mursalah

sebagaimana yang dapat difahami dari pada ungkapan di bawabh ini:

1387 5 Ju el anliall st g2 5359 puall 5l Cajall sains (AN CluaiaVl | g1 2l
68_cM.u\]\.j

Maksudnya:

“Sesungguhnya mereka yang menggunapakai metode al-istihsan dalam istinbat
hukum landasan dan dasar partimbangannya adalah al-curf atau al-darurah (keadaan
yang bersangatan) dan ia juga dasar al-munasib al-mursal yang diaplikasikan dalam
al-istislah”.

Kalau golongan Hanafiyyah menggunakan istihsan sebagai metode dalam
menetapkan hukum kemudiannya tidak menerimapakai metode al-maslahah al-
mursalah adalah sesuatu yang tidak logik karena kedua-dua metode tersebut bertumpu

pada penggunaan rasional, sementara mereka (golongan Hanafiyyah) dikenali sebagai

67 Nasrun Haroen, Ushul Figh, Logos Publishing House, Jakarta, 1996, Ed.-1, him.121.
68cAbd. al-Wahhab Khallaf, Masadir al-Tashri® fi ma la Nassa fih, him.90
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ahl al-ra’yi atau kelompok rasional. Dengan demikian, setelah diteliti terhadap
pernyataan bahwa golongan Hanafiyyah menolak metode al-maslahah al-mursalah,
maka dapat disimpulkan bahwa golongan Hanafiyyah juga menerima al-maslahah al-

mursalah sebagai metode dalam menentukan hukum.

Ulama daripada kalangan Malikiyyah® dan Hanabilah™ dianggap yang paling
ramai dan luas menerapkan al-maslahah al-mursalah sebagai metode istinbat hukum.
Menurut mereka, al-maslahah al-mursalah adalah hasil penalaran induksi dari

sebilangan (sejumlah) nas, bukan dari nas yang terperinci separti yang berlaku dalam

giyas.

Pada asasnya metode ini tidak terkeluar dari cakupan nusus, walaupun al-
maslahah al-mursalah tidak ditunjuk langsung oleh nas yang khusus, namun muatan
hukum yang terhasil daripadanya sesuai dengan tindakan syarak (syariat) yang
landasan hukumnya disimpulkan daripada sebilangan nas yang menunjukkan kepada
prinsip-prinsip umum yang mendasar separti « 33 s zliaall cala i i Y 5 5 ¥
2l

Untuk menetapkan hukum atas dasar al-maslahah al-mursalah menurut Imam
Malik harus tertakluk pada syarat-syarat tertentu. Beliau menetapkan tiga kriteria bagi
pemakaian al-maslahah al-mursalah. Pertama, terdapat kesesuaian antara al-
maslahah al-mursalah dengan magasid al-shari®ah serta tidak bertentangan atau
bercanggah dengan dasar hukum Islam yang lain. Kedua, substansi dan cakupan dari
al-maslahah al-mursalah itu logik dan diterima oleh akal. Ketiga, penggunaaan al-
maslahah al-mursalah tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesempitan dan

kesukaran umat manusia.”*

69 Al-Shatibi, al-Muwafagat, him. 36.

0 Ibn Qudamah, him. 416. Muhammad Abu Zahrah, Ahmad ibn Hanbal, Dar al-Fikr al-°Arabi,
Mesir, t.th, him. 68.

1 Al-Shatibi, al-I°tisam, him. 124-134.



77

Ulama daripada golongan Shafi‘iyyah, juga menjadikan al-maslahah al-
mursalah sebagai salah satu jalan alternatif dalam mengistinbatkan hukum.”? Hal ini

dapat dilihat daripada hasil intelektual mereka di dalam buku-buku figh klasik.

Ada beberapa keterangan yang menyatakan bahwa Imam al-Shafi¢i” sering
menggunakan al-maslahah al-mursalah dengan istilah al-maslahah al-mulaimah.
Secara harfiah, al-maslahah al-mulaimah berarti maslahah yang sesuai, artinya

sejalan dengan kehendak syarak.’

Menurut Husayn Hamid Hassan, al-maslahah al-mulaimah secara istilah
mempunyai maksud yang sama dengan al-maslahah al-mursalah, yaitu maslahat yang
diperakui oleh syarak secara umum tanpa adanya suatu dalil tertentu yang
menjelaskannya. Sedangkan al-irsal (kata dasar atau masdar daripada arsala dan dari
padanya asal al-mursalah) berarti lepas dari nas yang khusus, namun maslahat itu
tidak terlepas sama sekali daripada al-usul (dasar-dasar agama). Agaknya penggunaan
istilah al-maslahah al-mulaimah dimaksudkan untuk menegaskan percanggahan
dengan al-maslahah al-gharibah, yaitu maslahat yang tidak sesuai dan sejalan dengan
ketentuan syarak dan tidak termasuk dalam jenis maslahat yang diperakui olehnya
secara umum separti mengisap dadah, ganja, shabu-shabu, heroin dan sejenisnya
karena tindakan ini dapat merosak kesehatan dan mental manusia. Sedangkan
penggunaan istilah al-maslahah al-mursalah lebih ditekankan kepada tidak adanya

penjelasan nas tertentu terhadap sesuatu masalah atau perkara hukum.”

Hasil ijtihad atau produk hukum yang dihasilkan oleh Imam al-Shafii ternyata

kebanyakannya berpaksikan kepada al-maslahah separti; dibolehkannya perempuan

2 Al-Ghazali, al-Mustasfa, ,him. 139. Shihab al-Din Mahmud ibn Ahmad al-Zanjani, Takhrij
al-Furu® “Ala al-Usul, Muhammad Adib al-Salih (pnyt.), al-Matba®at al-Ta“awuniyyah, Damshiq 1382
H./1962 M, Ed.-1. him. 169.

3 Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam al-Shafii menolak al-maslahah al-mursalah
sebagai metode penggalian hukum. Menurut Sha®ban Muhammad Isma‘il, bahwa:

g oAl ety Al QUSH e (g8 o (I 2t o Al adladdl e J gene 3l jall mlladlll o) e (288 e 35 L

Al
Muhammad Sha‘ban Isma‘il, al-Tashri® al-Islami Masadiruh wa Atwaruh, Maktabat al-Nahdah al-
Misriyyah, Kaherah, 1980 M, Ed.-1, him. 339.

4 Al-Shawkani, hlm.242, Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, Dar al-Fikr al-Arabi,
Kaherah, t.th. him.221.

5 Husayn Hamid Hassan, him. 384-385.
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bermusafir untuk menunaikan ibadah haji bersama sesebuah kelompok dimana
anggotanya majoriti perempuan yang dianggap aman dan selamat (& gale A D)
meskipun tidak disertai oleh mahramnya. Demikian juga dibolehkan melempar jamrah

agabah pada tengah malam hari Aidul Adha.”

Untuk menyokong kehujahan al-maslahah al-mursalah sebagai salah satu
metode dalam mengistinbatkan hukum, jumhur ulama mengemukakan alasan-alasan

separti berikut :

1. Firman Allah s.w.t :

RO >000EA®RIGINE Ao ¢2600
7 & OV OREOCAIDcHN e COPEURIO
Maksudnya:

“Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk
menjadi rahmat bagi sekalian alam”.

Menurut jumhur ulama, Rasulullah s.a.w. itu tidak menjadi rahmat apabila
tidak mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya ketentuan-ketentuan
dalam ayat al-Qur’an dan sunnah seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai
kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. ® Oleh sebab itu,
memperaktikkan al-maslahah terhadap persoalan-persoalan hukum (baru) yang

mengandungi kemaslahatan adalah amat dikehendaki.

2. Berdasarkan hadith Rasulullah s.a.w. ketika mengutuskan Mu‘adh bin

Jabal r.a. ke Yaman sebagai gabernur dan gadi:
el G 6 padl ) 036 Gl 951 W a g adde Al L 4D 3555 &)
Ad 06 Dl S a5 B 06 A S padl 06 ol S e 1

6 Shams al-Din Muhammad bin Abi al-°Abbas al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-
Minhaj, Matbaat Mustafa al-Babi al-Halabi, Kaherah, 1938 M/1357 H. Juz.3, kim. 243.

" Al-Qur’an, al-Anbiya’ 21:107

8 Jalal al-Din °Abd al-Rahman, al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tashric,
Maktabat al-Sa‘adah, Kaherah, 1983 M/1403 H, Ed.-1, him. 67-74.
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Maksudnya:

”Bagaimana kamu menghukum apabila dibentangkan kepada kamu masalah (kes)?
Mu‘adh menjawab, saya akan menghukum dengan kitab Allah s.w.t. Baginda
bertanya lagi, jika engkau tidak temuinya? jawab Mu‘adh saya akan menghukum
berdasarkan sunnah Rasulullah. Baginda bertanya lagi, jika engkau tidak temuinya
dalam sunnah? Jawab Mu‘adh, saya akan berijtihad dan tidak akan membiarkan begitu
sahaja. Kemudian Rasulullah menepuk dadaku sambil bersabda: Segala puji bagi Allah
yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah, ke arah yang diredahi oleh
Rasulullah”.

Berdasarkan kepada hadith di atas menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w.
memperakui ijtihad dijalankan sekiranya tidak ada nas daripada al-Qur’an atau
sunnah mengenai masalah yang berkaitan dengan hukum. Berijtihad dengan
menggunakan daya intelektual adalah berupaya secara maksimun melaksanakan
prinsip-prinsip syariah dan mengambil petunjuk daripada matlamat-matlamatnya yang
umum termasuklah menggunakan giyas, beramal dengan al-maslahah al-mursalah

tidak terkeluar dari konsep itu.

3. Sesungguhnya urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia
sentiasa berubah berdasarkan situasi, pergeseran waktu, pengaruh alam sekitar dan
perkembangan masyarakat. Sekiranya tidak dibina sesuatu hukum di atas konsep
maslahat, nescaya akan banyak berlaku kepincangan ke atas kehidupan manusia dan
akhirnya berlawanan dengan matlamat asal syariat Islam yaitu mendatangkan manfaat

kepada manusia dan menolak kemudaratan yang menimpa mereka.

S Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz.ke-3, (bil.hadith 3592) him.302, Abu ‘Isa Muhammad
bin “Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Dar al-Hadith, Kaherah, 1999 M/1419 H. Juz.3, bil.hadith 1327
,him.397, Ahmad bin Hanbal, Juz.16, bil.hadith 21906, him. 164-165. Abu Muhammad “Abd Allah bin
¢Abd al-Rahman bin al-Fadl al-Darimi, Sunan al-Darimz, Dar al-Hadith, Kaherah, 2000 M/1420 H, Juz.
1, Ed.-1, bil.hadith 168, him. 58, Ibn °Abd. al-Bar, Jami® Bayan al-°llm wa Fadlih, Dar al-Kutub al-
“limiyyah, Beyrut, 2000 M, hlm. 313, lbn Kathir, Ismatil bin ‘Umar, Tuhfat al-Talib bi Ma‘rifat
Ahadith Mukhtasar ibn al-Hajib, Dar al-Hira’, Makkah.1406 H, Ed.-1, him.151-152.
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4. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa

peraturan dan putusan yang diamalkan oleh para sahabat:

a. Abu Bakar r.a. telah mengarah mengumpulkan al-Qur’an dan
menuliskannya di dalam mushaf yang satu setelah mendapat cadangan dari
‘Umar bin al-Khattab r.a. Ketika itu “‘Umar r.a memberi cadangan tersebut,
Abu Bakar r.a berkata : Patutkah saya lakukan sesuatu yang tidak pernah
dibuat oleh Rasulullah s.a.w.?. Maka “Umar menjawab: bahwasanya demi
Allah adalah perkara yang lebih baik dan memberi kemaslahatan kepada Islam
dan umatnya.

b. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar r.a. telah menunjuk ‘Umar r.a.
sebagai khalifah. Tindakan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.
Namun ianya dilakukan atas dasar maslahat demi menjaga umat Islam dari
perpecahan ketika memilih khalifah selepas kewafatannya.

c. Khalifah ‘Umar bin al-Khattab r.a. mengekalkan hak milik tanah yang
dbiuka oleh tentera Islam kepada tuannya dan mengambil cukai dari hasil
tanaman mereka demi kemaslahatan umat Islam.

d. Putusan “Umar bin al-Khattab r.a. mengenai pengesahan talak tiga yang
diucapkan sekaligus, dengan maksud agar seseorang tidak mudah
menjatuhkan talak. Tindakan beliau memberhentikan pemberian zakat kepada
orang-orang muallaf (orang-orang yang dijinakkan hatinya masuk Islam)
karena menurut beliau kemaslahatan pemberian zakat kepada mereka sudah
berubah dan putusan “Umar tidak memberlakukan hukum potong tangan ke
atas pencuri yang mencuri dalam keadaan lapar pada musim kekurangan
bahan makanan.

e. Usaha “Uthman bin “Affan r.a. menuliskan al-Qur’an dalam satu mushaf
menggunakan satu logat yaitu bahasa Quraysh, kemudian membakar
lembaran-lembaran yang lain. Tindakan ini adalah demi memelihara persatuan
dan menghindari terjadinya perbezaan bacaan al-Qur’an.

f. Tindakan °Ali bin Abi Talib r.a. membantras golongan Shi‘ah Rafidah
yang telah berlebih-lebihan dalam kepercayaan mereka, atau dalam istilah

sekarang boleh dikatakan sebagai ajaran sesat dan menyesatkan.
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Demikian pula kalau diperhatikan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh
imam-imam madhhab ternyata kebanyakannya menggunakan dan menjadikan

maslahat sebagai landasan istidlal dalam istinbat hukum, misalnya:

1. Imam Abu Hanifah membolehkan pemberian zakat (sadagah wajibah)
kepada Bani Hashim jika jumlah peruntukan dari o« (QS. al-Anfal (8): 41) tidak

sampai kepada mereka. Sikap ini bertentangan dengan penegasan Rasulullah s.a.w.

dalam salah sebuah sabdanya yang mengatakan:

80 (U a5 Y 28xkall ()

Maksudnya:

“Bahwa zakat itu tidak sepatutnya diberikan kepada keluarga kami, keluarga
Muhammad”.

Alasan daripada pandangan Abu Hanifah adalah: apabila (s«3) sampai kepada

mereka, maka itu adalah illah tidak bolehnya Bani Hashim menerima zakat. Akan

tetapi jika “illah hukum tidak ada, maka zakat boleh diberikan kepada mereka.

Alasan ini selaras dengan kaedah hukum:

81&&5}\.{9;}&\@)}&3#\

Maksudnya:

“Keberadaan hukum atau tidaknya bergantung kepada Cillahnya”

80 Al-Shawkani, Nayl al-Awtar Min Ahadith Sayyid al-Akhyar, Dar al-Jayl, Beyrut, t.th, Jil. 4,
him. 174. Hadith ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitabnya Sahih al-Bukharz,pada
bab zakat, Jil.2, bil.hadith 1420, him. 542-543, Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, dalam bab
keharaman zakat ke atas Nabi dan keluarganya, bil.1069, Jil.2 him.751 dan Imam Malik dalam Kitab
Muwatta’ bab Sadaqah Jil.2, bil.hadith 13, him.1000.

81 Al-Sadig bin ¢Abd.al-Rahman al-Gharbani, Tatbigat Qawaid al-Figh Inda al-Malikiyyah,
Dar al-Buhuth li al-Dirasat al-Islamiyyah wa Ihya’ al-Turath, Emiriyyah Arab Bersatu, 2002 M/1423
H.Ed.-1, him.28.
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Dari perspektif sejarah, setelah Rasulullah s.a.w. kembali menghadap

Khalignya, ramai penguasa (raja dan amir) membekukan atau tidak memberlakukan
wall yang peruntukannya semestinya kepada Bani Hashim. Kalau mereka terbiar

tidak mendapatkan bantuan atau santunan, lanjut Abu Hanifah, mereka akan miskin
dan mungkin binasa. Maka dengan partimbangan kemaslahatan, zakat bolehlah

diberikan kepada Bani Hashim.®?

Ulama Hanafiyyah juga menfatwakan agar mufti yang tercela akhlaknya dan
doktor yang selalu melakukan kesalahan dalam bidang tugasnya serta pengusaha yang
bankrap (muflis) diletakkan di bawah pengawasan pemerintah dan tidak dbienarkan
melakukan aktivitinya.®> Dalam hubungan ini para pemikir Islam liberal yang sangat
mendewa-dewakan pemikiran sekular Barat yang sekarang ini bersaran dalam

kumpulan Jaringan Islam Liberal (JIL) boleh dimasukkan ke dalam kategori ini.8*

2. Imam Malik, Imam al-Shafi‘i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan
Imam al-Thawri membolehkan gisas ke atas sekelompok orang yang membunuh
seseorang.®® Kebijaksanaan ini berpaksikan kepada kemaslahatan, karena tidak ada
dalil sahih yang terperinci menjelaskan masalah hukum bagi sekelompok orang yang

membunuh seseorang. Yang ada hanyalah:

O €E®NEa o N OB € ¢ Ea D
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Maksudnya:

8 Jalal al-Din °Abd al-Rahman, al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tashrz,
Maktabat al-Saadah Kaherah, 1983 M/1403 H, Ed.-1, him.84.

83 cApd al-Wahhab Khallaf, ¢lim Usul al-Figh, him. 86.

84 Liberalisme dan sekularisme cenderung menjauhkan muslim dari ajaran agamanya dan
berusaha mendesakralisasi agama hampir tanpa batas sehingga berpotensi mengikis (menghakis)
spiritualitas yang diperlukan sebagai salah satu pijakan atau sumber nilai-nilai etis dan moral
masyarakat.

85 Al-Shatibi, al-1°tisam, Jil.ke-2, him. 125.

8 Al-Qur’an, al-Bagarah 2:178 ( orang merdeka dengan orang merdeka, hamba abdi dengan
hamba abdi dan wanita dengan wanita).
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“Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan perempuan
dengan perempuan”.

3. Imam Ahmad menfatwakan hukuman berat ke atas orang yang meminum
minuman memabukkan di siang hari bulan Ramadan dan mengasingkan atau
membuang daerah penjahat berat dan wanita-wanita yang menjual dirinya sebagai
pekerja seks.8’Makna mengasingkan atau membuanng daerah disini meliputi menahan

dan memenjarakan.

4. Tindakan ulama Malikiyyah menahan dan memukul orang tertuduh yang

diduga kuat melakukan kesalahan atau disyaki terlibat dalam pelanggaran hukum,
agar dia mengakui apa yang telah dilakukannya: Yig el gall jagi laia V) &3 L
Ay g oy (S @y 48 Nind agiadl 1 e Gl 8 Kemungkinan yang
menjadi dasar partimbangan daripada ulama Malikiyyah dalam mengambil tindakan

tersebut, adalah dugaan dan jangkaan sudah berada pada peringkat 60 % ke atas.

Walau bagaimanapun ada sebahagian ulama yang menolak kehujahan al-
maslahah al-mursalah. Penolakan ini datang daripada ulama Zahiriyyah, dan
beberapa ulama dari kalangan Shafitiyyah.®® Mereka mengemukakan beberapa alasan

-bantahan-antaranya:

a. Maslahat itu ada yang dibenarkan oleh syarak, ada yang ditolak dan ada
yang diperselisihkan (tidak ditolak dan tidak dibenarkan). Al-Maslahah al-mursalah
masuk ke dalam kategori ketiga. Menerima al-maslahah al-mursalah sebagai hujah
berarti mendasarkan penetapan hukum kepada sesuatu yang meragukan. Di samping
itu, kemasalahatan itu sendiri terletak di antara dua kemungkinan, yaitu kemungkinan
disokong oleh syarak dan kemungkinan ditolak oleh syarak, sebagaimana yang dapat

difahami dari ungkapan di bawabh ini:

87 Jalal al-Din Abd al-Rahman, him.87.

8 Diriwayatkan pula bahwa Imam Malik mempunyai firasat yang kuat, hal ini dikatakan
sendiri olah Imam Shafi‘i ketika berjumpa untuk pertama kali dengan Imam Madinah tersebut. Lihat
Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah, Dar al-Fikr al-Arabi, Kaherah, t.th, him. 400.

89 Zaki al-Din Sha‘ban, him. 170-171. Ibn Hazm, Mulakhkhas Ibtal al-Qiyas wa al-Ra'yi wa
al-Istihsan wa al-Taglid wa al-Ta‘lil, Sa‘id al-Afghani (pnyt.), Matbatat Jami®at Damshiqg, Damshig,
1969 M/1389 H. him.5
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Maksudnya:

“Al-Maslahah al-mursalah berada diantara perkara yang dibatalkan dan dibenarkan
oleh al-Shari®’.

Sesuatu yang keberadaannya masih dalam status kemungkinan tidak boleh

dijadikan dalil dalam menetapkan hukum.

b. Jika al-maslahah al-mursalah diterima sebagai dalil syarak atau metode
istinbat hukum, maka akan mengakibatkan hilangnya keagungan dan kesucian
hukum-hukum syarak disebabkan adanya unsur subjektif yang akan timbul dalam
menetapkan sesuatu kemaslahatan dan tidak menutup kemungkinan unsur yang paling

berpengaruh di dalamnya adalah hawa nafsu yang akan membawa kepada mafsadah.

c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan al-maslahah al-
mursalah sebagai hujah dalam menetapkan hukum berarti secara tidak langsung
menafikan prinsip ini. Ini adalah intisari alasan yang dikemukakan oleh kelompok al-

Zahiriyyah.

Dalam kemasan rasional argumen ini dijawab oleh jumhur dengan mengatakan
bahwa tidak benar kalau menerimapakai al-maslahah al-mursalah sebagai hujah
berarti mendasarkan hukum Islam pada sesuatu yang meragukan. Sebab al-maslahah
al-mursalah itu ditentukan melalui sebilangan dalil dan partimbangan sehingga
menghasilkan zan yang kuat. Dalam kajian figh ada prinsip: 4& oY Gl Jesdl Sy
"ol Gl (e beramal berdasarkan zan dianggap cukup, karena figh semuanya
adalah zan. Demikian juga tidak benar kalau menjadikan al-maslahah al-mursalah
sebagai hujah berarti memilih dua kemungkinan tanpa didukung oleh dalil.

Kalau diadakan perbandingan antara maslahat yang dibenarkan oleh syarak

dengan maslahat yang ditolak oleh syarak, maka yang dibenarkan oleh syarak adalah

% Al-Amidi, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, Jil.3, him. 138.
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yang banyak mendapat dukungan sebilangan dalil. Oleh itu apabila ada maslahat
tetapi tidak ada dalil yang membenarkan dan yang menolak maka yang dimenangkan
adalah maslahat yang banyak mendapat pembenaran dari syarak walaupun secara

global dan umum.

Tidak benar kalau dikatakan penetapan hukum Islam berdasarkan al-maslahah
al-mursalah berarti penetapan hukum berdasarkan nafsu. Sebab untuk dapat dijadikan
hujah al-maslahah al-mursalah itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.
Jadi persyaratan inilah yang akan mengendalikan dan mengawal sehingga tidak terjadi
penyalahgunaan. Argumen yang mengatakan bahwa Islam memang telah lengkap dan
sempurna. Tetapi yang dimaksud lengkap dan sempurna disini adalah pokok-pokok
ajarannya dan prinsip-prinsip hukumnya, tidak berarti semuanya sudah ada
hukumnya. Ini terbukti banyak masalah baru yang status hukumnya belum disinggung
oleh al-Qur’an dan sunnah dan diketahui setelah digali lewat ijtihad. Salah satu

metode ijtihad dalam istinbat hukum adalah istislah.

Sebenarnya, jika diperhatikan persyaratan-persyaratan yang dikemukakan oleh
para ulama yang menjadikan al-maslahah al-mursalah sebagai hujah dalam
menetapkan hukum, maka yang berkebolehan menggali dan menentukan hukum
dengan menggunakan metode al-maslahah ialah ulama yang autoriti keilmuannya
sudah menghampiri atau mendekati peringkat mujtahid serta mereka yang memiliki
tazkiyah al-nafs (kebersihan jiwa) yang mantap sehingga dalam mengistinbatkan
hukum dengan partimbangan maslahat. Mereka akan bersikap rasional dan
kemaslahatan itu mesti berhubungan rapat dengan tujuan-tujuan syariat secara
keseluruhan ( & )Ll ma s ), Ini dimaksudkan agar tidak jatuh ke dalam kesesatan
dan pengaruh hawa nafsu atau terjerat dengan kesombongan intelektual. Dengan
demikian kebimbangan dan keraguan golongan Zahiriyyah dan yang sefaham

dengannya diharapkan tidak akan wujud lagi.

Tindakan para sahabat Rasulullah s.a.w. membaharukan hukum Islam yang
sering dijadikan contoh oleh majoriti ulama dalam memberlakukan atau
menerimapakai al-maslahah al-mursalah dalam menetapkan hukum, menurut penulis

tidak semuanya berada di bidang muamalat atau adat. Pengumpulan dan pembukuan
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al-Qur’an uang disyorkan oleh Abu Bakar al-Siddig kurang tepat kalau dikatakan
tindakan di bidang muamalat atau adat. Namun lebih tepat apabila dikatakan bahwa,
contoh itu berada pada peringkat s¢® 42 ¥) caalll 20 Y L 1l (e Glabaall Bl
)y sarana ibadah yang masuk ke dalam kaedah “Sesuatu yang menjadi sebab
kesempurnaan hal yang wajib maka ia (sesuatu itu) adalah adalah wajib”. Bukankah
al-Qur’an adalah asas tegaknya Islam. Sumber utama seluruh bangunan hukum Islam.
Demikian juga perintah pembuatan mushaf standard diisytiharkan oleh Uthman bin
‘Affan dan membakar semua mushaf yang tidak rasmi. Tindakan ini tidak termasuk

dalam bidang muamalat/adat.

2.6 Dasar Partimbangan al-Maslahah al-Mursalah

Dasar partimbangan para ulama dalam menetapkan hukum dengan menggunakan
metode al-maslahah al-mursalah adalah terwujudnya tujuan dan matlamat hukum
yang hendak dicapai yaitu kemaslahatan dan kepentingan umat, atau dengan perkataan
lain yang menjadi dasar partimbangan al-maslahah al-mursalah (penalaran istislahi)
adalah terwujud dan terpeliharanya kemaslahatan umat sebagai tujuan syariat yang

dalam istilah usul figh dipanggil magasid al-Shari*ah atau magasid al-Shari®.%

Magasid adalah bentuk jamak dari magsid, artinya tujuan, kehendak atau
rahsia. Untuk menjelaskan tentang tujuan dan rahsia syariat, para ulama figh sering
menggunakan bentuk jamaknya, yaitu magasid al-Sharifah dan kadang-kadang
digabungkan dengan al-Shari® (Tuhan, pembuat syariat) dengan maksud dan
pengartian yang sama. Artinya magasid al-Shari®ah dan magasid al-Shari®adalah dua

istilah yang mempunyai maksud dan pengartian yang sama.%

Untuk memberi gambaran pengartian secara terperinci tentang magasid al-
shari®ah berikut ini diturunkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar

usul figh:

1 Husayn Hamid Hassan, him. 242, Al-Shatibi, al-Muwafagat, him.35-37.
92 Al-Shatibi, him. 2-3. Al-Zuhayli, Nazariyyat al-Darurah al-Sharciyyah Mugaranat maca al-
Qanun al-Wad®7, Muassasat al-Risalah, Beyrut., 1979, Ed.ke-2, hlm. 49-50.
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Daripada defenisi-defenisi yang dikemukakan oleh para pakar ilmu usul figh

mengenai pengartian magasid al-Shari®ah atau magasid al-Shari¢ di atas ternyata ada

% Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, him.183.

% Nur al-Din al-Khadimi, °llm al-Magasid al-Shartiyyah, Maktabat al-Abikan, al-Riyad,
2001 M, him.17.

% CcAla’ bin °Abd. al-Wahid al-Fasi, Magasid al-Sharrah al-Islamiyyah wa Makarimuh,
Maktabat al-Wahdah al-°Arabiyyah, Casablanca, t.th, him.3.

% Ahmad al-Raysuni, Nazariyyat al-Magasid inda al-Imam al-Shatibi, al-Dar al-Alamiyyah li
al-Kitab al-1slami, al-Riyad, 1995 M, Ed.ke-4, him.19.

% cAbd. al-Aziz al-Khayyat, Magasid al-Shariah wa Usul al-Figh, al-Maktabah al-
Wataniyyah, t.tp, t.th, him.17.
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yang memberi komentar secara panjang lebar dan juga ada yang secara singkat dan
sederhana, namun demikian pada dasarnya mereka bersepakat bahwa syariat Islam
diturunkan tujuannya adalah untuk kemaslahatan hidup di dunia dan kebahagiaan
abadi di akhirat.

Pada hakikatnya magasid al-Shari‘ah adalah kemasalahatan-kemaslahatan
yang terdapat pada setiap hukum yang ditetapkan oleh al-Shari¢ kemudian diterapkan
didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan ini “Abd al-Wahhab Khallaf
menegaskan bahwa:

Al )5 m A Ll mllian Baiad 8 alSal] dey i (e g LAl aladl aiaddl

B, peilinnis agibala yd iy

Maksudnya:

“Tujuan umum al-Shari® mensyariatkan hukum adalah terwujudnya kemaslahatan
manusia dengan terjaminnya daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat mereka”.

Daripada ungkapan-ungkapan di atas dapatlah disimpulkan bahwa syariat
diturunkan adalah bertujuan menghantar manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia
sampai di akhirat, karena dengan terjaminnya daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat,
berarti tercapainya kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Dan kemaslahatan yang
dimaksudkan adalah kemaslahatan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini

senada dengan ungkapan al-Shatibi.*°

Jadi hubungan antara al-maslahah al-mursalah yang menjadi dasar
partimbangan dalam menetapkan sesuatu hukum dengan maqasid al-Shari*ah jelas
dan nyata. Kedua-duanya bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi membawa
manusia ketenteraman hidup di dunia dan kebahagian abadi di akhirat dengan cara
memberikan kemanfaatan kepada mereka dan menolak segala macam bahaya atau

kemudaratan. Karena kemaslahatan-kemaslahatan manusia terdiri atas daruriyyat,

9 cAbd al-Wahhab Khallaf, llm Usul al-Figh, him. 197.
% Al-Shatibi al-Muwafagat, Jil. 2 hlm. 25.



89

hajiyyat dan tahsiniyyat, apabila ketiga-tiga kemaslahatan itu, telah dipenuhi maka
kemaslahatan-kemaslahatan mereka tercapai. Pada tahap ini al-darurah (keringanan
yang tersimpul dalam kaedah: < ghasall =uii &) ) 9 pall holehlah dijadikan sandaran
bagi menggunakan al-maslahah al-mursalah dalam mengistinbatkan hukum dan
sekaligus jalan keluar terhadap masalah-masalah yang tidak ada nas hukumnya.1%

Menurut Wahbah al-Zuhayli,’®* untuk sampai kepada tujuan tercapainya

kemaslahatan, Islam meletakkan tiga dasar utama:

1. Islam menetapkan dasar-dasar yang kukuh dan kekal separti menghilangkan
kesukaran, menolak kemudaratan, wajib berlaku adil, mushawarah (mesyuarat),
memelihara dan menyampaikan hak-hak kepada para pemiliknya, merujuk kepada
para ulama yang mempunyai autoriti keilmuan untuk menjelaskan pendapat yang
tepat terhadap peristiwa-peristiwa baru dan masalah-masalah yang sentiasa timbul
dalam masyarakat. Begitu juga dasar-dasar umum yang lain yang sangat diutamakan
oleh syariat-syariat samawi dan hukum-hukum buatan manusia dalam usaha
memasyarakatkan nilai-nilai yang terpuji dan dasar-dasar akhlak yang diperakui oleh

agama.

2. Islam pada prinsipnya, lebih mengutamakan pendidikan dan pembinaan
peribadi secara khusus, sehingga peribadi tersebut menjadi sumber kebaikan bagi
jama’ah karena apabila peribadi baik, jama’ah juga baik. Allah s.w.t. berfirman dalam
surah Hud yang ditujukan kepada Rasul-Nya dan para pengikutnya:

VLB IAPL] A, BROK@ LSOOI ®Ra g eo
g BKXIAOO Dz oo @0 RA@AIDEE Do v 1620
SHUDEHRAOY D¢ = s BRION X JO X 2o\ 6)

102z <OBZKD ¢

Maksudnya:

10 Untuk keterangan selanjutnya dapat dilihat pada CAbd. al-Hamid Abu al-Makarim, al-
Adillat al-Mukhtalaf fih wa atharuha fi al-Figh al-Islamz, Dar al-Muslim, Kaherah, t.th., him. 83, Jamil
Muhammad bin Mubarak, Nazariyyat al-Darurah al-Sharfiyyah Hududuha wa Dawabituha, Dar al-
Wafa, al-Mansurah, 1988 M/1408 H, Ed.-1,him. 228-230.

101 Al-Zuhayli, Nazariyat al-Darurah, him.150.

102° Al-Qur’an, Hud 11:112.
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“Oleh itu hendaklah engkau (wahai Muhammad) sentiasa tetap teguh di atas jalan
betul sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang ruju’
kembali kepada kebenaran mengikutimu berbuat demikian dan jangan kamu
melampaui batas hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan”.

3. Dalam menetapkan sesuatu hukum, syariat Islam sangat menekankan pada
dasar pemeliharaan kemaslahatan-kemaslahatan manusia dalam beragama dan

kehidupannya di dunia.

Atas dasar itulah al-Shatibi mengatakan bahwa:

9 ol 8 Al el @Lmetzé‘;&j_.ﬂ\ Lialia (581l Camia g da - dll b2
103 Lrg Lyl
Maksudnya:

”Sesungguhnya syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dalam
agama dan kehidupan di dunia”.

Dalam ungkapan yang lain beliau mengatakan:

104 aall mlliaal de 5 pie plSaY)
Maksudnya:

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”.

Penekanan terhadap kemaslahatan yang dilakukan oleh al-Shatibi secara
umum bartitik tolak daripada kandungan ayat-ayat al-Qur’an yang menunjukkan

bahwa hukum-hukum Tuhan mengandungi kemaslahatan.

Yang berkaitan dengan pengutusan Rasul, Allah s.w.t. berfirman dalam surah

al-Nisa’:

108 Al-Shatibi,al-Muwafagat, him.2.
104° Al-Shatibi, him.54.
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Maksudnya:

“Rasul-rasul (yang Kami utuskan itu) pembawa khabar gembira (kepada orang yang
beriman) dan pembawa amaran (kepada orang-orang yang kafir dan berbuat maksiat),
supaya tidak ada bagi manusia suatu hujjah (atau sebarang alasan untuk berdalih pada
hari kiamat kelak) terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu”

Kemudian ditegaskan dalam surah al-Anbiya’:

CO6PEORIO -+ RO &000cHARIIGOL] Lo 600
106 & (Dov/' 00 OREORADcHY ere
Maksudnya:

“Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat
bagi seluruh alam”.

Dalam pelbagai hal kadangkala al-Shari¢ menyebutkan Cillah diterapkannya
sesuatu hukum, separti ketika mensyariatkan rukhsah (keringanan) tayammum, ianya

datang selepas ayat wuduk. Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Ma’idah:

AP OO W + Lo I COOPHOBRD o ¢8 D
ITREC+ @0 HeeBRO $IINHE 22>Z ONEHEN

2200 IRON, W ¢ FLATEORNL Y+ DRON, W < OOHORO
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Maksudnya:
“Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan),

tetapi Dia bermaksud membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak
menyempurnakan rahmat-Nya kepada kamu, supaya kamu bersyukur”.

105 Al-Qur’an, al-Nisa’ 4: 165
106 Al-Qur’an, al-Anbiya’ 21: 107
107 Al-Qur’an, al-Maidah 5:6
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Tentang puasa, Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Bagarah:

5N AA Lo S RS 1016]m KRS JONE
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Maksudnya:

”Wahai orang-orang Yyang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagimana
diwajbikan atas orang-orang dahulu daripada kamu supaya kamu bertagqwa”.

Tentang solat, Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-°Ankabut:

LRS00 Cres BOFGOURHODwa i  -MHROD
100 D PHO1EC €O Wa S @ QAL § ¢ S KB Wa

Maksudnya:

“Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar”.

Tentang jihad, disebutkan dalam firman Allah s.w.t. surah al-Hajj:

HMODHITIORO #xE LA W 480 OALID
0 0 BSODCOREAD € AL #BERG

Maksudnya:

“Diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi (oleh golongan
penceroboh), karena sesungguhnya mereka telah dianiaya”.

108 Al-Qur’an al-Bagarah 2:183.
109 Al-Qur’an, al-Ankabut 29:39
10 Al-Qur’an, al-Haj 22:45
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Tentang qgisas (hukuman balasan) disebutkan dalam firman Allah s.w.t. surah

al-Bagarah:

L EaBOED M w@a I O \x AL2E @D
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Maksudnya:

“Dan didalam hukuman qgisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang
yang berakal pikiran”.

Sedangkan tentang pangakuan dasar pengesaan Tuhan, Allah s.w.t. berfirman
dalam surah al-A°raf:

B FEAERNM O R >6©0wOM®
O #Fo #300RNVEA O HOR«4E BXOMNoa L
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Maksudnya:

“Bukankah Aku ini Tuhan kamu? Mereka semua menjawab: “Benar (Engkau Tuhan
kami), kami menjadi saksi.” yang demikian itu supaya kamu tidak berkata pada hari
kiamat kelak : “Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang
(hakikat tauhid) ini”.

Ketentuan hukum vyang diungkapkan al-Shatibi di atas mengandungi
pemeliharaan kemaslahatan hamba dalam pelbagai aspek positifnya. Adapun dalam
aspek negatifnya, al-Shatibi tidak mengungkapkannya karena dasar pemeliharaan

kemaslahatan sangat jelas di dalamnya.

Islam mengharamkan setiap al-darar (kesusahan), kejahatan dan perusakan,

mengharamkan penyalahgunaan hak dan harta orang lain secara tidak sah serta

11 Al-Qur’an, al-Bagarah 2:179
12 Al-Qur’an, al- Araf 7:172
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melarang segala sesuatu yang dapat mengakbiatkan termakannya harta orang lain
separti; judi, rbia, dan berbuat curang dalam bermuamalat. Islam juga melarang
menikmati sesuatu yang dapat menimbulkan kemelaratan fizikal dan merosak fungsi
akal manusia separti meminum minuman yang memabukkan, dadah dalam pelbagai
jenisnya, bunuh diri, melakukan jual beli darah dan organ tubuh badan manusia,
menjual bayi serta perbuatan sebahagian perempuan menyewakan dirinya sebagali
pekerja seks. Islam juga melarang segala sesuatu yang dapat menghilangkan dasar
pemeliharaan martabat kemanusiaan separti merampas kebebasan berfikir,

berpendapat dan berbuat.

Dalam memelihara maslahat, Islam mengutamakan maslahat umum ke atas
maslahat khusus, separti; Islam melarang menimbun atau menumpuk harta dan

menggunakan hak asasi manusia (HAM) secara berlebihan.

Dalam memelihara maslahat itu, Islam sentiasa memperhatikan faktor
kemajuan dan perubahan bentuk maslahat itu sendiri, sehingga dalam Islam terdapat

suatu kaedah yang berbunyi:

13 Gla JY) i lSaY)

Maksudnya:

“Hukum-hukum itu boleh berubah karena perubahan masa dan waktu”.

Hukum-hukum yang boleh berubah karena perubahan masa itu, menurut
Wahbah al-Zuhayli, adalah hukum ijtihadi yang didasarkan pada maslahat yang
sifatnya tidak kekal dan mempartimbangkan curf dan tradisi masyarakat. Beliau
menegaskan bahwa:

113 Al-Zuhayli, Nazariyat al-Darurah, him. 52.
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Maksudnya:

“Kaedah ini tidak berlaku mutlak dan sewenang-wenangnya, akan tetapi ia berlaku
apabila ada maslahat ditemukan dalam adat masyarakat yang sesuai keperluan semasa
dan selari dengan magasid al-shari‘ah, sama ada pendekatan dilakukan dengan
menggunakan giyas ataupun dengan partimbangan al-maslahah al-mursalah .

Sebelum ini dipaparkan secara ringkas bahwa kemaslahatan manusia dapat
tercapai apabila terwujud daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat mereka, karena
kemaslahatan manusia yang merupakan magasid al-shari®ah itu terdiri atas tiga
(daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat) hal tersebut. Aplikasi ketiga-tiga maslahat itu
adalah untuk memelihara lima dasar keperluan manusia, yaitu agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta benda. Bezanya hanya terletak pada peringkatnya sahaja.
Berikut ini akan dihuraikan ketiga-tiga macam maslahat tersebut:
1. Al-Daruriyyah

Al-Daruriyyah ialah sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan keagamaan atau
keduniaan manusia dalam arti apabila itu tidak ada, rosaklah kehidupan manusia dan
terbiarlah kenikmatan serta menimbulkan seksaan di akhirat. Masalih Daruriyyah ini
terhad pada pemeliharaan dan penjagaan lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta benda.'!*

Menurut Wahbah al-Zuhayli,'** al-daruriyyah dalam Islam dipelihara di atas

dua segi:

114 Al-Zuhayli, him. 52.
14 ceali Hasbullah, him. 334.
115 Al-Zuhayli, Nazariyat al-Darurah, him. 52-53.
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a. Segi realisasi dan kewujudannya.

b. Segi pemeliharaan dan pelestariannya.

Dari segi realisasi dan kewujudan agama diperlukan pengamalan rukun-rukun
Islam yang lima secara berterusan, sedangkan pemeliharaanya adalah memerangi
orang-orang yang bermaksud menghancurkan agama dan menjatuhkan hukuman berat
ke atas orang yang keluar daripada agama (murtad) serta orang yang memusuhinya
secara terang-terangan - atau dengan sembunyi-sembunyi - separti golongan zindiq dan
golongan ajaran sesat lainnya, mereka ini apabila diminta bertaubat tetapi masih
berdegil dikenakan hukuman. Bahkan solat umpamanya, kalau diabaikan dan tidak
ditunaikan akan mengakbiatkan eksistensi agama terancam. Oleh itu Allah s.w.t.
mewajibkan ke atas setiap orang yang mukallaf dan berkemampuan untuk melindungi
agama dengan komited dan menjadikan kalimat Allah s.w.t. adalah yang tartinggi

daripada yang lain. Firman Allah s.w.t. :
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116

Maksudnya:

“Dan perangilah mereka sehingga ia tidak membawa fitnah lagi dan (sehingga)
ketaatan itu semata-mata kepada Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu)
maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim”.

Jiwa raga manusia wujud dan tercipta melalui perkahwinan yang membawa
kepada keturunan dan generasi berkekalan sepanjang masa. Pemeliharaan kelestarian
jiwa raga itu terealisasi dengan menetapkan dan menggunakan hukuman mati atau
gisas ke atas pembunuh, karena hak hidup itu adalah hak yang suci (mugaddas).

Merampas hak -eksistensi- hidup seseorang dapat mengakbiatkan punahnya manusia

116 Al-Qur’an, al-Bagarah 2:193
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dan menjadikan pertentangan serta permusuhan yang berterusan. Oleh itu Allah s.w.t.

berfirman:
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117

Maksudnya:

“Wahai orang-orang yang beriman diwajbikan ke atas kamu gisas berkenaan dengan
orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka hamba dengan
hamba, wanita dengan wanita. Maka sesiapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikut dengan cara yang baik dan
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi dengan cara
yang baik pula”.

Akal yang dianugerahkan Allah s.w.t. kepada manusia dapat terpelihara
dengan baik apabila dibolehkan menikmati hal-hal yang dapat menjamin kesehatan
dan kemaslahatannya dan diharamkan segala sesuatu yang menyakitinya atau
melemahkan kekuatannya, karena akal pikiran itu adalah sumber kebaikan dan
kemanfaatan bagi umat manusia. Oleh itu Allah s.w.t. mengharamkan arak dan
minuman memabukkan lainnya, gunanya untuk menjaga dan memelihara

kemaslahatan -kesehatan- akal manusia, sebagaimana firman Allah s.w.t. :
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17 Al-Qur’an, al-Bagarah 2:178.
118 Al-Qur’an, al-Maidah 5:90
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Maksudnya:

“Wahai orang-orang beriman sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban
untuk) berhala, mengundi nasbi dengan panah adalah perbuatan keji dan ia termasuk
perbuatan syaitan”.

Berketurunan, digalakkan oleh agama dalam arti menghalalkan hubungan
mesra -kelamin- antara lelaki dengan perempuan melalui cara yang telah disyariatkan
yaitu perkahwinan (hubungan kedua-duanya halal setelah dirasmikan dengan ijab
gabul atau agad nikah). Untuk menjaga dan memelihara keturunan, ditetapkan aturan
dan hukuman vyaitu; hukuman mati dengan rejam bagi pelaku zina yang sudah
berkahwin dan seratus kali cambuk (sebat) bagi pelaku zina yang belum berkahwin
serta lapan puluh kali sebat bagi pelaku tuduhan berzina (gadhaf), karena keselamatan
keturunan dan terpeliharanya kehormatan menjadikan masyarakat akan menjadi kuat,
tertbi dan teratur, terhindar dari perpecahan, dengki, dan irihati. Oleh itu Rasulullah
s.a.w. amat menggalakkan umatnya berkahwin yang tujuannya adalah meramaikan

keturunan yang berkualiti.

Beliau bersabda:

19 (Al o5y pe V) oS5 S 8 353 g0 2 g1 ) g 5 59)

Maksudnya:

“Kahwinilah perempuan peranak lagi pengasih karena aku amat berbangga karena
mempunyai umat yang paling ramai pada hari kiamat nanti”.

Demikian juga harta benda. Untuk mencari dan mendapatkannya harus dengan
usaha yang diaplikasikan dalam bentuk muamalat dan kerjasama dengan sesama
manusia, diaturkan tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain
dengan cara yang tidak sah. Untuk memelihara harta benda pula, ditetapkan hukuman

potong tangan ke atas pencuri. Begitu pula diharamkan menipu, merampas dan makan

119 Abu Dawud, bil.hadith 2050, him.875, Ahmad bin Shu‘ayb bin °Ali al-Nasai, Sunan al-
Nasai, al-Sayyid Muhammad Sayyid (pnyt.), Dar al-Hadith, Kaherah, 1999 M/1420 H. Juz.3, bil.hadith
3227, him.377. Abu °Abd. Allah Muhammad al-Naysaburi, al-Hakim, al-Mustadrak, Maktabat wa
Matabi® al-Nasr al-Hadithah, al-Riyad, tth, Juz.2, him.162. Al-Bayhagi, Jil.7, him. 131.
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rbia, serta wajbi mengganti (ganti rugi) barang yang rosak yang masih dalam batas
tanggungan (waranti). Termasuk juga merosak barang orang lain dengan sengaja
ataupun tidak sengaja, karena harta merupakan tulang belakang bagi kehidupan dan
sumber kekuatan peribadi dan masyarakat. Adanya hukuman potong tangan ke atas
pencuri yang disabitkan kesalahannya membuktikan bahwa menjaga harta benda

adalah termasuk dalam maslahat daruriyyat. Firman Allah s.w.t:
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Maksudnya:

“Pencuri lelaki dan pencuri perempuan potonglah tangan kedua-duanya (sebagai)
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan dari Allah yang maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Huraian di atas menjelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan maslahat daruriyat
manusia dan tujuan utama disyariatkan segala aturan dan undang-undang adalah
dimaksudkan untuk menjamin kewujudan maslahat daruriyat itu dengan menjaga dan
memeliharanya. Pemeliharaan maslahat daruriyat itu menurut “Abd al-Wahhab
Khallaf, dijamin dengan dibolehkannya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang

karena darurat atau sangat terpaksa.'?* Dalam hubungan ini ia termasuk dalam kaedah:
122_&"_1\))2;.4]\ @.ut_\\‘)j).-al\

Maksudnya:

“Dalam keadaan terpaksa yang bersangatan (darurat) membolehkan melakukan

perbuatan yang dilarang.”

Sebagai contoh, orang yang dikhuatiri akan mati kelaparan kalau tidak

memakan daging babi yang merupakan satu-satunya makanan yang ada pada waktu

120 Al-Qur’an, al-Ma’idah 5:38
121 capd al-Wahhab Khallaf, 1lm Usul al-Figh, hlm. 201.
122 cppd al-Wahhab Khallaf, him. 202.
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itu, maka dia boleh memakan daging babi -sesuai dengan keperluannya- demi

menjaga keselamatan jiwanya yang merupakan maslahat daruriyahnya.?

2. Al-Hajiyyah

Al-Hajiyyah ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan
kesukaran dan menghindarkan diri daripada kesempitan dalam hidup. Sekiranya
dicuai dan diketepikan perkara itu nescaya mereka akan mengalami kesempitan dan
kesukaran, tetapi tidak sampai membahayakan dan merosak kehidupan mereka.'?*
Maslahat-maslahat hajiyyah dalam pengartian ini, menurut “Abd al-Wahhab Khallaf
merujuk kepada menghilangkan kesukaran daripada manusia dan meringankan beban

mereka.'?®

Pandangan tersebut ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhayli dengan mengatakan,
bahwa seluruh perundang-undangan Islam kalau diperhatikan, sebenarnya tampak

sekali di dalamnya unsur menghilangkan kesukaran dan kesempitan.12

Demikianlah, pada sesuatu yang berhubungan dengan agama atau ibadah
disyariatkan rukhsah (yang boleh meringankan) separti boleh mengucapkan kata kufur
ketika sangat terpaksa, boleh berbuka puasa atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan
bagi orang yang sakit dan musafir. Boleh memendekkan (gasar) solat yang empat
rakaat menjadi dua rakaat ketika dalam perjalanan jauh, gugurnya kewajipan solat
bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, boleh menyapu di atas khuf ketika

berwuduk bagi yang bermusafir atau bermukim.

Pada sesuatu yang berhubungan dengan jiwa raga dan adat kebiasaan manusia,
dibolehkan berburu binatang yang halal dimakan dan menikmati makanan yang lazat.
Sedangkan pada masalah uqubat, hukuman hudud tidak diberlakukan kalau ada

keraguan (ketidak jelasan) di dalamnya. Perkara ini termasuk dalam kaedah:

123 ¢Apd al-Wahhab Khallaf, him. 202.

124 cAli Hasbullah, him. 335.

125 cApd al-Wahhab Khallaf, him. 200.

126 Al-Zuhayli, Nazariyat al-Darurah hlm. 53-54.
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127 il oAl

Maksudnya:

“Hukuman hudud tidak boleh dijatuhkan ke atas pelaku jenayah kalau status kesnya
masih terdapat keraguan di dalamnya”.

Pada sesuatu yang berhubungan dengan harta benda dan muamalat, dituntut
untuk menambah dan mengembangkan harta benda serta memeliharanya dari
kerosakan dan ke sia-siaan, karena harta benda adalah salahsatu landasan kekuatan
umat. Demikian juga disyariatkan beberapa agad (kontrak) yang tercakup di dalamnya
tasarruf (kegiatan) sesuatu yang tidak berwujud separti jual beli pesanan (‘agad al-
salam), sewa menyewa, al-musagat (kontrak mengairi pokok), dan lain-lain.
Sedangkan kontrak-kontrak lainnya separti jual beli biasa, Islam juga mengaturnya

atas dasar keadilan dan kerelaan.

Pada sesuatu yang berhubungan dengan keturunan, disyariatkan pada akad
nikah beberapa syarat separti adanya dua orang saksi yang adil dan pemberian mahar
agar hubungan lelaki dengan perempuan yang dirasmikan dalam lembaga
perkahwinan yang berpandukan kepada syarak, masyarakat terpelihara dari penyakit-
penyakit yang ditimbulkan oleh kebebasan seks dan zina. Begitu pula dibolehkan talak
dalam keadaan darurat (atau terpaksa karena hubungan perkahwinan yang mesra tidak
dapat dipertahankan lagi), supaya perkawinan itu suci berlandaskan kasih sayang dan
tolong menolong serta menjadi sumber kebahagiaan, kesejahteraan dan ketenangan
atau keselesaan.

Daripada contoh-contoh di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa hukum Islam
mengutamakan kemudahan dan kelapangan serta menolak kesukaran dan kesempitan.
Berdasarkan hasil penyelidikan secara induksi terhadap masalah-masalah hajiyyah itu

pula para pakar hukum menarik dan mebuat satu kaedah, yaitu:

127 Jalaluddin °Abd. al-Rahman al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Nazair, Dar al-Salam, Kaherah,
2004 M/1424 H, Ed.ke-2, Jil.1, him. 281.
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128 ],.: “"“ _ S. w e s S\

Maksudnya:

“Kesukaran itu membawa kepada kemudahan".
3. Al-Tahsiniyyah

Al-Tahsiniyyah ialah segala sesuatu yang dikehendaki oleh ketinggian dan kemuliaan
akhlak atau diperlukan oleh adat-istiadat yang baik dan benar.'?® Menurut Wahbah al-
Zuhayli, ke dalam al-Tahsiniyyah itu tercakup masalah ibadah, muamalah, adat dan

‘uqubat (hukuman-hukuman).**°

Dalam masalah ibadah, untuk solat disyariatkan dasar kesucian atau
pemeliharaan kebersihan dan menutup aurat, baik di dalam mahupun di luar solat.

Firman Allah s.w.t :
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Maksudnya:

”Hai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan
dan minumlah dan jangan berlebi-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang
yang berlebih-lebihan”.

Dalam masalah sosial kemanusiaan, disyariatkan al-tagarrub (pendekatan diri

kepada Allah s.w.t.) dengan perbuatan-perbuatan sunat separti derma, infag sedekah

128 cApd al-Wahhab Khallaf, Usul al-Figh, him. 209.
129 ¢l Hasbullah, him. 335.

130 Al-Zuhayli, Nazariyat al-Darurah, him. 53-54.
181 Al-Qur’an, al-c:c:Araf 7:31
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dan lain-lain. Dalam masalah kekeluargaan, dibuat ketentuan-ketentuan mengenai
kafa’ah (kesesuaian, kesetaraan) dalam mencari pasangan hidup dan adab bergaul

antara suami-isteri.13?

Dalam muamalat, dilarang jual beli benda-benda bernajis dan benda-benda
kotor yang dapat mengganggu kesehatan umum dan kesehatan individu. Begitu juga
hal-hal yang berhubungan dengan hajat hidup orang ramai dijadikan milik bersama
separti air, rumput, api, minyak dan barang-barang lombong lainnya, tidak boleh
dimonopoli oleh individu atau sebahagian orang sahaja (sebelum dimiliki secara
bersyarat oleh mana-mana pihak). Barang-barang tersebut boleh diambil alih oleh
pihak kerajaan untuk dikelolah atau diteroka secara profisional dan peruntukannya

untuk kemaslahatan orang ramai.**?

Dalam masalah adat kebiasaan yang berhubungan dengan urusan keduniaan,
ditentukan adab makan, minum, diharamkan makanan, minuman yang kotor, dilarang
berlebih-lebihan (berfoya-foya) dan berlaku kikir atau kedekut, bahkan dikehendaki
untuk bersikap ramah dan berbuat baik serta berlaku adil kepada semua orang.***

Pada masalah cuqubah, dilarang bartindak kejam (ganas) dalam pembunuhan
sebagai aplikasi daripada gisas antara sesama muslim atau berlaku kejam dalam
peperangan melawan musuh, dilarang membunuh wanita, kanak-kanak dan pemimpin

agama yang tidak terlibat dalam pertempuran.t*

Daripada huraian di atas, tentang Kketiga-tiga macam maslahat, timbul
pertanyaan, mengapa maslahat manusia hanya terdiri atas tiga hal separti yang

dipaparkan sebelumnya. Adapun alasan yang menentukan maslahat-maslahat manusia

132 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Shakhsiyyah, Dar al-Fikr al-SArabi, Kaherah, 1369
H/1950 M, Ed.ke-2, him. 141. Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islamz wa Adillatuh, Dar al-Fikr,
Damshiq, 2004 M/1420 H. Ed.ke-3 him.1639-1644. Muhammad bin Ibrahim bin ‘Abdullah al-Tuwejri,
Mukhtasar al-Figh al-Islamz, Dar al-Mi‘raj al-Dawliyyah, al-Riyad, 2000 M/1421 H. Ed.-1, him.537.

133 Al-Ghazali, al-Wasit fi al-Madhhab, Dar al-Salam, Kaherah, 1997 /1417 H, Ed.-1, Jil.3,
him.17-18.

134 Al-Zuhayli, al-Figh al-Islamz wa Adillatuh, him.2622-2624.

135 Muhammad CAtiyah al-Fayturi, Figh al-Uqubah al-Hiddiyyah fi al-Tashri¢ al-Jinai al-
Islamz, Dar al-Kutub al-Wataniyyah, Benggazi, 1998 M. Ed.-1, hIm.275-276. Ahmad Fathi Bahnasi,
al-Siyasah al-Jinaiyyah fi al-Sharitah al-Islamiyyah, Dar al-Shuruq, Kaherah, 1983 M/1403 H. Ed.-1,
him. 79-80.
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dibahagi kepada tiga hal tersebut, menurut ®Abd al-Wahhab Khallaf,}*® adalah
berdasarkan pengamatan dan realiti bahwa setiap peribadi atau masyarakat
maslahatnya hanya terdiri atas maslahat daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah sahaja.
Misalnya masalah daruriyyah manusia dalam tempat tinggal meskipun dalam bentuk
sebuah gua di gunung yang dapat melindungi dari pada panas matahari dan udara
sejuk. Sedangkan maslahat hajiyyahnya adalah tempat tinggal itu aman dihuni dan
menyenangkan mempunyai tingkap-tingkap yang dapat dibuka dan ditutup sesuai
dengan keperluan. Adapun maslahat tahsmiyyahnya adalah rumah tempat tinggal itu
dipercantik, dilengkapi dengan perabot dan tempat-tempat bersantai sehingga
diharapkan dapat mendatangkan keselesaan. Apabila hal itu telah terpenuhi olehnya,
maka maslahatnya dalam masalah tempat tinggal sudah terpenuhi. Demikian juga
halnya dengan masalah pakaian, makanan dan keperluan yang lain, maslahatnya

terlaksana dengan terpenuhinya tiga hal tersebut.

Pembahagian itu didasarkan pada peringkat pentingnya maslahat tersebut.
Maslahat daruriyyah merupakan magasid al-shari®ah yang paling penting dan utama
karena jika maslahat itu tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan kerosakan kepada
sistem kehidupan dan hilangnya kebaikan yang dituntut oleh syarak. Kemudian
disusuli oleh hajiyyah yang merupakan peringkat kedua, karena jika maslahat ini tidak
terpenuhi dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesukaran dan kesempitan serta
menimbulkan beban yang memberatkan mereka. Sedangkan tahsiniyyah menempati
peringkat ketiga, karena jika maslahat ini tidak terpenuhi, tidak mengakbiatkan
rosaknya sendi kehidupan dan tidak menjerumuskan manusia ke dalam lembah
kesukaran dan kesempitan, tetapi hanya mengakibatkan manusia itu kurang selesa dan

kurang terpelihara budi pekartinya.

Sesuai dengan urutan peringkat maslahat di atas, maka hukum-hukum syarak
yang disyariatkan untuk memelihara maslahat-maslahat daruriyyah adalah hukum-
hukum yang amat penting dan paling berhak mendapatkan prioriti. Selanjutnya diikuti

olen hukum vyang disyariatkan untuk memenuhi maslahat-maslahat hajiyyah.

136 cApd al-Wahhab Khallaf, Usul al-Figh, him. 209.
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Kemudian yang terakhir hukum-hukum vyang disyariatkan untuk kebaikan dan
kesempurnaan. Hukum-hukum yang disyariatkan untuk tahsiniyyah dipandang
sebagai pelengkap bagi hukum-hukum yang disyariatkan untuk hajiyyah, sedangkan
hukum-hukum yang disyariatkan untuk hajiyyah dipandang sebagai pelengkap bagi
hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara daruriyyah.
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REAKTUALISASI HUKUM ISLAM

PENGENALAN

Agama Islam mempunyai dua kelompok ajaran. Pertama, ajaran kekal, tidak berubah
dan tidak boleh diubah, jumlahnya sedikit sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an dan
hadith. Kedua, ajaran relatif, tidak mutlak benar, tidak kekal tetapi dapat berubah dan
boleh diubah jumlahnya banyak seperti yang tercatat dalam buku-buku ilmu kalam
atau teologi Islam, ilmu figh atau hukum Islam, ilmu tasawuf dan sebagainya. Ajaran
relatif yang dapat berubah inilah yang berjalan beriringan dengan pergeseran waktu
dan perkembangan masyarakat semenjak Nabi Muhammad s.a.w. wafat pada

permulaan abad ke-7 hingga zaman moderen sejalan dengan dinamika masyarakat.

Demikian pula hukum Islam terbagi kepada dua kategori: Hukum Islam
kategori syariat dan hukum Islam kategori figh. Hukum Islam kategori syariat adalah
aturan-aturan asas-pokok yang telah ditetapkan di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah al-
Mutawatirah yang secara langsung menunjukkan hukum secara tegas dan sarih atau
gat’r al-dalalah dan sama sekali tidak boleh dicampuri oleh daya intelektual manusia.
Syariat adalah wahyu Allah s.w.t. yang bersifat asasi dan murni, ianya tidak berubah
dan tidak boleh diubah pindah oleh manusia, diterima apa adanya. Hukum Islam
kategori ini tidak mengalami perubahan karena maslahat (atau kemaslahatan) yang

dikandungnya bersifat up to date untuk sepanjang masa.

Sedangkan hukum Islam kategori figh adalah hasil pemahaman dan
interpretasi yang diperoleh dari al-nusus al-mugaddasah dan bersifat zannz al-dalalah.
Oleh sebab itu figh sebagai hasil pemahaman ini, mengandung pengertian bahwa
proses terbentuknya hukum adalah melalui daya pikir, baik secara langsung dari nas-

nas wahyu maupun secara tidak langsung, maka ia berarti hukum Islam yang memiliki
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ciri intelektual manusia. Dengan demikian, hukum Islam kategori figh ini sangat

fleksibel (lentur) dan elastik boleh diperbaharui mengikut perkembangan dan
perubahan zaman (5_ skiall 5 3 ysiall Lo 3l AlSaY),

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembaruan atau reaktulisasi pemikiran
figh dalam hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran singkat
tentang pembaruan hukum Islam yang pernah berlaku dalam sejarah. Pembahasan ini
mencakupi tentang arti pembaruan hukum Islam, tujuan pembaruan hukum Islam dan
ijtihad sebagai sarana pembaruan hukum Islam serta bagaimana penggunaan metod
atau kaedah yang menjadi landasan para ulama mujtahid dalam kajian istinbat hukum.

Makna Reaktualisasi Hukum Islam

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata reaktulisasi berarti; proses, cara,
perbuatan mengaktualisasikan kembali; penyegaran dan pembaruan nilai-nilai
kehidupan masyarakat. Reaktualisasi semakna dengan pembaruan. Di dalam kaitan ini
kata lain yang semakna ini seperti; reformasi, modenisasi, dekonstruksi, rekonstruksi
silih berganti digunakan. Di antara kata-kata tersebut yang paling banyak digunakan
adalah kata reformasi. Reformasi berasal dari bahasa Inggeris “reformation” yang
bermakna membentuk atau menyusun kembali.! Reformasi bertepatan arti dengan
pembaruan. Pembaruan atau pembaharuan berasal dari perkataan baru atau baharu
dengan mendapatkan awalan pem dan akhiran an. Dalam Kamus Dewan perkataan
baru mengandungi beberapa arti, antaranya ialah: belum ada sebelumnya, belum
pernah didengar sebelumnya, belum pernah dipakai, permulaan, segar atau cantik, dan
moderen. Arti yang serupa ditemukan juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.?
Kemudian dalam kedua-dua kamus tersebut disebutkan bahwa; memperbaharui berarti

memperbaiki supaya menjadi baru, mengulang sekali lagi, memulai lagi, mengganti

1 John M. Echol dan Hasan Shadily, Kamus Inggeris-Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, 1992,
him.473 dan Peter Collin, Dictionary of Law, Peter Collin Publishing, 2000, Ed.ke-3, him. 311.

2 Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan, Percetakan DBP, Kuala Lumpur, 1998, Ed.ke-4,
hlm.109, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1996, Ed.ke-7, him. 96
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dengan yang baru dan memodenkan. Sedangkan pembaruan atau pembaharuan artinya

proses, perbuatan, dan cara memperbaharui.®

Dari beberapa arti kata baru dan pembaruan tersebut kalau dibawa kepada
hukum Islam, maka pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai usaha atau
perbuatan melalui proses tertentu (dengan penuh kesungguhan) yang dilakukan oleh
mereka yang memiliki kepakaran -misalnya dalam bidang syariat dan ilmu-ilmu yang
berkait dengannya- untuk mengembangkan hukum Islam sehingga dapat mengikuti
dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan dengan
cara-cara tertentu pula (berdasarkan kaedah-kaedah iszinbat dan ijtihad yang

dibenarkan) sehingga hukum Islam menjadi lebih segar dan moden.

Dalam literatur bahasa Arab ada dua kosa kata yang sering digunakan yaitu
tajdid dan islagh. Muhammad al-Bahi dalam bukunya al-Fikr al-Islam7 al-Hadith
menggunakan kedua-dua perkataan tersebut dengan pengartian pembaruan. Bustami
Muhammad Sa‘id dalam bukunya Mafhum Tajdid al-Din mengemukakan bahwa
perkataan tajdid lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum,
sebab tajdid mempunyai arti pembaruan, sedangkan “is/@h” meskipun sering
digunakan secara berdampingan atau beriringan dengan tajdid (WS (= saill agd sale)
Wil w8 &) namun pengartiannya lebih mengarah kepada pemurnian.
Sementara Ahmad Amin dalam bukunya Zu‘ama’ al-Islah fi °Asr al-Hadith
menggunakan perkataan islah dengan arti pembaruan.* Secara umum, pengartian yang
sama dapat dilihat kepada ungkapan yang dikemukakan oleh Muhammad “Imarah,

yaitu: Islah adalah perubahan yang diupayakan untuk mencapai sesuatu -kehidupan-
yang lebih baik (Ja8¥) I yusill s ~3LaY) 5

Perkataan tajdid adalah merupakan bentuk masdar dari uasd 2asy 2aa

jaddada-yujaddidu-tajdidan yang mempunyai arti “memperbaharui” dan tajdid

3 Kamus Dewan, him.109, Kamus Besar Bahasa Indonesia, him. 96.

4 Bustami Muhammad Sa‘id, Mafhum Tajdid al-Din, Dar al-Da°wah, Kuwayt, 1984, Ed.-1,
him 22. http: // www. al-rewak. net / sub. asp? pagel 1= v baramej x = 54, dan Ahmad Amin, Zu®ama’
al-Islah fi °Asr al-Hadith, t.pt., t.tp., t.th. him. 1-2.

> Muhammad CImarah, Ma‘rakat al-Mustalahat Bayna al-Gharb wa al-Islam, Nahdat Misr,
Kaherah, 1997, him. 130.
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artinya “pembaruan”. Jaddada-yujaddidu adalah fiil thulathi mazid (kata kerja yang
asalnya tiga huruf kemudian mendapatkan imbuhan/tambahan huruf). la berasal dari
fiil thulathr mujarrad (kata kerja yang huruf asalnya terdiri atas tiga huruf), yaitu
jadda-yajiddu/yajuddu-jaddan/jiddan-jadadan-jadidan yang artinya “baru”. Dalam
bahasa Arab disebutkan bahwa, jadid caks gadim (jadid berlawanan makna dari gadim

yang berarti “lama”). Perkataan tajdid yang artinya pembaruan diambil dari jadid ini
lebih jelas disebutkan dalam ungkapan 'uis o jua @l saxa artinya menjadikan

sesuatu (menjadi) baru. Jaddada mempunyai persamaan arti dengan istajadda, yaitu

menjadikan sesuatu menjadi baru.®

Sedangkan perkataan islah adalah merupakan bentuk masdar dari kata
kerja sl zlay xlal aslaha-yuslihu-islahan yang artinga membaiki atau
perbaikan.” la berasal dari thulathi mujarrad salaha-yasluhu-salahan yang artinya
baik, layak, patut dan memberi manfaat. Dari akar kata salaha ini pula diambil
perkataan atau istilah maslahah. Hal ini menunjukkan bahwa antara kosa kata salah,
islah dan maslahah memiliki hubungan rapat. Usaha untuk mencari kejelasan hukum
terhadap sesuatu masalah yang sementara dihadapi -oleh mujtahid- dengan
menggunakan prinsip al-maslahah haruslah benar-benar menyentuh salah
(kebaikan/manfaat/faedah) dan sekaligus islah (perbaikan dan pembaruan) dalam

hukum Islam.

Apabila dirujuk kepada kedua sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur’an
dan hadith, maka akan dijumpai penggunaan kedua-dua perkataan tersebut (tajdzd dan
islah).

Untuk akar kata tajdzd misalnya dijumpai dalam surah lbrahim dan surah Fatir:

N.2=560 €0 JE7AEPE@Q ANRORO  =54400 HAROD
5.0 @mOONOAIL wr=rcHQDE

Maksudnya:

¢ Ibn Manzur, Lisan al-°Arab, Dar al-Fikr, Beyrut, 1972, Juz.3, him 111.

7 Jamatah min Kibar al-Lughawiyyin al-‘Arab, al-Mujam al-°4rabi al-Asasi, Laros, 1999
M/1420 H, him.744.

8 Al-Qur’an, Ibrahim 14:19 dan Fatir 35:16.
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“Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan melenyapkan kamu dan mengganti
dengan generasi yang baru”

Dalam surah al-Isra’

sOGAGN Q. 701 BXMANea A €00
G A0 PRTCFITENA X I o PODIDYR

D XxOQOAIl o COrHRE ¢)A2HUARD AEHRO W
9
Terjemahnya:

“Dan mereka berkata: Apakah jika kami menjadi tulang-belulang dan benda yang
hancur, kami akan dibangkitkan semula sebagai makhluk yang baru?”

Untuk akar kata islah juga ditemui dalam al-Qur’an, antaranya:

KV IAOFTHarde OV BHXOCOQNOGHD = @00
10 s AV Qe ORE ORO DO]7e X 2=

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah Allah
memperbaikinya”.

Dalam surah al-Bagarah:

ANOQOSHAECON e REAHR DO +7,0 00
- WEIRNES OECOMwa =  RITQY

Terjemahnya:

“Dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerosakan dari orang yang berbuat
kebaikan”.

Dan dalam surah Hud:

° Al-Qur’an, al-Isra’ 17:49 dan 98.
10 Al-Qur’an, al-Acraf 7:56 dan 85.
11 Al-Qur’an, al-Bagarah 2: 220.
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Terjemahnya:
“Shuayb berkata:Wahai kaumku bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti
yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya dari pada-Nya rezki yang baik
(patutkah aku menyalahi perintah-Nya). Dan aku tidak berkendak menyalahi kamu
(dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali
(mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada tawfiq

bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Dan hanya kepada Allah aku
bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku kembali”.

Akar kata tajdid di dalam hadith, antaranya:

15, (L Led 3383 (a4 il 08 (il o 42T o) i all )

Maksudnya:

“Sesungguhnya Allah akan mengutus seorang pembaharu (mujaddid) untuk umat
Islam pada setiap penghujung seratus tahun supaya memperbaharui (ajaran-ajaran)
agama mereka”.

Dalam hadith riwayat Ahmad bin Hanbal, Rasulullah s.a.w. bersabda:

14 (G YA Y JB G 15581 106 Uil A3ad CaRG Al J5Lo G U8 K 153)

Maksudnya:

2 Al-Qur’an, Hud 11:88.

13 Abu Dawud Sulayman bin al-Ashcath al-Sajastani al-Azdi, Sunan Abi Dawud, Dar lbn
Hazm, Beyrut, 1997 M/11418 H, Juz.4, bil.hadith 4291, him.313.

14 Ahmad bin Hanbal, Musnad al-lmam Ahmad bin Hanbal, al-Shaykh Shuayb al-Aranaut
(pnyt.), Muassasat al-Risalah, Beyrut, 1998 M/ 1417 H. Ed.-1, Juz.ke-14, bil.hadith 8710, him.328.
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“Perbaharuilah imanmu! Rasulullah ditanya, bagaimana kami memperbaharui iman?
Rasul menjawab: Perbanyakanlah membaca La ilaha illa Allah (41l ¥) 40l ¥ ),
Mengenai akar kata islah, antaranya -ditemui- dalam hadith riwayat al-Nasa’i

dimana Rasulullah s.a.w. berdoa:

15 (5_yalgall 5 Jlail) zliali 3 4 i yall o) aglll)

Maksudnya:

“Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Ya Allah
perbaikilah/damaikanlah Ansar dan Muhajirin”.

Demikian pula dalam hadith riwayat Muslim, Rasulullah s.a.w. berdoa:

il 5 e L A S ) ltal (5,40 Aalas 5h ) G ) il 241)
A1 @l Jadls a0 05 Bl dedl s alan e 1 3T ]

Maksudnya:

“Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang menjadi pelindung segala urusanku.
Perbaikilah untukku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah untukku
akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupanku ini sebagai
tambahan segala macam kebaikan untukku. Dan jadikanlah matiku sebagai
kenikmatan keluar dari segala macam keburukan”.

Mengikut pengartian tajdid dan islah yang ada dalam kedua-dua sumber
ajaran Islam, al-Qur’an dan hadith, pengartian dari bahasa serta takrifan yang
dikemukakan oleh beberapa pakar maka natijah yang boleh dibuat adalah bahwa
makna pembaruan itu merangkumi tajdid yaitu menjawab dan menentukan material
hukum kepada persoalan-persoalan semasa yang tidak ada jawapan dan

penyelesaiannya dari ulama-ulama terdahulu. Dan islah yang mengandungi

15 Abu °Abd.al-Rahman Ahmad bin Shuayb al-Nasai, Kitab al-Sunan al-Kubra, ¢Abd al-
Ghaffar Sulayman al-Bandari (pnyt.), Dar al-Kutub al-°limiyyah, Beyrut,1991 M/1411 H, Ed.-1, Juz.5,
bil.hadith 8313, him. 84. al-Bukhari, Sahih al-Bukhar7, (bil. hadith 3790), dalam kitab Mawsu‘at al-
Hadith al-Sharif, al-Kutub al-Sittah, Dar al-Salam, al-Riyad, 2000 M/1421 H. Ed.ke-3, him. 308. & "
"5 AY) Gl Glaal) ) pelll (s ATA 5

16 Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, Sahih Muslim, Dar Ibn Hazm, al-Riyad,
1998 M/1419 H, Ed.-1, bil. hadith 2720, hlm. 1457.
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pengartian: menafsirkan semula al-nusus al-mugaddasah dan menyesuaikannya
dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh gerak dinamika masyarakat yang
berpunca pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau mengambil saripati
pandangan ulama-ulama terdahulu yang masih relevan kemudian disesuikan dengan

situasi dan keadaan masyarakat masa kini.

Pengartian ini sedikit-sebanyak sejalan dengan ungkapan yang dikemukakan
olen Yusuf al-Qaradawi bahwa yang dimaksud pembaruan hukum adalah
mengembalikan kepada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal
itu dengan cara memperkukuh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang /lupus
dan menambal sesuatu yang retak sehingga mendekati pada bentuknya yang semula.
Dengan kata lain tajdid bukan merubuhkan bentuknya yang pertama atau
menggantinya dengan yang baru.!’ Serupa kalau ingin mentajdid atau memperbaharui
suatu bangunan tua. Kita hanya membaiki yang rosak, menghiasinya kembali,
menambal yang kurang, memperindah bagian yang kurang indah. Jadi
memperbaharui bangunan bukan berarti merobohkan atau menggancurkannya
kemudian menggantikannya dengan bangunan baru yang berbeda reka bentuknya.
Demikian pula tajdid al-Din -seperti keterangan hadith riwayat Ahmad di atas- bukan
berarti mengubah din, tetapi mengembalikannya menjadi seperti dalam era Rasulullah

s.a.w, para sahabat dan tabiCin.

Perkataan tajdzd atau pembaruan merangkumi dua makna: pertama, jika dilihat
dari segi sasaran, asas, landasan dan sumber yang tidak berubah maka pembaruan
bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada asalnya. Kedua, pembaruan
bermakna reformasi atau modenisasi, apabila tajdzd itu sasarannya berkait dengan hal-
hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang berubah-ubah,
seperti metod, sistem, teknik, dan yang lainnya untuk disesuaikan dengan situasi,

ruang dan waktu.

Masalah-masalah agama yang perlu direaktualisasi atau diperbaharui

(ditajdidkan) adalah hal-hal seperti berikut. Pertama, manhaj ilahi baik yang

17 yusuf al-Qardawi, Min Ajli Sahwatin Rashidah Tujaddad al-Din, Terj. Nabhani Idris, Figh
Tajdid dan Shahwah Islamiah, Islamuna Pers, Jakarta, 1997, him. 28-29.
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berhubungan dengan agidah, syariat, ataupun akhlag untuk mengatur hubungan
manusia dengan Tuhannya dan hubungan antar sesama manusia demi terwujudnya
kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Kedua fikrah dan pemikiran yang terus maju
agar manusia bertambah kukuh imannya dan pengamalannya. Iman dan Islamnya
yang telah usang dan lapuk menjadi baru kembali mengikut irama perkembangan
zaman. Oleh karena itu, dalam melakukan reaktualisasi atau pembaruan hukum Islam
hendaklah menjauhi hal-hal yang gat‘r al-dalalah karena wilayah itu telah tertutup
untuk dijelajahi oleh para mujtahid, yang boleh dimasuki adalah hukum-hukum yang
bersifat zannr al-dalalah dan hukum-hukum yang tidak ada -petunjuk- nasnya sama

sekali.

Secara khusus apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka yang dimaksud
dengan reaktualisasi atau pembaruan adalah apa yang dalam istilah usul figh dikenal
dengan ijtihad, yaitu mengerahkan seluruh kemampuan dan daya upaya untuk
mendapatkan kepastian hukum terhadap permasalahan-permasalahan baru yang
timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Di atas dasar itulah hukum Islam memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi syariat
dan fungsi figh. Syariat merupakan fungsi kelembagaan yang mengikat, diperintahkan
oleh Allah s.w.t. untuk dipatuhi sepenuhnya. Yaitu intisari petunjuk Allah s.w.t. untuk
perseorangan dalam mengatur hubungannya dengan Allah s.w.t., hubungannya dengan
sesama muslim, hubungannya dengan sesama manusia dan hubungannya dengan
semua makhluk yang ada di alam ini. Sedangkan figh yang merupakan produk daya
fikir manusia, adalah usaha yang dengan daya intelektualnya mencuba menafsirkan
prinsip-prinsip syariah secara sistematik. Untuk keterangan lebih lanjut tentang hukum
Islam kategori syariat dan kategori figh ini maka perlu dibahas sedikit mengenai
sejarah hukum Islam yang dalam usul figh dikenal dengan istilah Tarikh al-Tashri® al-
Islamz. Pembahasan mengenai sejarah hukum Islam juga dapat memperjelas arti

pembaruan hukum Islam itu sendiri. 18

18 cAbd al-Wahhab Khallaf, Khulasat Tarikh al-Tashri¢ al-1slami, t.pt., Kaherah, 1388 H./1968
M. Ed. ke-8, him. 29. Sebagai bahan perbandingan dapat dilihat pada Muhammad Khudari Beik,
Tarikh al-Tashri® al-Islami al-Maktabat al-Kubra, Mesir, 1970, Ed.ke-9.
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Pada dasarnya sejarah hukum Islam dapat dibagi ke dalam lima periode, yaitu
periode Rasulullah s.a.w. periode sahabat, periode tadwin dan imam-imam mujtahid,

periode taklid dan periode pembaruan hukum Islam.!®

Sumber utama hukum Islam sebagaimana dimaklumi adalah al-Qur’an dan
hadith, baik al-Qur’an maupun hadith tidak datang sekaligus melainkan secara
beransur-ansur atau bertahap. Apabila timbul suatu perkara atau masalah yang
memerlukan ketentuan hukum, Allah s.w.t. menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya
dengan satu atau beberapa ayat yang mengandung ketentuan hukum yang diperlukan,
kemudian Rasul s.a.w. menyampaikan wahyu itu kepada kaum muslimin dan
ketentuan hukumnya menjadi ketentuan yang mengikat dan wajib diikuti. Jika muncul
sesuatu masalah yang memerlukan ketentuan hukum sementara Allah s.w.t. tidak
menurunkan ayat yang menjelaskan ketentuan hukum itu, maka Rasul s.a.w. berijtihad
untuk menetapkan kepastian hukum tersebut. Hasil ijtihad Nabi s.a.w. itu juga
menjadi ketentuan yang wajib diikuti. Ijtihad Rasul s.a.w. itu kadangkala berupa
ungkapan dari ilham Ilahi, artinya bahwa Rasul s.a.w. apabila berijtihad, Allah s.w.t.
mengilhamkan kepadanya ketentuan sesuatu yang ingin diketahui status hukumnya,
dan adakalanya ijtihad Rasul s.a.w. itu adalah pemikiran murni beliau sendiri dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan maslahat, dan ruh al-tashri® (jiwa syariat).

Namun hasil ijtihad atau penalaran Rasul s.a.w. tidak diakui oleh Allah s.w.t.
kecuali jika ketentuan hukum dari hasil ijtihad itu benar. Apabila ketentuan hukum itu
tidak benar, maka Allah s.w.t. meluruskannya atau mengembalikan kepada yang
benar.?’ Contoh masalah izin yang diberikan Rasul s.a.w. kepada orang-orang yang
mencari-cari alasan untuk tidak ikut dalam perang Tabuk. Allah s.w.t. menjelaskan
kepada Rasul-Nya ketentuan hukum yang benar dengan firman-Nya dalam surah al-
Taubah:

19 ¢Ahd al-Wahhab Khallaf, him. 29. Muhammad Khudari Beik, him. 9.
20 cAbd al-Wahhab Khalaf, him.13-16, Muhammad CAli al-Sayis, Tarikh al-Figh al-Islamsi,
Maktabah wa Matba®ah Muhammad °Ali Subayh wa Awladuh, Mesir t.th., him. 31- 34
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Terjemahnya:

“Allah memaafkanmu (wahai Muhammad), mengapa engkau izinkan mereka (tidak
turut berperang) sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan (sebelum)
engkau mengetahui orang-orang yang berdusta”.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa Nabi s.a.w. hanya berijtihad apabila
timbul/muncul masalah yang memerlukan ketentuan atau status hukumnya dan Allah
s.w.t. tidak menurunkan ayat yang menjelaskan ketentuan hukum itu. Namun Nabi
s.a.w. tidak boleh disebut mujtahid, begitu pula hasil ijtihadnya tidak boleh dikatakan
sebagai hukum ijtihadi, karena hasil ijtihad Nabi s.a.w. adalah maksum dan menjadi
sunnah yang merupakan sumber hukum Islam. Yang dimaksud dengan hasil ijtihad
Nabi s.a.w. di sini adalah hasil ijtihad yang benar, dan ijtihadnya yang keliru segera

diluruskan oleh Allah s.w.t. dan dikembalikannya kepada yang benar.

Demikianlah, Nabi s.a.w. telah meninggalkan kumpulan atau koleksi ayat-ayat
al-Qur’an dan hadith-hadith yang merupakan al-ganun al-asasz (undang-undang asas
yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadith) bagi kaum muslimin dan menjadi rujukan
bagi setiap mujtahid di setiap waktu dan tempat. Setelah Nabi s.a.w. wafat, para ulama
sahabat menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadith tersebut dan melakukan istinbat

hukum ke atas peristiwa-peristiwa yang tidak disebutkan status hukumnya oleh nas.?

Ada tiga faktor yang memotivasi para ulama sahabat untuk melakukan tugas

mulia tersebut.

Pertama, karena tidak semua orang pada masa itu mampu merujuk kepada al-Qur’an

dan hadith untuk memahami hukum-hukum yang ditunjuk oleh ke dua sumber itu,

2L Al-Qur’an, al-Taubah 9: 43.
22 Muhammad ©Ali al-Sayis, him.31-32 dan 34.
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karena dikalangan mereka ada orang yang tidak mampu memahami nas kecuali

dengan meminta bantuan ulama sahabat yang memiliki kepakaran.

Kedua, ayat-ayat al-Qur’an dan hadith-hadith Nabi s.a.w. tidak tersebar secara merata
diantara mereka karena nas-nas al-Qur’an pada masa-masa awal kerasulan ditulis di
atas lembaran-lembaran khusus dan disimpan di rumah Nabi s.a.w. serta dihafal oleh
para sahabat. Sementara sunnah pada mulanya tidak ditulis, hanya dihafal oleh para

sahabat.

Ketiga, karena al-ganun al-asasi mensyariatkan kepastian hukum bagi peristiwa-
peristiwa atau perkara-perkara yang terjadi pada waktu pensyariatan. Al-ganun al-
asast tidak mensyariatkan ketentuan hukum secara langsung terhadap persoalan-
persoalan yang kemungkinan akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Padahal
kaum muslimin menghadapi masalah-masalah baru yang tidak dijumpai pada masa
Nabi s.a.w. dan tidak diketemukan dalam al-Qur’an ataupun hadith sesuatu nas yang

menjelaskan status hukumnya.?

Disamping itu ada faktor lain yang mempengaruhi munculnya para ahli fatwa

sesudah wafatnya Rasulullah s.a.w. antaranya ialah:

1) Semakin luasnya daerah kekuasaan Islam merangkumi wilayah-wilayah di
semenanjung Arab, Iragq, Sham (Palestin, Jordan dan Suria), Persia (Iran),
Mesir dan lain-lain.

2) Pergaulan kaum muslimin dengan bangsa-bangsa yang ditaklukannya.
Mereka terpengaruh budaya, adat tradisi bangsa-bangsa tersebut.

3) Akibat jauhnya negara-negara yang ditaklukkan itu dari pusat pemerintahan
Islam (Madinah) membuat para gabernur, para hakim, dan para ulama
harus melakukan ijtihad guna memberikan jawaban terhadap masalah-

masalah baru yang mereka hadapi.

Z3capd al-Wahhab Khallaf, him.. 30-31.
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Dalam menetapkan status hukum terhadap sesuatu perkara, para sahabat
mengikuti langkah-langkah seperti berikut: Apabila mereka menemukan sesuatu nas
dalam al-Qur’an atau sunnah yang menjelaskan hukum dari peristiwa yang mereka
hadapi, maka mereka berpegang pada nas tersebut dan berusaha memahami
maksudnya secara tepat dan benar kemudian diterapkan atau diberlakukan kepada
peristiwa-peristiwa itu. Apabila mereka tidak mendapati sesuatu nas dalam al-
Qur’an,? dan sunnah yang menjelaskan hukum dari peristiwa yang mereka hadapi,
mereka berijtihad untuk menetapkan dan menentukan hukumnya. Dalam proses ijtihad
itu mereka berpegang pada kepakaran semulajadi dan kemampuan dalam bidang
syariah — ini terhasil dari pergaulan mereka dengan Nabi s.a.w. dan menyaksikan
secara langsung proses pensyariatan serta belajar dari ijtihad beliau - dan
memperhatikan rahsia-rahsia syariah (asrar al-tashri®) serta dasar-dasar yang umum
seperti kebijakan dan tindakan “Umar bin al-Khattab melarang Hatib bin Abi Balta®ah
menjual kurma di bawah harga (standar harga) yang berlaku di pasar Madinah karena
akan merugikan peniaga-peniaga lain bahkan bisa menghancurkan usaha mereka.

Tindakan ini bertujuan menjaga kestabilan harga.

Kadangkala pula mereka menerapkan hukum sesuai dengan kehendak
maslahat, seperti tindakan “Umar bin al-Khattab menyatukan sembahyang taraweh di
malam ramadan -di masjid- dengan dua puluh rakaat kepada satu imam setelah
mendapat masukan dari “Ali bin Abi Talib dimana sebelumnya dilaksanakan secara

berkelompok, terpisah-pisah dan masing-masing mempunyai imam.

Sebenarnya kebijakan-kebijakan ‘Umar bin al-Khattab seperti yang tersebut di
atas berasaskan pada prinsip daladl la g 4e Hll e ale¥) (s pat 25 - tindakan dan

kebijakan apapun yang dilakukan oleh imam (pemimpin) harus membawa

24 Al-Qur’an, dalam universalannya, tidak menjelaskan seluruh aspek kehidupan secara detail,
tetapi dijelaskan secara global. Hal ini tidak menunjukkan kelemahan al-Qur’an, tetapi justru
merupakan suatu keistimewaan yang sentiasa memungkinkan untuk terus dikaji dan diperluas khazanah
pemahamannya. Dengan demikian, al-Qur’an sentiasa aktual dan selalu sesuai dengan masa dan tempat
(salih li kulli zaman wa makan).

25 Muhammad Rawwas Qal‘ah Ji, Mawsutat Figh ¢4/ bin Abt Talib, Dar al-Nafais,Beyrut,
1996 M/1417 H, Ed.-1, him.402. ‘Abd.al-Salam Muhammad al-Sharif al-‘Alim, Nazariyyat al-
Siyasiyyah al-Shariyyah; al-Dawabit wa al-Tatbigat, Dar al-Kutub al-Wataniyyah, Benggazi, 1996 M.
Ed.-1, him. 100.
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kemaslahatan kepada rakyat secara keseluruhan- dan bahkan ada kebijakan yang
diperintahkan tidak berada pada bidang muamalat/adat, tetapi ianya berada pada
bidang ibadat. Artinya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam
masyarakat, penggunaan al-maslahah al-mursalah ternyata boleh diambil kira
meskipun masuk ke kawasan ibadat/furuc al-°Ibadat).

Dengan demikian, ijtihad pada sesuatu perkara yang tidak ada penjelasan nas,
lapangannya sangat luas sebanding dengan luasnya keperluan dan maslahat manusia.
Kebebasan berijtihad inilah yang menjamin perkembangan dan sekaligus pembaruan
hukum Islam dalam menyelesaikan segala macam permasalahan dan keperluan umat
meskipun pada waktu itu Islam telah dianut oleh berbilang kaum atau bangsa dan

tersebar ke pelbagai kawasan.?

Generasi sahabat telah mengembangkan dan memperkaya hukum Islam dengan

menyumbangkan dua hal penting, yaitu:

1. Penjelasan-penjelasan atau komentar terhadap nas-nas hukum dalam al-Qur’an dan
sunnah. Para mujtahid sahabat ketika membahas nas-nas al-Qur’an dan hadith untuk
diterapkan ke masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, mereka menggunakan
penalarannya dalam memahami maksud nas. Mereka mengemukakan pendapat sesuai
dengan kemampuan dan kepakarannya dalam hukum syariat, menjelaskan sebab-
sebab nuzul (turunnya) ayat, dan sebab-sebab (datangnya) hadith. Koleksi pendapat-
pendapat yang memberikan penjelasan terhadap nas-nas hukum dijadikan sebagai
rujukan yang kukuh dalam menafsirkan nas, memperincikan nas yang mujmal
(global) dan dalam cara-cara menerapkan nas, seperti dalam masalah orang-orang
muallaf pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. golongan ini mendapat bahagian zakat,
sasarannya adalah untuk meramaikan dan menguatkan barisan Islam. Namun pada
zaman pemerintahan “Umar bin al-Khattab orang-orang muallaf tersebut tidak lagi

diberikan zakat karena Cillah hukumnya telah berubah.

26 Muhammad CAli al-Sayis, him. 36-37.
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Mengenai masalah ini penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam
Kitab-kitab tafsir bi al-ma’thur, seperti Tafsir al-Mansub li Ibn Abbas dan Tafsir

Muhammad bin Jarir al-Tabarz. 2’

2. Fatwa dan ijtihad para sahabat yang beraneka ragam terhadap perkara-perkara

yang tidak disebutkan status dan kepastian hukumnya oleh nas.?®

Setelah zaman sahabat yang bermula dari abad kedua sehingga pertengahan
abad ke empat hijrah, yaitu selama kurang lebih 250 tahun, hukum Islam memasuki
period tadwin dan imam mujtahid. Masa tersebut dinamakan periode tadwin dan imam
mujtahid karena dua sebab. Yang pertama, karena pada masa itu gerakan penulisan
dan pentadwinan maju pesat. Pada masa itulah dibukukan hadith-hadith, fatwa-fatwa
sahabat, dan fatwa-fatwa tabiin, fatwa atba® tabiin, tafsir al-Qur’an, figh imam-imam
madhhab dan risalah-risalah tentang ilmu usul figh. Yang kedua, sumbangan para
mujtahid pada masa itu juga mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan dan
perumusan undang-undang (tagnin) dan dalam istinbat hukum terhadap sesuatu yang

telah ada dan yang akan terjadi.

Zaman itu merupakan zaman ke emasan hukum Islam, dimana hukum Islam
tumbuh, berkembang dan menghasilkan materi-materi hukum yang memperkaya
negara Islam dalam pelbagai bidang, dan pelbagai kemaslahatan. Dan pada periode ini

pulalah bermunculan madhhab-madhhab figh.?

Munculnya aliran figh yang dikenal dengan madhhab merupakan suatu hal
yang wajar. Karena watak kedua sumber utama hukum Islam -al-Qur’an dan hadith-
memberikan peluang untuk menerima pelbagai kesimpulan atau rumusan dan juga

perbedaan metodologi dalam memahami wahyu (nas), peringkat kemampuan yang

27 Tafsir bi al-Ma’thur ialah penafsiran ayat dengan ayat atau dengan hadith dan apa yang
datang daripada sahabat. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat pada Muhammad “Abd al-
°Azim al-Zargani, Manahil al-°Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an, CIsa al-Babi al-Halabi, Kaherah, t.th. Jil.2,
hlm.12.Manna® al-Qattan Mabahizh fi ulum al-Qur’an, Maktabat Wahbah, Kaherah, 2000 M/1421 H,
Ed.ke-11, him.337. Sebagai contoh: ayat 1 daripada surah al-Maidah yaitu: L ¥) a3V dasg oS1 cilaf "
"oSle JAiditafsirkan oleh ayat 3 daripada Surah yang sama yaitu; "diall oSile i 2" Manna® al-Qattan
him. 327.

28 cAbd al-Wahhab Khallaf, him. 44-45

2% Muhammad CAli al-Sayis, him. 36-37.
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berbeda dalam menginstinbatkan hukum, ketidak sepakatan dalam menilai kesahihan
suatu hadith dan ditambah dengan latar belakang situasi dan kondisi tempat domisili
para mujtahid, merupakan alasan yang mendasar yang menyebabkan timbulnya
kesimpulan hukum yang beranekaragam. Dalam keadaan dan suasana yang demikian
itu, timbullah pelbagai aliran figh yang dikenal dengan madhhab.®® Di antara
madhhab-madhhab yang berkembang dalam masyarakat Islam sunni hingga sekarang
ini adalah madhhab Hanafi, Maliki, al-Shafi‘i dan Hanbali.

Konklusi dari uraian di atas ialah bahwa hukum Islam kategori syariat adalah
ketentuan-ketentuan hukum final yang disebutkan secara tegas dalam al-Qur’an dan
hadith, sedangkan hukum Islam kategori figh adalah selain dari ketentuan-ketentuan
hukum yang disebutkan secara tegas dalam al-Qur’an dan hadith juga berupa
penjelasan-penjelasan dan penafsiran-penafsiran terhadap al-Qur’an dan hadith, fatwa-
fatwa dan hasil-hasil ijtihad, baik yang dilakukan oleh para sahabat, tabiin dan atba®

tabiin maupun yang dihasilkan oleh para mujtahid lainnya di sepanjang zaman.

Oleh karena figh merupakan hasil dari penalaran akal fikiran manusia terhadap
wahyu, maka kualitasnya berada di bawah kualitas syariat. Apabila syariat bersifat
stabil dan tidak berubah, maka figh boleh berkembang, bervariasi sesuai dengan
peringkat kemampuan daya nalar para mujtahid terhadapnya. Perkembangan dan
variasi itu mesti tetap berada dan beredar dalam ruang lingkup substansi (intisari)
makna dari pada sumber utama tersebut sebagai tujuan umum dari pada syariat Islam

yaitu kemaslahatan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam sejarah bahwa zaman keemasan hukum
Islam berlangsung selama kurang lebih 250 tahun. Setelah itu, yakni sejak
pertengahan abad keempat hijrah, hukum Islam mengalami kemunduran (jumud) pada
periode taklid. Pada masa itu, gerakan ijtihad terhenti, kebebasan berfikir para ulama
tidak wujud lagi. Para ulama tidak lagi mengambil hukum Islam dari sumbernya, al-

Qur’an dan hadith. Mereka lebih mengutamakan bertaklid mengikut figh imam-imam

30 gatria Effendi M. Zein Mazhab-Mazhab Figh Sebagai Alternatif dalam Prof. KH. lbrahim
Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia , CV. Putra Harapan, t.tp. 1990, Ed.-1, him. 314.



124

terdahulu. Kemampuan akal mereka, difokuskan dan terbatas pada mempelajari
madhhab imam-imam tersebut, mereka seperti mengharamkan dirinya keluar dari
batasan itu. Mereka berusaha memahami lafaz dan ibarat-ibarat imam mereka, bukan
berusaha memahami nas-nas syariat dan prinsip-prinsipnya yang umum. Mereka telah
melupakan ijtihad, bahkan mereka sampai mengatakan pintu ijtihad telah tertutup
rapat untuk masa berikutnya. Puncak dari munculnya taklid ini adalah karena
timbulnya fanatisme kelompok atau kumpulan. Setiap kelompok dari imam-imam
mujtahid membentuk suatu aliran figh yang mempunyai cara-cara istinbat hukum
tersendiri dan para murid atau ahli dari setiap kelompok berusaha mempertahankan
madhhabnya dengan pelbagai cara sehingga mengalihkan perhatian mereka dari

sumber hukum yang utama, al-Qur’an dan hadith.%

Penyebab lain dari kejumudan pemikiran ialah; bahwa pada masa itu
kekuasaan Islam terbahagi kedalam beberapa kerajaan yang saling bartikai dan
bermusuhan, sehingga para pemimpin dan masyarakat sibuk dengan pertempuran dan
peperangan, para pemerintah tidak berminat lagi kepada ilmu hukum menyebabkan
terhentinya gerakan ijtihad. Terhentinya gerakan ijtihad menimbulkan kejumudan dan
kebekuan hukum Islam sehingga akibatnya umat Islam sentiasa mencurigai hal-hal
baru dan mengharamkannya tanpa menyelidiki terlebih dahulu kegunaan dan
kemanfaatannya.®? Pendapat yang berbahaya ini telah menjadikan para ulama tidak
lagi berijtihad. Mereka hanya berpegang dengan madhhab yang dipegang oleh orang-

orang yang berilmu sebelum mereka.

Sebenarnya terhentinya gerakan ijtihad atau dengan perkataan lain langkah
penutupan/penguncian pintu ijtihad yang terkesan direstui oleh para ulama adalah
merupakan langkah alternatif yang dibangun di atas prinsip “Sad al-Dharitah”,
tujuannya adalah:

1. Menghalang timbulnya bahaya dan kerusakan. Langkah yang dilakukan ini ada

benarnya, karena menyerahkan kegiatan ijtihad kepada mereka yang bukan

31 Yusuf al-Qardawi, Sharicat al-lslam, al-Maktabat al-Islamiyah, Beyrut 1397 H, Ed. ke-2
him. 77.
32 Al-Qardawi, him. 77.
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ahlinya (bukan pakarnya) adalah lebih berbahaya dari menutup/mengunci
pintu ijtihad itu sendiri.

2. Para penguasa atau kerajaan cenderung menjadikan madhhab tertentu sebagai
madhhab resmi negara untuk memperkuat kedudukam mereka. Bahkan para
gadi, mufti dan jabatan keagamaan lainnya dilantik dari madhhab yang sama
dengan pemerintah. Melakukan ijtihad yang berseberangan dengan madhhab
pemerintah akan mengundang banyak bahaya atau mudaratnya lebih besar dari
maanfaatnya terhadap pelaku ijtihad. Mereka mungkin akan ditekan oleh
pemerintah. Maka ide penutupan ijtihad mutlak merupakan jalan alternatif
yang selamat dan membawa kebaikan kepada figh madhhab yang dianut oleh
pemerintah. Sebab walaupun ijtihad mutlak terkesan ditutup, namun ijtihad
madhhab tetap dibenarkan bahkan digalakkan sehingga melahirkan banyak
tokoh-tokoh mujtahid yang berpengaruh dan sekaligus pembaharu dalam
madhhab.

3. Penerimaan madhhab tertentu seperti madhhab al-Shafi’Tc sebagai madhhab
resmi oleh sebuah Negara/kerajaan memberi kesan dan dampak yang positif
kepada kehidupan masyarakat dari sudut ilmu dan sebagai kekuatan penyatu
umat dari asas kefahaman yang seragam dan penghayatan yang sama pada
peringkat masyarakat dan pemerintah.

4. Kalau ijtihad mutlak tidak ditutup rapat kemungkinan produk-produk hukum
yang terekam dalam buku-buku sebagai hasil ijtihad ulama terdahulu sudah
terkubur dalam lipatan sejarah.

5. Untuk sekarang ini “biarlah pintu ijtihad itu tetap terbuka lebar bagi orang
yang berkelayakan serta memenuhi syarat-syaratnya, namun pintunya tertutup

rapat dan terkunci bagi orang yang tidak berkelayakan”.

Ibn Taymiyyah salah seorang tokoh yang memulakan serangan terhadap taklid
dan berhasil meruntuhkannya. Dia secara tegas berpendapat bahwa pintu ijtihad
selalu terbuka dan tidak pernah tertutup. Seruannya untuk menggairahkan kembali
ijtihad memberi pengaruh yang besar di dunia Islam pada masa-masa berikutnya.

Gerakan mengetepikan taklid serta menghidupkan kembali semangat ijtihad yang
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berlaku di Kerajaan Uthmani, India, dan Arab Saudi sangat dipengaruhi dan diilhami

oleh pemikiran lbn Taymiyyah.*

Di kerajaan Uthmani, sikap taklid itu mulai tidak diambil kira dan diketepikan
sejak akhir abad ke-13 Hijrah atau abad ke-19 Masehi. Pemerintah Uthmani pada
waktu itu menugaskan sekelompok ulama terkemuka untuk menyusun undang-undang
dalam bidang muamalat yang tidak terkait pada salah satu madhhab. Undang-undang

yang disusun para ulama itu diberi nama Majallah al-Ahkam al-°Adliyyah.3

Di India, gerakan meruntuhkan taklid dan menghidupkan kembali ijtihad
bermula pada abad ke-18 Masehi di pelopori dan diketuai oleh Shah Waliyullah
(1803-1862 M), sedangkan di Arab Saudi gerakan itu dipelopori oleh Muhammad bin
°Abd al-Wahhab (1703-1787 M). Gerakan ini kemudiannya dikenal dengan gerakan
Wahabiyyah.®®

Gerakan mengetepikan taklid dan menghidupkan kembali ijtihad yang bermula
sejak abad ke-18 Masehi inilah yang disebut sebagai gerakan pembaruan hukum
Islam, sejak masa itu sampai sekarang disebut period pembaruan hukum Islam.
Pembaruan hukum Islam merupakan bahagian dari pembaruan yang terjadi dalam
Islam. Secara umum pembaruan dalam Islam bersifat lebih luas, merangkumi
pembaruan dalam bidang pendidikan, politik, kebudayaan, hukum dan lain-lain.
Gerakan pembaruan dalam arti luas ini, di kerajaan Uthmani pun, menurut Harun
Nasution sudah dimulai sejak abad ke-18 Masehi. Namun pembaruan yang berlaku
semasa kerajaan Uthmani hanya dalam bidang kebudayaan dan ketenteraan sahaja.
Belum lagi menyentuh bidang hukum Islam atau masalah-masalah keagamaan pada
umumnya, karena pembaruan semasa kerajaan Uthmani tidak dipelopori oleh para
ulama sebagaimana yang terjadi di India dan Arab Saudi. %

3 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Bulan
Bintang, Jakarta, 1984 M, Ed.ke-3, him.18-26. “Abbas Husni Muhammad, al-Figh al-Islami; 4Afaquh
wa Tatawwuruh, Terj. Mohd. Asri Hashim dengan judul, Perkembangan Figah Islam, YADIM, Kuala
Lumpur, 1996, Ed.-1, him. 253.

34 Muhammad Al al-Sayis, him. 103. Subhi Mahmassani, Falsafat al-Tashri® fi al-lslam, Dar
al-°llm li al-Malayin, Beyrut, 1961, hlm. 83.

% Harun Nasution, him. 18-26.

% Harun Nasution, him. 15-17.
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Pada abad ke-19 Masehi, ide-ide tajdid (reaktualisasi-pembaruan) ditabur
kembali oleh tokoh-tokoh pembaharu ternama seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani,
Muhammad “Abduh, Rashid Rida, dan lain-lain. Ide ini semakin mempengaruhi dunia
Islam termasuk Indonesia dan berkemungkinan berlaku juga di kawasan Asia
Tenggara lainnya.

Gerakan mengetepikan taklid dan menghidupkan kembali semangat ijtihad
dengan mereaktulisasi hukum yang populer dengan istilah gerakan pembaruan hukum
Islam itu muncul untuk menggali dan menetapkan ketentuan hukum yang diharapkan
mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen. Menetapkan ketentuan hukum
yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mencakup dua

unsur.

Pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang belum ada
ketentuan hukumnya seperti masalah bayi tabung uji (<x=UY! Jik).

Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu masalah
yang telah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan

dan kemaslahatan manusia masa sekarang.

Yang dimaksud dengan “tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan
manusia masa sekarang” adalah ketentuan hukum lama itu yang merupakan hasil
ijtihad ulama terdahulu sudah tidak mampu lagi merealisasikan kemaslahatan dan
keperluan masyarakat masa kini. Oleh karena itu perlu dicarikan jalan penyelesaian
untuk menerapkan ketentuan hukum baru yang lebih mampu merealisasikan
kemaslahatan umat dan menyesuiakannya dengan tujuan syariat serta
mempertimbangkan dan memperhitungkan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen.
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Sebagai contoh, dalam sebuah hadith Ugbah bin “Amir meriwayatkan
penjelasan Nabi s.a.w. tentang ayat " 55 (e aizkiul Lo agd Vsl " ¥ dengan
mengatakan bahwa yang dimaksud " 3 & " dalam ayat tersebut adalah " A" 8 yaitu

melempar, baik dengan menggunakan anak panah, lembing, tombak ataupun
melempar dengan manjanik (meriam batu). Sekilas lintas dapat difahami bahwa
penjelasan Nabi s.a.w. itu disesuaikan dengan keadaan alam persekitaran dimana
senjata yang paling canggih pada waktu itu adalah panah, lembing, tombak dan

manjanik. Maka sangatlah tepat kalau beliau memaknainya sesuai dengan suasana dan
keadaan yang berlaku ketika itu. Namun jika makna " 38 " itu diselaraskan dengan

keadaan dan situasi sekarang atau makna kekinian, maka bolehlah diartikan dengan
kapal perang yang canggih dan peluru berpandu (kendali) atau rudal-misil dengan
pelbagai jenisnya. Hal yang serupa dapat dilihat di dalam pernyataan ‘Umar bin al-
Khattab:

39 A g Al 5 (el 5 Aalend) WSaY i ) gale
Maksudnya:

“Ajarilah anak-anakmu berenang, memanah dan keterampilan berkuda”.

Muatan makna yang terdapat dalam pernyataan “Umar bin al-Khattab itu dapat

dikembangkan atau diperbaharui mengikut situasi dan suasana persekitaran.

Perkataan 4slwdl boleh diartikan dengan pasukan marinir atau angkatan laut
beserta peralatannya, —=_A' dengan angkatan udara beserta kapal terbangnya dan

4 58l dengan angkatan darat beserta kendaraan lapis bajanya.

Demikian pula ketentuan hukum Islam mengenai kepemimpinan wanita boleh

mendapat tafsiran dan fahaman yang bervariasi. ljtihad ulama sekarang seperti pernah

37 Al-Qur’an, al-Anfal : 60.

% Muslim, Jil.3, him.1208. Juga diriwatkan oleh Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Jil. ke-3,
hIm.1089, Abu ¢Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Mustafa Muhammad Husayn
al-Dhahabi (pnyt.), Dar al-Hadith, Kaherah, 1999 M/1419 H, Ed-1, Jil.5, him.115.

3 Perkataan ‘Umar di atas dipetik oleh Wahbah al-Zuhayli dalam bukunya al-Usrah al-
Muslimah fi al-°Alam al-Mu°‘asir, Dar al-Fikr al-Mu°asir, Beyrut, 2000 M/1420 H.Ed.-1. him. 132.
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yang pernah terjadi di Indonesia telah membolehkan wanita menjadi kepala negara
atau kepala pemerintahan —ketika itu dipimpin oleh wanita yaitu Megawati Sukarno
Putri presiden ke 5 RI-, padahal ijtihad terdahulu (lama) menetapkan bahwa wanita
tidak boleh menjadi pimpinan atau kepala negara. Fahaman ini didasarkan pada
hadith:

0 (5140w 5a0 155 258 2 )

Maksudnya:

”Tidak akan berjaya sesuatu kaum yang menjadikan wanita mengatur urusan
mereka“.

Ada sebagian ulama membolehkan perempuan menduduki pimpinan tertinggi
dalam sebuah negara. Alasannya ialah bahwa hadith di atas tidak berlaku umum,
hanya berlaku kepada kepemimpinan puteri Kisra saja. Dengan kata lain Nabi s.a.w.
mengucapkan hadith tersebut setelah mendapat laporan bahwa yang menjadi penguasa
tertinggi di Persia adalah puteri Kisra yang menggantikan ayahandanya.** Disamping
itu ada alasan lain yang menjadi sandaran pendapat tersebut ialah bahwa di dalam al-
Qur’an ada mengisahkan kepemimpinan seorang wanita yang diperankan (dijalankan)
olen ratu Balgis penguasa negeri Saba’ yang makmur, kebesarannya hampir
menyamai kekuasaan dan kebesaran Nabi Sulayman a.s. > Dan inilah landasan-
argumen sebagian ulama di Indonesia yang membolehkan wanita menjabat jawatan

tertinggi dalam negara.

Dalam kaitan ini perluasan makna masarif al-zakat yang merangkumi

persoalan-persoalan baru dan pengalaman-pengalaman masa kini ada baiknya

40 Lihat Shihab al-Din Ahmad bin CAli bin Hajar al-Asgalani, Fath al-Bari,Sharh Sahih al-
Bukharz, Matba“at a-Salafiyyah, Kaherah, t.th, Jil. ke-8, him.126, Al-Tirmidhi, Jil.4, him. 263, al-Nasali,
Sunan al-Nasai, Sharh al-Suyuti, Dar al-Hadith, Kaherah,1999 M/1420 H, Ed.-1, Jil. 4, him.611,
Ahmad bin Hanbal, Jil.5, him. 43. Hak politik perempuan pernah hangat diperbincangkan ketika
Megawati Sukarnoputri secara sah menduduki jawatan Presiden Republik Indonesia. Kontroversi dan
polimik ini memunculkan pelbagai alasan dan argument yang dikemukakan kepada masyarakat.

41 cAbd.al-°Aziz lzzat al-Khayyat, al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam, Dar al-Salam, Kaherah,
1999 M/1420 H, Ed.-1, him.160.

42 Al-Qur’an, al-Naml 27: 22-23.
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dikemukakan pandangan Muhammad C¢Aglah al-lorahim * yang memberikan
pengertian baru tentang hal tersebut, beliau mengatakan bahwa pemberian zakat
kepada golongan fakir miskin yang pada mulanya bermakna memberi zakat kepada
individu yang tidak mempunyai kemampuan dari segi ekonomi, diberi makna baru:
Mengusahakan pemenuhan ekonomi yang berterusan dengan melakukan investasi
pelaburan yang menguntungkan, seperti mendirikan pabrik dan pelbagai kegiatan
ekonomi yang melibatkan golongan tersebut. Dengan demikian mereka dapat terus
mempunyai sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan asasi

mereka.

Golongan ketiga, camil zakat makna asalnya adalah pemberian zakat kepada
orang-orang yang bekerja mengurus zakat, menghimpung, menjaga, menimbang dan
membagikannya. Golongan ini tetap diberi zakat walaupun sudah kaya. Pengertiannya
yang baru: Zakat mesti mempunyai sumber keuangan sendiri yang bebas dan

berasingan dari sumber-sumber keuangan bait mal yang lain

Sementara golongan keempat, al-Muallafat qulubuhum yang pada mulanya
berarti mereka yang diberi zakat dengan maksud menyebarkan dakwah Islam, sama
ada dengan cara memperkukuh keimanan, membuat mereka suka kepada dakwah atau
menghalang mereka dari berbuat jahat menghambat tersebarnya dakwah. Kini
pengartiannya telah diperluas dengan merangkumi upaya menghadapi Kristianisasi,

serangan orientalisme-sekularisme atau gerakan-gerakan anti Islam yang lain.

Golongan kelima, para hamba. Walaupun mereka sudah dimansuhkan dari
muka bumi ini, namun pengartiannya yang baru dapat merangkumi negara-negara
Islam atau masyarakat Islam yang tartindas dan dizalimi oleh musuh mereka seperti
yang berlaku di Afghanistan, Iraq, Palestin, selatan Thailand. Zakat golongan dapat

diberikan kepada mereka untuk tujuan pembebasan.

43 Muhammad Aqlah al-lbrahim, al-Dalalah al-Asilah wa al-Mu‘asirah ‘ala al-Wathaiq wa
al-Rasail al-Muta®alligah bi al-Zakat fi al-°‘Ahdayn al-Nabawi wa al-Rashidi, Maktabat al-Risalah al-
Hadithah, “Amman, 1988, Ed.-1, him. 114-119.
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Golongan keenam, orang-orang yang berhutang. Sebelumnya pengartian
golongan ini hanya terhad kepada mereka yang terlilit oleh hutang dan tak mampu
membayar. Sama ada hutang itu untuk kepentingan peribadi atau kemaslahatn umum.
Golongan ini telah diberi makna baru, yaitu kewajiban mendirikan sistem insuran
yang bersifat gotong royong dan bukan komersial dengan tujuan membanteras

kemiskinan dan menolong mangsa bencana alam.

Sedangkan golongan ketujuh, fi sabilillah, pengartiannya yang semula adalah
jihad di medan perang, kini berkembang merangkumi segala usaha meninggikan syiar
Islam, termasuk memberikan beasiswa bagi penuntut ilmu, menubuhkan pusat Islam
di kawasan-kawasan yang memerlukan terutama di negara-nagara dimana umat Islam
merupakan minoriti. Bahkan zakat dari golongan ini juga boleh dipakai untuk
membiayai usaha-usaha amal kebajikan lainnya seperti membangun mesjid, rumah

yatim piatu dan pusat orang-orang yang istimewa.

Golongan yang terakhir golongan lbn al-sabil, makna asalnya seorang musafir
yang kehabisan bekal atau kehilanga kendaraan dalam perjalanan sehingga ia tidak
mampu pulang ke negerinya. Kini pengartian ini diperluas untuk merangkumi
rangsangan untuk bepergian, bergerak dari satu negeri ke negeri yang lain karena ia

memberikan manfaat kepada individu dan masyarakat.

Perkembangan pengartian dan perlusan makna tersebut sepertimana yang
dipaparkan di atas sebenarnya sangat dipengaruhi oleh perubahan masyarakat hukum

itu sendiri.

Pembaruan bukan berarti perubahan dan penggantian sama sekali. Pembaruan
bermaksud membersihkan agama dari bid°ah dan kebatilan yang menyerap masuk ke
dalam umat Islam disebabkan kelemahan dan ikutan yang membuta tuli kepada umat
yang lain pada sesetengah zaman. Pembaruan juga bermaksud sanggup menerima
masalah-masalah baru yang berlaku di sepanjang zaman dan menjelaskan hukum

syarak mengenainya.
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Natijahnya ialah pembaruan hukum Islam adalah menetapkan ketentuan
hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang
ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moden, baik menetapkan
hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau menetapkan
hukum baru untuk menggantikan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan
dan kemaslahatan manusia masa kini. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum disini
adalah ketentuan hukum Islam kategori figh yang merupakan hasil ijtihad para ulama,

bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat.

3.2  Tujuan Pembaruan Hukum Islam

Kemajuan yang berlaku dalam ilmu pengetahuan dan teknologi moden menimbulkan
perubahan-perubahan besar dalam semua bidang kehidupan manusia. Kalau pada
masa permulaan Islam peperangan masih lagi menggunakan pedang, tombak dan
senjata tradisinoal lainnya sekarang sudah sampai kepada penggunaan senjata super
canggih berupa senjata kimia, biologi dan bom atom/nuklear. Kalau pada masa
permulaan Islam kenderaan pengangkutan masih lagi menggunakan binatang
tunggangan seperti kuda, unta dan lain-lain, sekarang sudah sampai pada penggunaan
kapal terbang yang mempunyai kecepatan jelajah yang luar biasa. Jelasnya dalam
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali memunculkan hal-hal baru
dalam kehidupan manusia dan menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat.
Tegasnya sama ada dikehendaki atau tidak, sesiapapun tidak akan mampu hidup
memisahkan diri dari arus perubahan masa, lingkungan dan pengaruh pemikiran yang
berlaku di tengah-tengah kehidupannya. Sebab dia dibesarkan dan didewasakan
mengikut pengaruh lingkungan persekitaran.  Perubahan struktur sosial dan
munculnya masalah-masalah baru seperti masalah transfusi darah, inseminasi buatan
(bayi tabung uji), dan lain-lain perlu diatur dan disesuaikan dengan ketentuan atau

kebijaksaan hukum Islam.

Islam sebagai agama wahyu yang terakhir diturunkan di muka bumi sebagai

agama Yyang berlaku dan diperlukan untuk sepanjang zaman, tentu mempunyai
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panduan dan prinsip asas yang digunakan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam
kehidupannya agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
Sebagai agama yang dibawa untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, Islam harus
dapat menjawab semua permasalahan umat manusia yang telah dan yang akan timbul
akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Kalau Islam tidak mampu
menjawab permasalahan umat manusia tersebut, Islam tentu akan ditinggalkan. Hal itu

tidak diinginkan oleh sesiapa pun yang meyakini kebenaran ajaran Islam.

Agar ajaran Islam sentiasa dapat mengatasi pelbagai cabaran dan mampu
menjawab permasalahan-pernasalahan yang dihasilkan oleh perkembangan zaman,
maka hukum Islam perlu dikembangkan, dan pemahaman terhadap Islam perlu terus-
menerus diperbaharui dengan memberikan tafsiran-tafsiran baru terhadap nas syarak
dengan cara menggali alternatif-alternatif lain dalam syariat yang diyakini
mengandungi kemungkinan-kemungkinan yang boleh diangkat sebagai jalan keluar
dalam menjawab masalah-masalah baru. Untuk itu, pembaruan hukum Islam
dimaksudkan agar hukum Islam sentiasa mampu merealisasikan kemaslahatan hidup

umat manusia di dunia dan diharapkan membawa kebahagiaan di akhirat.

Sebagaimana telah diketahui Islam mengandungi ajaran-ajaran Yyang
disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui wahyu. Wahyu yang diturunkan
Allah s.w.t. kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui Jibril pada hakikatnya adalah
ayat-ayat al-Qur’an dalam teks Arabnya. Oleh karena itu, kalam Allah s.w.t. dalam
Islam harus diartikan secara harfiah, yaitu; firman, atau kata-kata Tuhan.

Hakikat ini mempunyai implikasi bahwa jika kata-kata yang berbentuk teks
Arab dalam sesebuah ayat -yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w.- diganti
atau ditukar dengan sinonimnya (kata-kata yang sama atau hampir sama maknanya),
atau diubah susunan katanya, atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka ayat
yang dihasilkan oleh penggantian kata dan perubahan susunan kata-kata itu ataupun
terjemahannya, bukanlah lagi wahyu yang bersifat mutlak atau absolut, melainkan
merupakan penafsiran, hasil buatan manusia yang bersifat relatif kebenarannya.
Dengan kata lain, penafsiran dan terjemahan itu tidak mengikat bagi manusia. Yang
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mengikat hanyalah ayat-ayat dalam teks Arab itu. Demikianlah sifat dari al-Qur’an

sebagai sumber pertama dan utama ajaran Islam.

Adapun hadith sebagai sumber kedua, bukanlah wahyu dalam arti seperti di
atas. Hadith pada umumnya mengandungi ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan
tagrir Nabi Muhammad s.a.w. yang juga disebut sunnah Nabi s.a.w. dan terpelihara
dari kesalahan. Kalau ada ucapan atau perbuatan Nabi s.a.w. yang salah, beliau
mendapat teguran dari Tuhan. Kalau tidak mendapat teguran, ucapan dan perbuatan
Nabi s.a.w. itu benar. Dengan cara demikian, Nabi s.a.w. terpelihara dari kesalahan
dan menjadi maksum. Ada juga hadith mengandungi ucapan Nabi s.a.w. tetapi pada
mulanya adalah makna yang dimasukkan ke dalam hati beliau oleh Allah s.w.t.
kemudian Nabi s.a.w. yang mengungkapkan makna itu dalam kata-kata beliau sendiri
yang biasa disebut dengan hadith qudsi. Hadith sebagai sumber kedua memberi

penjelasan terhadap ayat- ayat al-Qur’an.**

Ayat-ayat al-Qur’an berjumlah 6234 tersebar di surah Makkiyah sebanyak
4611 ayat, dan di surah Madaniyah sebanyak 1623 ayat, tetapi hanya sebahagian kecil
dari jumlah itu termasuk dalam ayat-ayat yang mengandungi ajaran-ajaran tentang
keimanan, ajaran-ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan ajaran-ajaran
tentang hubungan manusia dengan manusia. Menurut perkiraan ulama, sepertimana
yang dipetik oleh Jalaluddin Rahman bahwa ayat-ayat itu berjumlah kira-kira 500
ayat, dengan perincian; 130 ayat mengenai keimanan, 140 ayat mengenai ibadat, dan
230 ayat mengenai muamalat atau hidup kemasyarakatan manusia.*> Di samping itu
ada ayat-ayat yang mengandungi ungkapan tentang fenomena alam yang erat
kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan filsafat. Sebahagian besar dari ayat ayat al-
Qur’an mengandungi kisah tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. kisah
umat-umat terdahulu, teladan serta ibarat yang dapat diambil dari pengalaman umat-

umat terdahulu, hidayah serta kesesatan, dan kebaikan serta kejahatan.

4 Mustafa al-Siba®i, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashri® al-Islami, Dar al-Qawmiyyah li
al-Tibaat wa al-Nashr, t.tp, 1966, him. 36 menyebutkan tiga fungsi sunnah yaitu,menguatkan hukum-
hukum al-Qur’an, menjelasakan hukum-hukum al-Qur’an dan menetapkan huklum-hukum yang tidak
didapati dalam al-Qur’an.

4 Jalaluddin Rahman, Islam dalam Perspektif Pemikiran Kontemporer, Umitoha, Makassar,
1997, him. 121.
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Dalam pada itu ayat-ayat yang berhubungkait dengan keimanan, ibadat dan
hidup kemasyarakatan manusia itu pada umumnya datang dalam bentuk ajaran-ajaran
dan prinsip-prinsip dasar tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai perincian dan cara
pelaksanaannya. Demikian juga halnya dengan ayat-ayat tentang fenomena alam.

Ayat-ayat yang mengandungi ajaran dan prinsip dasar inilah yang menjadi
pegangan utama umat Islam dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di
zaman-zaman selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. baik dalam bidang keimanan
atau teologi, mahupun dalam bidang ibadat, bidang kehidupan kemasyarakatan,
filsafat, dan sebagainya.

Oleh itu, sepanjang sejarah Islam timbullah penjelasan-penjelasan dan tafsiran-
tafsiran terhadap ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip dasar itu. Pemberian penjelasan dan
tafsiran dimulakan oleh sahabat-sahabat Nabi s.a.w. terutama Abu Bakar al-Siddiqg,
‘Umar bin al-Khattab, ‘Uthman bin “Affan, dan °Ali bin Abi Talib, yang secara
kronologis menggantikan kedudukan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai ketua
masyarakat Islam yang akhirnya tidak lama setelah beliau berhijrah ke Madinah,
masyarakat madani itu menjelma menjadi sebuah negara meskipun dalam bentuknya
yang sederhana. Dalam memberi penjelasan dan tafsiran itu mereka dibantu oleh
sahabat-sahabat lain yang sentiasa mereka libatkan dalam bermesyuarat

(bermusyawarah).

Dengan demikian, di samping sunnah Nabi s.a.w. timbul/muncul pula sunnah
sahabat. Sebenarnya sunnah boleh juga diartikan dengan amalan. Tetapi sunnah Nabi
s.a.w. sebagaimana dijelaskan di atas, terpelihara dari kesalahan, sedang sunnah
sahabat tidak. Akan tetapi sungguhpun tidak terpelihara dari kesalahan, sunnah atau
amalan sahabat mempunyai pengaruh besar kepada umat Islam selepas zaman mereka.

Di zaman sekarang pengaruh itu masih tetap ada.

Setelah zaman sahabat datanglah zaman para ulama besar. Kalau di zaman
sahabat - Abu Bakar al-Siddig, “Umar bin al-Khattab, “‘Uthman bin ¢Affan dan °Ali bin
Abi Talib - dunia Islam hanya meliputi daerah-daerah sekitar semenanjuang Arab

sahaja, seperti Palestin, Syria, Irag, Farsi (Iran), dan Mesir, di zaman selepas mereka,



136

Afrika Utara -yang mencakupi Libya, Tunisia, Algeria dan Maghribi-,
Andalusia/Spanyol, Transoxania yang meliputi Afghanistan, Pakistan dan sebahagian
wilayah Asia Tengah, India, dan daerah-daerah lain yang jauh letaknya dari Jazirah
Arab, telah ditawan dan menjadi wilayah kekuasaan Islam.*® Kalau masalah-masalah
yang dihadapi para sahabat dengan meluasnya daerah Islam ke luar semenanjung
tanah Arab, daerah yang merangkumi berbagai bangsa, bahasa, kebudayaan dan adat
istiadatnya, berbeda dengan masalah-masalah yang dihadapi Nabi s.a.w. di zaman
Islam masih berada di kawasan semenanjung tanah Arab yang satu bahasa,
kebudayaan dan adat istiadatnya, maka masalah-masalah yang dihadapi para ulama
besar dengan daerah kekuasaan Islam yang begitu luas sangat jauh berbeda dengan

yang dihadapi para sahabat.

Dalam perkembangan sejarah pemikiran hukum Islam, dan tafsiran-tafsiran
yang berbeda itu akhirnya mengambil bentuk madhhab dan aliran-aliran. Madhhab-
madhhab dan aliran-aliran itu tidak hanya menunjukkan perbezaan pendapat, tetapi
kadangkala pendapat-pendapat itu menimbulkan permusuhan di kalangan

penyokongnya.

Demikian pula berlaku dalam masalah keimanan yang menjadi ajaran asas
dalam Islam, terdapat beberapa aliran teologi atau ilmu kalam - antaranya Shi‘h,
Khawarij, Mu‘tazilah, Qadariyah, Murji‘ah -. Masalah yang pertama timbul dalam
bidang ini adalah kedudukan atau posisi pembuat dosa besar seperti membunuh orang
tanpa alasan yang sah, berzina, menjalankan dan memakan riba, dan durhaka kepada
kedua orang tua (ibu-bapa). Dipersoalkan apakah pembuat dosa besar masih mukmin,
masih orang Islam. Golongan keras dan ekstrem yang dalam sejarah teologi dikenali
dengan Khawarij, mengatakan bahwa pembuat dosa besar bukan mukmin lagi
melainkan sudah menjadi kafir dan terkeluar dari Islam. Golongan lembut Murji‘ah
berpendapat, bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, orang Islam dan bukan kafir.
Golongan rasional, Mu‘tazilah berpendapat lain. Pembuat dosa besar tidak mukmin,
tidak kafir, dan hanyalah muslim. Bagi Mu‘tazilah, orang mukmin adalah orang yang

mengucapkan dua kalimah syahadat dan menjalankan ajaran-ajaran Islam, sedangkan

4 Harun Nasution, “Kata Pengantar” Buku Perkembangan Modern Dalam Islam, yang
disunting oleh Harun Nasurion dan Azyumardi Azra, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985, him.4-5.
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orang muslim adalah orang yang hanya mengucapkan dua kalimah syahadat tetapi

tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam.*’

Perbezaan pendapat ini timbul karena dalam al-Qur’an tidak ada ayat-ayat
yang secara terperinci menyebut siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Ayat hanya
menyebut iman mencakup kepercayaan kepada Tuhan, Malaikat, Rasul-rasul, Kitab-
kitab, dan hari perhitungan di akhirat. Ketika terjadi peperangan dan pembunuhan
antara sesama muslim di zaman ®Uthman, “Ali, dan Mu‘awiyah, timbullah pertanyaan
tentang pembuat dosa besar. Dalam menjawab pertanyaan ini timbul tafsiran dan

pandangan yang berbeda-beza.

Setelah umat Islam (bermula dari abad ke-8 Masehi) bersentuhan dan
mempelajari filsafat Yunani (Greek) dalam usaha menentang dan menghalau
serangan-serangan yang bersifat filosofis yang datang dari luar Islam, filsafat
mempengaruhi pemikiran keagamaan dalam Islam. Sebagai akibatnya timbullah
dalam Islam teologi rasional dan teologi tradisional. Teologi rasional banyak
memakai tafsiran metaforikal, sedangkan teologi tradisional banyak terikat pada
tafsiran harfiah literal

“Tangan Tuhan” dan “Kursi Tuhan” yang terdapat dalam al-Qur’an diartikan
oleh teologi rasional (Mu‘atazilah dan sefaham dengannya) dengan ‘kekuasaan
Tuhan” sedangkan teologi tradisional - yang menganut fahaman sederhana -tetap
berpegang pada arti harfiah, yaitu “tangan” dan “kursi” walaupun tidak sama dengan
tangan dan kursi manusia. Teologi rasional menganut fahaman adanya kebebasan
manusia dalam menentukan kemahuan dan perbuatannya, sedangkan teologi
tradisional menganut fahaman fatalisme.*® Perbezaan-perbezaan tafsiran ini timbul
karena ayat-ayat mengenai tangan dan perbuatan manusia tersebut di atas tidak

mengandungi penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kata-kata itu.

47 Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan, Yayasan
Penerbit Ul, Jakarta, t.th, Ed. ke-2, him.7.

48 Menurut fahaman ini, manusia tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa, manusia
tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan, manusia
dalam perbuatan-perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan dan pilihan
baginya. Harun Nasution, h. 33-35.
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Dalam hubungan ini bahwa dalam perkembangan penjelasan dan tafsiran
selanjutnya, para ulama Islam membahagi ayat-ayat al-Qur’an dalam dua kelompok:
ayat-ayat yang artinya pasti dan tegas sebagaimana yang diberikan teks dan tak dapat
ditakwilkan lagi dipanggil dengan gat‘s al-dalalah dan ayat-ayat yang artinya masih
dapat ditakwilkan disebut zannr al-dalalah. Yang banyak terdapat dalam al-Qur’an
adalah ayat-ayat yang zanni al-dalalah, ayat-ayat yang artinya dapat ditakwilkan yaitu
ayat-ayat yang tidak mesti diambil arti tersuratnya, tetapi dapat diambil arti
tersiratnya.*® “Kursi” dan “tangan” Tuhan yang tersebut di atas termasuk dalam
kelompok zanni al-dalalah ini. Demikian juga jannah (surga) dan nrar (neraka).
Jannah dalam arti tersurat menggambarkan istana yang penuh dengan kesenangan dan
kenikmatan jasmani, sedang nar secara harfiah menggambarkan api yang membakar
dan menyala-nyala. Golongan syariat mengambil arti harfiah ini. Tetapi golongan sufi
dan filosof mengambil arti tersirat, yaitu kesenangan dan kesengsaraan rohani yang
secara tersirat terletak di belakang gambaran jasmani tentang surga dan neraka yang

diberikan al-Qur’an.>

Kalau dalam bidang keimanan, yang merupakan masalah paling asas dalam
Islam, terdapat aliran-aliran yang berbeda pendapat, maka tidak menghairankan kalau
dalam bidang ibadat dan bidang mu’amalat atau hidup kemasyarakatan manusia,
terdapat pula madhhab-madhhab. Imam madhhab yang banyak mengunakan akal atau
rasional adalah Abu Hanifah dan yang banyak memakai sunnah atau hadith adalah
Ahmad bin Hanbal. Karena itu sepertimana halnya dalam bidang ilmu kalam atau
teologi Islam, dalam bidang figh yang berhubungan dengan ibadah ghayr mahdah dan

hidup kemasyarakatan manusia terdapat pula madhhab yang rasional dan tradisional.

Mengikut kajian yang dibuat oleh “Abd al-Wahhab Khallaf bahwa ayat-ayat
al-Qur’an yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan berjumlah kira-kira 228

ayat yang perinciannya adalah sebagai berikut: Ahkam Al-Ahwal al-Shakhsiyyah,

49 Bandingkan dengan ‘Abd al-Wahhab Khallaf, llm Usul al-Figh, Dar al-Qalam, Kaherah,
1978, Ed.-12, him.35

50 Harun Nasution, kata pengantar dalam buku; Perkembangan Modern Dalam Islam, Harun
Nasurion dan Azyumardi Azra (pnyt.),Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985, him.7-8.
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yaitu hukum Islam yang berkait rapat dengan masalah keluarga, bagaimana keluarga
itu dapat dibentuk, apa hak dan kewajiban suami isteri dan bagaimana harus
ditunaikan, apa hak dan kewajiban anak terhadap ibu bapanya serta apa hak dan
kewajiban ibu bapa terhadap anaknya dan bagaimana harus ditunaikan, bagaimana
keluarga sejahtera bahagia yang penuh mawaddah sakinah dan rahmah itu dapat
diwujudkan dan lain sebagainya diatur dan dibincangkan di dalamnya. Ayat-ayatnya
berjumlah 70 ayat. Al-Ahkam al-Madaniyyah, yaitu hukum Islam berhubungan
dengan transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai, Syarikat, pinjam meminjam dan
seumpamanya. Ayat-ayatnya di dalam al-Qur’an sebanyak 70 ayat. Al-Ahkam al-
Jinaiyyah, yaitu hukum Islam berhubungan dengan segala bentuk pelanggaran dan
kadar hukumannya yang dimaksudkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik
agama, akal, jiwa, harta mahupun kehormatan. Ayat-ayatnya berjumlah 30 ayat. Al-
Ahkam al-Dawliyyah, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan negara dengan
negara-negara lain, suatu bangsa dengan bangsa lain, antara muslim dengan non
muslim, baik di masa damai mahupun di masa perang. Ayat-ayatnya berjumlah 25
ayat. Ahkam al-Murafa‘at, yaitu hukum Islam yang berhubungan dengan institusi
kehakiman bagaimana cara suatu hukum dan keadilan dapat ditegakkan jika terjadi
pelanggaran. Ayat-ayatnya di dalam al-Qur’an berjumlah 13 ayat. Al-Ahkam al-
Igtisadiyyah wa al-Maliyyah, yaitu hukum Islam yang mengatur sumber-sumber
kekayaan dan kewangan, mengatur hubungan dan tanggungjawab sosial orang-orang
kaya terhadap orang-orang miskin, mengatur hubungan tanggungjawab sosial
negara/pemerintah terhadap rakyatnya yang lemah. Ayat-ayatnya di dalam al-Qur’an
sebayak 10 ayat. Al-Ahkam al-Dusturiyyah, yaitu hukum Islam yang berhubungan
dengan dasar-dasar pemerintahan, ketatanegaraan dan perundang-undangan yang
dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara rakyat dengan pemegang kekuasaan,
hak-hak dan kewajiban masing-masing agar tidak berlaku kezaliman, penyelewengan,
tindakan sewenang-wenang dan kediktatoran. Ayat-ayatnya di dalam al-Qur’an
berjumlah 10 ayat.>!

Sesuai dengan sifat dasar ayat-ayat al-Qur’an, yaitu hanya mengandungi

ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip dasar, banyak berbentuk zannz al-dalalah dan hanya

51 cApd al-Wahhab Khallaf, him.34-35.
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sedikit berbentuk qat‘r al-dalalah, maka ayat-ayat mengenai kehidupan
kemasyarakatan ini juga memerlukan penjelasan dan penafsiran para fugaha Islam.
Sebagaimana halnya dalam bidang-bidang lain, di sini juga banyak dijumpai

perbezaan pendapat dan tafsiran.

Sebagai contoh, perkahwinan lelaki Islam dengan wanita Ahli Kitab yaitu
wanita Yahudi dan Kristian. Dalam madhhab al-Shafii ada pendapat mengatakan
bahwa wanita Kristian tidak boleh berkahwin dengan seorang lelaki muslim, karena
menganut keyakinan bahwa Isa adalah tuhan, dengan perkataan lain dia

mempersekutukan Allah.

Menurut madhhab (jumhur) lain, seorang lelaki Islam boleh berkahwin
dengan wanita Kristian karena dia adalah Ahli Kitab dan bukan musyirkah atau
politeis.® Ayat yang berkenaan dengan perkara ini jelas mengatakan bahwa orang
Islam boleh mengambil wanita Ahli Kitab sebagai isteri dan bukan musyrikah atau
politeis.>® Karena ayat tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut Ahli Kitab mana yang

dimaksud, maka timbullah perbezaan tafsiran tentang Ahli Kitab dalam ayat itu.

Sejak masuknya sistem perbankan Barat ke dunia Islam pada abad ke-19,
timbullah pelbagai pendapat mengenai haram atau tidaknya faedah bank. Yang tegas
diharamkan al-Qur’an adalah riba.>* Namun karena ayat yang berkenaan tidak
menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan riba, maka timbul pertanyaan
apakah faedah bank masuk dalam kategori riba. Yang menganggapnya bukan riba

berpendapat bahwa faedah bank tidak haram.

Ajaran-ajaran dan prinsip dasar yang terkandung dalam al-Qur’an sepanjang

waktu dari zaman ke zaman sentiasa mendapat sentuhan penjelasan dan tafsiran.

52 Abii Zakariyya Yahya bin Sharaf bin Murai bin Hasan al-Nawawi, Rawdat al-Talibin, Dar
al-Kutub al-°limiyyah, Beyrut, 1992 M/1412 H, Ed.-1, Jil. ke-5, him.475. ‘Abd al Rahman al-Jazairi,
Kitab al-Figh °Ala Madhahib al-Arba‘ah, Dar al-Fikr, Beyrut,1972, Jil.4, hIm.75. Masalah berkenaan
akan dibincangkan secara terperinci pada bab 4 daripada tesis ini.

53 QS.al-Ma’idah (5):5 berbunyi: 13 aSL8 (e LIS 1 555 (Al (e Clianall 5 liasall (g0 Clivasall
A sl o el

% Lihat Al-Qur’an, al-Bagarah 2:275-278 dan Ali Imran 3:130
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Penjelasan dan tafsiran para ulama itu makin lama makin tebal dan berjilid-jilid.
ljtihad ulama yang jauh lebih banyak jumlahnya dari al-Qur’an sendiri juga termasuk
ajaran-ajaran Islam. Tetapi karena berasal hasil pemikiran manusia, maka ajaran-

ajaran itu bersifat relatif dan tidak absolut atau dengan kata lain tidak bebas nilai.

Dengan demikian, dalam Islam terdapat dua kelompok ajaran. Pertama, ajaran
absolut, mutlak benar, kekal, tidak berubah, dan tidak dapat diubah, yang jumlahnya
sedikit sebagaimana terdapat di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua, ajaran relatif,
tidak mutlak benar, tidak kekal, dapat berubah dan boleh diubah, yang jumlahnya
banyak sekali sebagaimana terdapat dalam buku-buku ilmu kalam atau teologi Islam,
ilmu figh atau hukum Islam, ilmu tasawuf atau mistisisme Islam, tafsir, hadith, ibadat,
akhlak, filsafat dan sebagainya. Ajaran-ajaran relatif yang berubah dan dapat diubah
inilah yang berkembang semenjak kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. pada permulaan
abad ke-7 sampai zaman moden ini, sesuai dengan perkembangan zaman dan

lingkungan persekitaran.

Dari pemaparan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa ajaran-ajaran dan
prinsip-prinsip dasar yang lebih kurang berjumlah 500 ayat tersebut memerlukan
sentuhan penjelasan dan tafsiran melalui ijtihad ulama agar dapat dijadikan panduan
oleh umat menghadapi cabaran dan pelbagai perkembangan yang terjadi dalam
masyarakat. Ijtihad ulama itu berjalan dan berlaku sepanjang zaman semenjak
kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. Dalam Islam terdapat tradisi atau amalan ijtihad
yang menghasilkan produk-produk hukum, bukan sahaja jumlahnya banyak sekali,
melainkan juga berbeda, bahkan kadangkala menimbulkan pertentangan. Karena hasil
kajian ulama juga termasuk ajaran dalam Islam yang bersifat relatif kebenarannya,
maka ajaran itu sentiasa bertambah dan berkembang, sehingga pada akhirnya yang
banyak terdapat dalam Islam adalah ajaran-ajaran dari hasil ijtihad ulama yang tidak
mengikat, tetapi boleh berubah sesuai dengan kemaslahatan dan maqasid al-Shari°.
Dalam pada itu ajaran yang bersifat mutlak benar, kekal, tidak berubah, dan tidak
dapat diubah dalam al-Qur’an dan hadith tidak bertambah jumlahnya, utuh

sebagaimana ditinggalkan oleh Nabi s.a.w.
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Setelah dihuraikan hakikat ajaran Islam sebagaimana yang dipaparkan
sebelumnya, maka dapatlah dikatakan bahwa pembaruan hukum Islam adalah satu
kemestian, malahan termasuk kewajipan yang mutlak. Pembaruan menurut Nurcholis
Madjid, merupakan pelaksanaan dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Pembaruan atau
modenisasi berarti berfikir dan bekerja menurut fitrah atau sunnatullah yang hak.
Sunnatullah telah menampilkan dirinya dalam bentuk hukum alam, maka untuk
menjadi moden, manusia harus mengarti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam
alam ini. Kemampuan manusia terhad tidak sekaligus mengarti sunnatullah itu,
melainkan sedikit demi sedikit dan dari masa ke semasa.>® Oleh itu, hukum Islam
harus selalu diulang kaji dan sentiasa mendapat sentuhan baru secara berterusan
selaras dengan penemuan dan perkembangan pengetahuan terhadap hukum alam serta

bersesuaian dan tetap berada dalam skop magasid al-Shari°.
3.3  Sorotan Terhadap ljtihad

3.4.1 Pengartian Ijtihad

Mengikut pengartian bahasa, ijtihad berasal dari kata %> yang terdiri dari tiga unsur,
yaitu 2 - & — z. Kata &3 (al-juhd) atau &2¢3) (al-jahd) berarti 48Ul artinya
usaha sungguh-sungguh.®® Perkataan ini digunakan dalam perkara yang menyusahkan
atau memberatkan manusia mengerjakannya dan kemungkinan tidak berdaya
mengerjakannya. Bentuk kata 23a) berwazan atau sepadan dengan kata Ju38! (iftical)

yang menunjukkan arti mubalaghah (keadaan lebih) atau maksimun dalam suatu
tindakan dan perbuatan.®” Ini berarti menggunakan kekuatan dari segi fizikal atau

mental.

%5 Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan Mizan, Bandung, 1987, Ed.-1,
him.172.

5 Lihat Ibn Manzur, Jil.3, him.133. Al-Fayyumi, al-Mishah al-Munir, Matbaat Mustafa al-
Babi al-Halabi wa Awladuh, Kaherah, t.th. Jil.1, him. 155 dan Muhammad Ibn Abi Bakr al-Razi,
Mukhtar al-Sihah, Dar al-Fikr, Beyrut, 1973, him.114.

57 Yusuf al-Qardawi, al-ljtihad fi al-Sharifah al-Islamiyyah Ma‘a Nazarat al-Tahliliyyah fi al-
ljtihad al-Mu‘asir, Terj.Ahmad Syatari,Bulan Bintang, Jakarta, 1987, him. 1.
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Dalam al-Qur’an kata ¢l yang mengandungi pengartian @l J%
48l 5 (mencurahkan kemampuan dan daya upaya dengan sunguh-sungguh) dapat

ditemukan misalnya pada surah al-Nur :

O AY * Lo o NG B-D€OBOGAOI D
B A0 &9 & OAOr O

Maksudnya:

“Dan mereka (yang munafik) bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-
sungguh sumpahnya”.

Perkataan ijtihad tidak boleh digunakan kecuali dalam persoalan-persoalan
yang memang berat dan sukar.®® Perkataan ijtihad harus dipakai dalam persoalan-
persoalan yang berat secara hissi (fizikal) seperti suatu perjalanan atau persoalan yang
sukar secara ma°nawi(non fizikal) seperti melakukan ulang kaji terhadap sesuatu teori
ilmiah atau upaya yang dilakukan untuk menginstinbatkan hukum.®® Dengan
demikian, jelaslah bahwa arti ijtihad dilihat dari segi bahasa menunjukkan pada usaha
yang sungguh-sungguh dalam perkara yang membebankan dan menyusahkan. Atas
dasar ini, tidaklah tepat apabila perkataan ijtihad itu dipergunakan untuk melakukan

suatu kegiatan yang ringan, seperti ungkapan di bawah ini:
61_3355\ Jdas 8 2N agial

Maksudnya:

“Seseorang telah berusaha dengan segala upaya untuk mengangkat pen”.

5 Al-Qur’an, al-Nur 24:53 makna yang sama ditemukan pada surah al-Nahl 16:38 dan surah
Fatir 35: 42.

59 Nadiyah Sharif al-*Umari, al-ljtihad fi al-Islam: Usuluh, Ahkamuh wa Afaquh, Muassasat al-
Risalah, Beyrut, 1981, him. 18.

80 Salah al-Din Ahmad, Irshad al-Nuqad ila Taysir al-ijtihad, Dar al-Salafiyah, Kuwayt, 1982,
him.7

61 Salah al-Din Ahmad, him. 7.
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Makna ijtihad menurut bahasa ini seperti yang dikemukakan di atas
berhubungan rapat dengan pengartian ijtihad menurut istilah, karena pengartian
bahasa ini mengandungi arti sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Hubungan
rapatnya akan tampak dengan jelas setelah dipaparkan pengartian ijtihad menurut
istilah berikut ini. Menurut al-Ghazali (w.505H)® ijtihad ialah:

e ) ASaly alall il 8 Ay gl S

Maksudnya:
“Pengerahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum

syarak”.

Pengartian ijtihad yang sempurna, lanjut al-Ghazali mesti ditambah dengan

perkataan:

Gl e e Daall 4dl e (s Cus

Maksudnya:

“Sekira-kira dia berasa lemah dan tidak mampu memberikan tenaga selebihnya”

Takrifan serupa dikemukakan oleh al-Amidi (w.631H). Bagi al-Amidi ijtihad

adalah® :

odil) Ga geny Ans e Ao il HlSa VI e e Gl il sl £ i
48 3 el e aall
Maksudnya:

“Menggunakan sepenuh daya untuk mencapai sesuatu hukum syarak yang bersifat
zanni” sehingga ketahap merasakan diri sudah tidak mampu pergi lebih jauh”.

62 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min ¢lim
al-Usi/, al-Amiriyah, Kaherah, 1422 H, Jil.2, him.352.

83 Sayf al-Din °Ali bin Muhammad al-Amidi, al-lhkam fi Usul al-Ahkam, Dar al-Fikr, Beyrut,
1981M, Jil.3, him.204.
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Sedangkan menurut al-Shawkani (w.1255 H.) ®, ijtihad adalah :

LUy b e ooy oS Ui (b gl U

Maksudnya:

“Pencurahan kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak yang bersifat amali
melalui upaya istinbat (penggalian hukum)”.

Takrifan istilah yang dikemukakan oleh al-Ghazali dan al-Amidi dengan

persyaratan:

23 e Daadl uan Cuay

Maksudnya:

“Berasa kurang mampu memberikan tenaga lebih”

Di satu sisi mengarah kepada sikap berhati-hati seseorang dalam melakukan
ijtihad hukum. Di sisi lain menggambarkan berat dan susahnya persyaratan yang mesti
dimiliki seseorang yang akan melakukan ijtihad. Di samping itu, takrifan yang
dikaitkan dengan persyaratan tersebut cenderung menutup kemungkinan bagi
pengembangan ijtihad itu sendiri. Al-Shawkani mengatakan z ! J% pada dasarnya
telah mengandungi arti “perasaan kurang mampu untuk memberikan tenaga lebih”

seperti yang disebutkan di atas. Oleh itu tidak perlu ditambah secara eksplisit.

Ketiga-tiga takrifan ulama jika dihubungkan dengan pengartian yang
diberikan oleh al-Shatibi (w.790 H.)%, tampaknya terjadi penyederhanaan pengartian

ijtihad. Pengartian yang dikemukakan oleh al-Shatibi tidak menambah perkataan:
B eyl s akan tetapi beliau menambahkan dengan kata « 4le < yang

sepenuhnya berbunyi seperti berikut:

6 Muhammad CAli bin Muhammad al-Shawkani, Irshad al-Fuhul, Dar al-Fikr, t.tp, tth,
him.250.
65 Al-Shatibi, al-Muwafagat, Jil.ke-4, him. 89.
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Lo il ASaYl W el e Jhs deall §lidl s dlgiaY)

Maksudnya:

“Ijtihad ialah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimum dalam menggali
hukum-hukum syarak”

Pengartian ijtihad menurut istilah yang ditampilkan oleh al-Shatibi
mengharuskan adanya usaha maksimum yang dimiliki oleh mujtahid. Terhadap
manusia jenis apapun, usaha yang dilakukannya tetap tidak dibebani kecuali sesuai

dengan kemampuan yang dimilikinya. Ini sejalan dengan tuntunan al-Qur’an:

WRD et OGHEE S S CXQEHVERD o0
%o Do A VA D SRR

Maksudnya:

“Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya”

Apa yang dikemukakan oleh al-Shatibi terasa lebih memberikan gerak dan
dinamika bagi pengembangan ijtihad, karena tidak adanya beban psikologi bagi para
mujtahid akan keraguan terhadap kemampuan dirinya. Kemampuan para ulama
tidaklah sama. Optimum upaya dan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan setiap
fagih dapat dianggap sudah memenuhi persyaratan ijtihad yang diperlukan dalam
Islam. Selain itu merupakan isyarat bagi pengembangan pelbagai bentuk ijtihad yang
memungkinkan para pakar hukum Islam menjadikan hukum Islam sebagai institusi
yang mampu memberikan jawapan terhadap permasalahan-permasalahan yang

muncul sesuai dengan tuntutan zaman.

Walau bagaimanapun ketiga-tiga pengartian di atas, pada dasarnya mempunyai
titik persamaan, yaitu usaha ahli figh dengan mengerahkan seluruh kemampuan ilmu
pengetahuan serta kekuatan intelektualnya secara maksimun dan sungguh-sungguh

untuk menemukan hukum syariat yang C‘amaliyah (hukum figh) dari sumber

% Al-Qur’an, al-Bagarah 2:296.
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(dalil)nya. Sedangkan hasil dari ijtihad itu adalah bersifat zannz dan relatif bukan

satu-satunya kebenaran, masih mengandungi kemungkinan lain.

Pengertian ijtihad yang diberikan oleh para ulama usul figh di atas terbatas
pada usaha para fagih untuk menetapkan hukum figh. Pengertian tersebut rasanya
masih perlu diberi penjelasan tambahan, sebab ijtihad itu tidak hanya berada pada
masalah figh sahaja tetapi mencakup semua ajaran atau aspek Islam yang lain.®’

Pada umumnya penulis muslim membagi ajaran Islam kepada tiga kelompok,
yaitu agidah, syariat dan akhlag. Aqgidah adalah mengatur berhubungan manusia
dengan Tuhan. Sedangkan syariat adalah mengatur berhubungan manusia dengan
sesamanya dan dengan makhluk-makhluk lain termasuk didalamnya bagaimana
bermuamalah dengan alam sekitar secara baik. Adapun akhlag adalah aspek Islam
yang mengatur perilaku manusia dimana yang baik diamalkan dan yang buruk dan
ditinggalkan. Aspek ini berhubungan dengan dirinya sendiri, dengan orang lain,

dengan makhluk lain, dan dengan Tuhannya.

Pengelompokan ajaran atau aspek Islam yang terbatas pada tiga bidang seperti

yang telah dikemukakan di atas sudah ditinggalkan oleh penulis-penulis moden.
Harun Nasution misalnya, memerinci ajaran Islam ke dalam aspek-aspek
berikut: teologi, ibadah, moral, mistisisme, filsafat, hukum, sejarah kebudayaan dan

politik.®8

Cakupan ijtihad dalam pengertian luas, agaknya patut direnungkan pandangan

Muhammad Musa Tiwana yang membagi ijtihad ke dalam tiga objek:

a. ljtihad dilakukan dalam usaha memberi penjelasan dan penafsiran terhadap nas.

67 Untuk masalah ini lihat misalnya Mahmud Shaltut, al-Islam cAgzdah wa Shari®ah, Dar al-
Shurug, Kaherah,1980 M./1400 H. Abu Bakr al-Jazairi, Minhaj al-Muslim, Dar al-Fikr, Kaherah 1976
M/1396 H.

68 Lihat Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Ul. Press, Jakarta 1986,
Jil.2. .Pembahagian terakhir ini tampakanya realistis dan dapat menjabarkan Islam secara utuh dan
komprehensif. Sebagai bahan perbandingan Lihat Philip K. Hitti, Islam A way of Life Minneapolis:
University of Minnisota Press, 1970



148

b. ljtihad dilakukan dengan melakukan giyas terhadap hukum-hukum yang telah ada
dan telah dipersepakati.

c. ljtihad dalam bentuk penggunaan ra'y.%°

Pandangan Tiwana di atas, menurut penulis mengarah  kepada dua
permasalahan. Pertama, permasalahan yang sudah ada ketentuan nasnya, namun
masih bersifat zannz. Terhadap objek seperti ini, cara yang dilakukan adalah;
penyelidikan untuk menentukan al-°am (keumuman) atau al-khas (kekhususan nas),
al-mutlag (kemutlakan) atau al- mugayyad (ketidakmutlakan nas). Kedua,
permasalahan-permasalahan yang sama sekali belum ada penjelasan dari nas syarak.
Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini, solusi dan jalan
penyelesaian yang boleh dipakai adalah pendekatan giyas, istihsan, istislah, atau dalil-

dalil hukum lain yang dianggap munasabah dan sesuai dengan kehendak syarak.

Sejalan dengan pandangan di atas, ialah pendapat Subhi Mahmassani tentang
ijtihad. Ijtihad menurut Mahmassani adalah mencurahkan himmah atau kesungguhan
untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumber-sumbernya yang

muktamad.”

Objek ijtihad yang dipaparkan oleh Tiwana dan pengartian ijtihad yang
dikemukakan oleh Subhi Mahmassani dapat memberikan dorongan untuk selalu
melihat dimensi-dimensi ijtihad yang lebih dinamik dan kemungkinan peranannya
yang lebih besar dalam Islam. Dinamika dan peranannya juga akan sangat ditentukan
oleh persyaratan dan kapasiti keilmuan para mujtahid atau orang yang terlibat dalam
proses ijtihad itu. Persyaratan itu kemungkinannya dapat dikembangkan dalam ijtihad

dewasa ini.

3.4.2 ljtihad Dalam Selayang Pandang

9 Muhammad Musa Tiwana, al-ljtihad wa Mada Hajatuna ilaik fi hadha al-°Asr, Dar al-
Kutub al-Hadithah, Beyrut, t.th, him.39.

0 Sumber utama hukum Islam itu adalah nas al-Qur’an dan hadith, kemudian yang kedua
sumber nalar, ijma® dan giyas. Lihat Mahmassani, Falsafat al-Tashri® fi al-Islam, Terj. Ahmad
Soedjono, Ma’arif, Bandung 1981, hlm.143.
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Matlamat utama dari pemaparan ijtihad dalam rentasan sejarah adalah untuk melihat
beberapa contoh kegiatan ijtihad yang telah pernah berlaku dan untuk memperjelas
bagaimana peranan ijtihad sebagai sarana pembaruan hukum Islam. Pembahasan ini
juga dimaksudkan untuk memberi gambaran bagaimana pelaksanaan ijtihad yang
terjadi di masa-masa yang lalu, agar dapat dijadikan barometer dan perbandingan.
Sekaligus ia menjadi referensi yang berguna dalam pelaksanaan dan pengembangan
ijtihad di masa sekarang dan masa-masa akan datang. Dalam kaitan tersebut,
perbincangan akan difokuskan pada ijtihad sahabat dan ijtihad tabin dan atba®
tabi®n, karena ijtihad mereka itu mempunyai arti dan pengaruh besar kepada umat

Islam sesudahnya sehingga masa sekarang ini.

3.4.2.1 ljtihad Pada Zaman Sahabat

Islam tidak mendidik umatnya untuk taat secara fanatik membabibuta, akan tetapi ia
memberikan kebebasan berfikir (free thinking) agar mereka dapat menyelesaikan
persoalan yang ada secara baik dan benar. Fanatik membabibuta dapat membawa
kepada keberkesanan negatif, antaranya ialah apabila timbul masalah baru dan Nabi
s.a.w sudah tidak ada lagi, pengikutnya tidak sanggup menentukan pilihan yang tepat.
Mereka akan memperturutkan hawa nafsu dan setahap demi setahap mereka akan
terseret kembali ke zaman jahiliyah dengan mempertuhankan kenikmatan kehidupan

dunia, atau paling tidak akan masuk ke dalam jahiliyah moden.

Karena agama Islam merupakan agama yang sesuai untuk setiap masa, maka
Nabi s.a.w. mengajarkan kepada para sahabatnya cara-cara menyelesaikan masalah
agar mereka dapat meletakkan hukum-hukum yang sesuai dengan permasalahan yang
akan timbul dalam masyarakat dan dapat bartindak mengikut magasid al-Shari®
(kehendak Allah s.w.t.). Hal ini hanya boleh dicapai dengan melalui pintu ijtihad.
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Pada zaman Nabi s.a.w., para sahabat’* melakukan ijtihad dalam masalah-
masalah yang berkaitan dengan perkara hukum, dan Nabi s.a.w. tidak pernah mencela
ijtihad mereka, seperti ketika beliau memerintahkan mereka pada hari Ahzab -selepas
perang Khandag- untuk menunaikan solat di Bani Qurayzah: “Kamu semua jangan
menunaikan solat Asar melainkan di perkampungan Bani Qurayzah” Sebahagian
sahabat berijtihad dan mengerjakan solat di tengah perjalanan. Menurut mereka Nabi
s.a.w. tidak bermaksud menyuruh memperlambat solat akan tetapi maksud beliau
adalah supaya mereka bergerak lebih cepat dan pantas sehingga boleh sampai seawal
mungkin di kampung Yahudi. Mereka menangkap pengartian dan makna tersirat dari
perintah Nabi s.a.w. Sebahagian sahabat yang lain juga berijtihad dan mereka
menunaikan solat ketika tiba di Bani Qurayzah, sehingga mereka menunaikan solat
Asar di waktu malam. Mereka berpegang teguh pada teks perintah Nabi s.a.w. Mereka
ini termasuk golongan yang menangkap arti zahir. Sedangkan golongan yang pertama
merupakan para sahabat yang menangkap pengartian tersirat atau secara kontekstual.”
Walau bagaimanapun setelah perselisihan pendapat dan perbezaan penafsiran para
sahabat dilaporkan kepada Nabi s.a.w., Baginda membenarkan ijtihad dari kedua-dua

golongan tersebut.

Ketika Nabi s.a.w. telah kembali ke Khalignya, ijtihad terus berjalan dan para
sahabat mengeluarkan pendapat terhadap sesuatu masalah sesuai dengan ilmu dan
pemahaman mereka, sehingga perbezaan pendapat di antara mereka masih tetap
berlaku dan memang Islam tidak melarang berbeda pendapat. Bahkan Nabi s.a.w.
secara bijaksana menjelaskan bahwa perbezaan pendapat itu merupakan rahmat
sebagaimana tersebut dalam hadith: e~ el a3a) »Perbezaan pendapat umatku
(yang pakar) merupakan rahmat.” Menurut ibn “Abidin, hadith ini diriwayatkan oleh

al-Bayhagi dengan sanad yang mungati® (terputus). Namun demikian ada beberapa

1 Sahabat ialah orang yang bertemu dan berjumpa dengan Nabi dalam keadaan mukmin dan
meninggal dalam keadaan mukmin. Lihat Muhammad Adib Salih, Lamhat fi Usul al-Hadith, Maktabat
al-Islam, Beyrut,1399 H, Cet.ke- 3, him.24. Sahabat yang paling akhir meninggal dunia adalah Abu
Tufayl yaitu sekitar tahun 120 H. berarti sekitar 97 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Oleh
kerana itu, para ulama menganggap masa sahabat berakhir sampai tahun 100 hijrah dan sejak itu
dimulai period tabi‘in. Lihat Muhammad Abtu Rayyah, Adwa’ ala al-Sunnah al-Muhammadiyah, Dar
al-Ma‘arif, Kaherah, t.th. him. 243.

2 Muhammad Musa Tiwana, him.26
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hadith lain yang senada dengan hadith di atas meskipun lafaz dan redaksinya berbeda-

beza.”®

Antara ijtihad sahabat yang berlaku selepas kewafatan Nabi s.a.w. adalah
mengenai status orang-orang yang tidak mahu membayar zakat pada zaman
pemerintahan khalifah Abu Bakar al-Siddig. Para sahabat berbeda pendapat tentang
kebolehan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat itu. “‘Umar bin al-
Khattab berpendapat bahwa mereka tidak boleh diperangi. ‘Umar menyandarkan dalil
pendapatnya kepada sabda Nabi s.a.w.

| saiihs ¢ Al Oty 13aas s Al WAl Y s s Gl G G &l )

S a0 V) 2dl5al5 helas e 1saiae S ) hE 13 ¢ B3N ) B35 ¢ B
(Al e s

Maksudnya:

“Aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan: 4l ¥) 4y
(tiada Tuhan kecuali Allah). Sesiapa yang telah mengucapkan 41 ¥) 4¥ harta dan
jiwanya terpelihara dariku, kecuali ada alasan yang membolehkan membunuhnya dan
perhitungannya terserah kepada Allah”.

Abu Bakar al-Siddiq berpendapat bahwa boleh memerangi orang-orang yang
enggan dan tidak mahu membayar zakat itu. Abu Bakar al-Siddig sebagai khalifah
kuasa tartinggi dalam pemerintahan waktu itu berazam memerangi orang-orang yang
memisahkan antara solat dan zakat. Beliau bersumpah demi Allah sekiranya mereka
enggan mengeluarkan zakat kepadaku seutas tali yang pernah mereka tunaikan kepada

Rasul s.a.w. aku akan memerangi mereka karena keingkarannya itu.”® Ketegasan

3 Muhammad CAla’ al-Din bin Umaiyyah ibn cAbidin, Hashiyat Radd al-Mukhtar; Sharh
Tanwir al-Absar Maktabat Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, Kaherah, 1386 H./1966 M, Jil.1,
him. 68. Menurut keterangan °Ala’ al-Din al-Muttagi al-Hindi dan °Abd al-Rauf al- Manawi sanad
hadith tersebut lemah (da®if). Lihat “Ala’ al-Din al-Muttagi al-Hindi, Kanz al-‘Ummal, Muassasat al-
Risalah, Beyrut, 1412 H./1993 M, Jil.10, him. 136, dan °Abd al-Rauf al- Manawi, Fayd al-Qadir,
Sharh al-Jami® al-Saghir, Dar al-Fikr, t.tp, 1391 H./1972 M, Ed.ke-2, Jil.1, him. 209.

4 Al-Bukhari, Sahih al-Bukharz, 1992 H./1412 M. Ed.-1, Jil.4, bil.hadith 1399, him. 257.
Muslim, Sahih Muslim, bil.hadith 124, him.93. Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Dar al-Hadith, Syria,
t.th, Jil.3, bil.hadith 2640,2641, him.60.

5 Muhammad Musa Tiwana, him.27
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pandangan Abu Bakar al-Siddiq disandarkan kepada perkataan "4~ ¥]" dalam

hadith di atas, antara haq dari 41} ¥} 41)¥ adalah menunaikan solat dan mengeluarkan

zakat, karena tidak mahu membayar zakat maka mereka wajib diperangi.

Dengan ucapan yang tegas itu, orang-orang yang berbeda pendapat dengan
Abu Bakar al-Siddiq sedar bahwa kebenaran berpihak kepada Khalifah Rasulullah dan
mereka bersepakat memerangi pembangkang itu sebagaimana dicatat dalam sejarah.
Kes itu membuktikan bahwa sebahagian sahabat berijtihad dengan nas-nas dan
masalah yang diperselisihkan dikembalikan kepada kesepakatan atau ijmak.

Dalam melakukan ijtihad, yang pertama-tama dilakukan oleh para sahabat
adalah mencari dalil hukum terhadap sesuatu masalah dalam al-Qur’an, kemudian
dalam sunnah Nabi s.a.w. Kalau dalam kedua-dua sumber itu mereka temukan nas
yang sarih (jelas) maka mereka mengambil dan mengamalkannya. Namun jika dalam
kedua-dua sumber tersebut tidak terdapat nas yang sarih, maka mereka mencari
petunjuk-petunjuk  yang berhubungan dengan masalah itu dan dapat
menghantarkannya kepada pemahaman hukum secara benar. Terhadap masalah-
masalah yang tidak disebutkan status hukumnya dalam nas, mereka menggiyaskannya
kepada masalah yang ada nasnya apabila itu mungkin dilakukan, artinya apabila

masalah itu dapat digiyaskan kepada masalah yang disebutkan hukumnya oleh nas.”®

Menurut Abu Zahrah, ijtihad sebahagian sahabat terhad pada menjelaskan dan
menafsirkan al-Qur’an dan sunnah, sebahagian yang lain sudah menggunakan qiyas
seperti “Abdullah bin Mas®ud dan °Ali bin Abi Talib, dan ada yang sudah sampai
kepada penggunaan maslahah (al-maslahah al-mursalah) seperti ‘Umar bin al-
Khattab.”’

Para sahabat juga memperhatikan dalalat (jamak dari dalalah, petunjuk-

petunjuk) nas dan mempergunakan ra’y. Mereka mengerahkan seluruh

6 Muhammad Musa Tiwana, him. 38.

" Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyah, Dar al-Fikr al-*Arabi, Kaherah,
t.th, him. 246 Bandingkan dengan Muhammad Husayn al-Dhahabi, al-Sharah al-Islamiyah, Dar al-
Kutub al-Hadithah, Mesir ,1968 M./1388 H. Ed.ke-2, him. 10-11.
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kemampuannya untuk mencari kebenaran, dan hasil pemikirannya itu mereka
hubungkan dengan dalil-dalil dan petunjuk-petunjuk yang ada. Mereka sudah
melakukan ijtihad dengan menggunakan giyas, istihsan, al-bara®ah al-asliyah, sadd

al-dhari®ah dan al-maslahah al-mursalah.

ljtihad yang menggunakan qiyas seperti yang dilakukan oleh lbn “Umar.
Beliau tidak membenarkan lelaki muslim berkahwin dengan perempuan ahli kitab
dengan menggiyaskannya kepada perempuan musyrikah, yang menurut QS. al-
Bagarah (2):221 diharamkan berkahwin dengannya. Perakuan terhadap Isa ( Jesus
Kristus ) sebagai Tuhan sepertimana keyakinan golongan ahli kitab Kristian, menurut
Ibn “Umar adalah syirik yang paling besar. Sedangkan “al-muhsanat” yang terdapat
dalam ayat Ul ) gigl Al e Cliasalls beliau tafsirkan dengan al-muslimat

(perempuan-perempuan muslimah).’

Adapun ijtihad dengan menggunakan al-maslahah al-mursalah adalah seperti
yang dilakukan “Umar bin al-Khattab mengenai perempuan Yahudi yang dikahwini
oleh Hudhaifah bin al-Yaman (salah seorang) panglima perang yang diutus ‘Umar ke
Iraq. “‘Umar berpendapat bahwa perempuan Yahudi yang dikahwini Hudhaifah harus
diceraikan dan dilepaskan. Beliau memberi alasan bahwa apabila orang-orang Islam
mengutamakan wanita-wanita non Islam karena kecantikannya, maka akan membawa
kesan negatif kepada wanita-wanita muslimah. Demikian juga jika tindakan panglima
perang tersebut dibenarkan, maka kemungkinan sebahagian besar -majoriti- anggota
pasukan yang berada di bawah kendaliannya akan mengikuti jejaknya sebagai
uswatun hasanah. Jadi sikap ‘Umar ini dibina di atas kemaslahatan dan untuk

menghindari munculnya fitnah.”

Demikian juga ijtihad “‘Umar bin al-Khattab tentang seorang perempuan yang
masih dalam iddah berkahwin -lagi- dengan lelaki bukan mantan suaminya. Apabila

terjadi persetubuhan dengan lelaki tersebut, maka perempuan itu haram dikahwini

8 Al-Qur’an, al-Maidah 5:5 keterangan lebih lanjut lihat Manna® al-Qattan, Tarikh al-Tashrz®
al-1slamz, Maktabat Wahbah, Kaherah,1989 M/1409 H. Ed.ke-4, him.223.

8 Muhammad Salam Madkur, al-ljtihad fi al-Tashri¢ al-Islamz, Dar al-Nahdah al-Arabiyah,
Kaherah, 1984, Ed.-1, him. 61.
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olehnya untuk selama-lamanya meskipun sudah diceraikan dan sudah lepas iddahnya.
Fatwa ‘Umar bin al-Khattab itu bertujuan sebagai hukuman ke atas kedua-duanya -dan
peringatan kepada kepada orang lain- karena menentang ketentuan Allah s.w.t.. Fatwa

itu jelas didasarkan kepada al-maslahah al-mursalah.®

Sedangkan “Ali bin Abi Talib mengeluarkan fatwa berbeda sama sekali dengan
fatwa “Umar bin al-Khattab. Menurutnya ke atas kedua-duanya cukuplah dipisahkan
sahaja dan dikenakan hukuman ta‘zir, apabila masa iddah sudah habis (tamat),
perempuan itu boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki termasuk di dalamnya
lelaki tersebut. ljtihad itu didasarkan pada al-baracah al-asliyyah.®* Pada dasarnya
seseorang perempuan halal dikahwini, tetapi karena dia sedang menjalani masa iddah
menghalang (mani€) baginya untuk berkahwin. Namun jika masa iddah telah selesai
berarti mani® pun sudah berakhir pula, maka masalah ini kembali kepada hukum

asalnya yaitu perempuan tersebut halal untuk dikahwini.

litihad sahabat yang didasarkan pada sad al-dhariah® adalah seperti
kebijaksanaan ‘Uthman bin ‘Affan membukukan al-Qur’an dalam satu mushaf dengan
menggunakan bahasa Arab dialek Quraysh.2® Tindakan ini bertujuan menutup jalan
bagi timbulnya perselisihan bacaan terhadap al-Qur’an yang berkemungkinan dapat

membawa kepada permusuhan.

Demikian beberapa ijtihad yang berlaku pada masa sahabat, ternyata pada
masa itu mereka telah menggunakan bermacam-macam metod ijtihad dalam usaha
untuk menggali dan menemukan kepastian hukum terhadap sesuatu masalah yang

tidak disebutkan status hukumnya oleh nas. Hal itu menjadi bukti bahwa sejak zaman

80 Al-Sayis, hlm. 103

81 Al-Sayis, him. 147. Al-Bara’ah al-asliyyah artinya kebebasan asal atau kebebasan dasar,
maksudnya, asal perbuatan itu boleh dilakukan akan tetapi sesuatu hal yang bersifat sementara yang
timbul kemudian, maka perbuatan itu tidak boleh kerana hal yang timbul itu menjadi mani®
(penghalang) baginya. Akan tetapi setelah mani® itu hilang, perbuatan itu kembali kepada hukum
asalnya, yaitu boleh dilakukan.

82 Sad al-Dharifah berarti menutup jalan, maksudnya mencegah terjadinya sesuatu yang tidak
baik dan tidak diinginkan oleh Agama.

8 Ada tujuh macam huruf atau bacaan bagi ayat-ayat al-Qur’an yang dikenal dengan gira’at
sabfah. ‘Uthman menyeragamkan bacaan ayat-ayat al-Qur’an dengan satu bacaan sebagaimana yang
tercantum dalam al-Qur’an sekarang ini. Kebijaksanaan °*Uthman itu dipersepakati oleh semua sahabat
pada masanya.Lihat Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Jil.3, him. 153.
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sahabat lagi sudah banyak timbul masalah atau perkara baru yang tidak ada ketentuan

hukumnya secara jelas dalam nas.

Sejarah telah mencatat bahwa antara sahabat yang sering mengeluarkan
pendapat atau berijtihad terhadap perkara baru adalah: “‘Umar bin al-Khattab, “Ali bin
Abi Talib, “Abdullah bin “Abbas , “Abdullah bin Mas‘ud, °Aishah Ummu al-
Mukminin, Zayd bin Thabit dan ‘Abdullah bin ‘{Umar.8*

3.4.2.2 ljtihad pada zaman Tabimn dan Atha® Tabimn

Kegiatan ijtihad dan perkembangan hukum Islam tidak terhenti hingga pada satu masa
sahaja, akan tetapi berkembang terus. Menjelang berakhirnya period sahabat telah
muncul pula para cendekiawan dan tokoh-tokoh figh dari kalangan tabiin dan

kemudian disusuli oleh atba® tabi¢m.®

Jika pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. dan zaman sahabat (dari awal
sehingga akhir abad pertama Hijrah.) yang biasa disebut dengan “fasa permulaan dan
persiapan figh Islam”, maka pada zaman tabi®%n dan dua atau tiga kurun waktu
berikutnya dikenali dengan “fasa pembinaan dan pembukuan figh Islam yang
berlangsung kurang lebih 250 tahun, yakni bermula dari penghujung abad pertama

sehingga menjelang pertengahan abad keempat hijrah.

Pada fasa kedua inilah hukum Islam mencapai puncak kejayaan dan
kegemilangan bersamaan dengan kemajuan dunia Islam di semua bidang ilmu
pengetahuan. Pada period yang sering dipanggil dengan “period ijtihad dan keemasan
hukum Islam” ini lahir para mujtahid kenamaan seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas,

Muhammad bin Idris al-Shafi‘i dan Ahmad bin Hanbal yang digelar dengan al-

84 cAbd.al-Karim Zaydan, al-Madkhal li Dirasat al-Shariat al-Islamiyyah, Muassasat al-
Risalah, Beyrut, 2003 M/1424 H. Ed.-16, him.109. Muhammad Taj, al-Madhahib al-Fighiyyah al-
Islamiyyah wa al-Ta®assub al-Madhhabz, Dar Qutaybah, Damshig, 2004 M/1425 H. Ed.-1, him. 38.
Manna°® bin Khalil al-Qattan, him. 241.

8 Yang dimaksud dengan t@bifin ialah orang-orang yang bertemu dengan sahabat dan
meriwayatkan hadith daripadanya. Lihat Muhammad Adib Salih Tafsir al-Nusus fi al-Figh al-1slamz,
al-Maktab al-Islami, Beyrut, 1404 H./1984 M. Ed.ke-3, Jil.1, him. 25. Masa tabi‘in berlangsung sekitar
70 atau 80 tahun bermula dari tahun 100 hijrah. Sedangkan masa atba® tabi®m bermula dari tahun 170
atau 180 hijrah. Atbha® tabi‘in ialah orang yang bertemu dengan tabim dan meriwayatkan hadith
daripadanya. Masa atba® tabi®n berakhir pada tahun 220 hijrah. Lihat Muhammad Abu Rayyah, him.
224,
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Aimmah al- Arbaah (imam yang empat). Mereka merupakan pengasas madhhab figh
Islam yang terkenal dan mempunyai ramai pengikut sampai sekarang ini. Abu Hanifah
(80-150 H.) dan Malik bin Anas (93-179 H.) merupakan mujtahid period tabi®n,
sedangkan al-Shafii (150-204 H.) dan Ahmad bin Hanbal (164-241 H.) dapat
dikelompokkan ke dalam period atba® tabi®n.

Selain empat serangkai di atas yang merupakan imam madhhab, sejarah juga
mencatat mujtahid-mujtahid terkenal lainnya dalam period kedua ini seperti Imam
Zayd bin °Ali al-Husayn (80-122 H.), Imam Ja‘far al-Sadiq (80-148 H.), Imam “Abd
al-Rahman bin Muhammad al-Awza®i (88-157 H.), Imam Dawud bin “Ali bin Khalaf
al-Zahiri (201-270 H.) dan Muhammad bin Jarir al-Tabari (224-310). Dua yang
pertama adalah imam-imam mujtahid dalam madhhab Shi‘ah, sedangkan tiga yang
terakhir adalah para imam dari al-madhahib al-ba’idah (madhhab-madhhab yang
telah lenyap dan tidak ada pengikut). Berbeda dengan madhhab-madhhab figh yang
empat yang sampai sekarang ini warisan intelektualnya dibukukan dengan baik serta
mempunyai ramai pengikut, madhhab-madhhab al-Zahiri, al-Awza®i dan al-Tabari,
fatwa-fatwanya nyaris telah ditinggalkan para pengikutnya sementara catatan sejarah
juga hampir melupakannya. Itulah sebabnya madhhab-madhhab tersebut dan madhhab

lain yang sejenis disebut al-madhahib al-ba idah al-mundarisah.

Disamping itu pada setiap daerah atau kawasan ada juga tokoh ulama mujtahid
mengeluarkan fatwa jika disampaikan kepadanya masalah-masalah baru yang perlu
mendapatkan jawapan. Di Madinah terdapat tokoh ulama yang dikenali dengan s\g3all
daud) mereka itu adalah Satid bin al-Musayyab, ‘Urwah bin al-Zubayr, al-Qasim bin
Muhammad, Kharijah bin Zayd, Abia Bakar bin “Abd al-Rahman bin al-Harith,
Sulayman bin Yasar, dan “‘Ubaydillah bin ‘Abdullah. Di Makkah; °Ata bin Abi Rabah,
Mujahid bin Jabr, ‘lkrimah (bekas hamba abdi kepada Ibn “Abbas). Di Basrah; Abu al-
‘Aliyah Rafi bin Mahran al-Riyahi, al-Hasan al-Basri, Jabir bin Zayd dan Qatadah bin
Diamah. Di Kufah; Algamah bin Qays, Masruq bin al-Ajda®, ‘Ubaydillah bin ‘Amr al-
Salmani dan al-Aswad bin Yazid. Di Sham; Abu Idris al-Khawlani, Shurahbil bin al-
Samt, Makhul bin Abi Muslim dan ¢Abd al-Rahman bin Ghanim al-Ash¢ari. Di Mesir;
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Abt al-Khayr Murthid bin Abdullah dan Yazid bin Abi Habib. Di Yaman; Tawus bin
Kaysan, Yahya bin Abi Kathir dan Wahab bin Munabbih.

Dalam perbincangan mengenai ijtihad tabin dan atba® tabi®n akan
difokuskan pada ijtihad imam yang empat karena mereka adalah mujtahid terkemuka
dan pengasas madhhab figh yang mempunyai ramai pengikut dari dahulu lagi sampai

ke hari ini.

1) Ijtihad Abu Hanifah

Nama penuh beliau ialah Abu Hanifah al-Nu°man bin Thabit bin Zuti al-Kufi (80-150
H/699-767M)®, lebih dikenal sebagai Imam Abu Hanifah dan memperoleh gelaran
sebagai al-lmam al-A°zam (Imam Agung atau Mahaguru) beliau adalah pengasas
madhhab Hanafi yang produk pemikirannya dirakamkan -antaranya- dalam al-Figh
al-Akbar. Beliau juga dikenali sebagai tokoh ahl al-ray (aliran rasional).
Kecenderungan Abu Hanifah kepada pemakaian rasional/akal -kemungkinan-

disebabkan oleh beberapa faktor:

Pertama, karena beliau keturunan Farsi yang lahir di Kufah, Irag. Beliau lahir dan
dibesarkan di tempat yang jauh dari Hijaz, tempat wahyu turun, tempat tumbuhnya

hadith dan tempat tinggal para sahabat Nabi s.a.w.

Kedua, penduduk Kufah tempat beliau dibesarkan merupakan masyarakat yang sudah
banyak mengenal kebudayaan dan peradaban atau tamadun. Fugaha daerah ini sering
dihadapkan kepada pelbagai perkara yang beraneka ragam. Untuk menyelesaikan
perkara-perkara tersebut mereka terpaksa berijtihad dengan menggunakan

rasional/akal.

Ketiga, awal mula kehidupan ilmiah Abu Hanifah tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu

agama tetapi beliau juga mempelajari ilmu yang lain seperti ilmu kalam (teologi),

8 Shams al-Din Abi ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim al-Jawziyyah, A¢lam al-
Muwaqqgi‘in “An Rab al-°Alamin, Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, Beyrut, 1993 M/1414 H. Jil.1,
him.18.Wahbah al-Zuhayli, Tajdid al-Figh al-Islamz, Dar al-Fikr, Damshiqg, 2000 M/1420 H, Ed.-1,
him.217.

87 Al-Khatib al-Tibrizi, al-lkmal fi asma’ al-Rijal, dicetak bersama Mishkat al-Masabih, al-
Maktab al-Islami, Beyrut, t.th. Juz.3, hIm.790. Farouq Abu Zaid, Hukum Islam antara Tradisionalis
dan Modernis (terj) Husein Muhammad, PT. Temprint, Jakarta, 1986, Ed.-1, him. 11.
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logik atau mantik, disamping itu beliau mempunyai kemahiran dan pengalaman luas
di bidang perniagaan. Kepakarannya dalam ilmu kalam membuat mahir dalam

menggunakan logik untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan figh.®

Dalam menggali dan menetapkan hukum ke atas sesuatu perkara, metodologi
yang digunakan Abu Hanifah adalah berpegang pada dalil-dalil syarak yang

perinciannya seperti berikut:

a) Al-Qur’an.

Dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu masalah, yang pertama-tama dilakukan
olen Abu Hanifah adalah meneliti dan mengkaji ayat-ayat dalam al-Qur’an. Apabila
beliau mendapati ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an dia langsung mengambil dan

mengamalkannya.
b) Hadith

Kalau Abu Hanifah tidak menemukan ketentuan hukum sesuatu masalah dalam al-
Qur’an, beliau mencarinya dalam hadith. Beliau berpegang erat pada hadith
mutawatir dan hadith mashhur. Beliau juga beramal dengan hadith ahad jika tidak
bertentangan dengan giyas dan perawinya seorang fagih, dan demikian juga hadith

mursal®® yang diriwayatkan oleh perawi yang al-thigah (orang yang boleh dipercaya).

Beliau menggunapakai hadith ahad jika perawinya sendiri tidak melakukan
amalan yang berbeda dengan hadith yang diriwayatkannya. Kalau perawinya
melakukan amalan yang bertentangan dengan yang diriwayatkannya maka Abu
Hanifah lebih cenderung menggunakan ra’y dan hadith tersebut tidak menjelaskan

masalah yang sudah menjadi pengetahuan umum (ta°ummu bihi al-balwa), karena

8 Farouq Abu Zaid, him. 11.

8 Hadith mursal ini adalah salah satu macam daripada hadith da‘if. Lihat ¢Abu ‘Abd Allah
Muhammad Ibn “Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi, Ma‘rifat Ulum al-Hadith, Dar al-Kutub al-
Misriyyah, Kaherah, t.th.,him.226-227. Muhammad Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadith: ‘Ulumuh wa
Mustalahuh, Dar al-Fikr, Beyrut, 1401 H./1981 M, him. 301-302
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hadith yang menjelaskan pengetahuan umum menurutnya harus mashhur atau

mutawatir.°

Untuk menerima khabar wahid, beliau mensyaratkan khabar itu mengandungi
masalah hukum yang tidak bertentangan atau bercanggah dengan al-Qur’an, hadith
mutawatir, hadith mashhur, dan ianya tidak diingkari oleh mana-mana pihak dari

golongan salaf, sahabat dan tabicm.

a) Ijmak sahabat

Apabila hukum yang dicarinya tidak ditemukan dalam kedua sumber utama al-
Qur’an dan hadith, maka Abu Hanifah berpegang pada ijmak sahabat, yaitu ketika
mendapati semua sahabat mempunyai pendapat yang sama dalam sesuatu masalah.
Abu Hanifah berkata:

LgeSa 2l a5 il alll S 8 Y f s Lo s S o pmy () 11130 4l
Ol ama laang ol (8 Lgiaa o g 5 el ) Al 1) jas) 48 laasg ol (8 4
sy ol i plaa¥) ) e JaSY) any e Al B sl s gy
o5 A Jsill Lo adid laall JI 8 8 Lo iy 1) plaa) s Al 5 )

2 A@dd

Maksudnya:

“Dalam menyelesaikan sesuatu masalah hukum beliau pertama-tama mencari
jawapannya dalam al-Qur’an, jika tidak ditemukan dalam al-Qur’an beliau
mencarinya dalam hadith atau sunnah yang bertepatan dengan kreteria dan syarat
yang dibuatnya sendiri tentang hadith yang boleh diterimapakai sebagai dalil, kalau
tidak ada hadith yang sesuai dengan kreteria tersebut, maka beliau mencarinya dalam
ijmak sahabat. Apabila dalam masalah itu terdapat perbezaan pendapat di kalangan

% Muhammad bin al-Hasan al-Hajwi al-Tha‘alabi al-Fasi, al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Figh
al-Islami, Dar al-Kutub al-°limiyyah, Beyrut, 1995 M./1416 H, Ed.-1, Juz.2, him.425-426.

%1 Muhammad Bultaji, Manahij al-Tashr® al-Islamz fi al-Qarni al-Thani al-Hijri, Dar al-
Salam, Kaherah, 2004 M/1425 H. Ed.-1, him.227-233 dan °Ali Hasan ‘Abd al-Qadir, Nazrah ‘Ammah fi
Tarikh al-Figh al-Islami, Dar al-Kutub al-°Arabiyah, Kaherah, t.th. Jil.1, him. 226-227.

9 Al-Hajwi Juz.2, him. 424,
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para sahabat maka cara terbaik adalah meneliti dan mengambil salah satu dari
pendapat mereka yang lebih dekat maksudnya kepada al-Qur’an dan sunnah
Rasulullah s.a.w. serta bersesuaian dengan analogi”.

d) Apabila tidak menemukan hukum di dalam al-Qur’an, sunnah, dan ijmak
sahabat, serta pendapat sebahagian sahabat, Abu Hanifah melakukan ijtihad dan tidak
mahu mengambil pendapat tabiin. Sikapnya itu didasarkan atas partimbangan bahwa
pendapat sahabat biasanya didasarkan pada al-samac.®® Artinya pendapat yang
dikemukakan para sahabat didasarkan pada suasana yang mereka lihat dan dengar dari
Rasulullah s.a.w. bukan berdasarkan pendapat peribadi. Mereka tidak mahu
menghubungkan pendapat itu kepada Rasulullah s.a.w, karena khuatir hal itu boleh
membawa kepada mendustakan Rasulullah s.a.w. Sedangkan pendapat yang tidak
dihubungkan kepada salah seorang sahabat, pendapat demikian berarti adalah

pendapatnya sendiri.®*

Dalam melakukan ijtihad beliau menggunakan qiyas, istihsan, dan curf.®
Qiyas merupakan metod ijtihad yang pertama-tama dilakukan. Apabila ada
partimbangan khusus, beliau meninggalkan giyas dan melakukan istihsan, yaitu
berpaling dari sesuatu hukum yang dihasilkan oleh giyas kepada hukum yang lain
yang lebih dapat merealisasikan kemaslahatan umat. Beliau menggunakan istihsan
apabila menganggap giyas itu akan menimbulkan keadaan yang berlebih-lebihan dan
memberatkan dalam hukum. Contoh konkritnya adalah: A (Ahmad) membeli sebuah
rumah melalui B (Burhan) dan C (Candra) dengan harga RM 80,000 secara ansuran.
A sudah membayar ansuran pertama sebanyak RM 10,000 kepada B dengan harapan
B akan menyerahkan separuh dari ansuran itu kepada C. Belum sempat diserahkan
bahagian C, wang tersebut sudah hilang dari tangan B. Menurut giyas jali, B dan C
mesti berkongsi kerugian berdasarkan status mereka sebagai rakan kongsi. ¢lllahnya
adalah rakan kongsi. Dengan sebab itu, B dan C perlu menanggung kerugian bersama

dan A tidak perlu membayar kepada C. Namun menurut giyas khafi, Cillahnya adalah

9 Arti harfiah daripada al-sama® adalah pendengaran. Kata ini digunakan sebagai istilah
dengan pengartian dalil agama atau dalil hukum yang didengar daripada Nabi, baik hadith maupun ayat
al-Qur’an, bukan berdasarkan pendapat pribadi.

% Tiwana, al-ljtihad wa Mada Hajatuna ilaih fi hadha al-*Asr, him.63

% cUrf adalah sesuatu yang telah berkembang dan terkenal dalam masyarakat, tidak dipandang
jijik dan buruk. Lihat Hasbi Ash-Ahiddieqy Falsafah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1993,
Ed.ke-5, him. 87.
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tanggungjawab. A (Ahmad) yang bertanggungjawab menyerahkan wang itu kepada B
dan C. Dengan itu, A perlu membayar bahagian C yang diserahkan kepada B.

Dalam melakukan ijtihadnya itu beliau sangat mempartimbangkan tradisi atau
kebiasaan dan nilai-nilai baik yang sudah sebati dalam masyarakat umat Islam yang
biasa dipanggil dengan ‘urf, beliau sering mencari penyelesaian sesuatu masalah

hukum melalui curf tersebut.

2) Ijtihad Imam Malik

Nama penuh beliau ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amir al-Asbahi (93-
179H/712-795M)%, lebih dikenal sebagai Imam Malik. Beliau dilahirkan di Madinah
dari dua orang tua keturunan Arab Yaman dan beliau adalah pengasas madhhab
Maliki yang produk pemikirannya ditulis -antaranya- dalam al-Muwatta’. Imam
Malik juga popular sebagai tokoh ahl al-Hadith (aliran Madinah atau tradisional).
Figh Imam Malik adalah merupakan refleksi dari suasana masyarakat Madinah di
Hijaz. Hijaz adalah daerah wahyu turun, daerah kenabian, daerah hadith dan daerah
yang masyarakatnya masih dalam suasana badawah (kampung) serta daerah yang
jauh dari pengaruh kebudayaan, tamadun dan pergolakan politik. Seluruh kehidupan
ilmiah Imam Malik berada di Madinah, dan sejarahpun mencatat bahwa beliau tidak
pernah meninggalkan kota itu. Beliau hidup dalam satu keluarga yang semuanya ahli
hadith, banyak mengetahui hadith, athar sahabat, dan fatwa-fatwanya. Datuknya,
Malik bin Abi “Amir al-Asbahi adalah termasuk tabiin besar. Suasana seperti inilah
yang menjadi faktor penting mengapa beliau lebih cenderung menggunakan hadith

dan menjauhi -sampai batas tertentu- penggunaan rasional/akal.

Metodologi yang digunakan Imam Malik dalam mengistinbatkan hukum

adalah sebagai berikut:

% Anwar A. Qadri, Islamic Jurisprudence in the Modern World , SH.Muhammad Asraf,
Lahore,1973, him. 94.

% Ibn al-Athir, Jami¢ al-Usu! fi 4hadith al-Rasul, ‘Abd al-Qadir al-Arnaiiti (pnyt.), Maktabah
al-Hilwani, Mesir, 1969 M./1389 H. Juz.1, him.180. Faroug Abu Zaid, him.20.
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a) Berpegang pada al-Qur’an

Imam Malik telah meletakkan al-Qur’an sebagai sumber hukum yang paling utama
dan tidak dapat disaingi oleh mana-mana sumber lain. Oleh itu, al-Qur’an sebagai
sumber utama bagi syariat perlu difahami dengan pengartiannya yang sebenar sama
ada secara langsung atau tidak langsung bergantung kepada kehendak ayat dan
pengartiannya. Di dalam berpandukan kepada al-Qur’an beliau sentiasa berpegang
kepada nas (teks) nya, keumuman al-Qur’an (zahirnya), dalalah al-Qur’an (mafhum
mukhalafahnya), mafhum al-Qur’an (mafhiim muwafagahnya) dan tambzh al-Qur’an
yaitu memperhatikan Cillah sesuatu ayat.®® Seperti firman Allah s.w.t. dalam surah al-
An‘am ayat 145 yang bermaksud: ” Karena sesungguhnya semua itu adalah fisq

(kotor dan najis) “.
b) Berpegang pada al-Sunnah

Imam Malik merupakan salah seorang ulama hadith dan figh. Oleh itu, beliau
meletakkan al-Sunnah di tempat yang kedua selepas al-Qur’an. Dalam menggali
hukum dari al-Sunnah, Malik melakukan pendekatan yang sama seperti yang
dilakukan pada al-Qur’an yaitu memperhatikan nas al-Sunnah, keumumannya,
dalalahnya (mafhiim mukhalafahnya), mafhumnya (mafhum muwafagahnya), dan
tambihnya. Apabila tidak menemukan jawapan terhadap sesuatu masalah hukum
(dalil) dalam al-Qur’an beliau mencarinya dalam hadith.*® Apabila zahir al-Qur’an
bertentangan dengan sunnah yang sarih (jelas), beliau mengutamakan berpegang pada
zahir al-Qur’an, kecuali apabila sunnah disokong oleh ijmak penduduk Madinah.
Dalam hal ini beliau mendahulukan sunnah yang sarzh atas zahir al-Qur’an,® karena
ia berfungsi sebagai mukhassis dari keumuman al-Qur’an atau muqayyid kemutlagan
al-Qur’an. Beliau mencontohkan: hukuman rejam ke atas orang yang -muhsan (sudah

berkahwin)- sabit kesalahannya dalam kes kejahatan seksual, dan tidak ada

% Al-Says, Tarikh al-Figh al-Islamz, Maktabat wa Matbatat Muhammad SAli Subayh wa
Awladuh, Mesir,t.th, him. 99, Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyah, him. 414.

9 Abu Zahrah, Tartkh al-Madhahib al-Islamiyah, him. 414,

10 Abu Zahrah, Malik: Hayatuh wa CAsruh-Arauh wa Fighuh, Dar al-Fikr al-SArabi,
Kaherah,1997, Ed.ke-3, him.241. Al-Hajwi, Jil.2, him. 454.
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peruntukan bahagian warisan pusaka bagi pembunuh. Sunnah yang dimaksudkan di

sini menurut Abu Zahrah, adalah sunnah mutawatir dan mashhur.?
C) Ijmak dan amal ahli Madinah

Imam Malik meletakkan ijmak dan amal ahli Madinah sebagai sandaran hukum
karena Madinah merupakan tempat penghijrahan Rasulullah s.a.w., tempat turunnya
wahyu, tempat tinggal Rasulullah s.a.w., tempat tinggal para sahabat dan penduduk
Madinah lebih memahami tentang maklumat penurunan wahyu. Oleh itu, amalan
penduduk Madinah tidak akan terkeluar dari kebenaran keraana mereka telah terasuh
dengan didikan Rasulullah s.a.w. dan sebagai pewaris baginda, maka dasar itu ia boleh

diterima sebagai hujah.

Ijmak dan amalan ahli (penduduk) Madinah atas sesuatu masalah harus
bersandarkan kepada al-naql,'®? seperti mud, sa® dan perbuatan yang berterusan
diamalkan secara kaffah dan menyeluruh semenjak dari zaman Nabi s.a.w. sampai
kepada zaman Imam Malik seperti azan di tempat yang tinggi. *°® Iljmak ahli Madinah

yang demikian, menurut Imam Malik, menjadi hujah yang wajib beramal dengannya.

Adapun ijmak ahli Madinah pada masalah-masalah yang bersifat ijtihadi, yaitu
" YA g aliaY) Bk (e dee e agelaa) " terdapat tiga pendapat:
Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa ijmak yang demikian pada dasarnya tidak
boleh menjadi hujah, dan tidak dijadikan pegangan dalam mentarjihkan salah satu dari
kedua hasil ijtihad yang bertentangan. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama
Malikiyah di Baghdad antaranya: Ibn Nakir, Abu Ya‘qub al-Razi, Abu al-Hasan bin
al-Muntab, Abu al-°Abbas al-Tayalisi, Abu al-Faraj, al-Qadi Abu Bakar al-Abhari,

01 Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyah, Dar al-Fikr al-Arabi, Kaherah, t.th, him.
415,

102 Secara harfiah al-nagl berarti nukilan. Sebagai istilah, kata ini berarti sumber utama hukum
Islam, al-Qur’an dan hadith. Hukum Islam ada yang diambil daripada al-Qur’an dan hadith yang
disebut dengan al-nagl, dan ada yang dihasilkan oleh pemikiran akal (al®agl) manusia (mujtahid)
dengan berpandukan kepada prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang dibawa al-Qur’an dan hadith. Sumber
yang disebut pertama, al-Qur’an dan hadith, disebut al-nagl untuk membezakannya dengan al-aql.

108 Mud adalah nama alat yang digunakan untuk menakar makanan pada masa Nabi saw.yang
berukuran lebih kurang satu liter. Sa® juga nama alat yang digunakan untuk menakar makanan pada
masa Nabi saw., ukurannya sama dengan empat liter. Ahmad Muhammad Nur Sayf, ‘Amal ahli al-
Madinah, Dar al-Buhuth li al-Dirasat al-Islamiyyah wa lhya’ al-Turath, Dubay, 2002 M/1423 H. Ed.ke-
3, him.114 & 118.
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Abu al-Tamam dan Abu al-Hasan al-Qassar. Mereka menafikan kalau Malik
menggunapakai ijmak tersebut.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa, ijmak demikian tidak boleh menjadi hujah,
tetapi boleh digunakan untuk mentarjihkan ijtihad mereka dari ijtihad ulama lain yang
berada di luar Madinah.

Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa, ijmak yang didasarkan kepada hasil
intelektual ahli Madinah dapat dijadikan sebagai hujah, dan wajib beramal dengannya
sebagaimana wajibnya beramal dengan ijmak yang bersandarkan kepada al-naql.
Pandangan ini dikemukakan oleh sebahagian ulama Baghdad antaranya: al-Qadi bin
Nasr, Ahmad bin al-Ma‘dhal, Abu Mus‘ab, al-Qadi Aba al-Husayn bin Abi “Umar dan
sekelompok Ulama Maghrib. Ijmak seperti itu boleh didahulukan dari khabar wahid

104

dan qiyas.

Menurut keterangan dari Ibn Taymiyyah bahwa ijmak ahli Madinah yang
boleh dijadikan hujah adalah ijmak para sahabat, sedangkan ijmak ahli Madinah
sesudah mereka, tidak digunakan sebagai hujah. Beliau membahagi ijmak ahli

Madinah itu ke dalam empat peringkat:

1. Ijmak ahli Madinah bersandarkan kepada al-nagl, sepertimana telah dijelaskan di
atas.

2. Amal ahli Madinah pada masa-masa permulaan yaitu sebelum terbunuhnya
‘Uthman bin “Affan r.a. dijadikan hujah dalam madhhab Malik dan al-Shafii.
Madhhab Ahmad bin Hanbal juga berhujah dengan tradisi (amalan) al-Khulafa’
al-Rashidin.

3. Amal ahli Madinah yang digunakan untuk mentarjihkan salah satu dari dua dalil
yang bertentangan dan tidak diketahui mana yang lebih kukuh di antara
keduanya. Dalam keadaan seperti itu Malik mentarjihkan dalil yang disokong

oleh amal ahli Madinah, demikian juga al-Shafi‘i. Adapun sahabat-sahabat

104 Hassan bin Muhammad Husayn Palimban, Khabar al-Wahid Idha Khalafa *Amal Ahl al-
Madinah, Dar al-Buhiith li al-Dirasat al-Islamiyyah wa lhya’ al-Turath, Dubay 2002 M/1423 H. Ed.ke-
2, hlm.70-71. Sha*han Muhammad Isma‘il, Dirasat Hawla al-ljma°® wa al-Qiyas, Maktabat al-Nahdah
al-Misriyyah, Kaherah, 1988 M, him. 134. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, him. 282-283.
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Ahmad terbahagi ke dalam dua kelompok, ada yang sependapat dengan Malik
dan al-Shafi‘i dan ada pula yang sependapat dengan Abu Hanifah.

4. Amal ahli Madinah pada masa akhir yaitu ketika berlaku fitnah yang membawa
kepada terbunuhnya Uthman bin “Affan dan sesudahnya itu tidak dijadikan hujah
oleh al-Shafi‘i, Ahmad, Abu Hanifah, dan para muhaqgigin (jamak dari
muhaqgqiq, ulama yang berusaha mencari dan menjelaskan pendapat yang lebih
kukuh dari pendapat-pendapat yang ada) dari sahabat-sahabat Malik. Sedangkan
Malik sendiri, kata lon Taymiyah, juga tidak mengambil sebagai hujah.1%

Dalam pada itu menurut “Ali Hassan °Abdul Qadir, Malik meninggalkan
beberapa hadith yang berlawanan dengan amalan ahli Madinah. Malik mengutamakan
berpegang pada amalan ahli Madinah dari hadith ahad karena amalan ahli Madinah
adalah kristalisasi dari riwayat jamaah, dan ini lebih kukuh dari riwayat satu orang.

Malik juga lebih mengutamakan ijmak ahli Madinah dari giyas.%®
d) Fatwa sahabat

Malik menganggap fatwa-fatwa sahabat besar dalam masalah yang tidak dapat
diketahui kecuali dengan al-naql dianggap sebagai hadith dan wajib beramal
dengannya. Masalah yang tidak dapat diketahui kecuali dengan al-nagl itu,
maksudnya adalah ketika berfatwa tentang sesuatu masalah, sahabat mesti
berpandukan kepada apa yang difahaminya dari Rasulullah s.a.w.Menurut Abu
Zahrah, Malik meninggalkan beberapa hadith karena berbeda dengan fatwa
sebahagian sahabat dalam masalah manasik haji.!%” Beliau memberikan contoh:
riwayat al-Dahhak bin Qays mengatakan bahwa “Umar bin al-Khattab pernah
berfatwa tidak membolehkan melaksanakan umrah di dalam bulan haji (syawal,
dhulgaiddah dan dhulhajji) sementara riwayat Sa‘ad bin Abi Waggas manyatakan
bahwa kami bersama Rasulullah s.a.w. melaksanakan umrah di bulan haji. Dalam hal

ini Malik memilih fatwa Umar dari hadith riwayat Satad (s o)) sl dllaall J @

195 Ahmad bin ¢Abd.al-Halim bin cabd.al-Salam Ibn Taymiyyah, Sihhat Usul Madhhab Ahl al-
Madinah, Matba‘at al-lmam, Mesir, t.th., him. 20-28. Nur Sayf, “Amal ahli al-Madinah, him.118-120.

106 cAli Hasan °Abd al-Qadir Nazrah ‘Ammah fi Tarzkh al-Figh al-1slamz, Dar al-Kutub al-
“Arabiyah, Kaherah, t.th. Jil.1, him. 225. Al-Sayis, him. 100. Al-Hajwi, him. 458.

107 Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyah, him. 417. ) aas e 2ie Jici lawall 553 o))"
Male x 30 Y 40 2ab ey a5 Abu Zahrah, Malik: Hayatuh wa ¢Asruh-Arauh wa Fighuh, him.245.
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" (e alug adde Alll s alll Gy alel jae 5 22 8 Tampaknya Imam Malik
mengkategorikan fatwa “Umar dan mensejajarkannya dengan hadith. Kalau demikian
halnya maka yang berlaku -sebenarnya- adalah pertentangan antara hadith dengan
hadith dan beliau mentarjihkan riwayat al-Dahhak dari riwayat Sa‘ad. Selain fatwa
sahabat, Malik juga beramal dengan fatwa-fatwa fugaha tabi®in yang thigah serta
dapat dipercaya seperti: ‘Umar bin “Abd al-°Aziz, Sa“id bin al-Musayyab, 1bn Shihab
al-Zuhri dan Nafi® (maula atau pembantu Ibn “Umar), meskipun peringkatnya tidak

disejajarkan dengan pendapat-pendapat sahabat. Sebagai contoh beliau mengambil
dan menggunapakai pendapat Sa%id bin al-Musayyab: e 30 ol e Gl Has
aally ol sl e e 10 OIS Al el Gy 2 108 <Gacid bin al-Musayyab
melarang menjual haiwan dengan daging”. Malik juga lebih mendahulukan fatwa

sahabat atas giyas. %
e) Hadith-hadith Ahad dan Qiyas

Ada dua pendapat tentang peringkat prioriti hadith ahad dan giyas yang menjadi
pegangan Imam Malik. Pendapat pertama mengatakan Malik lebih mendahulukan
khabar wahid atau hadith ahad dari giyas''®. Pendapat kedua mengatakan beliau
lebih mengutamakan qiyas dari hadith ahad. Beliau menolak pendapat yang
menghubungkan hadith ahad kepada Rasulullah s.a.w., jika hadith ahad itu
bertentangan dengan dasar yang sudah diketahui- meskipun dasar itu adalah hasil
istinbat - kecuali jika hadith ahad itu disokong oleh dasar lain yang qat’s seperti
amalan ahli Madinah yang manqul. Beliau menolak hadith yang memerintahkan
membasuh tujuh kali salah satu diantanya dengan tanah yang berdebu apabila sesuatu
barang dijilat oleh anjing: <l b (alas) Lo QISI & g e oY) Jue Cuasd o
v e S OlAl e adad Laliiin) as = ey Beliau mengatakan bagaimana boleh
dimakruhkan air liur anjing sementara dalil yang lebih gat’ membolehkan makan

hasil buruannya. Dalam kaitan ini Abu Zahrah mengkategorikan Imam Malik sebagai

108 Abu Zahrah, Malik: Hayatuh wa ¢Asruh-Arauh wa Fighuh, him.253-254. Malik bin Anas,
al-Muwatta’, al-Maktabah al-Tawfigiyyah, Kaherah, t.th. Juz.2, him.128.

109 Muhammad °Ali al-Sayis, him. 101.

10 Manna‘ al-Qattan, Tarikh al-Tashri¢ al-Islami, him.353.
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golongan fugaha ra'y.!'! Dari keterangan di atas dapat pula disimpulkan bahwa, jika
terjadi dua dalil dari pendapat-pendapat yang saling bertentangan sementara kekuatan
dari kedua-duanya berimbang maka giyas pun boleh digunapakai untuk mentarjih

salah satu dari kedua pendapat yang berselisih tersebut.
f) Istihsan

Imam Malik, termasuk ulama yang berpegang pada istihsan. Hanya sahaja teori
istihsan Imam Malik berbeda dengan teori istihsan Abu Hanifah. Imam Malik
mengamalkan istihsan dengan cara mentakhsiskan dalil umum dengan maslahah
seperti seseorang doktor perubatan dibolehkan melihat aurat pesakit untuk tujuan
kemaslahatan, sedangkan Imam Abu Hanifah mengamalkan istihsan dengan cara
berpaling dari sesuatu hukum yang dihasilkan oleh giyas kepada hukum lain yang

lebih dapat merealisasikan kemaslahatan umat. 112
f)  Istislah

Istislah, adalah cara alternatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang tidak
dijelaskan hukumnya oleh nas atau ijmak dengan mendasarkan pada prinsip bahwa
halatuju syariat agama diturunkan ke muka bumi adalah memelihara kemaslahatan

umat manusia. Malik juga mengatakan bahwa al-maslahah termasuk sumber hukum

figh yang berdiri sendiri "431 a8 Jual 48l 3 daliadlin 113
g) Sad al-Dharai®

Pandangan Imam Malik pada hakikat sad al-dharai® (jamak dari sad al-dharitah)
adalah bahwa setiap yang membawa kepada yang haram atau mafsadah adalah haram
dan setiap yang membawa kepada yang halal adalah halal, demikian juga setiap yang
membawa kepada maslahat adalah matlub (diterima pakai).!*Sebagai contoh beliau
memakruhkan puasa enam syawal secara berturut-turut atau tidak (karena dikhuatiri

ada orang atau kelompok/masyrakat awam yang menganggap bahwa puasa enam

11 Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-lslamiyah,him.416. Sebenarnya giyas yang
digunapakai Malik harus mempunyai sandaran kukuh separti ayat al-Qur’an yang berkaiatan dengan
perkara di atas " oSile (Sul Laa |51S8" al-Maidah 5:4.

112 | ihat al-Shatibi, al- 1°tisam, Maktabah al-Riyad al-Hadithah, al-Riyad, t.th. Jil.2, him. 311.

113 Abu Zahrah, Malik: Haydtuh wa “Asruh-Arauh wa Fighuh, him. 294,

114 Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah, him. 418-419.
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syawal adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban puasa bulan ramadan).
Beliau juga tidak membolehkan mencium isteri di siang hari bulan ramadan -terutama
bagi pasangan muda- (karena dikhuatiri kedua-duanya terseret ke dalam suasana yang
akan membawanya terbang ke puncak kemesraan) dan tidak mentradisikan sujud
tilawah pada setiap subuh jumaat. Malik dalam hal ini mewaspadai kemungkinan
berlakunya penyalahgunaan atau kesalahfahaman terhadap kewajipan Syariah yang

diakibatkan oleh sesuatu perbuatan sunat.*®

1)-k) Muratat Khilaf al-Mujtahidin, Istishab, dan Shar® man Qablana

Imam Malik dalam istinbat hukumnya juga berpegang pada mura‘at khilaf al-

mujtahidin, istishab dan shar® man gablana.!®

Secara harfiah, muratat khilaf al-mujtahidin berarti membiarkan berlakunya
perbezaan pendapat para mujtahid. Kaedah mura‘at khilaf al-mujtahidin Imam Malik,
menurut al-Hajwi, merupakan bahagian dari istihsan, dan beliau memberi definisi

sebagai berikut:

17 o sansl) s (e Lage 32V 5 el bl e

Maksudnya:

“Memperhatikan kepada kedua-dua dalil sekaligus dan mengambil sebahagian dari
keduanya”.

Imam Malik mencontohkan bahwa " 483 zese (ou e 83ball dy ¥ v
seseorang yang dalam wuduknya lupa mengusap kedua -daun- telinganya dengan air
kemudian melaksanakan sembahyang maka dia tidak perlu mengulanginya lagi.

Dalam madhhab Malik kedua telinga adalah bahagian dari kepala yang wajib diusap

115 Malik bin Anas, Jil.1, him. 311.

16 Al-Sayis, him. 99. Al-Khudari Bek, Tarikh al-Tashri® al-Islamz, him.176-177 dan Al-
Hajwi, him. 455 dan 463.

17 Al-Hajwi, him. 455. Makna yang sama dikemukakan oleh Muhammad Ahmad Shaqrun,
Mura‘at al-Khilaf °‘Inda al-Malikiyyah wa Atharuh fi al-Furu® al-Fighiyyah, Dar al-Buhuth li al-
Dirasat al-Islamiyyah wa lhya’ al-Turath, Dubay, 2002 M/1423 H. Ed.-1, hIm.74.
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dengan air. Perkataan 4sle 33le) ¥ 43)  menurut Ibn Rushd '8 adalah J& (sl 3le) 5

sl e L Lagal ”sebagai penghormatan kepada pendapat yang mengatakan bahwa

kedua telinga tidak termasuk bahagian dari kepala”.

Istishab ialah "bite S L & ol Ll S L ) dalais) " menetapkan atau
menafikan hukum terhadap sesuatu perkara pada masa sekarang atau masa akan
datang berdasarkan adanya atau tidak adanya sandaran pada masa yang lalu, selagi
tidak ada dalil yang mengubahnya. Contoh: harta benda al-mafqud (orang hilang)
tidak boleh dibahagi serta dimiliki oleh ahli keluarga warisnya sebelum berita

kematiannya itu nyata dan tidak meragukan.*®

Shar®u man gablana berarti syariat umat sebelum kita atau syariat kehidupan
masa lalu. Menurut al-Qadi °Abdul Wahhab al-Maliki, usul figh Imam Malik
menetapkan syariat umat sebelum kita yang -tidak dinasakh- disebut dalam al-Qur’an
menjadi syariat bagi kita.!?® Contoh: menjual binatang secara salam (dengan
menyebutkan jenis dan sifatnya sahaja) dibolehkan, ini disandarkan kepada transaksi
jual beli lembu sahabat Nabi Musa a.s. yang kisahnya terakam dalam surah al-
Bagarah ayat 68-71:
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118 Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad ibn Rushd al-Jadd, al-Bayan wa al-Tahsi wa al-
Sharh wa al-Tawjzh wa al-TaClil fi al-Masail al-Mustakhrajah, Muhammad Hajji (pnyt.), Dar al-Gharb
al-Islami, Beyrut, 1988 M/1408 H, Juz. 1, him. 193.

19 1bn Qayyim al-Jawziyyah, him.255. Wahbah al-Zuhayli, al-Wasit Fi Usil al-Figh al-
Islami, al-Matba‘ah al-Islamiyah, Damshig, 1968 M, Cet.ke-2, hlm. 549-550.

120 Separtimana dipetik oleh al-Hajwi, him. 147.



170

V00ETItres 4@ DI e OQRO  “Oo
7S XA HYWVO Lo ¥ NOEOD o €CGCHOREHER
DE€EO#IND a0 | OO I V<O @ +Sa K
<IA7@+0 -+ <KOB Q¢ o O&KMOFRO RIA>060
7 SN Oy 2L gn OV IOFT B I €O T~
‘OG0 A -+ <OFO*HBORYE RNYVIOOSSDa S
BITOO X, M@ BXAQ7wa L g s AV @.E
&AL 0EXI0O« § P2ER M@ N BELPONY

(e MOADERD IO BHXOCOLXIG o ¢80

Maksudnya:

“Mereka berkata: mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan
kepada kami lembu betina apakah itu. Musa menjawab: sesungguhnya Allah
berfirman bahwa lembu betina adalah yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di
antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata:
mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa
warnanya. Musa menjawab: sesungguhnya Allah berfirman bahwa lembu betina
adalah yang kuning tua dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya.
Mereka menjawab: mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan
kepada kami bagaimana hakikat lembu betina itu, karena sesungguhnya lembu betina
itu (masih) samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat
petunjuk (untuk memperoleh lembu betina itu). Musa berkata: sesungguhnya Allah
berfirman bahwa lembu betina itu adalah lembu betina yang belum pernah dipakai
untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak
ada belangnya. Mereka berkata: sekarang barulah kamu menerangkan hakikat lembu
betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir sahaja
mereka tidak melaksanakan perintah itu.

3) ljtihad Imam al-Shafii

Nama penuh beliau ialah Abu “Abdullah Muhammad bin Idris bin ®Abbas bin
®Uthman bin Shafi® bin al-Sa’ib bin ‘Abdullah bin ‘Ubaid bin Hashim bin al-Muttalib
bin ‘Abd Manaf bin Qusay (150-204 H/767-820M)*?!, dan lebih dikenali dengan
Imam al-Shafi‘i. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah s.a.w pada Hashim bin al-
Muttalib bin ‘Abd Manaf bin Qusay. Beliau adalah pengasas madhhab al-Shafi‘i yang
produk pemikirannya ditulis -antaranya- dalam al-Risalah, al-Umm dan ahkam al-
Qur’an. Imam al-Shafi‘i adalah orang pertama yang menyusun ilmu usul figh sebagai

disiplin ilmu yang tersendiri. Beliau juga pemimpin kaum moderat karena berhasil

2L Muhyiddin Abu Zakaiyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu®, al-Maktabah al-
Salafiyah, al-Madinah al-Munawwarah, t.th. Juz.1, him.7. Farouq Abu Zaid, him.30.
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menggabungkan aliran rasional dan aliran tradisional. Metodologi yang digunakan
oleh Imam al-Shafii dalam istinbat al-ahkam (carigali hukum) terungkap dalam

perkataan beliau:
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Rumusan pernyataan di atas merangkumi:

a) Al-Qur’an dan al-sunnah.

b) Ijmak, yaitu kesepakatan para ulama terhadap permasalahan-permasalahan yang
tidak terdapat penjelasannya dalam al-Qur’an dan al-sunnah.

c) Pendapat sebahagian sahabat Nabi dan sepanjang pengetahuannya tidak ada
sahabat yang menyangkal pendapat tersebut.

d) Perbezaan pendapat para sahabat Nabi s.a.w.

e) Qiyas.

Al-Shafii menamakan semua sumber di atas dengan tabaqat (jamak dari
tabagah, tingkatan-tingkatan) ilmu. Selama sesuatu perkara ada penjelasannya dalam
al-Qur’an dan al-sunnah, maka tidak boleh dicari penyelesaiannya pada sumber-

sumber lain. Beliau mengatakan:

123 1N (e aladl 225 Lai)

122 Abu ¢Abdillah Muhammad bin Idris al-Shafi¢i, al-Umm, bab gat‘u al-*abd, Dar al-Ghad al-
“Arabi, Kaherah, 1991 M/1411 H. Juz.7, Ed.-1, him.379, makna yang sama dijumpai dalam kitab al-
Risalah, Ahmad Shakir (pnyt.), bab Manzilat al-ljma® wa al-Qiyas, Dar al-Turath, Kaherah, 1979
M/1399 H. him. 599, dan separtimana juga dipetik oleh Abu Zahrah dalam bukunya, al-Shafi‘r :
Hayatuh wa °Asruh-Arauh wa Fighuh, him. 167.

123 Apu Zahrah, him. 167.
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Maksudnya:

“Ilmu hanyalah diambil dari sumber yang paling tinggi”.

Imam al-Shafi®i menempatkan al-Qur’an dan al-sunnah pada peringkat
pertama sebagai sumber ilmu, karena menurutnya wahyu merangkumi al-Qur’an dan
al-sunnah, meskipun tidak semua al-sunnah mempunyai kekuatan sanad'®* yang sama

dengan al-Qur’an.

Ijmak menurut al-Shafii adalah adanya kesepakatan para mujtahid -umat
Muhammad s.a.w. dan setelah kewafatan beliau- pada suatu waktu terhadap masalah
hukum sharti  Camali dan tidak terdapat seorangpun yang mengatakan tidak
terjadinya ijmak terhadap masalah tersebut. Ijmak yang dipegang al-Shafi‘i adalah
ijmak ulama pada suatu masa, beliau tidak mengkhususkan dengan ijmak penduduk
suatu negeri atau masyarakat tertentu. Namun beliau tetap berpendapat bahwa ijmak
sahabat merupakan yang paling kukuh dari ijmak-ijmak yang lain.'?® Langkah dan

cara seperti ini, menurut Musa Tiwana, tidak seorang pun memperselisihkannya.*?®

Sumber ilmu yang ketiga yang dipegang oleh al-Shafi‘i ialah pendapat
sebahagian sahabat Nabi s.a.w. beliau tidak maksudkan dengan ijmak sahabat, karena
dengan ungkapannya yang mengatakan: <&lis 41 aley ol “tidak kami ketahui adanya
pendapat yang berbeda” jelas menunjukkan apa yang beliau maksudkan. Meskipun
adanya kemungkinan untuk itu seperti ijmak sukuti, namun menurut Ibn al-Qayyim,
al-Shafi‘i tetap menjadikannya sebagai hujah (dalil) dan sebagai salah satu tabagat

ilmu.1?

Beliau juga berpegang pada perbezaan pendapat para sahabat Nabi s.a.w. dan
menjadikannya sebagai salah satu tabagat ilmu karena memandang bahwa pendapat-

pendapat mereka mengandungi unsur-unsur kebenaran. Beliau teliti dan pilih salah

124 Sanad ialah jalan yang menyampaikan kepada matan hadith, artinya silsilah para rawi yang
menukilkan matan hadith daripada sumbernya yang pertama. Lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, Usul
al-Hadith ®Ulumuh Wa Mustalahuh, Dar al-Fikr,Beyrut, 1401 H./1981 M, him. 32.

125 Al-Shafici, al-Um, Jil.7, hlm.293. Manna® bin Khalil al-Qattan, Tarikh al-Tashric al-Islami,
him.374.

126 Sayyid Muhammad Musa Tiwana, him.76.

127 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Jil.4, him. 92.
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satu dari pendapat-pendapat tersebut yang lebih dekat maksudnya dengan al-Qur’an
atau sunnah Rasulullah s.a.w. Apabila beliau tidak mendapati salah satu pendapat
yang paling dekat dengan al-Qur’an dan sunnah atau yang paling hampir dengan salah
satu dari keduanya -meskipun yang demikian jarang terjadi- beliau mentarjihkan
pendapat Abu Bakar, ‘Umar, ‘Uthman dan °Ali atas pendapat sahabat-sahabat yang
lain. Yang jelas beliau berpandangan bahwa mengikuti para sahabat Rasulullah s.a.w.
lebih baik dari mengikuti orang-orang sesudah mereka.'?® Dapat difahami bahwa
landasan al-Shafii mentarjih dan mengambil salah satu pendapat sahabat bukan
karena pendapat sahabat tersebut peringkatnya disejajarkan dengan sunnah Rasulullah
s.a.w., tetapi beliau melakukannya atas dasar taqlid.

Adapun giyas yang ditempatkan al-Shafi‘i pada peringkat terakhir, menurut
Musa Tiwana dimaksudkan bahwa giyas itu boleh diberlakukan pada seluruh tabagat
ilmu yang lain. Sehubungan dengan itu beliau tidak lupa pula membuat ketentuan-
ketentuan dan tata cara mengamalkan giyas serta menjelaskan syarat-syaratnya untuk

menghindari pelaku giyas dari kesilapan.*?®

4) ljtihad Imam Ahmad bin Hanbal

Nama penuh beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu °“Abdullah al-
Shaybani (162-241H/780-855M)'%®, lebih dikenali sebagai Imam Ahmad. Beliau
merupakan pengasas madhhab Hanbali yang produk pemikirannya ditulis atau
terakam- antaranya- dalam al-Musnad. Imam Ahmad lebih popular dengan gelaran
Nasir al-Sunnah (pembela sunnah) dan beliau imam kepada kaum fundamentalis,
yaitu gerakan kembali kepada sumber-sumber asas ajaran Islam sebagai reaksi
terhadap sikap-sikap melampau dari sebahagian aliran keagamaan dalam Islam seperti
Shifah, Khawarij, Mu’tazilah, Qadariyah, Jahmiyah dan Murji’ah.

128 |hn Qayyim al-Jawziyyah, Jil.4,.him. 93. L I Leie suai" dlaall JI 8 Cadlia) die adlall J5i
"ol e el OS5l plaayl S ) ol sl 3, Dalam mensikapi G swaiall Y1 i e

ulama al-Shafi®iyyah mempunyai kreteria tersendiri dan berperingkat yaitu: 1.al-Jam‘u wa al-
Tawfig.2.al-Tarjih.3.al-Nasakh dan 4.Tasaqut al-Dalilayn. Namun jika yang terjadi adalah perbezaan
pendapat para sahabat maka kreteria tersebut tidak berlaku.

129 Tjwana, him.80.

130 |pn Kathir, al-Bidayah wa al-Nihayah, Maktabah al-Ma‘arif, Beyrut, 1974 M./1394 H.
Juz.10, him. 335. Farouq Abu Zaid, him. 37.
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Dalam menetapkan hukum-hakam terhadap sesuatu perkara, Imam Ahmad bin

Hanbal berpegang pada lima dasar, yaitu:

a) Al-Nusus

Al-Nusus adalah jamak dari al-nas yang mempunyai dua pengartian:

(1) Teks atau nas.
(2) Redaksi (uslub) yang hanya mengandungi satu pengartian.t®

Sedangkan yang dimaksud dengan al-nusus di sini adalah teks-teks atau nas-
nas al-Qur’an dan hadith.

Apabila sesuatu permasalahan atau perkara hukum dapat ditemukan
penjelasannya dalam nas-nas al-Qur’an dan hadith, maka Imam Ahmad bin Hanbal
tidak mahu berpindah kepada pendapat lain yang berbeda dengan penjelasan nas-nas

itu.

Beliau juga lebih mengutamakan hadith sahih*? dari amalan ahli Madinah,
ra’y, giyas, pendapat sahabat, dan masalah yang dikira atau dianggap tidak ada
pendapat yang berbeda yang dipandang sebagai ijmak oleh sebahagian ulama dan

mereka mendahulukannya atas hadith sahih.**®

Ahmad bin Hanbal telah meninggalkan banyak fatwa yang ada sebelumnya,
baik fatwa sahabat mahupun fatwa ulama lain karena ada hadith yang boleh

dipertanggungjawapkan kesahihannya, menurutnya hadith itu boleh diamalkan. Beliau

181 Muhammad Adib Salih, Tafsir al-Nusus f7 al-Figh al-1slamz, Jil.l, Ed.ke-3, him. 210.

132 Dilihat dari segi kualitinya, hadith dibagi dalam tiga macam: sahih, hasan, dan daCif.
Hadith sahih ialah hadith yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dabit
(kuat hafalannya) serta tidak terdapat cacat di dalamnya. Lihat al-Suyuti, Tadrib al-Rawi, ‘Abd al-Latif
(pnyt.) Maktabat al-Qahirah, Mesir, 1379 H./1959 M. Ed.-1. him. 22. Hadith hasan ialah hadith yang
bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, tetapi tidak sempurna (kurang) dabitnya, dan
tidak terdapat cacat dalam hadith itu. Lihat Ajjaj al-Khatib, him. 332. Sedangkan hadith da‘if ialah
hadith yang tidak memiliki salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadith sahih dan hasan. Lihat
Subhi al-Salih, *Ulum al-Hadith Wa Mustalahuh, Dar al-°lim li al-Malayin, Beyrut 1977 M, him. 142-
143.

133 cApdullah bin ¢Abd.al-Muhsin al-Turki, Usul Madhhab al-Imam Ahmad: Dirasah Usuliyah
Mugaranah, Muassasat al-Risalah, Beyrut, 1998 M/1419 H. Ed.ke-4, him.109.
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tidak berpegang pada fatwa “Umar bin al-Khattab yang mengatakan bahwa
perempuan ditalak bain'** berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, beliau
berpegang pada hadith Fatimah binti Qays yang mengatakan Nabi s.a.w. tidak

memberi hak nafkah dan tempat tinggal kepada perempuan talak bain.**®
b) Fatwa sahabat

Apabila sesuatu masalah tidak ditemukan penjelasannya dalam nas al-Qur’an dan hadith
kemudian didapati fatwa beberapa orang sahabat serta sepanjang pengetahuannya
tidak ada pendapat sahabat lain yang berselisih dengan fatwa itu, maka Imam Ahmad
mengatakan bahwa beramal dengan fatwa tersebut adalah wajib. Beliau tidak
menamakan fatwa itu dengan ijmak- mungkin masuk kategori (53 sSwll glea¥! - tetapi
untuk kehati-hatian beliau hanya mengatakan: 13 428y lud AlelY (saya tidak
mengetahui ada pendapat sahabat yang menentangnya). Hal itu menurut lbn al-
Qayyim, boleh disimpulkan dari sikapnya yang tegas berpegang pada fatwa sahabat
seperti juga dilakukan oleh para mujtahid lain namun dari segi penamaan atau
pengistilahan mereka berbeda pendapat. Imam Ahmad tidak menamakannya ijmak,
sedangkan para mujtahid yang lain menamakannya ijmak.’®’ Jika didapati fatwa
sahabat itu menyalahi apa yang dipegang oleh orang ramai (awam) atau menyalahi
giyas, beliau tetap berpegang kepada fatwa sahabat.

c) Perbezaan Pendapat Para Sahabat Rasulullah s.a.w.
Apabila tidak didapati penyelesaian sesuatu perkara hukum dalam dalil-dalil syarak

seperti yang telah disebutkan di atas, dan didapati para sahabat berbeda pendapat

dalam masalah itu, Imam Ahmad bin Hanbal memilih salah satu dari pendapat para

134 Talak bain adalah talak yang tidak boleh rujuk lagi. Lihat Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid
wa Nihayat al-Mugtasid, Dar al-Fikr, t.tp. , t.th. Jil.1, him. 46.

135 1bn Qayyim al-Jawziyyah, Alam al-Muwagqgicin ‘an Rabb al-*Alamin, Jil.4, him. 272.
Hadith yang dimaksud adalah: s 4e alll o alll Jgu s J88 alu 5 ade alll o ol 3o e B 2y Sl

"uﬁyj&‘f.‘&Y":?&“
Lihat Aba ®lsa Muhammad bin ‘Isa bin Sawrat al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Mustafa Muhammad
Husayn al-Dhahabi (pnyt.), Dar al-Hadith, Kaherah, 1999 M./1419 H. Ed.-1, Jil.3, him. 315-316.

136 Dipetik oleh Tiwana dalam bukunya, al-ljtihad wa Mada Hajatuna ilaik fi hadha al-Asr,
t.th.,him.82.

137 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Jil.1, him. 25.
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sahabat yang paling dekat kepada al-Qur’an atau hadith, dan beliau tidak mahu keluar
dari pendapat-pendapat para sahabat. Dalam memilih pendapat-pendapat tersebut
Ahmad bin Hanbal mempunyai kreteria tersendiri yaitu mendahulukan pendapat al-
Khulafa’ al-Rashidun dan fugaha sahabat seperti: 1bn Mas‘ud, lbn “Abbas dan Zayd
bin Thabit dari sahabat-sahabat lain. Jika dalam memilih salah satu pendapat,

kreterianya tidak terpenuhi -mungkin karena landasan logik pendapat-pendapat
tersebut saling berdekatan- maka beliau leie Jsi akady al s agic il JI &Y Sa
menyebutkan perbezaan pendapat itu, dan membiarkan berlaku dalam madhhabnya

tanpa memutuskan hukum.3®

Mengikut keterangan di atas, Imam Ahmad bin Hanbal mengambil seluruh
pendapat sahabat apabila tidak dapat ditarjihkan dan memandangnya sebagai sisi-sisi
kebenaran yang boleh dijadikan jalan keluar untuk menetapkan hukum terhadap
sesuatu masalah. Demikian juga pendapat- pendapat para tabicin yang saling berselisih
apabila tidak dapat ditarjihkan satu pendapat atas pendapat yang lain, maka orang
awam diberi kebebasan untuk memilih pendapat yang bersesuaian dengan

kemslahatannya.

Sikap Imam Ahmad ini berbeda dengan sikap Abu Hanifah dan al-Shafi‘i.
Abii Hanifah tidak mahu terikat kepada pendapat tabicm, beliau mengatakan: J&_ a8
Jda oads (para tabicm itu pakar, kita juga pakar).'®® Maksudnya; kita tidak perlu
terikat kepada pendapat para tabicin, kita sama-sama -pakar- sanggup berijtihad dan
dalam riwayat lain beliau mengatakan: < L aucal 5 <k Lo 331, Sjkap Imam Ahmad

di atas juga berbeda dengan sikap gurunya, karena al-Shafi‘i dalam situasi apapun-
memilih salah satu pendapat para sahabat yang lebih dekat kepada al-Qur’an atau
hadith.14

Pandangan di atas diberi penjelasan oleh Musa Tiwana dengan mengatakan
bahwa Imam Ahmad sebenarnya tidak banyak berbeda dengan pandangan al-Shafici

138 |_jhat MannaC al-Qattan, Tarzkh al-Tashrz al-Islamz, 1989 M/1409 H.Ed.ke-4, him.389.
139 Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah, him. 371 dan 509.
140 Apu Zahrah, him. 454 dan 514
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dan Abu Hanifah dalam memilih salah satu pendapat sahabat yang paling dekat
kepada al-Qur’an dan sunnah. Pernyataan tersebut juga dipetik oleh Abu Zahrah dari
kitab Aclam al-Muwaqgi¢in.'*! Kalau demikian halnya berarti Imam Ahmad tidak
memandang semua pendapat sahabat dapat dijadikan sebagai sisi-sisi kebenaran
dalam penetapan hukum terhadap sesuatu masalah. Beliau hanya mengambil sikap
tawaqquf ketika tidak jelas baginya segi kebenaran dari pendapat-pendapat itu. Maka
dalam hal ini yang ada hanyalah perbezaan tipis sahaja -diantara mereka- dalam

mensikapi pendapat para sahabat.

Abu Zahrah juga mengatakan bahwa, Imam al-Shafi®i mentarjihkan beberapa
pendapat para sahabat atas pendapat yang lain dengan giyas, hal itu tidak dilakukan

oleh Imam Ahmad bin Hanbal seperti yang dapat difahami dari ungkapan berikut ini:

Lo iy o ity 4 24k Luld (ol (5% Lad Gl ol5 ea s iy oadlalld
e el Iacalee s Lo lias Alaall O (e 0 pad i 46 eal Ll Luld 43 s

12 Gl ) ash Yy Gnaall ol g U o 3

Menurut Musa Tiwana, itulah sedikit perbezaan antara keduanya dalam

berpegang pada pendapat-pendapat sahabat.*

Demikian juga terdapat perbezaan sikap dalam memandang pendapat-pendapat
tabim, Abu Hanifah tidak menganggap penting pendapat-pendapat mereka,
sedangkan Ahmad bin Hanbal memandang pendapat itu penting dan wajib diikuti.
Apabila beliau tidak mendapati cara penyelesaian masalah dalam al-Qur’an, hadith,
dan fatwa sebahagian sahabat, beliau berpegang pada salah satu pendapat tabi®n yang
tidak bertentangan dengan fatwa sahabat atau hadith Rasulullah s.a.w. -mungkin yang
dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan magasid al-Sharitah-. Jika tidak
ada pendapat yang bersesuian dengan fatwa sahabat atau hadith Rasulullah s.a.w.

maka beliau mengambil sikap tawaqquf dan membiarkan beberapa pendapat berlaku

141 Abu Zahrah, him. 514

142 Separtimana dipetik oleh Abu Zahrah dalam bukunya, al-Shafi‘i: Hayatuh wa Asruh -
Arauh wa Fighuh, him. 279.

143 Tiwana, him.82.
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dalam madhhabnya —<aludl (e amys LaYl Il agalgies calull Jf ey IS a8
"u—"—,’u‘ 144

Namun Abu Zahrah menguatkan riwayat yang menjelaskan bahwa Ahmad
memandang pendapat-pendapat tabi‘mn sebagai sisi-sisi yang perlu dipartimbangkan
dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu masalah, sedangkan Abu Hanifah tidak
memandang penting pendapat tersebut. Hal itu menunjukkan besarnya keinginan
Ahmad untuk mengikuti pendapat para tabi¢in.}*> Musa Tiwana menyimpulkan hal itu
setelah membandingkan perkataan Ahmad: ale) L el (ud Al 3 QIS5 o &y «
Hindarilah berpendapat terhadap sesuatu masalah yang kamu tidak mempunyai Imam

dalam masalah itu”'*¢ dengan perkataan Abu Hanifah tentang tabim: (35 Jia ) a8

Lsagia) LS agiai Jls

Adapun keterangan lain yang menjelaskan bahwa Imam Ahmad beramal
dengan pendapat-pendapat tabi®in, tetapi melalui kreteria dan tatacara yang dibuat

oleh beliau adalah seperti berikut:

G alug agde alll Ll ge bl 8 S 1) 05 alll ae Ul Camans g 2o 5N JB
Oy Slanal oAbl 3 OIS 135 anans e Jsia Vs laall (e 2l Jsk L 230 Al
OSo Al 5 anamy e Jsiy 221 Vg aghi sl (e i (i J g alug agle alll s 4ll

167 a3 )l n  lanall (pn J A Y 5 o Lo

Maksudnya:

“Athram berkata, saya mendengar Bapa kepada Abdullah (Ahmad) berkata: apabila
sesuatu masalah penyelesaiannya ditemukan dalam hadith Nabi s.a.w., kami dalam
masalah itu tidak mengambil pendapat seorang sahabat pun, juga tidak mengambil
pendapat orang lain selepas sahabat. Apabila dalam sesuatu masalah terdapat pendapat
para sahabat yang berbeda-beza, maka kami memilih salah satu dari pendapat mereka,
dan kami tidak mengambil pendapat orang sesudah mereka. Apabila sesuatu masalah

144 Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah, him.515.

145 Tiwana, him.82.

146 1bn Qayyim al-Jawziyyah, Jil.1, him. 25.

147 cabd al-Qadir ibn Ahmad ibn Mustafa al-Dimashgi, al-Madkhal 1la Madhhab al-Imam
Ahmad ibn Hanbal, Dar al-Tibah al-Muniriyyah, Kaherah, t.th, him.26
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penyelesaiannya tidak terdapat dalam hadith, dan juga tidak terdapat dalam salah satu
pendapat para sahabat, maka kami memilih salah satu dari pendapat-pendapat tabi®in”.

Pernyataan di atas memberi petunjuk bahwa Ahmad bin Hanbal tetap
memandang penting pendapat-pendapat para tabi‘in dan memilih salah satu dari
pendapat-pendapat tersebut yang dianggap oleh beliau relevan dalam menangani
masalah. Beliau memilih bersikap tawaqquf -tidak memberikan fatwa atau
menangguhkan pengeluaran fatwa karena percanggahan dalil disisi beliau- jika tidak
dapat mentarjihkan salah satu dari beberapa pendapat sahabat atau tabiin. Kedua-dua
riwayat yang menjelaskan sikap beliau terhadap pendapat sahabat dan tabi®mn pada
hakikatnya tidaklah bertentangan yang berbeda hanyalah dari segi redaksi atau uslub

sahaja.

d) Beramal dengan Hadith Mursal dan Hadith Da‘if

Dasar keempat yang digunapakai oleh Ahmad bin Hanbal adalah hadith mursal dan
hadith da®if apabila tidak mendapati sesuatu dalil yang menolaknya. Beliau berpegang
pada hadith mursal dan hadith daif bila tidak mendapati penjelasan terhadap sesuatu
masalah dalam nas-nas yang kukuh dan bersambung sanadnya, dan juga tidak didapati
dalam pendapat-pendapat sahabat, sama ada yang mereka sepakati mahupun yang
mereka perselisinkan. Dalam kaitan ini Ahmad mendahulukan hadith mursal dan
hadith dac’if atas giyas.'*®

Dalam suatu riwayat Athram, Ahmad berkata: Kadangkala dalam hadith
Rasulullah s.a.w. ada sesuatu pada sanadnya,’*® maka kami berpegang padanya
apabila tidak ada dalil yang bertentangan dengannya, dan acapkali kami berpegang

pada hadith mursal apabila tidak ada dalil yang berlawanan dengannya.*>

Hadith daif menurut Ahmad, sama dengan hadith hasan dalam istilah ulama
lain. Hadith da®f itu, menurut Ahmad, merupakan salah satu pembagian hadith,

148 1bn Qayyim al-Jawziyyah, Jil.1, him.25. Abd Allah bin Muhammad, Irshad al-Murtashid
ila al-Mugaddim fi Madhhab Ahmad, Dar al-Asfahani li al-Tibah, Jeddah, 1981 M./140 H., him. 8-9.

149 Maksudnya, sanadnya daif (lemah).

150 cAbd al-Qadir bin Ahmad bin Mustafa al-Dimashgi, him. 36.
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sedangkan pembahagian yang lain adalah hadith sahih, karena Ahmad membahagi
hadith kepada dua macam: sahih dan da‘if bukan kepada tiga macam, yaitu sahih,
hasan, dan da‘ff. Hadith daif menurutnya, mempunyai beberapa tingkatan.'>!
Mengikut pengartian ini, menurut lbn Qayyim, pada prinsipnya semua Imam

berpegang pada dasar ini dan mendahulukan hadith dacif atas giyas.!>

e) Qiyas

Apabila Ahmad tidak mendapati dalil dari dasar-dasar yang telah disebutkan di atas,
beliau beralih kepada giyas, dan tidak banyak melakukannya kecuali dalam keadaan
darurat bersangatan. Menurut Ibn Qayyim, Imam Ahmad menunda atau tidak mahu
mengeluarkan fatwanya kalau terdapat pertentangan antara dalil-dalil, atau ada
perbezaan pendapat para sahabat, atau tidak ada athar atau pendapat dari sahabat dan
tabiin. Dalam keadaan seperti itu beliau menghindarkan diri dari mengeluarkan
fatwa.'>*Beliau juga tidak cenderung kepada figh andaian. Oleh itu, jika ditanya
tentang sesuatu masalah yang belum berlaku, beliau tidak berminat untuk

menjawabnya.

Menurut “Abd al-Halim al-Jundi, Ahmad menggiyaskan -membolehkan giyas
terhadap- sesuatu kepada sesuatu yang lain apabila kedua-duanya (sesuatu yang

digiyaskan dengan sesuatu yang digiyaskan kepadanya) sama dan serupa dalam segala
hal “g &l & Sise e (38 V) Jea¥ls g Al C G0 Y 4l alay o grasaall Gull) <

151 pengelompokan hadith kepada tiga tingkatan bermula pada zaman al-Tirmidhi (209-279
H.) dan sesudahnya. Ketiga tingkatan itu adalah sahih, hasan, dan da‘if. Tingkatan hadith sebelum al-
Turmudhi dilihat dari segi kualitinya dibahagi kepada dua sahaja, yaitu sahih dan da‘if Dengan
demikian terdapat perbezaan kriteria terhadap penamaan hadith da‘if pada zaman Tirmidhi atau
sesudahnya dan sebelum Tirmidhi. Yang disebut hadith da‘if sebelum Tirmidhi ialah:
1) Hadith daif'yang tidak dilarang mengamalkannya dan
2) Hadith da‘if yang dilarang mengamalkannya. Dengan kata lain hadith da‘if yang tidak dilarang
mengamalkannya, itulah yang dinamakan hadith yang berkualiti hasan menurut pembahagian hadith
pada masa Tirmidhi. Lihat M. Syuhudi Ismail, Pengantar llmu Hadith, Angkasa, Bandung, 1987 him.
176.

152 |bn Qayyim al-Jawziyyah, him.25.

153 1bn Qayyim al-Jawziyyah, him. 35.
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Adapun jika kedua-duanya menyerupai dalam satu hal sedangkan dalam hal yang lain

berbeda, maka dalam hal yang demikian Ahmad menolak giyas.*>*

Ahmad memang dikenali sebagai ulama yang sangat terikat dengan nas dan
pendapat-pendapat para sahabat dan tabiin. Dalam menetapkan hukum, beliau sedikit
sekali menggunakan ra’y, berbeda dengan Abu Hanifah yang lebih banyak

menggunakan ra'’y.

Ahmad hidup pada masa kejayaan hadith dan beliau adalah orang yang wara®
(warak) yaitu menjauhi hal-hal yang tidak baik, dan dalam pengartian sufi, wara®
adalah meninggalkan segala yang di dalamnya terdapat shubhat (keragu-raguan)
tentang halalnya sesuatu.'® Oleh itu, menurut *Abd al-Halim al-Jundi, figh Ahmad
mempunyai ciri kewara®an pada hal-hal yang berhubungan dengan dirinya karena
beliau ingin bersusah-susah seperti Nabi s.a.w. Sedangkan pada hal-hal yang
berhubungan dengan umat, figh-nya bercirikan kemudahan karena beliau mahu
156

meringankan beban umat seperti keringanan yang diberikan oleh Nabi s.a.w.

Muslim meriwayatkan hadith:

Dla Gl Jshiy N e 80 Gl el Jy ae Al s 20 8
157 (ol g dgle alll Los 4.4l
Maksudnya:

“Nabi adalah orang yang paling singkat solatnya ketika dia solat (jamaah) bersama
orang lain, dan ketika solat sendiri, solatnya adalah yang paling lama”.

Demikianlah perkembangan ijtihad sejak masa sahabat sampai masa tabi®n

dan atba® tabi®n. Dari huraian di atas jelaslah sudah bahwa Islam memberi

154 ¢Ahd al-Halim al-Jundi, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahl al-Sunnah, Dar al-Maarif, Kaherah,
1985 M, him.293, “Abd. Allah bin ¢Abd. al-Muhsin al-Turki, hilm.625-626.

1% Lihat Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, Ed.ke-2,
him. 67-68.

156 cApd al-Halim al-Jundi, him. 293.

157 Ahmad bin Hanbal, Juz. 47, him. 474.
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kesempatan yang sangat luas kepada umatnya untuk mengembangkan hukum Islam
dan memperbaharuinya secara berterusan dengan cara menafsirkan dan memberikan

penjelasan-penjelasan terhadap al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam.

Ada suatu hal penting yang perlu ditegaskan di sini, yaitu bahwa ijtihad sering
menghasilkan perbezaan pendapat sebagaimana tergambar dari huraian-huraian
terdahulu, baik huraian mengenai ijtihad sahabat mahupun ijtihad-ijtihad tabi¢mn dan
atba® tabicin.

Perbezaan hasil ijtihad mereka itu berlaku -antaranya- karena perbezaan metod
ijtihad yang mereka gunakan di samping latar belakang keilmuan dan orientasi
penalaran yang berlainan. ®Umar bin al-Khattab dalam istinbat dan kajian figh-nya
lebih cenderung menggunakan pendekatan al-maslahah meskipun sekali-sekala
menggunakan giyas. Sedangkan °Ali bin Abi Talib dan °Abdullah bin Masud lebih
sering menggunakan giyas walaupun kadangkala juga memakai pendekatan maslahah

cammah.1%8

Selama period ijtihad dan kemajuan hukum Islam, kejujuran para mujtahid
umumnya begitu tinggi.*>® Tanpa mengetepikan kelemahan-kelemahan yang ada,
masing-masing para mujtahid tetap mengakui kelebihan satu sama lain dan menyedari
kekurangan diri masing-masing. Namun sayangnya fasa kemajuan ijtihad dan
kejayaan hukum Islam ini hanya mampu bertahan sekitar dua setengah abad. Sesudah
itu yang melanda hampir seluruh dunia Islam adalah stagnasi atau kejumudan berfikir,

sehingga mengakibatkan terhentinya -untuk sementara waktu- kegiatan ijtihad.

1%8 Abu Zahrah, Muhadarat fi al-Madhahib al-Fighiyyah, him. 17-18.

159 Sebagai contoh Imam al-Shafici tetap menghormati keistimewaan Imam Abu Hanifah dan
keunggulan Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang tertentu, separti dalam pernyataan beliau: & o-lll
Ay ol Sle Jue 4&ll artinya: Sesiapa yang belajar tentang masalah figh maka dia adalah keluarga Abi
Hanifah, Dipetik oleh Akram Yusuf ®Umar al-Qawasimi dalam bukunya al-Madkhal ila Madhhab al-
Imam al-Shdfi¢z, Dar al-Nafais, Jordan, 2003 M/1423 H.Ed.-1,hIm.168. Pernyataan serupa untuk Imam
Ahmad separti dipetik oleh SAbd.al-Karim Zaydan: = dJuis o alel Y5 Juadl Sl Loy Cadla Lad olazy (e Ca j3
sl (e 438l Y 5 artinya: aku keluar dari Baghdad, tak seorang pun yang aku tinggalkan di sana yang lebih
utama (unggul), lebih alim, dan lebih fagih daripada Ahmad bin Hanbal. °Abd.al-Karim Zaydan, al-
Madkhal li dirasat al-Sharitah al-Islamiyyah, Muassasat al-Risalah, Beyrut, 2003 M/1424 H, Ed.-16,
him.143.
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Beberapa produk hukum yang dihasilkan oleh para imam mujtahid di masa
tabicin dan atba‘ tabi‘in nampaknya masih relevan digunapakai dalam menyelesaikan

persoalan-persoalan semasa antaranya ialah:

1. Boleh dan dibenarkan menentukan harga terhadap sesuatu barang apabila tindakan
tersebut membawa kepada manfaat dan kemaslahatan umat.'®® Termasuk dalam
hal ini jika pemerintah berkeinginan menaikkan atau menurunkan harga minyak
( petrol ) dan barang-barang yang menjadi hajat hidup orang ramai.

2. Menyelesaikan kes-kes bukan jenayah di Mahkamah dengan dasar seorang saksi

beserta sumpahnya.®!

3. Putusan hakim wanita dalam kes-kes bukan jenayah hudud adalah legal dan sah.®2
Dalam kaitan ini amalan yang berlaku di Indonesia dimana putusan hakim wanita
apabila dibuat dalam bentuk team yaitu terdiri atas; hakim ketua dibantu oleh dua
hakim anggota adalah -dianggap- legal.

4. Tidak dibenarkan kesaksian seseorang ke atas keluarga terdekatnya, demikian juga
kesaksian suami terhadap isterinya ataupun sebaliknya kesaksian isteri terhadap
suaminya. Hal ini mungkin boleh digiyaskan kepada kes yang pernah berlaku
pada diri Ali bin Abi Talib dimana beliau kehilangan baju besinya dan ianya
telah berada di tangan seorang yahudi sementara “Ali sebagai pendakwa hanya
mempunyai bukti seorang saksi yaitu anaknya sendiri (Hasan bin °Ali) maka
hakim yang menangani kes tersebut menolak kesaksian Hasan, karena mempunyai

hubungan darah dengan pendakwa.'®® Ini menunjukkan bahwa masyarakat lIraq

160 ihat Abu al-Walid Sulayman bin Khalaf al-Baji, al-Muntaga, Sharh Muwatta’ al-lmam
Malik, (K) al-taysir fi ahkam al-Tas®ir, Dar al-Kitab al-Arabi, Beyrut, tth, Jil.5, him.49. Muhammad
Fathi al-Durayni, Buhuth Mugaran fi al-Figh al-Islami wa Usulih, Muassasat al-Risalah, Beyrut, 1994
M/1414 H, Ed.-1, Jil.1, him.621. Dipetik juga oleh ®Umar Sulayman al-Ashqgar dkk.dalam Kkitab,
Masail fi al-Figh al-Mugaran, Dar al-Nafais, Jordan,1999 M/1419 H, Ed.ke-3, him.230 dan 233.

181 1bn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mugtasid, Juz.2, hlm.728. Burhanuddin
Abu al-Hasan °Ali bin Abi Bakar al-Marghinani, al-Hidayah fi Sharh Bidayah al-Mubtadi, Matba‘at
Mustafa al-Babi al-Halabi, Kaherah, 1937, Juz.3, hlm.78. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fakta
Keagungan Syariat Islam; Tintamas, Jakarta, ,1982, Ed. ke-2, him. 30-31.

162 Shams al-Din al-Sarakhsi, al-Mabsut, Dar al-Ma‘rifah, Beyrut, 1989 M/1409 H. Juz.186,
him. 115. “Abd.al-Karim Zaydan, Nizam al-Qada’ fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah, Muassasat al-Risalah,
Beyrut, 1995 M/1425 H. Ed.ke-3, him. 30-31.

163 Sayyid Qutub, Nahw Mujtama® Islamz, Dar al-Shurug, Kaherah, 1975, Ed.ke-2, him.128.
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ketika itu ( kecuali keluarga Ali bin Abi Talib r.a ) sudah tidak dapat dipercayai
dalam hal memikul tanggung jawab amanah kejujuran. Apatalagi kalau hal
tersebut dikaitkan dengan keadaan sekarang dimana kesaksian sudah seperti bahan

komuditi yang diperjualbelikan.

5. Zakat fitrah boleh dikeluarkan dalam bentuk nilai (wang).*%* Alhamdulillah telah

berlaku dimana-mana termasuk di rantau Asia Tenggara.

6. Memandangkan rosaknya moral sebahagian besar masyarakat dewasa ini maka
untuk menghindari fitnah serta menjaga maruah dan harga diri remaja puteri
bolehlah diambil tindakan untuk memperketat atau membatasi kehadiran mereka

dalam melaksanakan solat jamaah di masjid.®®

7. Seseorang perempuan yang masih dalam keadaan haid atau nifas, sedangkan dia
belum melaksanakan tawaf ifadah sementara kelompoknya atau rombongannya
sudah bersiap untuk berangkat/berlepas pulang ke kampungnya (negaranya), maka
dalam keadaan darurat yang bersangatan perempuan tersebut boleh mandi untuk
membersihkan seluruh badannya kemudian mengikat dan menyumbat pintu yang
ada di bawah perut yaitu tempat -pusat- keluarnya darah dengan sumbatan yang
rapat dan ketat, kemudian melakukan tawaf dan sai tujuh keliling. Tetapi dia wajib
membayar dam yaitu menyembeli unta yang sudah berumur lima tahun atau lembu
yang berumur dua tahun.'®® Bahkan kewajipan menyembeli dam itu rasanya boleh
dilaksanakan di kampung perempuan tersebut dan diagihkan kepada fakir-miskin
atau nilai/harga dari unta atau lembu itu yang diagihkan kepada yang berhak.
Dasar partimbangannya adalah; fakir-miskin yang mendiami dan bermustautin di

tanah haram hampir sudah tidak wujud lagi.

164 Zainuddin bin lbrahim bin Muhammad bin Najim, Sharh al-Bahr al-Raig, Dar al-Kutub al-
°llmiyyah, Beyrut, 1997 M/1418 H. Juz.2, Ed.-1, him.444, Kamil Musa, Ahkam al-Ibadat, Muassasat
al-Risalah, Beyrut, 2001 M/1422 H, Ed.ke-4, him.336.

165 Shah Waliyullah bin Abd al-Rahim al-Dahlawi, Hujjatullah al-Balighah, Dar al-Kutub al-
“lImiyyah, Beyrut, 1095 M/1415, H. Juz. 2, Ed.-1, him.45.

166 |bn Qudamah, CAbd Allah bin Ahmad al-Maqdisi, al-Mughni, Dar al-Hadith, Kaherah, 1996
M/1416 H. Juz.4, Ed.-1, him.654-655. Khalid bin ‘Abdullah al-Sagafah, al-Dirasah al-Fighiyyah °Ala
Madhhab al-Imam al-Shafi‘z, Dar al-Salam, Kaherah, 1989 M/1409 H. Ed.ke-2, him. 503.
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8. Golongan Hanafiyah mambolehkan melempar jamarat pada hari ketiga dari ayyam

10.

al-tashriq sebelum tergelincir matahari (J) s J:8).167 Demikian juga riwayat dari
Ishag, Ikrimah dan Tawus yang membolehkan melempar jamrah pada hari nafar
sebelum tergelincir matahari.*®® Kalau hari ke tiga dibolehkan kenapa hari ke dua
dan pertama tidak?. Untuk menghindarkan musibah atau kemalangan yang setiap
tahun menimpa jamaah haji khususnya di tempat jamarat, maka perlu dicarikan
jalan keluar dengan mengkaji semula waktu melempar jamarat, tujuannya adalah
mengelak dari kesesakan yang kadangkala membawa kepada maut. Memberikan
peluang untuk melempar jamarat sebelum tergelincir matahari rasanya akan

membawa kepada maslahah dan ianya berada di atas kaedah Al s )

ol serta merupakan jalan alternatif untuk mengelak kemalangan atau
musibah yang selalu menimpa jamaah haji. Permasalahan ini masuk ke dalam

peringkat Ibadat yang status hukumnya zanni 4mlgia ¥ s 4kl ¢ labed) alSab

Imam al-Shafi®i membolehkan perempuan melakukan safar -walaupun tidak
disertai oleh mahram nasabnya atau suaminya- untuk menunaikan ibadah haji
bersama sebuah kelompok/kumpulan yang dianggotai oleh majoriti perempuan
serta diyakini aman dan selamat (& PAPRREH )-masalah semacam ini sangat
ditentukan oleh hubungan perubahan hukum dengan perubahan nilai-nilai sosial
masyarakat-.1*® Demikian juga beliau membolehkan melempar jamrah cAgabah
pada tengah malam hari aidul adha.

Sebagai tambahan, diketengahkan salah satu solusi penyelesaian dalam & 58
&bl atay Ibadat yang bersifat cabang: “Memandangkan rosaknya moral

sebahagian anggota masyarakat dewasa ini maka untuk menghindari atau
mengelak berlakunya fitnah dan sekaligus menjaga maruah serta harga diri

remaja-remaja puteri bolehlah diambil tindakan dengan memperketatkan atau

167 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Dar al-Fikr, Damshiqg, 2004 M/1425 H.

Juz. 3, Ed.ke-4, him 2255.

168 |hbn Qudamah, Juz. 3, him. 452, Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Sarakhsi al-Sarakhsi,

al-Mabsit, Dar al-Ma‘rifah, Beyrut, 1409 H. Juz.4, him.68.

169 Shams al-Din Muhammad bin Abi al-*Abbas al-Ramli, Nihayat al-Muhtgj ila Sharh al-

Minhgaj, Matba®at Mustafa al-Babi al-Halabi, Kaherah, 1938 M/1357 H. Juz. 3, him. 243, dan Kamil
Musa, him. 395.
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membatasi kehadiran mereka dalam melaksanakan solat jamaah (taraweh) di
masjid”-hal ini juga sangat ditentukan oleh perubahan nilai yang berlaku dalam
masyarakat-. Demikian juga dapat dicontohkan bahwa: “Seorang gadis -mungkin
dia berpendidikan tinggi-yang terlalu idealis dalam mencari pasangan atau
pendamping sehingga sering menunda berkahwin sebagai langka awal untuk
membina keluarga karena alasan belum menemukan calon pendamping yang
diidamkan, maka dengan menikahi seseorang lelaki walaupun tidak memenuhi
harapannya namun agamanya kukuh dan bertanggungjawab, atau mungkin
menerima sebagai isteri kedua (ketiga) jauh lebih baik dari menunda-nunda
berkahwin. Kemudian dalam masa penantian itu pula pelbagai kemungkinan boleh
berlaku seperti terseret kedalam gaya hidup moden, berpacaran dan bertukar-tukar
teman lelaki (tanpa ada suami yang melindunginya). Sandaran maslahat yang
dikemukakan ini masuk ke dalam kategori al-daruriyat sebab menyangkut

masalah agama dan kehormatan”.

Kesemua contoh produk-produk hukum yang dihasilkan oleh para ulama
tersebut kalau dikaitkan dengan permasalahan masa kini maka muatan intinya boleh
membawa kepada terwujudnya kemaslahatan, sama ada kemaslahatan itu bersifat

umum/majoriti, sebahagian, mahupun bersifat peribadi/individu sekalipun.

Pemaparan metod atau kaedah-kaedah istinbat hukum dari para imam
mujtahid alam kajian ini sasarannya adalah untuk mengetahui bahwa landasan ijtihad
mereka memiliki sturuktur aturan yang sangat rapi yaitu pengistidlalan melalui al-
Qur’an, hadith, ijmak dan setetusnya giyas, al-maslahah serta sumber alternatif
lainnya. Artinya dalam menghadapi perkara-perkara baru mereka mencari jawapannya
-terlebih dahulu- dalam al-Qur’an, hadith dan ijmak, namun jika tidak menemukannya
dalam sumber-sumber hukum Islam tersebut, barulah mereka menggunakan kekuatan
dan daya intelektual (akal fikiran) yang meliputi antaranya: giyas, istihsan al-
maslahah al-mursalah serta diselaraskan dengan kemaslahatan yang juga merupakan
magasid al-Shari¢. Mereka tidak dengan serta-merta dan seweng-wenangnya langsung
menggunakan akal atau rasio apabila menghadapi masalah, tetapi melalui sturuktur
yang rapi seperti teori gunung (dari puncak ke dasar), berbeda dengan kecenderungan

sebahagian cendekiawan moden yang pemikirannya membarat langsung
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menggunakan maslahat yang dilihat dan dihasilkan oleh akal intelektualnya meskipun
bercanggah dengan syariat Islam. Sebagai contoh pernyataan salah seorang dari
mereka seperti yang dipetik oleh Wahbah al-Zuhayli dalam bukunya, Tajdid al-Figh

al-Islams;

Aol je ety AgiaY) 4 ya s paailly AgiaY) il e AT (A dany el paill )
170 yngh ya l2a CA J& L JS o)) 5 Y o) daliadl)

Sesungguhnya apa yang boleh difahami dari ungkapan di atas adalah bahwa nas-
nas syarak itu diletakkan diperingkat akhir dari kegiatan ijtihad, pembaruan dan
kebebasan berijtihad dasar partimbangannya hanyalah kemaslahatan -semu,sesaat-
sahaja bukan nas syarak atau magasid al-Shari®ah. Dengan kata lain, apabila
bertembung maslahat yang dilihat dan dihasilkan oleh akal manusia moden
(mudirrun) dengan dalil syarak atau maqasid al-Shari®, maka yang dimenangkan
adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh akal. Kemaslahatan yang dimaksud disini
tentulah yang bersifat nisbi, peribadi atau individu bebas dari ikatan normatif dan

tanpa mahu dikontrol oleh magasid al-Shari°.

Atas dasar itulah, sangat wajar dan logik kalau para Imam madhhab/mujtahid
dijadikan uswatun hasanah atau ikutan bagi mujtahid dewasa ini dalam hal penggalian
dan penerapan hukum Islam, maka disinilah letak hubungan dan kepentingan

pemaparan sejarah mereka.

Setelah period itu ijtihad dalam dunia Islam mengalami kemunduran
akibatnya hukum Islam pun menjadi ketinggalan. Semangat ijtihad para mujtahid
menjadi lesu dan kualiti serta kuantiti mereka semakin menurun seperti digambarkan

dalam pelbagai kitab figh Islam.

Dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiah, pada umumnya para
mujtahid enggan mengistinbatkan hukum langsung dari al-Qur’an dan hadith -dengan

menggunakan beberapa metod ijtihad pernah dicontohkan oleh para mujtahid yang

170 \Wahbah al-Zuhayli, Tajdzd al-Figh al-Islamz, Dar al-Fikr, Damshig, 2000 M/1420 H. Ed.-
1, him.187.



188

mendahului mereka- tetapi lebih cenderung untuk mencari dan menerapkan produk-
produk ijtihadiah para mujtahid sebelumnya walaupun sebahagian hasil ijtihad mereka

mungkin sudah kurang atau tidak sesuai lagi dengan keadaan dan situasi masa itu.

Lebih dari itu sikap toleransi bermadhhab di kalangan pengikut madhhab-
madhhab figh semakin menipis, bahkan seringkali timbul persaingan dan permusuhan
sebagai akibat dari fanatisme madhhab yang berlebihan. Sebagai contoh dikalangan
fuqaha’ dari madhhab Hanafi ada yang berani mengeluarkan ungkapan seperti berikut
ini:

Jsse sed X Cuna IS5 43 guiag) Age (ed Lilanal ade Lo allas 4 S
171_6}@“}1
Maksudnya:

“Setiap ayat al-Qur’an dan hadith yang bercanggah dengan pendapat madhhab kami
(Hanafi), itu harus ditakwilkan atau dihapuskan (mansukh)”.

Masa-masa kemunduran hukum Islam yang berlangsung sejak pertengahan
abad keempat sampai akhir abad ketiga belas Hijrah ini (sekitar sembilan abad) biasa
disebut sebagai “fasa kemunduran figh Islam” yang pada masa titik terendahnya
kadangkala dipanggil sebagai “period taqlid dan penutupan pintu ijtihad”. Bahkan
ada sebahagaian fugaha yang merasa tidak keberatan dan merestui pintu gerbang
ijtihad ditutup rapat. Menyerahkan ijtihad kepada orang-orang yang bukan ahlinya,
menurut partimbangan mereka, tidak lebih baik dari menutup pintu ijtihad. Situasi
seperti inilah yang berlaku ketika kekuasaan kerajaan “Abbasiyyah melemah dimana
para khalifah lebih cenderung menyibukkan diri dalam bidang politik sehingga
pejawat-pejawat negara termasuk jawatan keagamaan (qgadi) dipegang oleh orang-
orang yang tidak berkelayakan akibatnya banyak dari fatwa mereka bersesuaian
dengan kemaslahatan pemerintah namun bercanggah dengan maqasid al-Sharicah. Di
samping itu para khalifah tidak lagi mendorong dan melibatkan diri dalam kegiatan

ilmiah seperti yang pernah berlaku pada pemerintahan sebelumnya yaitu pada zaman

11 Abu Zahrah, Muhadarat fi al-Madhahib al-Fighiyyah,hlm. 279. °Abd.al-Salam Muhammad
al-Sharif al-°Alim, Nazariyyah al-Siyasah al-Sharfiyyah: al-Dawabit wa al-Tatbig, Dar al-Kutub al-
Wataniyyah, Benggazi, 1996 M, Ed.-1, him.52.
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Khalifah al-Mahdi, al-Hadi, Harun al-Rashid, al-Ma’mun dan lain-lain. Oleh sebab
itulah, berangkat dari prinsip Sad al-Dharitah fugaha merestui penutupan pintu ijtihad
sebagai tindakan alternatif untuk menghalang timbulnya bahaya dan kerusakan.'’?
Pada mulanya penutupan ini bukan bertujuan tidak menghalalkan berlakunya ijtihad
tetapi semata-mata bagi menghalang orang-orang yang tidak berkelayakan
mencampuri urusannaya. Dimana pada waktu itu muncul ramai kalangan yang tidak
layak berijtihad dengan cara masing-masing mengemukakan hasil ijtihad mereka

kepada masyarakat yang mengelirukan.

Oleh itu bagi mengelakkan hal tersebut langkah penutupan ijtihad pada satu
segi ada benarnya karena menyerahkan ijtihad kepada orang yang bukan ahlinya
adalah jauh lebih buruk dari menutup pintu ijtihad sendiri. Apatalagi bila dikaitkan
dengan keadaan sekarang dimana ramai dari kalangan yang berkelulusan universiti-
universiti Barat beserta murid-muridnya berani berijtihad dalam hukum syariat. Tetapi
pada sisi lain, biarlah pintu ijtihad itu tetap terbuka untuk dimasuki oleh orang-orang

yang berkelayakan serta memenuhi syarat-syaratnya.

Fazlur Rahman menyatakan'’® bahwa dengan adanya restu penutupan pintu
ijtihad dari fugaha maka persyaratan ijtihad dibuat sukar dan ketat serta ditempatkan
pada kedudukan yang tinggi sehingga seolah-olah berada di luar jangkauan manusia
betapapun pandainya. Kemampuan ijtihad mutlak seseorang ketika itu sama sekali tak
diperakui, yang diperbolehkan hanya ijtihad relatif. Artinya mujtahid - karena tidak
mampu - tidak boleh menginstinbatkan hukum-hukum syariat Islam dari sumbernya
(al-Qur’an dan hadith) tanpa terikat dengan pendapat mujtahid lain. Mujtahid hanya
boleh melakukan tafsiran kembali terhadap hukum-hukum Islam dalam batas-batas
yang telah ditentukan oleh Imam Madhhab yang dianutnya. Atau paling jauh,
mujtahid hanya dibenarkan melakukan studi campuran dan perbandingan tentang
hukum Islam dari aliran-aliran figh yang berbeda.

172 cpAbd.al-Rahman bin Khaldun, Mugaddimat ibn Khaldun, Dar al-Fikr, Beyrut, 1981 M/1401
H. Ed.-1, Jil.1, him. 577-578.
173 Fazlur Rahman, Islam, terjemahan Ahnis Mohammad, Pustaka, Bandung, 1984, him. 107.
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Mengenai idea ini, sesungguhnya kelompok Shi‘ah terutama Imamiyyah
menyatakan dengan tegas bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup/terkunci tetap
terbuka kepada siapa sahaja yang berkelayakan untuk menceburinya. Justeru
dikalangan umat Islam Sunni terdapat pro dan kontra atau dengan perkataan lain ada
golongan yang setuju dan ada yang tidak, namun kebanyakan dari mereka tidak

menentang penutupan pintu ijtihad itu.

Di kalangan fugaha Hanabila misalnya ada yang menyatakan ketidak
setujuannya terhadap idea semacam itu. Menurut mereka, pintu ijtihad tetap terbuka,
tidak ada orang yang berhak menutupnya dan tiap zaman mesti ada mujtahidnya

sesuai dengan hadith Nabi Muhammad s.a.w.:

172 (g \gd 3355 Ba A e (8 (el Ll 42Y1 o3 &y all )
Maksudnya:

“Sesungguhnya Allah akan mengutus seorang pembaharu (mujaddid) untuk umat
Islam pada setiap penghujung seratus tahun supaya memperbaharui (ajaran-ajaran)
agama mereka”.

3.4.3 ljtihad Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Islam

Nabi Muhammad s.a.w. telah menjalankan tugas kerasulannya dengan baik dan
sempurna dalam masa dua puluh dua tahun lebih beberapa bulan. Dalam waktu yang
demikian singkat, syariat Islam telah dinyatakan lengkap dan sempurna, dengan

turunnya al-Qur’an, ditambah pula dengan penjelasan dari Rasulullah s.a.w.

Setelah Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah, terasa keperluan umat kepada
aturan hukum dan perundang-undangan. Bersamaan dengan itu hukum Islam pun
mulai terbentuk, menggantikan adat istiadat jahiliah. Ayat-ayat al-Qur’an yang
berhubungan dengan hukum, bilangannya adalah terhad. Dari jumlah yang terhad itu,

khusus dalam masalah ibadat, meskipun pada umumnya disebutkan dalam al-Qur’an

174 Abu Dawud, Juz.4, bil.Hadith 4291, him.313.
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secara garis besarnya sahaja namun secara terperinci telah dijelaskan oleh sunnah
Rasulullah s.a.w. Sedangkan dalam bidang muamalah, hanya sebahagian kecil yang
dijelaskan secara tegas dan terperinci, sedang kebanyakannya dalam berupa prinsip-
prinsip dasar yang dalam pelaksanaannya memerlukan pelbagai tafsiran. Sumber
hukum Islam yang diisyaratkan dalam bentuk hikmah dan Cillah serta dikaitkan
kepada daya intelektual umat -mujtahid-, menurut Satria Effendi,”® tidaklah secara
kebetulan tanpa tujuan. Karena andaikata al-Qur’an dan sunnah terperinci dalam
seluruh persoalan, akan membuat hukum Islam kaku dan mudah ketinggalan zaman.
Maka justeru pada watak sumber hukum yang singkat dan terbuka tetapi cukup
memuat dasar-dasar fikiran dan mengandungi makna yang mendalam itulah terletak

dinamika hukum Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya dalam bidang akidah dan
ibadah sahaja yang memuat ketentuan hukum yang jelas dan terperinci, sedangkan
dalam bidang muamalah dan hidup kemasyarakatan tidak semua demikian. Masalah-
masalah baru dalam bidang muamalah dan hidup kemasyarakatan justeru terus
bermunculan tidak pernah berhenti sedangkan wahyu tidak pernah turun lagi. Islam
adalah agama wahyu yang terakhir dan diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.
adalah berlaku untuk sepanjang zaman, maka disinilah letak peranan akal fikiran
dalam menghadapi serta mencarikan jalan keluar terhadap masalah-masalah baru yang

timbul dalam masyarakat.

Sebagai agama dan aturan hidup yang diperuntukkan berlaku sepanjang masa
Islam membawa datang ajaran-ajaran asas yang tersimpul dalam al-Qur’an, surah al-
Maidah 5:3 § L aSlu¥) oS i 5 cerd aSile Craail s S oS3 CleST gl J176
Ajaran-ajaran asas tersebut boleh dikembangkan secara rasioanal untuk menyongsong
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga dan melestarikan
kebenaran asasi. Sarana penting yang diberikan Islam untuk mengembangkan ajaran-

ajaran asas itu adalah ijtihad, yaitu dengan memfungsikan akal semaksimum mungkin.

175 Satria Effendi M. Zein, him. 313.

176 Zaliaall Lgwil s (A slad) (05 Lgale s Al e sill g ol ol 5 JDal) J saal (e 4dll () saling Lo oS3 cleST
”Kusempurnakan untuk kamu acuan dasar untuk mengetahui halal-haram sesuatu dan kaedah-kaedah
umum yang boleh dijadikan panduan dalam menyelesaikan pelbagai masalah yang berlaku dalam
masyarakat”
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Melalui ijtihadlah para sahabat mengembangkan dan menjabarkan nilai-nilai
yang ada dalam sumber-sumber hukum Islam. Mereka memberikan penjelasan-
penjelasan dan tafsiran-tafsiran terhadap nas dan menyelesaikan setiap masalah yang
timbul dalam masyarakat Islam. Dan dengan ijtihadlah masyarakat Islam mencapai
zaman keemasannya pada abad kedua sampai pertengahan abad ke empat Hijrah. Di
sisi lain hukum Islam juga pernah mengalami masa jumud dan beku karena
terhentinya gerakan ijtihad sehingga menimbulkan taklid. Dengan demikian untuk
memperbaharui dan mempertahankan dinamika hukum Islam seirama dengan
dinamika perkembangan masyarakat, maka gerakan ijtihad harus terus-menerus

dihidupkan dan digalakkan.

Dari huraian terdahulu dapat kita lihat bahwa para sahabat yang hidup pada
zaman Nabi s.a.w. melakukan ijtihad. Banyak persoalan yang mereka hadapi -
sebagaimana telah dijelaskan- perlu diselesaikan dengan ijtihad sendiri karena mereka
belum memperoleh kepastian hukumnya dari Rasulullah s.a.w. baik melalui al-Qur’an

mahupun hadith.

Kalau sahabat yang hidup pada zaman Nabi s.a.w. sudah perlu melakukan
ijtihad, maka zaman sesudah itu, ijtihad tentu lebih diperlukan lagi. Ada dua situasi

penting yang menyebabkan ijtihad sesudah zaman Nabi s.a.w. lebih diperlukan.

Pertama, pada zaman Nabi s.a.w. wahyu sebagai sumber utama ajaran Islam
masih belum berhenti, masih tetap turun untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
timbul dalam masyarakat, sedangkan setelah zaman Nabi s.a.w. wahyu tidak pernah

turun lagi untuk selama-lamanya.

Kedua, masalah-masalah yang muncul pada zaman Nabi s.a.w. tidak sebanyak
masalah yang muncul sesudah itu. Pada zaman Nabi s.a.w. daerah Islam masih kecil,
dan umat Islam pun belum ramai berhubungan dengan umat-umat lain. Sedangkan
zaman sesudah Nabi s.a.w. baik karena perluasan wilayah Islam mahupun karena

perkembangan tamadun dan kebudayaan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan
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teknologi, masalah-masalah baru yang muncul di hadapan umat Islam berkali ganda
banyaknya.

Keperluan kepada ijtihad itu jelas tergambar dalam sebuah hadith Nabi s.a.w.
ketika beliau mempersiapkan Mu‘adh bin Jabal r.a. untuk diutus menjadi gabernur
sekaligus sebagai gadi (hakim) di daerah Yaman, beliau sempat memberi simulasi

penyelesaian perkara kepada Mu‘adh:
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Maksudnya:

“Bagaimana kamu menyelesaikan perkara jika kepadamu dimajukan masalah?
Mu‘adh menjawab, akan aku putuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam al-
Qur’an. Kalau tidak kamu dapati dalam kitab Allah? Tanya Nabi selanjutnya. Akan
kuputuskan menurut ketentuan yang ada dalam sunnah Rasulullah, jawab Mu‘adh.
Kalau tidak kamu temuinya dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam kitab
Allah? Mu‘adh menjawab, aku akan berijtihad dengan kemampuan pikiranku dan
tidak akan membiarkan begitu sahaja. Maka Nabi menepuk-nepuk dada Mu‘adh
seraya berucap: segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan
Rasul-Nya kepada jalan yang diridhai Rasul Allah”.

Hadith tersebut memberi isyarat, bahwa Rasulullah s.a.w. tidak hanya
menyetujui bahkan beliau juga menganjurkan penggunaan akal fikiran untuk
menetapkan hukum terhadap sesuatu yang dalam al-Qur’an dan sunnah belum
dinyatakan hukumnya secara jelas. Agama Islam mengajarkan agar segala perilaku

manusia harus jelas hukumnya apakah haram, atau halal, apakah wajib dilakukan atau

177 Abu Dawud,. Juz.3, bil.hadith 3592, him.302, Al-Tirmidhi, Juz.3, bil.hadith 1327, him.397,
Ahmad bin Hanbal, Juz.16, bil.hadith 21906, him.164-165, Abu Muhammad Abd Allah bin ¢Abd al-
Rahman bin al-Fadl al-Darimi, Sunan al-Darimz, Dar al-Hadith, Kaherah, 2000 M/1420 H, Juz.1, Ed.-
1, bil.hadith 168, him. 58, Ibn ¢Abd. al-Bar, Jami® Bayan al-°lim wa Fadlih, Dar al-Kutub al-®limiyyah,
Beyrut, 2000 M, him. 313. Isma®il bin “{Umar Ibn Kathir, Tuhfat al-Talib bi Ma‘rifat Ahadith Mukhtasar
Ibn al-Hajib, Dar al-Hira’, Makkah, 1406 H, Ed-1, him. 151-152.
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dilarang atau dibolehkan, apakah baik atau buruk dan apakah benar atau salah.
Dengan mengetahui hukum itu diharapkan setiap muslim dengan iman di dada akan
mampu membatasi perilakunya dalam hal-hal yang halal, yang diperintahkan agama,

yang baik, dan yang benar.

Menggunakan akal fikiran atau »a’y menurut hadith di atas, merupakan jiwa
dari ijtihad. Pernyataan hadith tersebut sekaligus menguatkan sumber hukum dalam
agama Islam, vyaitu al-Qur’an dan hadith, kemudian jika tidak terdapat keterangan
yang jelas dalam kedua-dua sumber itu maka harus diambil cara lain atau dengan jalan
ijtihad. Setiap masalah harus ditetapkan hukumnya karena menyangkut kehidupan

manusia terutama manusia muslim.

Jadi dasar syariat adalah wahyu, tetapi Islam tidak pernah merendahkan
kemampuan akal manusia. al-Qur’an menghubungkan iman dan tauhid dengan
pemikiran yang lurus tentang kekuasaan Allah dan keesaan-Nya dalam mencipta.l’®
Hukum-hukum syarak seluruhnya sesuai dengan akal yang sihat, tidak ada satu
ketentuan pun dalam Islam yang bertentangan dengan akal.'”® Demikian juga Islam
menjadikan akal sebagai dasar pembebanan dalam hukum-hukum syarak, artinya

kewajipan syarak hanya dibebankan ke atas orang yang berakal sihat, dan tidak gila.

Rasulullah s.a.w. bersabda:
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Maksudnya:

“Diangkat pena (tidak dikenakan bebanan taklif) bagi tiga golongan: orang gila
sampai ia waras, orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa”.

178 Nadiyah Sharif al-*Umari, al-ljtinad f7 al-1slam: Usaluh, Ahkamuh wa Afaquh, Muassasat
al-Risalah, Beyrut, 1981, him.258.

19 Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah, Dar al-Fikr al-°Arabi, Kaherah, t.th,
hlm.237.

7 Al-Tirmidhi, Jil. 3, bil.hadith 1423, him.402.
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Jelaslah bahwa akal mempunyai tugas yang penting dalam melaksanakan

istinbat hukum. Tugas akal menurut al-*“Umari, tampak jelas dalam dua hal:

a. Mempelajari maksud dan tujuan dari sejumlah nas syarak dengan menggali
hikmah pada setiap nas syarak, kemudian mempelajari tujuan syariat secara
keseluruhan dari kumpulan ketentuan hukum yang diistinbatkan.

b. Melakukan istinbat hukum terhadap masalah-masalah yang tidak ada penjelasan
dalam nas, karena nas tidak lagi bertambah, sedangkan masalah-masalah baru
tetap sahaja timbul. Dalam keadaan demikian tak ada lagi jalan lain kecuali
menetapkan hukum terhadap sesuatu masalah yang tidak ada penjelasan
hukumnya dalam nas dengan berpandukan kepada masalah yang ada penjelasan

hukumnya dalam nas.'’®

Dalam al-Qur’an terdapat 49 ayat yang mengandungi kata “akal” dan 18 ayat
yang mengandungi kata “fikir’.!”® Manusia diperintankan untuk sentiasa berfikir
positif sama ada dalam masalah ibadah kepada Tuhan, dalam masalah muamalah
dengan sesama manusia ataupun dalam masalah keagamaan dan masalah-masalah

keduniaan yang lain.

Masalah-masalah baru yang terus menerus timbul harus ditetapkan hukumnya
dengan cara ijtihad menggunakan kemampuan akal secara maksimum. Dengan begitu
semua masalah yang timbul akan dapat ditetapkan hukumnya bersesuaian dengan
prinsip-prinsip dan dasar-dasar syarak dengan menggunakan kemampuan akal serta
mengembalikannya kepada nas-nas al-Qur’an dan hadith untuk mengetahui dasar

pembebanan dan “illah hukumnya.

178 Nadiyah Sharif al-Umari, him.259.

178 Muhammad Fuad Abd. al-Bagi, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim, Dar
al-Hadith, Kaherah, 2001 M/1422 H. him.635-636. dan “Ali Zadah Faydullah bin Musa al-Husayni al-
Magqdisi, Fath al-Rahman |i Talib Ayat al-Qur’an, Dar al-Kutub al-®limiyyah, Beyrut, 2005 M/1426 H.
Ed,ke-1, him. 507-508 dan 576.



196

Menurut “Abbas Husni Muhammad, ijtihad adalah kegiatan ilmiah atau
penjelaskan secara ilmiah terhadap dasar-dasar syariat Islam.*® ljtihad sebagai sarana
untuk menggali peradaban/tamadun Islam dan merupakan salah satu cara untuk
menjaga agar Islam selalu sesuai dengan semua tempat dan zaman. ljtihad pulalah
yang dapat menjelaskan hikmah datangnya nas-nas dengan kaedah-kaedah yang
universal yang dapat menjadikannya berkesan dan fleksibel serta memenuhi keperluan

manusia. 8!

Oleh itu al-Qur’an memberikan kedudukan yang tinggi kepada para ulama,
cendikiawan, dan ahli istinbat serta memerintahkan manusia untuk merujuk kepada

mereka. Allah s.w.t. berfirman dalam surat al-Nisa’:
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Maksudnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada
Rasulullah dan kepada Uli Amri (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu”.

Menurut Ibn ‘Abbas, Mujahid, dan al-Dahhak, yang dimaksud dengan Uli al-
Amr adalah para ulama yang memberikan fatwa dalam hukum-hukum syarak dan

mengajarkan masalah-masalah agama kepada manusia.'8

Penafsiran di atas dikuatkan oleh firman Allah s.w.t. dalam surat al-Nisa’ yang
berbunyi:
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180 cAbbas Husni Muhammad, al-Figh al-Islamz: Afaquh wa Tatawwuruh, Terj. Mohd.Asri
Hashim, Yadim, Kuala Lumpur, 1996, him 229.

181 Nadiyah Sharif al-*Umari, him. 260.

182 Al-Qur’an, al-Nisa’ 4:59

183 Fakhruddin Abia ‘Abdillah Muhammad bin CUmar al-Razi, al-Tafsir al-Kabir, Dar al-Kutub
al-°limiyyah, Teheran, t.th. Jil.10, him. 144.
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Maksudnya:

“Dan kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada Uli al-
Amr (alim ulama) di antara mereka tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang
yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka, dan jika tidaklah
karena limpah karunia Allah dan belas kasihan-Nya kepada kamu, tentulah kamu
(terbabas) menurut syaitan kecuali sedikit sahaja (yaitu orang-orang yang teguh
imannya dan luas ilmunya di antara kamu) “.

Ayat tersebut menyandarkan Kkata istinbat kepada “para ulama”. Istinbat berarti

istikhraj, atau mengeluarkan hukum, seperti ungkapan di bawah ini:
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Maksudnya:
“Faqih itu mengeluarkan hukum dengan ijtihad dan pemahamannya. Dan orang-orang

yang mengeluarkan hukum itu adalah ulama”.

Ayat itu juga menjadi dalil bahwa ada beberapa masalah baru yang tidak dapat
diketahui hukumnya dengan nas melainkan dengan cara istinbat, baik dalam bentuk

istinbat -penalaran- taclzl7 ataupun dalam bentuk istinbat istislahz.

184 Al-Qur’an, al-Nisa’ 4:83
185 Nadiyah Sharif al-*Umari, him. 261.



BAB IV

APLIKASI AL-MASLAHAH AL-MURSALAH DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM ISLAM

4.1 Pengenalan

Landasan pembaharuan yang dimaksud dalam kajian ini menggunakan dua standard
yaitu islah dan tajdid. Metod alternatif yang boleh digunapakai dalam hal ini adalah
al-maslahah al-mursalah. Dalam bab ini pembahasan akan difokuskan pada masalah
relevansi atau kasusesuaian al-maslahah al-mursalah dengan pembaharuan hukum
Islam. Untuk mengenal pasti dimana letak titik temu dan hubungkait di antara kedua-
dua masalah tersebut, maka akan diketengahkan beberapa contoh permasalahan figh
masa kini. Sebelum tiba kepada permasalahan-permasalahan itu, penulis ingin
membincangkan sedikit-sebanyak tentang keadaan figh yang ada sekarang dan
keadaan umat Islam. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang

jelas tentang pentingnya pembaharuan hukum Islam dewasa ini.

4.2  Sorotan Terhadap Keadaan Figh Yang Ada Sekarang

Hukum figh yang ada sekarang pada hakikatnya adalah produk atau hasil intelektual
ulama terdahulu, yaitu hasil ijtihad para ulama masa kejayaan, kegemilangan dan
keemasan hukum Islam dengan tokoh-tokoh utamanya imam-imam madhhab yang
empat: Abu Hanifah, Malik, al-Shafi‘i, dan Ahmad bin Hanbal. Periode keemasan
hukum Islam sebagaimana tercatat dalam sejarah berlangsung selama 250 tahun yaitu
sejak permulaan abad kedua hijrah sampai pertengahan abad ke empat hijrah. Setelah

itu hukum Islam mengalami periode taklid, kebekuan (jumud), bahkan sampai kepada
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penutupan pintu ijtihad. Hukum-hukum figh yang diamalkan umat Islam sekarang ini
pada umumnya adalah rumusan madhhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Shafi‘iyyah dan
Hanabilah. Ketentuan-ketentuan hukum figh madhhab itulah yang menjadi rujukan
utama masyarakat nusantara dewasa ini. Di Indonesia misalnya, Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan dua organisasi kemasyarakatan dan pertubuhan Islam terbesar,
yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam menetapkan sesuatu hukum
tidak dapat melepaskan diri atau masih terikat dengan figh madhhab yang empat
tersebut.! Keadaan yang serupa berlaku juga di negara-negara Asia Tenggara lainnya,
seperti: Malaysia, Brunai Darussalam, Singapura dan Thailand atau Filipina selatan.

Bahkan keadaan ini juga berlaku di negara-negara Islam lainnya.

Rujukan umat Islam di Nusantara ini adalah hukum figh ijtihad ulama-ulama
zaman keemasan Islam yang sudah berumur 10 abad, padahal jenjang waktu 10 abad
itu tentu telah terjadi dan berlaku banyak perubahan dalam masyarakat. Apatalagi
kalau keadaan dan lingkungan tempat tinggal para mujtahid itu berbeda dengan
keadaan, lingkungan situasi tempat tinggal umat Islam yang mengambil dan
mengamalkan hukum-hukum figh dari madhhab-madhhab tersebut. Terhadap sesuatu
masalah, boleh jadi seorang ulama memberikan fatwa yang berbeda karena perbedaan
lingkungan dan keadaan masyarakat. Perbedaan al-Qawl al-Qadim (pendapat lama)
al-Shafii ketika berada di Irag dengan al-Qawl al-Jadid (pendapat baru)nya ketika
bermukim di Mesir merupakan contoh konkrit bagaimana hukum Islam boleh berubah
karena dipengaruhi oleh keadaan persekitaran serta lingkungan masyarakat yang

menghendakinya.

Sebagai contoh dalam al-Qawl al-Qadim, Imam al-Shafi‘i tidak melarang
seseorang bermusafir sebelum solat Jumaat (gabl al-zawal yaitu bermula dari terbit
fajar hingga menjelang dilaksanakan solat Jumaat) karena belum masuk waktunya.
Pada waktu itu perjalanan tidak dijadikan alasan untuk meninggalkan solat Jumaat,

dan ini merupakan Cillah dibolehkannya perjalanan tersebut. Namun dalam al-Qawl

1 Lihat Majelis Tarjih Pusat Muhammadiyah, Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,
PT. Panjimas, Jakarta, t.th. Masail Diniyah Hasil Muktamar dan Munas Nahdlatul Ulama.
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al-Jadid, al-Shafii melarang penduduk suatu negeri yang sudah terkena kewajiban
solat Jumaat untuk bermusafir (gabl al-zawal atau ba°da al-zawal) karena
dikhuatirkan tidak dapat berjum‘at di perjalanan atau negeri yang ditinggalkan akan
kekurangan jamaah, atau perjalanan itu dijadikan alasan untuk meninggalkan solat
Jumaat.? Artinya daeadl 4e 3l el Jaull jeag M8 Gueddl &l 5 13 3 “apabila waktu
zawal telah masuk maka tidak boleh melakukan perjalanan bagi orang yang terkena
kewajipan solat jumaat dia wajib menunggu sampai solat jumaat selesai ditunaikan”.*

Kasus bermusafir ini adalah dalam berpergian yang biasa, tetapi dalam berpergiaan

untuk ibadah seperti menunaikan ibadah haji, maka dibolehkan melakukan safar.

Begitu juga tentang batas sempadan negeri tempat mendirikan solat jumaat,
ketika di Iraq al-Shafii memberi persyaratan batas yaitu sungai, maka kawasan-
kawasan atau daerah-daerah yang dibelah oleh sungai penduduknya boleh
melaksanakan solat jum‘at. Akan tetapi di Mesir, beliau melihat bahwa desa-desa di
sana besar-besar, penduduknya ramai dan rumah tempat tinggal berhampiran satu
sama lain bahkan sambung-bersambung. Dengan dasar itu beliau jadikan sebagai
‘illah bagi mengizinkan setiap desa mempunyai masjid -atau beberapa masjid- untuk

di tempati melaksanakan solat Jumaat.®

‘Umar bin “Abd al-°Aziz juga pernah mengubah fatwanya karena pengaruh
suasana persekitaran atau pengaruh sosio-kultural. Ketika menduduki jawatan
gabernur (Amir) di Madinah, beliau memutuskan perkara bagi seorang pendakwa, jika
dia dapat menghadirkan seorang saksi dan mahu bersumpah. Sumpah yang dilakukan
oleh pendakwa dipandang sebagai pengganti saksi kedua, dan itu diterima dan
dibolehkan karena menurutnya, amanah, kejujuran masih dijunjung tinggi dan

memasyarakat di Madinah. Akan tetapi ketika memangku jawatan khalifah di

2 Kecuali mereka dipastikan dapat melaksanakan solat Jumaat diperjalanan atau mereka
bimbang akan ditinggalkan oleh rombongannya (al-rufgah), maka dalam hal ini boleh melakukan
perjalanan pada hari Jumaat. Lihat al-Nawawi, al-Minhaj, Juz.1, him. 60.

3 Ahmad bin Salamah dan Ahmad al-Barr, Qalyubz wa ‘Umayrah, Mustafa al-Babi al-Halabi,
Mesir, 1957, Jil. 1,hlm.270. 418 » a3 ¥ Zelall ¢ 5 oaaa 5 I 5301 i ol sa laal) Jaud) o (281 0 J

4 Namun jika waktu zawal masih lama, masih ada beberapa jam lagi maka bermusafir gabl al-
zawal dibolehkan. Al-Nawawi berkata berpergiaan untuk ibadah sama status hukumnya dengan
berpergian yang biasa. Lihat al-Minhgj, Juz. 1, him. 60.

5 Ahmad bin Salamah dan Ahmad al-Barr, Qalyub? wa ‘Umayrah, him. 272-273.
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Damshiqg, beliau melihat masyarakat Syria (Sham) tidak sama dengan masyarakat
Madinah kejujurannya di bawah standard.® Maka apa yang pernah digunapakai di
Madinah tidak diberlakukan lagi (dimansuhkan) di ibu negeri kerajaan khilafah bani
Umayyah tersebut.

Dari keterangan yang dikemukakan di atas tampaknya ada kontradiksi, yaitu
pada satu sisi, hukum Islam sangat luwes dan elastik dapat berkembang dan berubah
mengikut irama perkembangan dan perubahan masyarakat, tetapi di sisi lain hukum
figh yang ada ditangan umat Islam sebagai warisan dan peninggalan sejarah masa lalu
tampaknya tidak berkembang. Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa penyebab hukum
Islam tidak berkembang karena Kitab-kitab figh dan usul figh yang ditulis oleh ulama
mujtahid di zaman berkembangnya kegiatan ijtihad memuat pelbagai masalah
fighiyah. Para ulama yang datang sesudah mereka merasa berpuas hati dengan hasil
ijtihad ulama pendahulu mereka. Mereka tidak memerlukan lagi ijtihad baru. Mereka
cukup menerapkan dan mempertahankan saja hasil ijtihad yang sedia ada. Kekaguman
dan hormat pada ulama terdahulu ikut menghalang mereka untuk melakukan ijtihad
baru. Di samping itu, mereka turut khuatir kalau-kalau ijtihad baru itu banyak
dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kepentingan peribadi sehingga dapat merosak

kasusucian dan keagungan syariat Islam.’

Memang harus diiktiraf bahwa hukum figh hasil ijtihad ulama terdahulu sudah
demikian maju dan luas cakupannya merangkumi pelbagai masalah yang diandai-
andaikan bahkan kadangkala memasuki perkara-perkara yang mendekati perkara
mustahil seperti yang dapat dibaca dalam kitab figh al-Mahallz. Sepasang suami isteri
melihat burung terbang di angkasa, kemudian suami berkata kepada isterinya: “kalau
yang terbang itu burung gagak, maka engkau tertalak satu.” Sedangkan masing-
masing daripada suami isteri tidak tahu burung apa sebenarnya yang terbang itu.
Akhirnya kedua-duanya atau salah seorang dari keduanya mencari dan mengetahui

dengan pasti burung itu, apakah itu gagak atau bukan. Kalau ternyata burung itu

¢ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fakta Keagungan Syariat Islam; Tintamas, Jakarta, 1982, Ed.ke-
2, him. 30-31.

" Yusuf al-Qardawi, Sharrat al-Islam, al-Maktabat al-Islamiyah, Beyrut 1397 H, Ed.ke-2
him. 77.
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adalah gagak, maka jatuh talak satu kepada isteri, kalau bukan mereka tetap sebagai
suami isteri. Atau sang suami berkata kepada kedua isterinya kalau yang terbang itu
adalah burung gagak maka jatuh talak satu kepada isteri pertama kalau bukan, talak
jatuh kepada isteri kedua. Maka sang suami harus mencari tahu dengan pasti burung
sebenar yang terbang itu.® Hal seperti itu banyak ditemukan dalam kitab-kitab figh
lama hasil ijtihad ulama terdahulu. Ulama yang datang terkemudian tertarik dan sibuk
mempelajari Kitab-kitab lama tersebut. Karena setia dan kagum pada pengarangnya,

mereka tidak mahu mengorbankan tenaga dan masa untuk melakukan ijtihad baru.

Jika diamati keadaan sebenar umat Islam di zaman taklid, tampaknya masih
ada faktor lain yang ikut menghalang kegiatan ijtihad itu sehingga kitab-kitab figh
hasil ciptaan para mujtahid terdahulu membeku, tidak berkembang karena tidak
dikembangkan oleh generasi ulama sesudah ulama mujtahid di zaman keemasan
hukum Islam. Faktor lain tersebut adalah fanatik madhhab, dan adanya situasi dan
kehidupan sosial yang tidak menyokong karena umat Islam pada ketika itu dalam
keadaan lemah, miskin, dijajah, kebebasannya terhad dan seringkali diadu domba,
serta sukarnya diperolehi kemudahan dan kasusempatan mengembangkan diri, semua

itu membuat gairah serta semangat berijtihad menjadi pudar dan akhirnya padam.

4.3  Sorotan Terhadap Keadaan Umat Islam

Manusia termasuk umat Islam merupakan makhluk Tuhan yang baru. Sesuatu yang
baru tentu saja tidak kekal dan selalu berubah mengikut putaran waktu dan tempat.
Perubahan-perubahan yang terjadi dalam alam ini merupakan sesuatu yang tabi®i atau
normal. Manusia dengan akal budinya sentiasa berfikir dinamik dan bergerak maju

mencipta hal-hal yang baru.

Ketika ajaran Islam mula disampaikan kepada masyarakat Arab, perhambaan

dan penjajahan terdapat di mana-mana. Manusia yang satu diperhamba oleh manusia

8 Jalal al-Din al-Mabhalli, al-Mahalli: Hashiyat Qalyubi wa ‘Umayrah, Dar lhya al-Kutub al-
°Arabiyah, Mesir, t.th, Jil. 3, him. 344-346. (ldls Sl oo Gl a3y Laalaa) cilla aia 5 51 ) L8 (3"
"l G o ) Legle g LiaY) agle 5 Lo e e dillaal) alail Al il ) agia g )
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yang lain, bangsa yang satu dijajah oleh bangsa yang lain dan demikian seterusnya.
Dengan berkembangnya prinsip kebebasan dan persamaan hak yang dibawa serta oleh
ajaran Islam, maka perhambaan dan penjajahan dianggap tidak sesuai dengan maruah,
darjat dan martabat kemuliaan manusia, sehingga perhambaan dan penjajahan itu
secara beransur-ansur hilang terhapus dari permukaan bumi. Namun yang tersisa dan
sangat disesalkan kejadian itu masih berlaku dewasa ini yaitu adanya perhambaan atau
perbudakan model baru yang diamalkan dan diperaktikkan oleh kuasa besar dunia
terhadap negara-negara lemah khususnya negara-negara Islam. Globalisasi adalah -
bentuk lain daripada perhambaan itu - salah satu cara yang ampuh dan berkasusan
bagi negara-negara maju untuk menguasai kekayaan alam negara-negara dunia ketiga.
Ini adalah pelan ciptaan Barat untuk menakluki dunia secara sah, tetapi hakikatnya
adalah penipuan atau ibarat bungkusan rapi berlabel halal, tetapi isinya adalah racun

yang amat mematikan.

Demikian juga sistem pemerintahan dalam Islam mengalami perberkembangan
bermula dari corak teokrasi-demokratik yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad
s.a.w. hingga zaman Khulafa’ al-Rashidin, kemudian bercorak monarki-demokratik
pada zaman dinasti-dinasti dan akhirnya berbentuk republik demokratik di zaman

moden mengikut sistem pemerintahan yang berlaku di Barat. °

Antara masalah yang banyak diperkatakan dewasa ini, di samping sistem
pemerintahan adalah sistem perekonomian. Sejarah zaman lampau menunjukkan,
harta kekayaan di zaman empat khalifah banyak berada di tangan negara dan
tersimpan rapi di baytul mal. Di zaman dinasti-dinasti, kekayaan pada mulanya
dikuasai pihak-pihak yang memerintah dan kemudian timbul feodalisme. Dalam pada
itu, ajaran tentang hak fakir miskin terhadap kekayaan dilaksanakan melalui lembaga
wakaf. Pemilik harta mewakafkan sebahagian dari hartanya untuk keperluan sosial,
fakir miskin dan sebagainya. Di dunia Islam Timur Tengah menurut Harun

Nasution,'® harta yang sudah diwakafkan sedemikian banyak sehingga sampai

® Uraian yang terperinci tentang perkembangan sistem pemerintahan dalam Islam sejak dari
zaman Nabi sampai zaman moden dapat dibaca dalam “Kata Pengantar” Harun Nasution, dalam
Perkembangan Modern Dalam Islam,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,1985, him. 10-12

10 Harun Nasution, him. 13.
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sekarang negara-negara di sana memerlukan departemen atau lembaga tersendiri
(wizarat al-Awgaf) untuk mengurus dan mengelola harta-harta yang diwakafkan itu.
Di abad kedua puluh dunia Islam pun banyak dipengaruhi oleh teori-teori sosialisme

dan diterapkan di pelbagai negara Islam.

Keadaan umat manusia termasuk umat Islam yang berkembang dan berubah itu
telah diantisipasi dengan baik oleh Islam. Karena memang Allah swt. menjadikan
Islam sebagai agama yang terakhir dan ianya diperlukan sebagai way of life di
sepanjang zaman dan di setiap tempat.

Dalam masalah perhambaan dan penjajahan, Islam sejak awal lagi telah
mengumandangkan prinsip persamaan di antara sesama umat manusia. Dalam surah

al-Hujurat, Allah s.w.t. berfirman:

s #NO VO OCGwe sk o O&a-005% 06D

G+ AL OO0 @K@ +@ TIYHE =2EOOxNOMERIE
G PHEURD AL JAL2EOO%cHRADIR Y €0
BXMUDIOO ADEIN @ o= kS e €0

*x ForSe HOBYR A<= 44 4@ 3500 O R
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Maksudnya:

“Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang
lelaki dan seorang perempuan dan Kami menjadikan kamu berbagai bangsa dan
bersuku-puak supaya kamu berkenal kenalan (beramah mesra antara satu dengan
yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih
bertaqwa di antara kamu (bukan yang lebih keturunan  atau bangsanya).
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya
(akan keadaan dan amalan kamu)”.

Perkembangan sistem pemerintahan dalam Islam boleh berlaku karena al-
Qur’an tidak mengandungi ayat-ayat yang membahas tentang sistem pemerintahan
tertentu untuk mentadbir hal ehwal masyarakat, tetapi ianya hanya mengandungi

prinsip-prinsip asas dalam menjalankan pemerintahan seperti keadilan, muskawarah,

1 Al-Qur’an, al-Hujarat 49:13
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persamaan hak dan kewajipan seluruh warga negara. > Di atas prinsip-prinsip inilah
perkembangan itu terjadi dalam sejarah, dan perkembangan itu akan terus berlaku

seiring dengan situasi zaman dan suasana alam sekitar.

Al-Qur’an juga tidak mengandungi ayat-ayat mengenai sistem perekonomian,
yang dibawa datang hanyalah prinsip-prinsip asas antaranya hak milik perseorangan
diperakui, dalam arti bahwa harta yang dimiliki itu hanya merupakan titipan dan
amanah Tuhan pemilik alam semesta dan segala yang ada didalamnya. Harta benda
tidak boleh dikuasai secara mutlak atau dimonopoli oleh sebahagian kecil anggota
masyarakat dan demikian juga sumber-sumber kekayaan yang vital (asasi) tidak boleh
dimiliki secara perseorangan. Orang-orang yang kurang upaya, fakir dan miskin
mempunyai hak tertentu terhadap harta titipan Tuhan itu. Ajaran-ajaran asas dan
prinsip-prinsip dasar yang dibawa al-Qur’an inilah yang menjadikan sistem
perekonomian umat Islam fleksibel dapat disusun dan dyaitur sesuai dengan

perkembangan situasi dan tempat.

Huraian di atas menggambarkan bahwa umat manusia termasuk umat Islam
harus selalu berubah dan berkembang mengikut perubahan dan perkembangan zaman.
Menghadapi perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedemikian, Islam datang
membawa ajaran-ajaran asas atau prinsip-prinsip yang fleksibel dapat ditafsirkan dan
dikembangkan mengikut dinamika kehidupan masyarakat agar hukum Islam sentiasa
mampu merealisasikan serta memelihara kemaslahatan hidup umat manusia yang juga
merupakan tujuan syariat Islam. Ajaran-ajaran asas tersebut terbuka untuk selalu
ditafsirkan dan dikaji ulang serta dikembangkan agar dapat menata dan mengatur
kehidupan umat manusia sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi, hanya
dengan cara itu akan dapat melahirkan ketentuan hukum yang relevan untuk

keperluan semasa.

2 Menurut Abd. Muin Salim, al-Qur’an mengetengahkan empat prinsip penggunaan
kekuasaan politik yang dapat dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dalam sistem politik. Keempat
asas tersebut: (1) asas amanat, (2) asas keadilan (keselarasan), (3) asas ketaatan (disiplin), dan (4) asas
musyawarah dengan referensi Al-Qur’an dan sunnah. Lihat Abd. Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan
Politik dalam Al-Qur’an, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1994, Ed.-1,him. 306.
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Sebaliknya jika di satu sisi ajaran-ajaran asas dan prinsip-prinsip dasar tidak
ditafsirkan atau tidak dikembangkan, sedangkan di sisi lain fenomena dalam
masyarakat terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat, maka dalam
keadaan yang demikian akan mengakibatkan ada ketentuan hukum Islam (hukum
figh) yang tidak relevan lagi atau dengan kata lain ada saja kemungkinan sesuatu
masalah tidak dketahui ketentuan hukumnya, karena ianya tidak disebutkan secara
langsung dan jelas dalam al-Qur’an dan hadith. Dalam keadaan demikian masyarakat
akan mencari ketentuan-ketentuan hukum lain sebagai jalan alternatif, dan ini berarti
membuka peluang kepada masyarakat umum untuk mengetepikan dan meninggalkan

ajaran Islam.

Memandangkan suasana dan situasi hukum figh dewasa ini yang pada
umumnya adalah hasil intelektual (ijtihad) para ulama zaman ke emasan Islam dahulu,
dimana keadaan dan lingkungannya tentu jauh berbeda dengan keadaan dan
lingkungan persekitaran sekarang, maka pembaharuan hukum Islam untuk sekarang
ini dirasakan perlu dan sudah sangat mendesak. Sebab sasaran hukum Islam atau
hukum figh itu ialah perbuatan manusia yang telah dibebankan kewajipan ke atasnya
untuk menjalankan hukum syariat atau yang dipanggil dengan af¢al al-Mukallafin.
Mukallaf itu salalu berada dan hidup beradaptasi dengan lingkungan persekitaran
serta kehidupan sosial tertentu. Situasi kehidupan dan lingkungan sosial itu selalu saja
berubah dan berkembang maju mengikut perubahan dan kemajuan yang ditimbulkan
oleh hasil pemikiran intelektual dan aktiviti fisikal manusia. Hal yang demikian itu
sedikit-sebanyak sejalan dengan ungkapan di bawah ini:

Balal) aaally 2aY) 5 Allall aill e ddailadl)

Maksudnya:

“Memelihara ketentuan (warisan lama) yang selama ini sudah baik (maslahah) dan

mengambil ketentuan aturan baru yang lebih baik ( lebih maslahah)”

13 perkataan “Umar bin al-Khattab yang dipetik oleh Cik Hasan Bisri dalam bukunya, Model
Penelitian Figh, Prenada Media, Jakarta, 2003, Ed.ke-1, him.110.
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Intisari yang boleh dipetik dari ungkapan di atas ialah: bahwa nilai-nilai tradisi
lama yang baik perlu dipelihara dan dilestarikan namun jika ada sesuatu yang baru
lebih mendatangkan maslahah, maka ketentuan baru itu yang lebih afdal untuk
diamalkan dan dikembangkan. Disini juga menunjukkan bahwa ada dua dimensi

(aspek) yaitu: kasusinambungan dan perubahan berjalan secara bersamaan.

4.4  Relevansi al-Maslahah al-Mursalah dengan Pembaharuan Hukum Islam

Untuk mengenal pasti bagaimana relevansi atau kasusesuaian al-maslahah al-
mursalah dengan pembaharuan hukum Islam maka perlu ditegaskan kembali bahwa
pembaharuan yang dimaksud disini, adalah gerakan-gerakan yang bersifat ijtihadi
dalam wusaha menemukan dan menetapkan hukum yang mampu menjawab
permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh kemajuan llmu Pengetahuan dan
Teknologi Moden (IPTEK), baik menetapkan hukum terhadap masalah yang baru
yang belum jelas ketentuan hukumnya mahupun menetapkan hukum baru untuk
menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan

kemaslahatan manusia zaman sekarang.

Islam adalah agama yang tidak menghambat atau menyekat kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Islam justeru mengarahkan dan menyalurkan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi itu ke arah kebaikan dan kemaslahatan umat manusia
atau boleh dikatakan Islam membimbing manusia menuju ke arah Islamisasi dan
Imanisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- yang sangat digalakkan dalam Islam - dapat menimbulkan perkembangan baru.
Perkembangan baru itu memang mesti berlaku dan harus terjadi karena sudah

merupakan sunnatullah bahwa setiap yang baru itu pasti berubah.

Dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap masa
Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip asas dan nilai-nilai dasar umum yang
selalu terbuka untuk diulang kaji, ditafsirkan dan dikembangkan agar dapat menjawab
dan sekaligus memberikan jalan keluar terhadap permasalahan hidup manusia yang
semakin banyak dan kompleks. Dengan usaha seperti ini diharapkan dapat

menghantar umat manusia kepada kemaslahatan hidup di setiap waktu dan tempat.
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Perintah dan rangsangan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menguasai
teknologi juga bertujuan untuk memberikan kebahagiaan hidup bagi umat manusia.
Oleh itu, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat memberi manfaat dan kemasalahatan
bagi kehidupan umat manusia yang dalam bahasa syariat dinamakan dengan al-
maslahah, dan al-maslahah itu adalah tujuan daripada maqasid al-sharicah,** magasid
al-Shari¢ atau al-maqasid al-sharfiyyah. Ketiga-tiga istilah tersebut pada dasarnya

mengandungi pengartian yang sama.

Untuk mendapatkan kasusejahteraan hidup, Islam memberikan kebebasan
kepada umat manusia untuk meneroka dan mengelola alam ini sebaik mungkin. Islam
tidak mengikat umatnya dalam aturan ketat yang boleh menimbulkan kasusukaran
dan kasusempitan. Sepanjang tidak bercanggah dengan prinsip umum ajaran Islam,
manusia bebas melakukan apa saja yang boleh mewujudkan kemaslahatan serta
merealisasikan keperluan dan kepentingan hidupnya selaras dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan penerokaan alam, antaranya
ialah:

1. Firman Allah s.w.t. :
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Maksudnya:

“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan (sekalian
makhluk). Dia telah menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) melalui pena dan tulisan.
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”.

14 Abu Ishaq lbrahim bin Musa al-Lakhmi al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Dar
lhya’ al-Kutub al-°Arabiyyah, Kaherah, t.th, Jil.2, him.2.
15 Al-Qur’an, al-*Alag, 96:1-5.
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2. Firman Allah s.w.t. :
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Maksudnya:

“Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi
berperang). Oleh itu hendaklah keluar sebahagian saja dari tiap-tiap puak di antara
mereka supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu
yang dituntut di dalam agama dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (keluar
berjuang) apabila orang-orang kembali kepada mereka,mudah-mudahan mereka dapat
berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah)”.

3. Firman Allah s.w.t. :
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Maksudnya:

“(Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat), tidaklah mereka
memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan dan keadaan langit bagaimana
ia ditinggikan binaannya dan bagaimana keadaan gunung-ganang bagaimana ia
ditegakkan dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan”.

Dalam Islam, iman dan ilmu mempunyai hubungan rapat yang kedua-duanya
tidak boleh dipisahkan. Iman memancar ke dalam ilmu sebagai usaha untuk

memahami sunnatullah, dan ilmu menerangi jalan yang telah ditunjukkan oleh iman.

16 Al-Qur’an, al-Taubah 9:122.
7 Al-Qur’an, al-Gashiyah 88:17-20 .
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Kedua-duanya menjadi satu kasusatuan dalam menciptakan kedamaian (salam atau
Islam) dan merupakan jaminan keunggulan manusia yang beriman dan berilmu. Hal

yang demikian ditegaskan oleh Allah s.w.t. dalam firman-Nya :
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Maksudnya:
“Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat”.

Karena peserpaduan iman dan ilmu, maka para ilmuwan Islam sejak dari
zaman Klasik sampai sekarang, pada umumnya adalah tetap sebagai ilmuan dan
sekaligus agamawan yang saleh sepertimana dibuktikan oleh Ibn Sina, Ibn Rushd,

°Abd al-Salam (pemenang hadiah Nobel) dan lain-lain.®

Sedangkan hadith yang menganjurkan umat Islam menuntut ilmu antaranya

adalah:

9 (lisd & e Aimy 8 el i)
Maksudnya:

“Menuntut ilmu merupakan kewajipan bagi setiap muslim”.

Mengikut ayat-ayat dan hadith di atas, Islam sama sekali tidak menyekat
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan sebaliknya Islam sangat
menggalakkan umatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena

dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat menghantar kepada

18 Al-Qur’an, al-Mujadalah 58:11

19 Nurcholis Madjid, “Reaktualiasasi Nilai-nilai Kultural dalam Proses Transformasi
Masyarakat: Masalah Penyajian Kembali Islam sebagai Sumber Keinsyafan Makna Hidup di Indonesia
Modern”, Makalah, disajikan pada Simposium Nasional Cendekiawan Muslim, Malang 6-8 Desember
1990, h. 16.

20 Abu °Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwini ibn Majah, Sunan Ibn Mgajah, Isa al-
Babi al-Halabi, Kaherah, t.th, Juz.1, bil.hadith 224,hl m. 81.
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kemudahan untuk mengatur dan mengelola alam raya ini dengan baik. Ini berarti
bahwa dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dapat menjadi
khalifah di muka bumi secara utuh dan sempurna. Pada hakikatnya Allah s.w.t.
menciptakan manusia untuk mengembang amanah tersebut sesuai dengan firman-Nya:

P RAEMERDEY BN LA Fo S e0>20
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Maksudnya:

“Dialah yang menjadikan kamu orang-orang yang berkuasa (khalifah-khalifah) di
muka bumi silih berganti”.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi menimbulkan perkembangan baru dalam pelbagai aspek
kehidupan, termasuk dalam bidang hukum Islam. Sehubungan dengan itu agar hukum
Islam tidak ketinggalan zaman dan tetap mampu menjawab serta dapat mengatasi
masalah-masalah baru yang ditimbulkan oleh dinamika masyarakat, ilmu pengetahuan
dan teknologi maka perkembangan baru itu sepatutnya dijadikan sebagai standard
partimbangan dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu masalah.

Islam memuliakan dan menghormati manusia sejak lahir hingga
meninggalkan dunia ini. Seluruh organ daripada anggota tubuh badan manusia itu
merupakan pemberian atau anugerah Allah s.w.t. agar mereka dapat mengerjakan dan
merealisasikan tuntutan-Nya dengan sempurna. Oleh sebab itu, Islam melarang
memotong dan mengambil organ daripada anggota tubuh badan manusia meskipun dia
sudah meninggal dunia.?? Hadith Nabi s.a.w. yang menegaskan larangan tersebut
adalah:

2L Al-Qur’an, Fatir 35:39
22 Al-Shatibi, al-Muwafagat, him.263. Nur al-Din °Itr, Dirasah Tatbigiyah fi al-Hadith al-
Nabawi, Matba‘at Dar al-Kitab, Damshig, 1395 H./1975 M.,him.103.
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Maksudnya:

“Daripada “Aishah r.a. sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: mematahkan tulang
orang mati sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup”.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedoktoran sekarang
telah memungkinkan dilakukan pemindahan kornea mata dan organ/anggota dalaman
lainnya. Berkaitan dengan itu bagaimanakah pandangan Islam terhadap pemindahan
kornea mata si mayat kepada orang buta yang sangat memerlukannya agar dia dapat
melihat keindahan alam seperti orang normal lainnya. Apakah dalam hal ini Islam

menutup mata terhadap perkembangan baru itu.

Memuliakan anggota tubuh badan si mayat hakikatnya berada pada peringkat
maslahat  tahsiniyyah  yang tidak  perlu dipertahankan  jika -dalam
mempertahankannya- menyebabkan lenyapnya maslahat yang lebih utama
daripadanya yaitu maslahat hajiyyah atau daruriyyah. Sedangkan pembolehan
pemindahan kornea mata si mayat kepada orang buta bertujuan untuk memelihara
maslahat hajiyyah yaitu dapat membantu menikmati kemudahan hidup seperti orang
normal. Larangan memotong dan mengambil anggota tubuh badan -termasuk anggota
dalaman- si mayat sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadith di atas dikalahkan
oleh kepentingan lain yang lebih besar yaitu kemaslahatan orang-orang yang masih
hidup yang sangat memerlukan kornea mata agar mereka dapat hidup sempurna dalam

menjalankan tugasnya -dengan baik- sebagai khalifah di muka bumi ini.

23 Abu Dawud Sulayman Ibn al-Ashcath al-Sajastani al-Azdi, Sunan Abu Dawud, Dar al-
Hadith, Syria, t.th. Jil.3, bil.hadith 3207, him. 212. Jalal al-Din al-Suyuti, Tanwir al-Hawalik, Sharh al-
Muwatte’ Dar al-Fikr, Beyrut, 1999 M/1420 H, bil.hadith 561, hlm, 290 dan Ibn Majah dalam
Mawsu‘at al-Hadith al-Sharif, al-Kutub al-Sittah, Dar al-Salam, al-Riyad, 2000 M/1421 H. Ed.ke-3,
bil.hadith 1616, him. 2573.



214

Dari sini timbul pertanyaan, apakah perkembangan baru -yang sangat pesat
dewasa ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi- boleh dijadikan
sebagai dasar partimbangan hukum?. Pertanyaan itu akan terjawab setelah dijelaskan

terlebih dahulu pengartian hukum Islam kategori figh seperti berikut:
24 ViYL Aduadil) il (e daleal) e il 2SaYL alall

Maksudnya:

”Mengetahui hukum-hukum syarak yang bersifat “amaliyyah praktik dari dalil-
dalilnya secara terperinci melalui istidlal atau perenungan intelektual”

Ungkapan tersebut memberi petunjuk bahwa hukum Islam kategori figh adalah
ketentuan hukum yang difahami dan diistinbatkan oleh para ulama daripada nas-nas
al-Qur’an dan hadith. Pemahaman yang diperolehi daripada kedua-dua sumber itu
sangat ditentukan oleh latar belakang keilmuan dan lingkungan masyarakat serta
situasi tempatan dimana domisili para ulama berada. Hal ini sejalan dengan rumusan

kaedah hukum Islam yang mengatakan:
25 3i) gall g colill 5 I satY) g Y1 5 A V) it ey LA (5 538l yaas

Maksudnya:

“Fatwa (hukum Islam) itu boleh berubah sebab berubahnya masa, tempat, situasi,
dorongan dan motivasi”

Dalam usaha merealisasikan atau membumikan magasid al-Shari® hukum
boleh berubah seirama dengan suasana dan perkembangan masyarakat. Perubahan
hukum itu dimaksudkan agar ianya mampu mewujudkan tujuan syariat sebagaimana

yang telah ditegaskan oleh “Abd al-Wahhab Khallaf dengan mengatakan bahwa:

24 Satad al-Din al-Taftazani, al-Talwih ala al-Tawdih li Matn al-Tangzh fi Usul al-Figh, Dar
al-Kutub al-°lImiyyah, Beyrut, t.th. Jil.1, him.12-13.

25 Shams al-Din Abi ¢Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim al-Jawziyyah, Alam al-
Muwaqgi‘in ®an Rabb al-°Alamin, Dar al-Kutub al-‘lImiyyah, Beyrut, 1993 M./1414 H. Ed.ke-2, Jil. 3,
him. 14
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“tujuan syariat adalah al-maslahah (kemaslahatan), di mana terdapat maslahat

disitulah hukum Allah s.w.t. berada”.?

Fenomena tersebut dapat dilihat pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. sendiri,
dimana beliau pernah menetapkan hukum berbeda terhadap sesuatu masalah karena
keadaan dan situasi yang sudah berubah. Contohnya, larangan terhadap ziarah kubur,
Nabi Muhammad s.a.w. pada mulanya melarang ziarah kubur karena perbuatan itu
dikhuatiri akan membawa kepada perbuatan dan perilaku syirik, karena iman mereka
belum teguh/kukuh. Ramai orang yang berziarah ke kuburan pada ketika itu meratap,
merintih dan menjerit sambil berguling-guling di atas pekuburan dan ada juga yang
merobek-robek pakaiannya, sehingga mereka berasa hilang semangat hidupnya dan
tidak percaya pada ketentuan takdir Allah s.w.t. Di samping itu ada pula yang
menganggap kuburan itu sebagai tempat keramat dapat mengabulkan sesuatu
permohonan dan bahkan mereka jadikan sebagai tempat pengaduan nasib. Namun
setelah keadaan berubah, akidah dan keimanan masyarakat sudah kukuh Nabi
Muhammad s.a.w. mengizinkan ziarah kubur, karena dengan ziarah kubur dapat
menimbulkan keinsafan dan kasusedaran beriman dan beramal saleh atau dapat
mempartingkatkan  kasusalenan  peribadi dan kasusalehan sosial, sebab
mengingatkannya kepada kematian. Kuburan dan kematian juga dapat memberikan
pelajaran (tadhkirah) serta keinsafan kepada seseorang bahwa bagaimanapun
hebatnya kekuasaan, kekayaan dan keagungan yang dimiliki, akhirnya dia akan
menghadapi dan merasai kematian serta dimasukkan dan dibaringkan di dalam liang
kubur seorang diri. Kekayaan, kekuasaan dan keagungannya itu akan berakhir dengan
kematian. Hanya amal salehlah yang boleh dibawa dan akan dipersembahkan kepada
Allah s.w.t. sebagai tanggung jawab seorang hamba. Adapun hadith yang dijadikan
sebagai dasar kebolehan menziarahi kubur adalah:

27 (555 sl 30l Ge &)

26 cApd al-Wahhab Khallaf, al-Siyasah al-Shar¢iyyah Aw Nizam al-Dawlah al-Islamiyyah fi
Shu’un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah, Dar al-Ansar, Kaherah, t.th. him. 8.

27 Muslim, Sahih Muslim, Dar al-Kutub al-*limiyyah, Beyrut, t.th. Jil.1, hlm. 389, al-Nasai,
Sunan al-Nasai bi Sharh Jalaal al-Din al-Suyuti, Dar al-Kutub al-°limiyyah, Beyrut, t.th. Jil.4,
bil.hadith 2034, him.89. Dalam riwayat al-Tirmidhi ada tambahan perkataan yaitu: 3L (e aSigd CiSa
AY) S¥lgildlag 0% ., Lsdll . Lihat Abu ‘Isa Muhammad bin CIsa bin Sawrah al-Tirmidhi, Sunan al-
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Maksudnya:

“Dahulu aku melarang kamu menziarahi kubur sekarang ziarahilah akan kubur,
karena ia boleh mengingati akan kematian”.

Khalifah kedua, “‘Umar bin al-Khattab, pernah menghukum 80 kali sebat ke
atas orang yang minum minuman memabukkan (tuak masam dan sejenisnya) padahal
Nabi Muhammad s.a.w. sendiri demikian juga Abu Bakar al-Siddiq, menghukum
orang yang minum minuman yang memabukkan sebanyak 40 kali sebat. “Umar
mengubah ketentuan sebat terhadap orang minum minuman yang memabukkan
menjadi 80 kali karena menurutnya hukuman sebat 40 kali pada ketika itu tidak
mampu lagi menghalang orang melakukan perbuatan negatif itu.?® Sikap ‘Umar itu
tidak berarti menentang hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi s.a.w. dan Abu Bakar,
tetapi beliau hanya mencuba untuk mencari hukum yang lebih efektif dan dapat
mendatangkan kemaslahatan yang dalam hal ini adalah memulihara dan menjaga akal

manusia.

Kasus-kasus yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa keadaan dan situasi
yang berlaku dalam masyarakat yang diistilahkan sebagai figh al-waqi® boleh
dijadikan dasar partimbangan dalam mengistinbatkan hukum. Dengan menjadikan
perkembangan baru yang terjadi dalam sesebuah masyarakat -akibat kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi- sebagai dasar partimbangan dalam menginstinbatkan
hukum itulah pada hakikatnya yang dimaksudkan dengan pembaharuan hukum Islam,
karena dengan cara demikian hukum Islam diharapkan dapat merealisasikan magasid

al-Sharitah di setiap waktu dan tempat.

Dimaksudkan dengan partimbangan hukum di sini adalah bahwa
perkembangan baru itu atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam sesebuah

masyarakat perlu mendapat perhatian serius agar ketentuan hukum yang akan

Tirmidhz, Muhammad Fu’ad °Abd al-Baqi (pnyt.), Dar al-Kutub al-°lImiyyah, Beyrut, t.th. Juz.3,
bil.hadith 1054, him. 370.

28 1on Taymiyyah, al-Siyasah al-Shar®iyyah fi Islah al-Rai wa al-Raiyyah, Dar al-Kutub al-
lImiyyah, Beyrut, t.th. him. 91
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ditetapkan dapat berlaku efektif serta tujuan yang ingin dicapai oleh hukum yaitu
mengatur dan menyelesaikan sesuatu masalah dapat terealisasikan dan mengena
sasarannya serta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Gambaran
konkritnya adalah: pemberian zakat kepada para mu’allaf (yaitu orang-orang yang
ternama seperti ketua kabilah dipujuk masuk Islam agar penyebaran dakwah Islam ke
wilayah mereka tidak dihalang, atau saudara-saudara baru Islam, tetapi masih lemah
iman) pada zaman Rasulullah s.a.w. dan zaman Abu Bakar matlamatnya adalah untuk
menjinakkan hati mereka agar merasa dekat dan suka dengan agama Islam dan tidak
lagi memusuhinya. Dan dengan pemberian zakat diharapkan para mu ’allaf itu turut
memperkukuh barisan Islam. Namun pada zaman khalifah “Umar bin al-Khattab, umat
Islam bersama bala tenteranya sudah sangat kuat dan digerungi oleh musuh-musuh
Islam. Para mu allaf tidak akan berani untuk kembali memusuhi Islam. Perkembangan
baru yang terjadi dalam masyarakat Islam tersebut dijadikan partimbangan hukum
oleh ‘Umar bin al-Khattab untuk menghapuskan -sementara- pemberian zakat kepada

mu’allaf.®®

Pada zaman Nabi Muhammad s.aw. azan jumaat dikumandangkan
(dilaungkan) satu kali saja. Akan tetapi pada zaman ‘Uthman bin °Affan khalifah
ketiga, beliau mengeluarkan perintah supaya azan jumaat dikumandangkan dua kali.
Ada perkembangan baru yang dijadikan partimbangan hukum oleh ‘Uthman yaitu
pada zaman ‘Uthman umat Islam pada ketika itu sudah ramai dan tinggal berjauhan
dari masjid. Dengan azan dua kali kemaslahatan yang hendak dicapai oleh azan yaitu
memberitahukan atau memanggil orang untuk datang bersolat jumaat lebih terasa
manfaatnya.®® Namun kalau dilihat perkembangan pesat yang ada sekarang, dimana
pembesar suara dapat menjangkau tempat yang jauh dan juga menjelang masuknya
waktu jumaat biasanya dengan melalui pembesar suara tersebut pembacaan ayat-ayat
al-Qur’an oleh mugqri’-mugqri’ yang terkenal diperdengarkan sangat memberi kasusan
positif kepada orang ramai untuk bersiap sedia berangkat ke masjid maka azan jumaat

boleh dikumandangkan (dilaungkan) kembali semula seperti yang pernah berlaku

2% Muhammad Rawwas Qalah Ji, Mawsu‘at ‘Umar bin al-Khattab, Dar al-Nafais, Beyrut,
1997 M/1418 H. Ed.ke-5, him.470-471.
30 cApd al-Wahhab Khallaf, al-Siyasah al-Sharciyyah, him. 8.
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pada zaman Rasulullah s.a.w, Abu Bakar al-Siddiq dan “Umar bin al-Khattab yaitu

satu kali saja.

Di samping itu perkembangan baru yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi dapat pula membantu umat dalam mamahami hukum-
hukum Allah s.w.t.yang tersebar dalam hukum alam. Karena, Islam bukanlah sistem
mitologis atau dongeng (asatir) ia adalah pengetahuan (°ilm) dan keterangan (bayan)
daripada Allah s.w.t. yang diberikan kepada umat manusia.>*!Maka dari itu semakin
mampu manusia membuka tabir rahsia alam raya ini dan dirinya sendiri, semakin dia

dekat kepada kebenaran (al-Haqq). Firman Allah s.w.t.:

AR 4 OCNTTION T OPRBORNORHERD
F2E & KO > A0 MoRx<e EMMa voe WMo S
€Ok x0Ol0 ALV e ¢x[O0vemO00606 % RO

2.0 =00 B a3

Maksudnya:

“Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di merata-rata
tempat (dalam alam yang terbentang luas ini) dan pada diri mereka sendiri, sehingga
ternyata jelas kepada mereka kebenaran itu”.

Menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan
baru itu berarti mengembangkan atau mereformasi hukum Islam dengan memberikan
penafsiran baru terhadap persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Hal itu merupakan salah satu bahan partimbangan dalam
usaha yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada kebenaran dengan tetap
berpandukan kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam agar dapat

terwujud kemaslahatan manusia.

Sebenarnya pembaharuan hukum Islam adalah rangsangan sekaligus tuntutan
daripada Islam itu sendiri yang menyebut dirinya sebagai rahmat bagi sekalian alam di

setiap waktu dan tempat, karena hukum Islam sememangnya dicipta untuk

31 Nurcholis Madjid, Makalah, him. 16.
32 Al-Qur’an, Fussilat 41: 53
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merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan untuk menjamin kebahagiaan mereka

di dunia dan di akhirat.3?

Kalau demikian halnya maka kasusesuaian al-maslahah al-mursalah dengan
pembaharuan hukum Islam berada pada aplikasi maqasid al-Shariah, yaitu
merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Sedangkan al-maslahah
al-mursalah adalah kemaslahatan-kemaslahatan neutral dan dijadikan dasar
partimbangan dalam pengkajian hukum ke atas persoalan-persoalan yang tidak
dinyatakan status hukumnya oleh nas secara terperinci, dan ianya merupakan metod
istinbat hukum yang merefleksikan idea-idea maqgasid al-Shariah. Pengujian
terhadapnya dapat dilakukan secara pragmatik yakni dengan menimbang maslahah
dan mafsadatnya.

45  Beberapa Contoh Aplikasi Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Figh Masa

Kini

Dari huraian terdahulu dapatlah disimpulkan bahwa al-maslahah al-mursalah sebagai
salah satu metod dalam menginstinbatkan hukum berhubungkait dengan pembaharuan
hukum Islam atau boleh dikatakan terdapat benang penghubung yang mengikat di
antara kedua-duanya. Untuk memperjelas aplikasi al-maslahah al-mursalah dalam
pembaharuan hukum Islam akan diketengahkan beberapa contoh permasalahan yang

meliputi aspek sosial budaya, sosial politik dan sosial ekonomi sebagai berikut:

4.5.1. Aspek Sosial Budaya

Aspek ini merangkumi pelbagai realiti kebudayaan dan tingka laku anggota
masyarakat di dalam menjalankan kehidupan mereka sebagai insan budaya. Tradisi,
adat resam, norma, masalah-masalah demografi, sturuktur masyarakat, fungsi mereka,
cara-cara berkomunikasi dan menyelesaikan persoalan serta masalah bahasa semuanya

tercakup dalam sosial budaya.>*

33 Kesimpulan ini dapat ditarik secara induksi dari ayat-ayat Al-Qur’an yaitu surah al-Bagarah
(2): 179, 185 dan 219 serta surah al-Maidah (5):91.

34 Webster’s, Ninth New Collegiate Dictionary, Merriam Webster Inc. Publishers Springfield,
Massachusetts, USA, 1993, him. 1119.
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4.5.1.1 Berkahwin Dengan Non Muslim

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan bahwa:

a. Perkahwinan wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah haram
hukumnya.

b. Seorang lelaki muslim dilarang berkahwin dengan wanita bukan
muslim. Tentang perkahwinan antara lelaki muslim dengan wanita ahli
Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah memperhatikan mafsadatnya
lebih besar dari maslahatnya, maka Majelis Ulama Indonesia menfatwakan

perkahwinan tersebut hukumnya haram.®

Landasan pengharaman ini, menurut penulis merujuk kepada kebijaksanaan
‘Umar bin al-Khattab yang memerintahkan Hudhayfah bin al-Yaman untuk
menceraikan wanita Yahudi yang dikahwininya karena akan menimbulkan kasusan
yang negatif dan tidak akan dapat direalisasikan tujuan perkahwinan. Maka fatwa
MUI ini didasarkan atas partimbangan kemaslahatan dan untuk menutup jalan

timbulnya sesuatu yang membahayakan.

Perkahwinan dalam Islam merupakan bahagian integral dari ajaran Islam itu
sendiri. lanya tidak hanya dilihat sebagai al-maslahah, tetapi juga dikaitkan dengan
masalah ibadah dan akidah. Bahkan al-Qur’an memberikan pengartian akad nikah
(perkahwinan) dengan mawaddah wa rahmah (kasih dan sayang) atau al-sakan wa
al-mithaq al-ghaliz (kewajipan dan tanggung jawab yang akan menciptakan suasana

yang tenteram dalam keluarga).

Matlamat perkahwinan secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur’an yaitu
mencari ketenangan dan ketenteraman. Ketenangan dan ketenteraman tersebut akan

diperolehi apabila terdapat kasusamaan emosional termasuk dalam kategori ini adalah

% MUI, Keputusan Musyawarah Nasional Il Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Sekretariat
MUI, t.th., hlm.66 dan dipublikasikan pula melalui Majalah “Mimbar Ulama”, No. 17 tahun X VI, April
1992.
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kasusamaan agama antara suami isteri.®® Apabila hal ini tidak wujud, maka yang
terjadi adalah konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Perkahwinan dalam Islam
tidak sekadar mencari penyaluran dan kepuasan seksual saja, tetapi ia merupakan
mekanisma embrional menuju terwujudnya masyarakat muslim yang saleh atau

sebagai ladang untuk menyemai dhurriyah salehah.

Secara ringkas, ada empat matlamat perkahwinan yang boleh diketengahkan
disini. Ke empat-empat matlamat itu hendaklah difahami dengan baik oleh bakal
suami atau isteri, supaya terhindar daripada keretakan dalam rumah tangga yang

biasanya berakhir dengan perceraian. Ke empat-empat matlamat itu adalah:

1) Menenteramkan Jiwa.

Allah s.w.t. menciptakan manusia hidup berpasangan-pasangan dan bahkan bukan
hanya manusia saja, dalam dunia binatang, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-Nya yang
lain juga diciptakan dalam suasana seperti itu. Hal yang demikian ini adalah sesuatu
yang alami, yaitu lelaki tertarik dan terpikat kepada wanita dan begitu juga sebaliknya

wanita tertarik dan terpikat kepada lelaki.%

Apabila agad nikah atau ijab-gabul telah dilangsungkan, wanita yang sudah
rasmi menjadi isteri akan merasa tenteram jiwanya, karena ada yang melindungi dan
bertanggung jawab dalam rumah tangga. Lelaki pun yang sudah rasmi jadi suami
wanita tersebut merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah
tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan kawan bermesyuarat
dalam menghadapi pelbagai persoalan dan cabaran. Allah s.w.t. berfirman dalam

surah al-Rum :

¢ -RERAS® )0 AORQONIVERK @ (IO Xe0D
AVITOO®ONON FLAEGO->HAROM] IO XE HAEw
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3% Yusuf Ali, The Holy Koran, Amana Corporation, Maryland,1989, him. 89.
37 Mahmud Shaltut, al-Islam: Agidah wa Sharitah, Dar al-Shurug, Kaherah,1980 M/1400 H,
Ed.ke-2, him.15.
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Maksudnya:

“Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya,
bahwa la menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki) isteri-isteri dari jenis kamu
sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya di
antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan.Sesungguhnya
yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan
kasusedaran) bagi orang-orang yang berfikir”.

Betapa indahnya bahasa al-Qur’an dalam menggambarkan keperluan manusia
kepada perkahwinan, serta ketenangan dan kebahagiaan yang lahir daripada

perkahwinan tersebut:

A2e=x0e0 ALE A QO ¢380.w OII>2D
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Maksudnya:

“Mereka (isteri-isteri kamu) adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian
bagi mereka.”

Ayat di atas mengibaratkan suami isteri sebagai pakaian bagi pasangannya
karena masing-masing saling melindungi. Oleh itu, keperluan suami kepada isteri dan
keperluan isteri kepada suami adalah seperti keperluan masing-masing kepada
pakaian. Pakaian diperlukan untuk menutup keaiban tubuh badan dan mengelak dari
sesuatu yang menyakitkan. Begitu juga dengan suami dan isteri, masing-masing akan
menjaga kemuliaan, kebahagiaan, kasih sayang serta ketenangan kepada pasangan

masing-masing.

Jika dalam sesebuah rumah tangga tidak terbina perasaan kasih dan sayang di
antara suami dan isteri serta tidak mahu berbagi suka dan duka, maka tujuan berumah

tangga tidak sempurna. Akibatnya yang berkemungkinan terjadi adalah masing-

% Al-Qur’an, al-Rum 30: 21
39 Al-Qur’an, al-Bagarah 2:117
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masing daripada suami isteri mengharapkan kasih sayang daripada pihak luar yang

sepatutnya tidak boleh berlaku dalam sesebuah rumah tangga.
2) Melestarikan Keturunan

Pada umumnya suami isteri tidak ada yang tidak mendambakan anak keturunan, agar
kasusinambungan hidup berterusan. Anak keturunan diharapkan dapat mengambil
alih tugas, perjuangan dan idea-idea yang pernah tertanam dalam jiwa suami atau
isteri. Fitrah semacam ini sudah ada dalam diri manusia sebagaimana diungkapkan
oleh firman Allah s.w.t. dalam surah al-Nahl:
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Maksudnya:

” Dan Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu sendiri pasang-pasangan (isteri)
dan dijadikan bagi kamu dari pasangan kamu anaak-anak dan cucu-cicit, serta
dikurniakan kepada kamu dari benda-benda yang halal”.

Mengikut ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa Allah s.w.t. menciptakan
manusia berpasang-pasangan supaya berkembang biak, meramaikan bumi dan
memakmurkannya. Atas kehendak Allah swt. manusia pun menginginkan seperti itu

yaitu mengekalkan generasi melalui proses kelahiran hasil dari perkahwinan.

Kalau dilihat dari sudut pandang normatif ajaran Islam, maka disamping
pergantian generasi secara berterusan, anak cucu pun diharapkan dapat
menyelamatkan orang tuanya (nenek moyangnya) sesudah meninggal dunia dengan
panjatan doa keampunan kepada Allah s.w.t. Begitu pentingnya keturunan (pewaris),

Allah s.w.t. menyebutkannya melalui lidah hamba-Nya dengan firman-Nya:

40 Al-Qur’an, al-Nahl,16: 72
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Maksudnya:

”Dan juga mereka (yang diridahi Allah itu ialah orang-orang) yang berdoa dengan
berkata: wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri kami, perkara-
perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi
orang-orang yang (mahu) bertagwa”.

Nabi Zakariya sebagai Rasul Allah s.w.t. juga mahukan anak turunan untuk
meneruskan perjuangan beliau. Dalam usia tuanya beliau memohon kepada Allah

s.w.t. Permohonan beliau terakam dalam surah Maryam:
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Maksudnya:

”la merayu dengan berkata wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemah tulang-
tulangku dan telah putih melepaklah uban kepalaku dan aku wahai Tuhanku tidak
pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepada-Mu. Dan sesungguhnya aku
merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas agama
sepeninggalanku, dan isteriku pula adalah seorang yang mandul, oleh itu kurniakanlah
daku dari sisi-Mu seorang anak lelaki, yang layak mewarisi daku dan juga mewarisi
keluarga nabi Yakub, dan jadikanlah dia -wahai Tuhanku- seorang yang diridahi serta
disukai”.

4 Al-Qur’an, al-Furgan, 25: 74
4 Al-Qur’an, Maryam 19 : 4-6
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Manusia yang normal akan merasa resah dan gelisah, rumah tangga terasa sepi
dan hidup tidak bermaya apabila perkahwinannya tidak menghasilkan anak keturunan.
Oleh itu, pada umumnya orang rela bekerja keras bertungkus lumus tujuannya adalah
untuk kepentingan keluarga dan anak cucu. Artinya anak keturunan adalah sumber
inspirasi dan semangat untuk bekerja keras.

3) Memenuhi Keinginan Naluri Seksual

Boleh dikatakan semua manusia yang sihat jasmani dan rohaninya menginginkan
hubungan seks dengan lawan jenis. Bahkan dalam dunia haiwan pun berperilaku
demikian. Keinginan seperti itu adalah sedia ada sesuai dengan fitrah penciptaan
manusia. Tidak perlu dibendung, dihalang atau disekat. Akan tetapi pemenuhan
keinginan seksual itu mesti dyaitur melalui institusi atau lembaga perkahwinan,
supaya tidak berlaku penyimpangan, tidak bebas begitu saja sehingga menyebabkan

norma-norma adat-resam dan agama dilanggar.*®

Kecenderungan mencintai lawan jenis dan berhubungan seksual dengannya
sedia ada tertanam dalam diri manusia. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan
seperti itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak, sedangkan Allah s.w.t.

menghendaki manusia berkembang biak sebagaimana firman-Nya:
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Maksudnya:

43 Ahmad Hasan Karzun, Mazaya Nizam al-Usrah al-Muslimah, Dar lbn Hazm, Beyrut,1997
M/1417 H. Ed.ke-2, him. 16-19.
4 Al-Qur’an, al-Nisa” 4 : 1
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”Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan
kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam) itu pasangannya (isterinya-Hawa), dan
juga yang membiakkan dari keduanya —zurriat keturunan- lelaki dan perempuan yang
ramai .Dan bertagwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-
nyebut nama-Nya serta peliharalah hubungan (silaturahim) kaum kerabat, karena
sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu”.

Daripada ayat tersebut di atas dapat difahami, bahwa tuntutan
pengembangbiakan dan tuntutan keinginan berhubungan seksual dengan lawan jenis
dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat, bahwa perintah “bertaqwa”
kepada Allah s.w.t. diungkapkan dua kali. Ini mengisyaratkan bahwa dalam hubungan
seksual tidak boleh berlaku penyimpangan dan anak turunan juga akan diharapkan
menjadi anak yang baik.

4) Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkahwinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan
kepada manusia kekekalan hidup yang diinginkan oleh naluri dan tabiatnya, maka
faktor keempat yang menjadi matlamat perkahwinan adalah menumbuhkan rasa
tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkahwinan merupakan pelajaran dan latihan
praktikal memikul tanggung jawab serta melaksanakan segala kewajipan yang timbul

daripada pertanggungjawapan tersebut.

Perkahwinan juga akan melahirkan kerjasama di antara suami isteri. Isteri akan
membantu suaminya di dalam urusan; makan minum, pakaian, tempat tinggal,
mendidik anak-anak serta menguruskan rumah tangga. Suami pula akan membantu
isteri memenuhi keperluannya, memberikan nafkah, mempertahankannya dan

memelihara serta menjaga kehormatannya.*

45 Abu Bakar al-Jazairi, Minhaj al-Muslim, Dar ‘Umar Ibn al-Khattab, Iskandariyah, 1978 M.
Cet. ke-8, him. 372.Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, al-Maktabah al-°Asriyah, Beyrut, 1999 M/1420 H.
Jil.ke-3, him.10.
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Allah menciptakan manusia dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk makan,
minum, hidup, kemudian mati saja seperti yang berlaku pada makhluk lainnya. Lebih
dari itu manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan,mengatur, mengurus segala
persoalan, dan dapat memberi manfaat kepada umat manusia dan alam sekitar sebagai

wujud dan realisasi daripada rahmatan li al-alamin.

Sejalan dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya
berkarya, maka manusia tidak sewajarnya bebas daripada tanggung jawab. Manusia
bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Latihan bermula daripada
ruang lingkup yang terkecil, kemudian meningkat kepada yang lebih besar dan luas.
Biasanya orang yang terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam

rumah tangga akan berjaya pula dalam masyarakat.

Ke empat-empat faktor, menenteramkan jiwa, melestarikan keturunan,
memenuhi keinginan biologis (kecenderungan hubungan seksual) dan latihan memikul
tanggung jawab daripada matlamat perkahwinan itu, patut mendapat perhatian dan
direnungkan, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana
yang diharapkan. Untuk itu, mencari pasangan hidup berumah tangga haruslah yang
mempunyai kasusamaan emosional, kepercayaan terutamanya yang berkaitan dengan

agama.

Atas dasar hakikat matlamat tersebut, perkahwinan dengan non muslim (ahli
kitab) tidak hanya menimbulkan kehancuran keturunan, tetapi pada akhirnya akan

menghancurkan nilai-nilai agama Islam itu sendiri.*®

Kalau dirujuk pendapat para ulama tentang boleh tidaknya lelaki muslim
berkahwin dengan wanita ahli kitab, maka terdapat perbedaan dan perselisihan
pendapat di kalangan mereka. Jumhur ulama Hanafi, Maliki, al-Shafi‘i dan Hanbali
berpandangan bahwa lelaki muslim dibolehkan berkahwin dengan wanita ahli kitab

yang berada dalam lindungan kekuasaan negara Islam atau yang dipanggil dengan ahl

46 Lihat Rashid Rida, Tafsir al-Manar, Dar al-Manar, Kaherah, 1376 H. Jil.6, him. 195-196.
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dhimmah.*” Artinya wanita ahli kitab yang bermustautin di dar al-harb tidak boleh
dikahwini karena mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Pandangan
sebaliknya dikemukakan oleh Shi‘ah Imamiyyah dan Zaydiyyah, mereka mengatakan

bahwa lelaki muslim tidak boleh sama sekali berkahwin dengan wanita ahli kitab.*

Jumhur ulama mendasarkan pandangan mereka pada :

a. Firman Allah swt.
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Maksudnya:

“Pada masa ini dihalalkan bagi kamu (memakan makanan) yang lazat-lazat serta baik-
baik. Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Kkitab itu adalah halal
bagi kamu dan makanan (sembelihan) kamu adalah halal bagi mereka. Dan
(dihalalkan kamu berkahwin) dengan perempuan-perempuan Yyang menjaga
kehormatannya yang Dberiman dan juga perempuan-perempuan menjaga
kehormatannya dari kalangan orang-orang diberikan kitab sebelum kamu”.

47 Al-Shafi®i, al-Um, al-Maktabah al-Qayyimah, Kaherah, Jil.4, hlm. 391-392. Malik, al-
Muwatta’, Dar al-Nafais, Beyrut, 2001 M/1422 H. Ed.ke-13, hlm.367, “Alauddin Abi Bakar bin Mas‘ud
al-Kasani, Badai® al-Sanai® fi Tartib al-Sharai®, Ali Muhammad Muawwad (pnyt.), Dar al-Kutub al-
“limiyyah, Beyrut, 1997 M/1318 H. Ed.ke-1, Jil.3, him.458-459, Shamsu al-Din al-Sarakhsi, al-Mabsut,
Matba‘at al-Sa‘adah, Mesir,1334 H. Jil.5, him.28, Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya bin Sharaf al-
Nawawi, Rawdat al-Talibin, Dar al-Kutub al-°limiyyah, Beyrut, 1992 M/1412 H. Ed.-1, Jil. 5, hIm.475,
al-Nawawi, al-Majmu® Sharh al-Muhadhdhab, Muhammad Najib al-Muti¢i (pnyt.), Maktabat al-Imam,
Mesir, t.th. Jil.15, him.389, Zainuddin bin lbrahim bin Muhammad Ibn Najim, al-Bahr al-Raiq Sharh
Kanz al-Dagaiq, Dar al-Kutub al-“limiyyah, Beyrut, 1997 M/1418 H. Ed.ke-1, Jil.3, him.360, dan Al-
Jazairi, al-Figh ‘ala al-Madhahib al-Arba®ah, Dar al-Fikr,Beyrut,1990 M/1411 H, Jil. 4. Ed.ke-1,
him.76-77.

48 Al-Khumayni, Tahrir al-Wasilah, Manshurat al-Mustashar al-Thagafiyyah li al-
Jumhuriyyah al-Islamiyyah al-Iraniyyah, Damshiq, 1307 H/1987 M, Jil. 2 , him.259.

49 Al-Qur’an, al-Maidah 5:5
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b. Di kalangan sahabat ada yang pernah berkahwin dengan wanita ahli kitab,
antaranya ‘Uthman bin Affan berkahwin dengan Nailah binti al-Gharamidah seorang
wanita beragama Nasrani yang kemudian masuk Islam, demikian juga Hudhayfah

berkahwin dengan seorang wanita Yahudi yang berasal dari Madain.>

Berdasarkan pada ayat di atas dan dikukuhkan oleh fakta historis menunjukkan
bahwa berkahwin dengan wanita ahli kitab itu dibolehkan. Sebenarnya tindakan yang
dilakukan Hudhayfah salah seorang panglima perang yang dikirim oleh khalifah
‘Umar bin al-Khattab ke Iraq berkahwin dengan wanita ahli kitab karena di daerah-
daerah baru yang ditaklukkan dan dikuasai oleh tentera Islam pada ketika itu tidak ada
wanita muslimah sementara desakan keperluan biologis semakin kuat, jadi wajar jika
dibolehkan berkahwin dengan wanita-wanita ahli kitab karena mereka lebih dekat ke
ajaran Islam berbanding dengan ajaran-ajaran lain ciptaan manusia. Hal ini

dikukuhkan oleh riwayat daripada Jabir bin Abdullah tentang berkahwin dengan
wanita ahli kitab, beliau mengatakan: o 3 (3)_all =3 jiay =il ale 48 SI caliag 350
" oalidla U pail Lld dalis 22351 Kebolehan ini hanya berlaku sementara yaitu pada

waktu penyebaran agama Islam dan ianya masuk ke dalam kategori darurat. Hal

senada dikemukakan oleh al-°Amili,>? beliau mengatakan:
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Maksudnya:

“Tidak sepatutnya seorang muslim berkahwin dengan wanita ahli kitab kecuali dalam
keadaan darurat, dimana tidak menemukan wanita muslimah.”

Mengikut keterangan di atas, dalam keadaan tertentu lelaki muslim dibolehkan
berkahwin dengan wanita ahli kitab (Yahudi atau Nasrani), tetapi harus memenuhi

syarat-syarat seperti berikut:

50 Abu Jafar Muhammad bin Jarir al-Tabari,Tariks al-Tabari, Muhammad Abi al-Fadl
Ibrahim (pnyt.), Dar Ma‘arif, Kaherah, t.th. Jil. 3, him 588.

51 Al-Nawawi, al-Majmu¢ Sharh al-Muhadhdhab, Jil. 15, him.389.

52 Muhammad bin al-Hasan al-Hurr al-SAmili, Wasail al-Shi€ah ila Tahsil masail al-Shariah,
°Abd al-Rahim al-Rabbani al-Shirazi (pnyt.), Dar lhya’ al-Turath al-°Arabi, Beyrut, 1991 M/1412 H,
Ed.ke-6, Jil. 14, him.413.



230

a. Perkahwinan itu harus dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dengan
memenuhi rukun dan syarat seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab figh.

b. Calon suami yang beragama Islam harus memiliki pendirian kukuh, bahwa dia
tidak akan terpengaruh oleh agama calon isteri. Karena agama Islam
mewajibkan kepada umatnya untuk mempertahankan dan menjaga agama

Islam sampai akhir hayat, sebagaimana firman Allah swt.:
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Maksudnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertagwalah kepada Allah dengan sebenar- benar
taqgwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”

c. Calon suami yakin betul bahwa dia akan mampu memenuhi kewajipannya
sebagai seorang ayah yang beragama Islam, termasuk dalam mendidik anak-
anaknya sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka akan tumbuh dan
membesar menjadi muslim dan muslimah yang taat. Agama Islam mewajibkan
kepada umatnya untuk mendidik anak-anaknya sehingga menjadi muslim dan
muslimah yang taat dan akhirnya terselamat dari seksa api neraka. Firman

Allah swt.:
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Maksudnya:

53 Al-Qur’an, Ali ¢Imran 3: 102
5 Al-Qur’an, al-Tahrim 66: 6
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“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

d. Calon suami yakin betul bahwa dia akan mampu memenuhi kewajipannya
sebagai seorang suami, termasuk menggauli isterinya dengan baik atau
mucasharah bi al-ma‘ruf sehingga isteri mempunyai kasusan positif terhadap
ajaran Islam yang tercermin dari perilaku suami dan akhirnya diharapkan isteri

dengan kasusedaran sendiri -tanpa paksaan- sukarela memeluk agama Islam.>®

Landasan pendapat golongan Shi‘ah adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah swt.
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Maksudnya:

“Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik
sebelum mereka beriman”.

Kelompok ini berpendapat bahwa wanita-wanita ahli kitab masuk kategori
golongan kafir-musyrikah, karena mereka telah mempersekutukan Allah s.w.t. dengan
menuhankan dan menyembah Jesus Kristus. Berdasarkan pula riwayat daripada lbn
‘Umar bahwa beliau pernah ditanya tentang berkahwin dengan wanita ahli kitab,
bagaimana status dan kedudukan hukumnya. Kemudian beliau menjawab:
sesungguhnya Allah s.w.t. mengharamkan wanita-wanita musyrikah untuk dikahwini
oleh orang-orang mukmin. Masih adakah kemusyrikan yang lebih besar daripada

keyakinaan seorang wanita Nasrani bahwa tuhannya adalah Isa al-Masih atau Jesus
Kristus, e Wiy Js& o oo S L8 Alel Y. 57 padahal Isa al-Masih sendiri
adalah seorang individu yang bertaraf manusia biasa bukan tuhan seperti yang

disifatkan dan diyakini oleh umat Kristian.

5 |smail Lutfi Fatani, Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuh fi Ahkam al-Mungkahah wa al-
Mucamalah, Dar al-Salam, Kaherah,1990 M/1410 H, Ed.-1, him.163-169.

% Al-Qur’an, al-Bagarah, 2:221

57 Muhammad bin SAli bin Muhammad al-Shawkani, Fath al-Qadir, Dar al-Wafa, al-
Mansurah, 1997 M/1414 H. Ed.ke-2, Jil.2, him.23.
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2. Firman Allah swt.
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Maksudnya:

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkahwinan) dengan perempuan-
perempuan kafir”.

Menurut golongan Shi‘ah Imamiyyah ayat di atas dinasakh atau dikukuhkan
penjelasannya oleh ayat . i SIS jdall | 5285 Y (janganlah kamu berkahwin

dengan wanita-wanita musyrikah sebelum mereka beriman).>®

Sebenarnya di kalangan ulama Sunni ada yang berpandangan bahwa wanita-wanita

ahli kitab yang boleh dikahwini ialah mereka yang beriman kepada kitab Tawrat dan
Injil sebelum al-Qur’an diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. 3 AUl ~1S5 Jay L)
O Js5 i Jiai¥s 8,6 <l | Landasan argumennya adalah keterangan
waktu oSl (e daripada ayat " ... GUSI Vgigl ) e Gliasalls mafhum
mukhalafah ayat itu menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Tawrat
dan Injil selepas turunnya al-Qur’an kepada Rasulullah s.a.w. mereka itu terkeluar
daripada maksud ayat tersebut.®® Imam al-Nawawi juga memetik pandangan yang

sama bahwa orang-orang yang beriman kepada kitab Tawrat atau Injil selepas

kebangkitan Nabi Muhammad s.a.w. menjadi Nabi dan Rasul tidak boleh berkahwin

58 Al-Qur’an, al-Mumtahinah, 60:10. Untuk keterangan sepenuhnya dapat dilihat pada al-
Sayyid Muhammad Sadiq al-Husayni al-Ruhani, Figh al-Sadiq fi Sharh al-Tabsirah li al-Imam
Muhaqqiq Ayatullah al-°Allamah al-Muhallagidah, Matba‘at al-Mahr Istiwar, Qum,1389 H, Ed.ke-2,
Jil. 17, him.318-319, Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat fi ‘Aqd al-Zawaj Wa Atharuh, Dar al-Fikr
al-°Arabi, Kaherah, t.th, him.144. Muhammad bin al-Hasan al-Hurr al-’Amili, Jil.ke-14, him.410-411.
Muhammad Jawad Mughniyah, Figh al-Imam Ja‘far al-Sadiq, Dar al-°lim li al-Malayin, Beyrut, 1966
M, Ed.-1, him.208-209. dan Ismail Lutfi Fatani, him.163-169.

% Al-Ruhani, Figh al-Sadiq fi Sharh al-Tabsirah li al-lmam al-Muhaqqgiq Ayatullah al-
°Allamah al-Muhallagidah, Jil. 17, him.318-319, Al-°Amili, Jil.14, him.410-411. Muhammad Jawad
Mughniyah, him.208-209.

60 Fakhruddin Muhammad bin ‘Umar bin al-Husayn bin al-Hasan al-Razi, al-Tafsir al-Kabir-
Mafatih al-Ghayb, Dar al-Kutub al-‘limiyyah, Beyrut, 2000 M/1421 H. Ed.-1, Jil. 11, him. 117.
Muhammad °Ali al-Sabuni, Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir, Dar al-Qur’an al-Karim, Damshiq,1396 H,
Ed.ke-2, him.487.
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dengan mereka sama ada perempuan mahupun lelaki, & 2= )5 juail sl )53 565 (pdlld
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Sayyid Tantawi menegaskan bahwa mempersempit serta memberikan kawalan ketat
kepada bolehnya berkahwin dengan wanita ahli kitab atau melarangnya sama sekali
terasa lebih patut dipartimbangkan berbanding dengan usaha sistimatik yang
dilakukan oleh sebahagian negara-negara Islam untuk mempersulit atau mengetepikan

poligami.5?

Penulis bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh golongan Shi‘ah
sepertimana dipaparkan di atas, tetapi sandaran argumen dan landasan logiknya perlu
diberi penjelasan tambahan. Menurut pemahaman penulis ketidak bolehan berkahwin
dengan wanita ahli kitab (khususnya Kristian) karena ianya tidak lagi layak
dinamakan ahli kitab, sebab umat Kristian di merata dunia sekarang ini apabila dilihat
dari sudut pandang emperis kitab suci mereka merujuk kepada empat kitab (injil) yaitu

Mathew, Markus, Lukas dan Yohannes bahkan lebih dari itu.

Kalau demikian halnya umat Kristian sekarang ini bukan lagi ahli kitab karena
mengamalkan banyak kitab, lebih tepat kalau disebut ahli kutub. Ahli kitab yang
disebut dalam al-Qur’an adalah orang-orang yang mengamalkan kitab suci asal
peninggalan Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s. (kemungkinan besar kedua-dua kitab
suci asal itu telah ditarik semula kembali ke hadirat Tuhan sebab intisari ajarannya
sudah tercakup dalam al-Qur’an)®®  bukan kitab-kitab yang diubahsuai dan

dikacaubilau oleh para pengarangnya dan menjadi pegangan umat Kristian dewasa ini.

Berdasarkan keterangan al-Qur’an bahwa agama Yahudi yang dibawa Nabi

Musa a.s dan agama Nasrani yang dibawa Nabi °Isa a.s diperuntukkan khusus kepada

61 Al-Nawawi, Rawdat al-Talibmn, wa ‘Umdat al-Muftm, Jil. 5 him.475. Dan agama Yahudi
dan Nasrani hanya diturunkan kepada bani Israel sahaja.

62 Muhammad Sayyid Tantawi, al-Tafsir al-Wasit li al-Qur’an al-Karim, Dar al-Ma‘arif,
Kaherah,t.th, Jil.4, him.56.

63 Al-Qur’an, al-Maidah 5:48 4de Liaea s CUSH (e 40 G W Baas Gally Qs el W35 “Kami
telah menurunkan kepadamu wahai Rasul kitab Al-Qur’an dengan sebenarnya untuk membenarkan
kitab terdahulu serta memeliharanya”. Lihat al-Shawkani, Fath al-Qadir, Jil. 3, him.68. Fakhr al-Razi,
al-Tafsir al-Kabir, Jil. 12, him.11. Muhammad Sayyid Tantawi, Jil.4, hIm.180. Muhammad Mutawalli
al-Sha‘rawi, Tafsir al-Shafrawi, Akhbar al-Yawm, Kaherah, t.th, Jil. 5, him.3174 dan Wahbah al-
Zuhayli, al-Tafsir al-Munir, Dar al-Fikr al-Mu€asir,Beyrut, 1991 M/1411 H. Ed.-1, Jil. 5, him.2186.
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Bani Israel® serta berlaku hanya pada zamannya saja termasuk zaman fatrah -yaitu
bermula ketika Nabi “Isa a.s. diangkat kelangit sehingga menjelang kebangkitan Nabi
Muhammad s.a.w-. Orang-orang bukan Bani Israel tidak terikat untuk memeluk salah
satu dari kedua-dua agama tersebut. Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah Bani
Israel yang beragama Yahudi atau Nasrani. Jadi bolehnya berkahwin dengan wanita
ahli kitab hanya pada keturunan Nabi Ya’kub saja.

Tampaknya masalahat yang hendak dicapai daripada perkahwinan itu yaitu
isteri dari ahli kitab diharapkan memeluk agama Islam sukar terwujud -apatalagi kalau
dikaitkan dengan keadaan sekarang- orang-orang yang berkahwin dengan wanita non
Islam justeru yang sebaliknya terjadi anak-anak yang lahir daripada perkahwinan itu

mengikuti keyakinan ibu mereka.®®

Hal yang demikian itu termasuk agenda terukur serta merupakan jeratan
berbisa dan sistimatik yang dijalankan oleh musuh Islam dengan mengumpan wanita-
wanita cantik daripada ahli kitab kepada pemuda-pemuda muslim untuk berkahwin,
tujuan utamanya adalah merosak akidah dan untuk memurtadkan mereka. Oleh itu
untuk menjaga kemaslahatan rumah tangga, keluarga dan anak turunan, jalan yang
paling selamat adalah menghindar dari perkara-perkara yang mengundang dan

mengandungi banyak resiko yaitu berhahwin dengan wanita ahli kitab-atau ahli kutub-

Rumusan daripada paparan di atas ialah bahwa meskipun ada ayat yang
membolehkan berkahwin dengan wanita ahli kitab, tetapi karena sesuatu
partimbangan kemaslahatan dalam siyasah shariyyah yaitu menutup rapat pintu-pintu
bahaya dan fitnah yang dikuatiri akan muncul bila berkahwin dengan wanita tersebut,
maka kebolehan itu harus diperketatkan atau dilarang.

4.5.1.2 Bayi Tabung Uji

64 Lihat misalnya pada surah al-Maidah, 5 : 72, 78, 110. lbrahim, 14 : 6 dan al-Saf, 61: 6. Lihat
juga Injil. Mathew (Matius); 10:5-6, 15:24, jawab Jesus: aku diutus hanya kepada domba-domba yang
hilang daripada umat Israel.

6 Lihat Rashid Rida, Tafsir al-Manar, Dar al-Manar, Kaherah, 1376 H. Jil.ke-6, hlm. 195-196
dan Ahmad Hasan Karzun, Mazaya Nizam al-Usrah al-Muslimah, him. 16-19
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Fatwa MUI tentang bayi tabung yang dikeluarkan pada tanggal 29 November

1990. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa:

1. Inseminasi buatan/bayi tabung (melalui tabung uji) dengan sperma dan
ovum yang diambil dari pasangan suami isteri yang sah, dibenarkan oleh
Islam.

2. Inseminasi buatan/bayi tabung uji dengan sperma dan ovum (telur) yang

diambil dari bukan pasangan suami isteri hukumnya haram.®

Perbincangan  mengenai bayi tabung uji adalah pembicaraan tentang
bagaimana mewujudkan kemungkinan melahirkan bagi pasangan suami isteri. Tidak
sedikit keluarga yang telah berusaha semaksimum mungkin untuk mendapatkan
keturunan, namun belum juga berhasil. Kemajuan teknologi kedoktoran dewasa ini
menawarkan harapan baru untuk mendapatkan keturunan dalam bentuk inseminasi
buatan/bayi tabung uji. Persoalannya sekarang bagaimana kedudukan hukum
mendapatkan keturunan di luar saluran konvensional itu?, bayi tabung uji merupakan
jalan alternatif, karena masalah itu tidak ditemukan dalam telaah ulama figh terdahulu.
Di samping itu pula al-Qur’an dan hadith sebagai sumber ajaran Islam tidak

menyebutkan kebolehan atau ketidakbolehan bayi tabung uiji.

Oleh sebab tidak disebutkannya dalam sumber utama ajaran Islam, sedang di
pihak lain terdapat temuan baru dalam teknologi kedoktoran, sehingga
permasalahannya menjadi ruang lingkup ijtihadiah. Dalam posisinya sebagai masalah
ijtihadiah, metod istinbat hukum al-maslahah al-mursalah dengan analisis magasid
al-Shari‘ah menjadi sangat relevan dan menentukan. Analisis maqasid al-Sharicah di
sini, berangkat daripada kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan hadith-hadith yang
berbicara tentang kedudukan anak dalam keluarga. Ayat-ayat dan hadith-hadith

dimaksud antara lain:

OHRO Y Oe OGCHNY W BINHAORD
AL BOQYHE W@ I PN E QE2OOUAO $wa S

% Surat Keputusan MUI Nomor Keputusan. 925/X1/1990, tanggal 26 Nopember 1990 tentang
Inseminasi Buatan.
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Maksudnya:

“Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia, kasusukaan kepada benda-benda
yang diingini nafsu yaitu perempuan-perempuan, anak pinak, harta benda yang
banyak berpikul-pikul dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi
terlatih, binatang ternak dan kebun-kebun tanaman”.

Dalam sebuah hadith, Nabi s.a.w. bersabda:

6 (KK G Y531 )5)
Maksudnya:

“Bahwa sesungguhnya anak-anak kamu merupakan hasil usaha kamu”.

Ayat dan hadith tersebut di atas menggambarkan dua sisi persoalan, pertama,
hasrat untuk memiliki keturunan dan merupakan naluri kemanusiaan.%® Kedua,
keinginan naluriah itu harus diikuti dengan usaha. Oleh karena ia merupakan usaha,
maka manusia dimungkinkan untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya dapat
mewujudkan keinginannya. Atas dasar itu segala usaha yang dapat mewujudkan hal
tersebut selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam secara kasuseluruhan, seperti
inseminasi buatan/bayi tabung uji di atas dapat dibenarkan. la merupakan usaha untuk
mewujudkan magasid al-shar®ah dalam kaitannya dengan hakikat perkahwinan yaitu

berketurunan dan beranak pinak.

4.5.1.3 Standard Halal Untuk Makanan dan Kosmetik

67 Al-Qur’an, ali-‘lmran 3:14

68 Abu Dawud, Juz.ke-3, bil.hadith 3530, him. 1529.

89 Abu cAbd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jamic li Ahkam al-Qur’an,
Dar al-Kitab al-°Arabi, Kaherah 1967, Jil. 2, him. 143.
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Fatwa MUI tentang keharusan “sartifikasi atau surat keterangan halal (sijil)” bagi

produk makanan, minuman dan kosmetik.

MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika (LP.
POM MUI) " mengadakan penelitian terhadap produk makanan, minuman, ubat-

ubatan dan kosmetik yang dihasilkan oleh sesebuah kilang untuk dipasarkan.

Untuk mendapatkan sartifikasi dan surat keterangan halal bagi sesebuah kilang,
LP. POM MUI menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengeluar
antaranya masalah prosedur, masa berlaku sartifikat (sijil), cara pemeriksaan produk,
bentuk berita acara pemeriksaan LP. POM, isi sartifikasi dan label-label halal.
Sebelum mengajukan sartifikasi halal, produsen diwajibkan menyiapkan sistem mutu,

pedoman mutu, dan prosedur pelaksanaan baku.

Bagi memudahkan produsen menyiapkan sistem mutu dan sekaligus
mempermudah tim LP. POM MUI melaksanakan audit di lokasi produsen
(pengusaha), MUI telah menyediakan pedoman umum cara berproduksi yang halal.
Pedoman ini berlaku bagi semua produsen yang melakukan usaha pengolahan

makanan dan minuman.

Setelah proses penelitian dilakukan, LP. POM MUI membuat laporan
kemudian diserahkan kepada Bahagian Fatwa MUI untuk dikeluarkan fatwanya.
Fatwa yang dikeluarkan merupakan keputusan tentang kelayakan sesuatu produk

mendapat sartifikat (sijil) halal.

Usaha yang dilakukan MUI ini merupakan langkah positif untuk melindungi
umat Islam daripada makanan, minuman, ubat-ubatan serta bahan-bahan kosmetik
yang tidak halal diguna atau dikonsumsi. Ajaran Islam mengharuskan umat Islam

menikmati barangan yang halal saja. Keharusan ini ditegaskan dalam al-Qur’an:

0 LP. POM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989, merupakan badan pembantu pimpinan
MUI pusat.
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Maksudnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan
itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Perintah dalam ayat tersebut harus dikaitkan dengan arti makanan itu sendiri
bagi manusia, yakni membentuk keturunan yang sihat, tidak hanya jasmani saja tetapi
juga rohani (sebab makanan dan minuman berkemungkinan besar berpengaruh pada
watak dan moral generasi yang akan datang). Dalam konteks inilah usaha sartifikasi
halal bagi sesebuah produk berkait erat dengan magasid al-Sharifah yang intinya
adalah kemaslahatan umat manusia, dan sangat bijaksana serta lebih mendatangkan
kemaslahatan apabila dibuatkan undang-undang mengenainya yang dipersetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Palimen dan Pemerintah.

Di samping itu pula penentuan sartifikasi halal bagi sesebuah produk sangat
diperlukan karena di dalam ajaran Islam, keharaman sesuatu makanan tidak semata-
mata bergantung kepada Cillah yang dijadikan sebagai salah satu sebab
pengharamannya. Akan tetapi sesuatu makanan harus pula dilihat dari sudut taabbudi
(kepatuhan penuh kepada perintah Tuhan). Sebagai contoh, pengharaman makan
daging babi atau makanan yang mengandungi lemak babi, walaupun sudah diberi ubat
penawar dan dipastikan bahwa daging babi tersebut terbebas daripada bakteria dan
cacing ganas yang boleh merosak kasusihatan tubuh manusia (ada sebahagian orang
menganggap bahwa bakteria dan cacing ganas adalah Cillah mengharaman babi),

namun tidak dapat mengubah status hukumnya -babi- menjadi halal untuk dimakan.

4.5.1.4 Penggabungan Biaya Sembelihan Qurban Dengan Biaya Naik Haji

"L Al-Qur’an, al-Bagarah 2:168.
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Departemen Agama Republik Indonesia memasukkan ibadah qurban dalam kategori
wajib bagi setiap jamaah haji. Ditegaskan pula bahwa dana atau biaya untuk qurban
ini akan dimasukkan dalam Ongkos Naik Haji (ONH) atau tambang peruntukan
perjalanan haji. Penetapan ini didasarkan pada partimbangan perolehan kemabruran
ibadah haji serta banyaknya berlaku penyelewengan dalam ibadah qurban jika
ditangani secara sendiri-sendiri. Penetapan ini didasarkan di atas partimbangan

kemaslahatan.

Sebenarnya, mengutip biaya qurban secara rasmi dan sedikit memaksa ini ada
baiknya. Usaha ini diharapkan dapat menghilangkan “mafia” qurban di Arab Saudi.
Setiap musim haji ramai pengusaha qurban yang bermunculan. Mereka itu berasal dari
para mugimin (orang-orang Indonesia yang bermastautin di Arab Saudi), petugas
maktab, petugas haji di Mekah atau pakar rujuk di kumpulan haji (kelompok dalam
satu penerbangan ). Mereka berlumba-lumba mengumpulkan wang peruntukan qurban
lalu dilaksanakan oleh mereka. Dalam pengumpulan ini mereka sering perang harga
sehingga sangat meragukan apakah betul dapat dilaksanakan dengan baik, karena
tidak lagi sesuai dengan harga kambing atau unta yang sebenar, apatalagi mereka
adalah pengusaha yang mencari keuntungan. Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan
qurban selama ini sangat terbuka peluang terjadinya penyimpangan. Boleh jadi,
pengusaha itu tetap meyembelih kambing atau unta, tetapi binatang yang disembelih
itu kurang atau tidak memenuhi dan menepati syarat-syarat figh. Bahkan tidak
mustahil, ada di antara mereka tidak melakukan penyembelihan binatang qurban
tersebut.

Aspek maslahah yang dapat dilihat daripada keputusan pemerintah (dalam hal
ini Departemen Agama Republik Indonesia) ialah nenghimpun wang peruntukan
qurban daripada jamaah haji dan seterusnya disalurkan kepada Islamic Development
Bank (IDB) kemudian pelaksanaan penyembelihan akan dilakukan secara profesional,
maka penyimpangan yang terjadi selama ini boleh dihakis dan diharapkan tidak akan
wujud lagi. Demikian pula manfaat yang akan diperolehi daripada ibadah sosial ini

akan maksimum terarah serta mengena sasaran utamanya.
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Walau bagaimanapun partimbangan yang dikemukakan di atas belumlah
cukup untuk menjadikan ibadah sunnat muakkadah ini naik taraf ke peringkat wajib
dengan makna bahwa orang yang melaksanakan ibadah qurban pasti mendapat pahala
dan orang yang meninggalkannya pasti mendapat dosa. Maksud baik dan
partimbangan kemaslahatan umat -jamaah haji- tidak dapat mengubah status sesuatu

hukum.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa ibadah qurban hanyalah sunnah muakkadah
(ibadah sukarela yang ditekankan). Ini berarti bahwa orang yang melaksanakan ibadah
gurban mendapat pahala dan yang tidak melaksanakannya tidak mendapat dosa.
Keterangan ini mengisyaratkan bahwa melaksanakan ibadah qurban bukanlah

kemestian bagi setiap orang termasuk tentunya jamaah haji.

Oleh itu umat Islam (khususnya di Indonesia) yang akan menunaikan ibadah
haji sebenarnya tidak mesti menyembelih binatang qurban di Mekah, boleh saja
melaksanakannya di negeri sendiri atau di daerah jamaah haji masing-masing. Sebab
pelaksanaan ibadah qurban ini tidak kena-mengena dengan tempat, tetapi ianya hanya
berhubungkait dengan waktu yang dikenal dengan ayyam al-nahr atau ayyam al-
tashrig, yakni pada hari raya aidil Adha dan tiga hari selepasnya. Kemudian fungsi
sosial ibadah qurban ini jauh lebih besar manfaatnya kalau dilaksanakan di daerah
masing-masing jamaah. Betapa ramai saudara-saudara seagama yang mengalami

kekurangan makanan berzat perlu mendapat bantuan. Dasar hukum daripada
kebijakan pemerintah ini berada di atas kaedah: 2uliall ady 5 CaDAl) a8y ASlall oSa
clbadl Qs e ansa artinya keputusan pemerintah dapat menyelesaikan masalah

yang diperselisinkan dan menolak segala yang membawa bahaya atau kerosakan

hendaklah didahulukan dan diberi keutamaan dari mendatangkan kebaikan.

4.5.1.5 Menilai Semula Komponen dalam Nisab Zakat Fitrah

Dengan dasar partimbangan kemaslahatan umum, pelaksanaan zakat fitrah (baca: fitri)

masih boleh difikirkan semula seiring dengan keperluan orang-orang miskin. Zakat

fitrah sewajarnya merangkumi seluruh komponen yang menyertai makanan asas
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seseorang. Dengan begitu, zakat fitrah bagi setiap orang sepatutnya tidak sama sebab
seseorang berbeda komponen makanannya dengan orang yang lain sesuai taraf

kemampuan dan kasusejahteraan.

Hal ini didasarkan pada material atau jenis zakat fitrah yang dikeluarkan Nabi
Muhammad s.a.w. yaitu kurma, meskipun bukan hanya itu saja sebab masih disebut
gandum, anggur, dan lain-lain sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Abu Sa‘id
al-Khudri r.a.

el g T8I 5 w3l s el Lialads (S5 blada (e lebia haill 3lS 5 alug 4de
Ge Bla 3 5l e lela 3l alah (e lela Hhall 8185 £ A0 raie 45, A,
2 (e la 3 il B Elia 31 a8

Maksudnya:

”Dari Abi Sa‘id al-Khudri r.a. beliau berkata: pada zaman Rasulullah s.a.w. kami
mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya -aidul fitri- segantang makanan. Sedangkan
makanan pokok/asasi kami ketika itu adalah gandum, kismis, keju dan tamar”.

Nabi Muhammad s.a.w. berzakat (mengeluarkan zakat fitrah) dengan satu sa°
satu gantang atau kira-kira empat cupak atau dua setengah kilogram kurma. Mengikut
perhitungan yang pernah dilakukan oleh Jalaluddin Rahman jumlah itu cukup
dimakan selama tiga hari.”® Karena itu, besar kasuseluruhan zakat fitrah sebaiknya
dikaitkan dengan jumlah komponen makanan seseorang selama tiga hari. Sebagai
contoh ilustrasi seorang manajer (pengurus) -kalau dalam kebiasaannya- sekali makan

dan minum mengeluarkan wang sebanyak RM 15, maka zakat fitrahnya tiga kali

2 Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, Sahih Muslim, Dar Ibn
Hazm, Beyrut,1995 M/1416 H. Ed.-1, him.490. Hadith ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam
kitab Zakat, bab Sadaqgah Fitr, bil.hadith 1506, him. 119, Abu Dawud, bil.hadith 1616, him.1343, al-
Tirmidhi, bil.hadith 763, him. 1713, al-Nasai, bil.hadith 2515, him.2250, dan Ibn Majah, bil.hadith
1829, him. 2586. Lihat Mawsuat al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, Dar al-Salam, al-Riyad, 2000
M/1421 H.

73 Jalaluddin Rahman, Islam Dalam Perspektif Pemikiran Kontemporer, Umitoha Ukhuwah
Grafika, Makassar, 1997, Ed.ke-1, him. 34.
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makan (RM 45) x 3 hari = RM 135. Seeloknya jumlah inilah yang dikeluarkan sebagai

sedekah tambahan yang menyertai pelaksanaan kewajipan zakat fitrah tersebut.

Oleh itu, seseorang muslim yang berkemampuan, lebih baik baginya
menambahkan lagi kadar satu gantang itu, karena makanan hari ini tidak terhenti pada
beras saja, tetapi bisanya disertai dengan daging, kuah, sayur, buah dan sebagainya.
Apa yang dikemukakan di atas kalau direnungkan, nilai sosialnya akan terasa

memenuhi asas keadilan dan kemaslahatan.

4.5.1.6 Menjamak Solat Karena Hajat

Apabila disebutkan tentang jamak solat, maka yang terbayang dalam ingatan adalah
gasar yang merupakan pasangan dalam solat bagi seseorang yang melakukan
perjalanan (bermusafir). Inilah yang diperlajari sejak kecil, yaitu apabila bermusafir
(yang bukan untuk tujuan maksiat) Allah s.w.t. memberi kelonggaran kepada kita
untuk gasar, memendekkan solat yang empat rakaat kepada dua rakaat saja (solat
Zuhur, Asar dan Isyak) dan juga kelonggaran untuk jamak yaitu menghimpunkan dua
solat untuk dikerjakan dalam satu waktu, seperti mengerjakan solat Zuhur dan Asar di
waktu Zuhur (jamak taqdim) ataupun di waktu Asar (jamak ta ’khir) dan juga waktu
Maghrib dengan Isyak samada dikerjakan pada waktu Maghrib ataupun pada waktu
Isyak. Persoalan yang muncul dalam kaitannya dengan aplikasi jamak solat ialah
apakah menghimpunkan dua solat hanya berlaku untuk yang bermusafir saja atau
terdapat situasi lain dimana kaum muslim dibenarkan juga untuk menjamakkan solat
mereka. Situasi-situasi tersebut ternyata disebutkan di dalam hadith-hadith sahih dan
juga ijtihad para mujtahid dalam memahami hadith yang berkenaan dengan jamak

solat. lanya adalah seperti berikut:

a.Jamak karena hujan
b.Jamak karena sakit

c.Jamak karena hajat dan kepayahan yang timbul

Madhhab al-Shafii merupakan yang paling kuat berpendapat tentang jamak

karena hujan dan ia mempunyai syarat-syarat seperti berikut :
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1) Solat jamak karena hujan hanya boleh dilakukan oleh jamaah yang bersolat
di masjid saja. Bagi mereka yang bersolat di rumah tidak dibenarkan.

2) Waktu yang dibenarkan untuk dijamakkan solat ialah pada waktu Zuhur
yang dijamakkan dengan waktu Asar, ataupun solat Maghrib yang
dijamakkan dengan solat isyak pada waktu Maghrib. Maknanya tiada jamak
ta’khir dalam kasus jamak karena hujan .

3) Hujan yang turun samada di waktu Zuhur atau maghrib itu tidak berhenti
sehingga jamaah selesai menunaikan solat Zuhur ataupun Maghrib.

4) Hujan yang menyebabkan solat boleh dijamakkan ialah hujan yang
membasahi baju dan bukan hujan rintik-rintik (renyai-renyai).

5) Ada dikalangan ulama al-Shafiiyyah yang meletakkan syarat tambahan
yaitu hanya boleh dilakukan oleh yang tinggal jauh dari masjid saja, dan
sesiapa yang tinggal berhampiran dengan masjid tidak dibenarkan

melakukan jamak."

Sandaran pendapat ini ialah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn “Abbas:

Sl iy ade alll oo alll Sl i 108 Lagie 4l o) e ol o)
75()3...» /\13 uﬁﬁ@%cw\}uﬁb1wf e ’i\j

Maksudnya:

4 Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini Mughni al-Muhtgj, Dar lhya’ al-Turath
al-°Arabi, Beyrut, t.th, Jil.1, hlm. 275, Al-Nawawi, Rawdat al-Talibin, Dar al-Kutub al-°limiyyah,
Beyrut, 1994 M, Jil.1, him. 503,

5 Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawz, Dar al-Fajr li al-Turath, Kaherah, 1999
M/1420 H, Ed.-1, Juz. 3, bil.hadith 1628,1629, him.210, al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, Muhammad
Abd.al-Qadir °Ata (pnyt.), Dar al-Kutub al-°limiyyah, Beyrut, 1994 M/1414 H, Ed.-1, Juz. 3, him.240-
241, Abu Dawud, Juz. 1, bil.hadith 1214, him.524.
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“Bahwasanya Nabi s.a.w pernah menjamakkan antara Zuhur dan Asar, dan Maghrib
dan Isyak tidak karena takut dan tidak karena musafir”.

Di dalam kasus jamak karena sakit, Imam Ahmad bin Hanbal mengharuskan
seseorang yang sakit berat untuk menjamakkan solatnya supaya tidak dibebani dengan
menanti-nanti waktu solat dan supaya dia dapat berehat menunggu kasusembuhan

sakitnya.®

Pendapat ini disokong oleh sesetengah ulama madhhab al-Shafi‘i seperti al-

Muzani, al-Nawawi, al-Mutawalli, al-Rawyani, dan al-Khattabi.’’

Sunnah ini jika diamalkan akan dapat menginsafkan umat Islam untuk sentiasa
menjaga solat mereka walaupun dalam keadaan uzur di atas katil hospital ataupun

dalam keadaan kritikal dan memerlukan banyak rehat.

Dalam kasus jamak karena hajat, sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-
hari, yang kadangkala seseorang muslim berhadapan dengan keadaan dan situasi yang

memaksa untuk tidak menunaikan solat pada waktunya. Misalnya:

e Seorang doktor yang terpaksa melakukan pembedahan selama berjam-jam
yang mana jika dia meninggalkan walaupun sekejap akan memudaratkan
pesakit.

e Seseorang terperangkap di dalam kasusesakan jalan raya yang menyebabkan
dia terpaksa berada di dalam keretanya berjam-jam lamanya dan tidak dapat
melepaskan diri daripada kasusesakan tersebut.

e Seseorang mendapat tugas belajar di luar negara (di Eropah atau Amerika
Syarikat), dalam menghadapi peperiksaan atau menghadiri kelas terpaksa

mengambil waktu solat Isyak, Zuhur yang singkat dan seumpamanya.

6 cAbd. Allah bin Qudamah al-Maqdisi Abu Muhammad, al-Mughni, Dar al-Fikr, Beyrut,
1405 H, Ed.ke-1, Juz. 2, him.120.

7 Al-Nawawi, Rawdat al-Talibmn, Juz. 1, him. 503, dan al-Dimashgi, Tagiyuddin Abu Bakar
bin Muhammad al-Husayni al-Husni, Kifayat al-Akhyar fi Ghayat al-lkhtisar, ¢Ali °Abd. al-Hamid Abu
al-Khayr (pnyt.), Dar al-Khabar, Damshiq, 2003 M/1423 H. Ed.ke-4. Juz.1, him. 173-174.
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e Seseorang saintis yang melakukan observasi dan kajian di makmalnya yang
memaksa dia untuk berada di dalamnya seharian suntuk.

e Pegawai kasuselamatan yang terpaksa berkawal, menjaga dan mengawasi
sesuatu tempat, keadaan, jalan, dan apa saja yang tidak membenarkan mereka
meninggalkan kawasan tersebut karena kritikalnya suasana pada ketika itu dan
seterusnya.

e Seseorang yang berada didalam tahanan ataupun penjara yang membuatnya
tidak dapat mengagak waktu-waktu solat secara terperinci. Bagaimanakah
mereka dapat menunaikan solat-solat pada waktunya.

Dalam hubungan ini yang biasa dilakukan oleh sebahagian orang Islam adalah:
Yang pertama, tidak menunaikan solat dan keadaan-keadaan yang berlaku seperti
yang disebutkan di atas merupakan hujah dan lesen terbesar untuk meninggalkan
solat. Yang kedua, ramai orang Islam akan memilih untuk menggadakan (mengganti)
solat mereka yang ditinggalkan, alasannya karena ianya tidak dapat ditunaikan pada
waktunya, maka perlu digantikan pada waktu yang lain. Doktrin gada ini kadangkala
menjadi alat orang ramai untuk meninggalkan solat mereka tanpa sebab yang kukuh.

Sebenarnya ada jalan alternatif yang boleh dilakukan dan ianya sharz tanpa
meninggalkan solat dan tanpa menggadanya, yaitu dengan menjamakkan antara dua
solat dalam satu waktu karena hajat yang bersangatan dan tidak dapat dielakkan.
Walau bagaimanapun kebolehan untuk melakukan jamak karena hajat ini tidak

dibenarkan secara mutlak, mesti memenuhi syarat-syarat seperti berikut :

a) Solat jamak karena hajat tidak dijadikan kebiasaan atau adat sehingga ianya
dilakukan dalam banyak keadaan tanpa ada sebab yang benar-benar
mendesak.

b) Hajat tersebut hendaklah benar-benar mendesak dan tidak boleh dielakkan,
jikalau ianya ditinggalkan maka akan membawa kepada hilangnya maslahat

yang lebih besar.

78 Hasil pengamatan penulis selama ini di daerah Makassar, Sulwesi Selatan apabila ada acara
perkahwinan dan acara lainnya ramai orang tidak melaksakan solat dengan alasan merosak dandanan
/solekannya terutamanya dari pada kalangan wanita.
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c) Hajat tidak dijadikan alat untuk mempermainkan agama dan alat untuk
mereka yang malas mengerjakan solat untuk mengambil mudah di atas
urusan agama.”®

d) Khusus bagi orang yang tidak dapat mengetahui waktu solat secara
terperinci, diwajibkan kepadanya berijtihad terlebih dahulu mengagak waktu

untuk mengerjakan solat.
4.5.1.7 Perempuan Musafir Tanpa Mahram

Di dalam hadith sahih telah ditetapkan bahwa Rasulullah s.a.w. melarang wanita
melakukan safar tanpa ditemani lelaki mahramnya. Di dalam hadith riwayat Bukhari

dan Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda:

B0(a55n o g V) Al i )

Maksudnya:

“Seorang perempuan janganlah musafir kecuali bersama-sama dengan lelaki yang
menjadi mahramnya”.

Hadith ini dengan tegas tidak membenarkan seorang perempuan musafir tanpa
mahramnya, menganggap perbuatan itu sebagai pelanggaran terhadap hukum. Ini
berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w. di mana keadaan masyarakat tidak begitu
selamat. Umat Islam masih mempunyai banyak musuh dan perjalanan itu sendiri
dilakukan dengan cara mengendarai keledai atau unta. Selain itu selalunya perjalanan
tersebut menempuh padang pasir yang luas, sepi dan penuh dengan gangguan binatang

buas dan penjenayah.

Akan tetapi pada zaman sahabat keadaan masyarakat sudah semakin baik.
Mereka telah Islam, akhlak mereka pun mulai terdidik dengan cara Islam dan pelbagai

jenayah mula berkurangan. Kasus berlakunya unta-unta yang tidak bartuan yang

7 1bn Qudamah, al-Mughnz, Juz 2, him.120
80 Al-Bukhari, Mukhtasar Sahih al-Bukhari, Disunting oleh Sa%id Muhammad al-Lahham, Dar
wa Maktabat al-Hilal, Beyrut, 1990, Ed.ke-2, Juz.1, him. 150. Muslim, Sahih Muslim, Juz.-8, him. 422.
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demikian banyak dan terus meningkat jumlahnya tanpa ada seorang pun mengganggu
mereka, mungkin dapat dijadikan bukti bahwa keadaan masyarakat di zaman sahabat

telah aman dan selamat.®!

Dengan partimbangan keadaan yang sudah berbeda daripada zaman Nabi s.a.w.
maka para sahabat memberikan penetapan hukum baru, yaitu: boleh bagi perempuan
musafir walaupun tanpa mahram. Diriwayatkan bahwa pada zaman sahabat: “Aishah
dan beberapa isteri Rasulullah s.a.w. melakukan perjalanan dari Madinah menuju
Makkah tanpa ditemani oleh seorang mahram.®? Bermula dari sini para ulama
mengajukan hukum-hukum yang pelbagai sesuai dengan keadaan masyarakat pada
zamannya. Ulama daripada madhhab al-Shafi‘i membenarkan perempuan melakukan
perjalanan tanpa mahram, bukan setakat hanya menunaikan ibadah haji tetapi untuk
segala maksud dan tujuan yang positif.23 Ulama kontemporeri seperti al-Qardawi
ternyata menganut pendapat hukum yang sama dengan memberikan penjelasan bahwa
keadaan masa kini telah selamat. Sistem pengangkutan canggih, dan kemajuan pesat
di bidang komonikasi, informasi dan infrasturuktur adalah alasan yang sangat
mendasar. Keadaan seperti ini sama sekali berbeda dengan keadaan di zaman
Rasulullah s.a.w. 8 Nampak dengan jelas bahwa penetapan hukum baru sangat
dipengaruhi oleh perkembangan suasana persekitaran dan penetapan hukum baru

tersebut bersandarkan pada kemaslahatan.

4.5.1.8 Pelaksanaan Solat Jumaat tidak Di awal Waktu

Para pekerja kilang yang beragama Islam kadangkala tidak dapat melaksanakan solat
jum‘at tepat pada waktunya yaitu di awal masuknya waktu Zuhur, hal demikian
disebabkan waktu berehat atau istirahat belum sampai (masuk). Kilang-kilang tersebut
kebanyakannya dimiliki oleh orang-orang yang beragama bukan Islam, terutama di

81 Diriwayatkan bahwa pada zaman pemerintahan Uthman, unta-unta tak bertuan banyak
berkembang biak tanpa ada orang yang menyentuh. Unta-unta tersebut dibiarkan berkeliaran kerana ada
larangan Nabi untuk mengambil untuk lugatah. Indikasi ini menunjukkan bahwa keadaan masyarakat
Arab telah baik. Lihat Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, Awjaz al-Masalik 1l Muwatta” Malik,
Dar al-Fikr, Beyrut, 1989, Jil.12, him. 201-202.

82 Al-Bukhari, Sahih, Jil.2, him.29.

8 Al-Asgalani, Fath al-Bari, Jil.7, him. 201-202.

8 Yusuf al-Qardawi, Kayfa Nata®@mal ma‘a al-Sunnah, Maktabat Wahbah, Kaherah, 1995,
123.
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negara-negara bukan Islam (Eropah dan Amerika Syarikat serta negara-negara di Asia
Timur) maka dengan partimbangan kemaslahatan bolehlah pekerja-pekerja muslim
melaksanakan solat jum‘t bukan di awal waktu tetapi tergantung kepada
kasusempatan dan keluangan masa saja apakah pada jam dua, jam tiga atau jam empat
yang penting masih dalam waktu zuhur. Adapun jumlah bilangan jamaahnya boleh
mengikut salah satu pandangan berikut ini: -sekurang-kurangnya- empat puluh orang
(termasuk imam) menurut madhhab al-Shafii dan Hanbali, dua belas orang (tidak
termasuk imam) menurut Maliki dan tiga orang (tidak termasuk imam) menurut
Hanafi.® Dasar kebolehan ini adalah: bahwa solat jum©at yang dilaksanakan pada hari
jum®at kedudukannya menggantikan solat zuhur. Artinya solat zuhur tidak wajib
ditunaikan pada hari jumCat (bagi yang wajib melaksanakannya), demikian juga waktu
zuhur yang bermula dari ba‘da zawal hingga menjelang waktu asar boleh dipakai
dalam  menunaikan solat jumCt apakah di awal, di pertengahan ataupun di

penghujung, karena kewajipan ini masuk ke dalam rangkuman al-wajib al-muwassa®.

4.5.1.9 Pertandingan Ratu Muslimah “Miss Morality”

Pertandingan unik dan sopan untuk memilih Ratu Muslimah di Tatarstan, sebuah
negara diceruk timur Eropah bekas republik Uni Soviet, merupakan langkah positif
yang perlu disambut hangat. Peserta yang ikut bertanding diwajibkan bertudung, yang
dinilai dalam pertandingan itu ialah kecerdikan dan pengetahuan agama Islam,
sementara acara berbikini, berjalan mundar-mandir mempamerkan tubuh untuk dinilai
juri lelaki seperti yang berlaku dalam pertandingan ratu cantik model Barat ditiadakan.
Mereka kemudiannya disaring dan dinilai berdasarkan aspek kecerdikan, perilaku
sopan, menutup aurat, bertudung, pengetahuan agama Islam, kebolehan mengaji dan

menghafal ayat suci al-Qur’an selain memasak dan menjahit bagi markah tambahan.

8 Shamsu al-Din al-Sharakhsi, al-Mabsut, Matba‘ah al-Sa‘adah, Mesir, 1324 H. Juz. 2,
hlm.23. Zakariyya al-Ansari, Asna al-Matalib Sharh Rawdat al-Talib, Dar al-Kutub al-®limiyyah,
Beyrut, 2001 M/1422 H. him.114-115.dan Aba al-Husayn, Ahmad bin Muhammad bin Jafar al-
Baghdadi, al-Mawsu‘ah al-Fighiyyah, Ali Jum®ah Muhammad (pnyt.), Dar al-Salam, Kaherah, 2004
M/1425 H. Ed.-1, Juz. 2, him.923.
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Kalau dilihat dari sudut pandang kemaslahatan, pertandingan itu bertujuan serta boleh
menggalakkan lebih ramai gadis muslimah mengikuti dan menghayati ajaran sebenar
agama Islam. Pertandingan Ratu Muslimah itu rupanya menyahut gesaan ulama
muslim agar negara-negara Islam menganjurkan pertandingan “Miss Morality” demi
mematahkan minat umat Islam terhadap pertandingan ratu cantik Barat, seperti acara

ratu cantik Miss World dan Miss Universe.8®

Pertandingan Miss Morality itu dapat menjadi landasan penting untuk mencari
wanita muslimah yang benar-benar layak digelar wanita salehah dan menjadi icon dan
ikutan (idol) bagi gadis muslimah yang lain. Apa yang menyedihkan selama ini,
banyak negara termasuk negara yang majoriti penduduknya beragama Islam
berlumba-lumba menganjurkan pertandingan ratu cantik sedangkan mereka
sepatutnya berusaha mencari muslimah sejati. Inilah yang dituntut al-Qur’an, umat
Islam bertanding bagi menggalakkan nilai murni dan prinsip mulia yang ditetapkan

agama suci itu. &

Pertandingan Miss Morality tersebut perlu ditindak lanjuti dalam usaha
mematahkan pengaruh Barat menerusi acara ratu cantik. Sudah beberapa kali nama
Islam dipersendakan di pentas pertandingan ratu cantik dunia. Kemuncak kontroversi
membabitkan peserta muslimah dalam sejarah penganjuran Ratu Universe, berlaku di
Bangkok pada 2005 yang dicetuskan ratu Indonesia, Artika Sari Dewi, beragama
Islam, dan mewakili pula negara yang paling ramai penduduknya beragama Islam.
Bahkan dia tidak mengendahkan kecaman ulama. Namun usahanya tidak berbaloi

apabila gagal meraih sebarang tempat utama dalam pertandingan itu.®

England juga tidak terkecuali apabila remaja muslimah Uzbekistan mencipta
sejarah menjadi wanita Islam pertama dinobatkan ratu cantik. Hammasa Kohistani
yang berusia 18 tahun, mewakili England dalam Ratu Dunia Disember 2005 lalu

mengulangi nasib Artika, Hammasa gagal meraih sebarang hadiah utama meskipun

8 Nurul Adlina Kamaludin, Pertandingan ratu berasaskan moral di Tatarstan, Berita Harian
2006 , 29 Januari:17

87 Nurul Adlina Kamaludin.

8 Nurul Adlina Kamaludin.
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berbekalkan kelebihan menguasai enam bahasa termasuk Rusia dan Parsi. Artika dan
Hammasa mungkin berbangga mewakili wanita muslim bertanding di pentas
mempamerkan tubuh mereka, tetapi hakikatnnya sedar atau tidak, mereka menjadi
senjata pihak tertentu (musuh-musuh Islam) yang menganggap penyertaan itu
lambang pembebasan wanita. Sehebat apapun Artika, Hammasa dan wakil negara
Islam lain, mereka tidak mungkin dinobatkan menjadi Ratu Dunia atau pun Universe
karena status muslim. Kehadiran mereka hanyalah menang sorak, kampung tergadai
dan menjadi alat Barat mempersendakan hukum syarak Islam yang mengharamkan
penyertaan wanitanya. Yang paling berbahaya dari kegiatan itu adalah mengundang
fitnah serta membangkitkan nafsu berahi dan yang menjadi sasaran belum tentu
wanita yang ikut pertandingan itu, tetapi mungkin juga wanita lain yang dipandang

cantik oleh orang memandangnya.

Sehubungan dengan itu, tiba masanya acara berlandasakan usaha murni seperti
Ratu Muslimah Tatarstan itu dimartabatkan pada peringkat antarabangsa. Jika negara
kecil yang sebegitu asing dalam pentas dunia dapat memulakannya, maka negara-
negara Islam lain yang kaya raya dan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) diharapkan

dapat menyusulnya.

Hadiahnya mungkin boleh ditawarkan dalam bentuk beasiswa pada peringkat
universiti dan jaminan pekerjaan selepas menammatkan pendidikan serta memberi

ceramah tentang ajaran Islam yang sebenar ke seluruh negara (ke seluruh dunia).

4.5.2. Aspek Sosial Politik

Yang dimaksud dengan sosial politik ialah suatu rangkaian realiti masyarakat yang
secara langsung berkenaan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, adanya
hubungan antarabangsa, hubungan kerajaan dengan rakyat, pentadbiran dan pelbagai
aktiviti yang dapat mempengaruhi hubungan itu.®® Dinamika politik yang berkembang

dalam masyarakat inilah yang mempengaruhi hukum syarak.

89 Webster’s, hlm 1118.
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4.5.2.1 Serangan Berani Mati.

Pada tahun lapan puluhan para pejuang Palestin memperkenalkan aksi heroik yang
amat dahsyat dalam menghadapi Israel yaitu serangan berani mati yang oleh pelbagai
media internasional menyebutnya dengan tindakan bunuh diri, sementara oleh
pemerintah Israel aksi itu dianggap sebagai teroris atau pengganas. Aksi semacam ini
masih tetap digunakan oleh para pejuang Palestin sehingga sekarang ini dan ternyata

sangat ampuh untuk mengacaukan tentera zionis Israel.

Dalam aksi itu cara yang digunakan para pejuang Palestin adalah membawa
atau mengikat bom di tubuh salah seorang dari mereka, kemudian masuk ke tengah-
tengah orang ramai Israel. Bom itu meletup dan tubuh pelaku aksi tersebut hancur
berkecai bersama-sama puluhan tubuh lainnya. Cara kedua mereka membawa bom di

dalam kereta kemudian diletupkan pada sasaran yang dikehendaki.

Tampaknya aksi semacam ini digunapakai oleh para pejuang Irak dalam
menghadapi tentera penceroboh Amerika Syarikat dan sekutunya. Mereka memandu
kereta yang penuh dengan bom kemudian diletupkan kasusasaran pangkalan tentera
Amerika Syarikat atau sekutunya, kadangkala mereka meletakkan kereta yang diisi
dengan bom ditepi jalan kemudian diletupkan dari jarak jauh apabila ada kenderaan

militer AS menghampiri kereta tersebut.

Kalau dirujuk bukti-bukti sejarah tentang aksi berani mati, maka akan
ditemukan kasus-kasus yang memiliki kemiripan. Aksi penyerangan berani mati
dalam peperangan telah dikenali dalam sejarah Islam. Tindakan berani mati itu
dilakukan dengan pelbagai cara, ada dengan cara terjung ke tengah-tengah medan
pertempuran seorang diri dengan hanya berbekal pedang, ada pula dengan cara
melemparkan diri dengan manjaniqg (alat pelempar batu atau meriam canggih pada
ketika itu) ke dalam benteng musuh. Bahkan aksi berani mati telah dikenali sejak
zaman Rasulullah s.a.w. Sebuah hadith menceriterakan salah seorang sahabat yang
baru masuk Islam bernama ‘Umayr bin al-Hamam, dalam suatu pertempuran dia
bertanya kepada Rasulullah s.a.w.”wahai Rasulullah apakah kalau saya mati dijalan

Allah, saya masuk syurga? Rasulullah s.a.w. menjawab tentu, maka orang itu
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mengambil pedangnya kemudian melompat dan menceburkan diri ke tengah-tengah
musuh lalu dia mengamuk memukulkan pedangnya ke depan, ke belakang, ke kanan,
dan ke kiri, akhirnya diapun gugur. Rasulullah s.a.w. memberitakan kepada para

sahabatnya bahwa orang itu telah mati syahid.*

Fakta lain yang membenarkan tindakan berani mati adalah kisah kepahlawanan
al-Barra’bin  Malik seorang muslim yang ikut berperang dalam pertempuran
Yamamah. Dalam peperangan berkenaan pasukan Islam pada mulanya mengalami
kasusulitan membuka benteng musuh kemudian al-Barra’ dengan sukarela
menawarkan dirinya untuk dilemparkan masuk ke dalam benteng musuh dengan
menggunakan manjanig. Tentu saja al-Barra’ terbunuh di tengah-tengah ribuan tentera
musuh, tetapi sebelum gugur sebagai syahid beliau berjaya membuka pintu benteng
musuh untuk dimasuki tentera Islam, dan pada akhirnya mereka mencapai

kemenangan.®!

Dengan adanya kasus-kasus seumpama itu dalam sejarah, maka para ulama
membolehkan tentera Islam melakukan penyerangan seorang diri ke barisan musuh
jika tindakan berkenaan mendatangkan kemaslahatan secara menyeluruh dan dapat

menghasilkan keberkasusanan dalam strategi perang.

Menurut Ibn “Arabi ada 4 M (Manfaat) yang dapat diperolehi daripada aksi

heroik itu tersebut:

1. Mencari shahadah atau mati syahid.
2. Menghancurkan musuh.

3. Membakar semangat jihad tentera Islam.

% ¢Apbd. al-Salam Harun, Tahdhib Sirat Ibn. Hisham, al-Muassasah al-°Arabiyyah al-Hadithah,
Kaherah, 1964 M, Ed.ke-2, him. 160-161, Abu Ja‘far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tarikh al-Rusul
wa al-Muluk, Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim (pnyt.), Kaherah,1961-1962 M, Jil.2, him.446-448 dan
Imad al-Din Khalil, Dirasat fi al-Sirah, Muassasat al-Risalah, Beyrut,1997 M/1418 H Ed.ke-15,
him.156

%1 Al-Kandahlawi, Hayat al-Sahabah, Dar al-Qalam, Damshig, t.th, Ed.ke-1, Jil.1, him.800-
804.
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4. Melemahkan jiwa dan psikologi musuh.®

Yang paling ramai menanggapi aksi bom berani mati daripada kalangan ulama
kontemporeri adalah dari ulama Jordan antaranya : Muhammad Abu Faris mantan
anggota parlimen dari parti Ikhwan Muslimin, Hammam Sa®id, pakar hadith, Ahmad
Nawfal, Salah al-Khalidi dan Ibrahim Zayd al-Kaylani. Mereka menyokong aksi

heroik tersebut. Sokongan mereka didasarkan kepada lima alasan:

Pertama, bahwa orang-orang Yahudi adalah penjajah, menceroboh dan merampas
tanah kaum muslim Palestin. Semua umat Yahudi Israel mempercayai bahwa Palestin
adalah tanah Israel yang dijanjikan Tuhan.

Kedua, seluruh rakyat Israel adalah tentera simpanan. Jika terjadi perang mereka
adalah serdadu-serdadu yang tidak berbeda dengan angkatan tenteranya.

Ketiga, majoriti rakyat Israel memberikan sokongan atas tindakan politik pemerintah
mereka terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak kaum muslimin
Palestin.

Keempat, rakyat bekerja sama dengan tentera menyeksa dan mengusir orang-orang
Palestin dari rumah mereka.

Kelima orang-orang Yahudi adalah orang-orang asing yang datang atau didatangkan
berasaskan dogma keagamaan yang palsu dan bercita-cita untuk menguasai tanah

kaum muslimin Arab.

Berdasarkan pada kelima-lima alasan tersebut di atas, para ulama dari negeri
jiran lIsrael itu membuat pakatan bersama untuk menyokong aksi bom berani mati
yang ditujukan kepada sesiapa saja di Israel. Pakatan itu juga menjelaskan bahwa
korban atau pelaku daripada aksi heroik itu akan mendapatkan pahala jihad, dan
tindakan itu termasuk “amaliyyah istishhadiyah bermakna usaha suci untuk meraih

92 Al-Qurtubi, al-Jami¢ li ahkam al-Qur’an, Jil. 2 him. 363, Ibn Kathir, Tafszr Ibn Kathir,
Mustafa al-Halabi, Kaherah, t.th, Jil. 1, him.228-229, al-Razi, al-Tafsir al-Kabir, Jil. 2, him.148, al-
Jassas, Ahkam al-Qur’an, Jil.1, hIm.262-263, Al-Shawkani, Fath al-Qadir,Jil. 1, him.262, Abu al-
°Abbas Tagiyuddin Muhammad bin °Abd al-Halim Ibn Taymiyyah, Majmu® Fatawa Shaykh al-Islam
ibn Taymiyyah, Jil. 28, him.54.

9 Sebagaimana dipetik oleh Luthfi Assyaukanie dalam bukunya yang bertajuk, Politik,
HAM,dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998, Ed.ke-
1,him.9-11
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mati syahid. Usaha seumpama itu, harus dengan niat ikhlas dan kerinduan untuk

mendapatkan pahala syahid.

Tindakan operasi berani mati yang dilancarkan oleh pemuda-pemuda HAMAS
adalah cara yang paling jitu dalam jihad fisabilillah. Dan ia termasuk bentuk teror
yang diisyaratkan dalam al-Qur’an, surah al-Anfal: 60 Maksudnya:"Dan sediakanlah
untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat
kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk

menggerunkan dengan persediaaan itu musuh Allah dan musuh kamu”.

Penamaan operasi ini dengan nama "bunuh diri" oleh media Barat adalah
sangat mengelirukan dan menyesatkan. la adalah operasi heroik yang bernuansa
agamis. Orang yang bunuh diri itu matinya untuk kepentingan peribadinya sendiri.
Sementara pejuang ini mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan
umatnya. Orang yang bunuh diri itu adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas
ketentuan Allah s.w.t. sedangkan pejuang ini adalah manusia yang seluruh cita-
citanya tertuju kepada keridhaan Allah s.w.t. Orang yang bunuh diri itu ingin
menyelesaikan dari diri dan kasusulitannya dengan menghabisi nyawanya sendiri,
sedangkan seorang mujahid membunuh musuh Allah s.w.t. dan musuhnya dengan
senjata terbaru yang telah ditakdirkan menjadi milik orang-orang lemah dalam
menghadapi tirani kuat yang sombong. Mujahid itu menjadi bom yang siap meletup
bila-bila masa dan di mana saja boleh menelan korban musuh Allah s.w.t. dan musuh
bangsanya. Para pejuang telah menjual dirinya kepada Allah s.w.t. kepalanya seakan-
akan diletakkan di telapak tangan-Nya demi mencari syahadah di jalan Allah s.w.t.
Mereka sangat jauh dari tindakan bunuh diri, mereka benar-benar orang syahid,
mereka persembahkan nyawanya dengan kerelaan hati di jalan Allah s.w.t. selama
niatnya ikhlas hanya kepada Allah s.w.t. saja, dan selama mereka terpaksa melakukan
cara ini untuk menggetarkan musuh Allah s.w.t. yang didokong oleh kuasa besar
dunia. Juga aktiviti para pahlawan itu bukan tergolong menjerumuskan diri ke dalam
kehancuran, seperti pandangan sebahagian orang awam. Bahkan tindakan mereka itu

termasuk perbuatan yang terpuji dalam jihad, dan sah menurut syariat Islam.
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Masyarakat zionis adalah masyarakat militer, kaum lelaki dan wanitanya
adalah tentera simpanan dalam angkatan tentera Israel, yang sewaktu-waktu boleh
dipanggil segera. Jika ada kanak-kanak atau orang tua terkorban dalam operasi ini, ia
tidak termasuk objek sasaran untuk dibunuh, namun masuk dalam kategori darurat

perang. Dan segala yang darurat itu membolehkan untuk menyentuh yang terlarang.

Oleh itu, Yusuf al-Qardawi dengan tegas mengatakan bahwa, serangan bom
berani mati itu terhitung jihad dan bukan tindakan bunuh diri sepertimana yang
diisukan oleh pelbagai media internasional. Mereka yang terbunuh dalam aksi itu
dianggap mati syahid dan pelakunya adalah mujahid tulen.®* Untuk memperkukuh
argumennya beliau merujuk beberapa pandangan ulama antaranya lbn Kathir, Abu
Bakar al-Jassas, al-Qurtubi, Fakhr al-Razi, al-Shawkani, Ibn Taymiyyah, dan Rashid
Rida, mereka memperbolehkan seorang muslim menyerbu sendirian ke dalam kubu
pasukan musuh, walaupun kemungkinan besar akan dibunuh oleh musuh. Dengan
catatan jika dalam tindakan itu diharapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada

kaum muslimin.®

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh °Ajil al-Nashami mantan Dekan
Fakulti Syariah Universiti Kuwayt, menurutnya tindakan heroik yang ditampilkan
para pejuang Palestin itu hanyalah epesod lanjutan daripada perjuangan Islam. Aksi
semacam itu pernah berlaku pada masa dahulu, bahkan sejak zaman Rasulullah
s.a.w.®®  Majoriti ulama kontemporeri merujuk kepada bukti-bukti sejarah sebagai
landasan asas bagi membenarkan tindakan bom berani mati pejuang Palestin itu.

Penulis berpendapat bahwa tindakan yang paling dahsyat untuk menghadapi
musuh-musuh Islam (khususnya Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya) sekarang ini
adalah aksi bom berani mati secara total dan menyeluruh sebagai pengembangan

% Yusuf al-Qardawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, (terj.), Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002 M,
Ed.ke-1, him.495-496 dan 505.

% Keterangan lebih terperinci dapat dibaca dalam; al-Qurtubi, al-Jami¢ li Ahkam al-Qu#’an,
Jil. 2, him. 363, Ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, Jil. 1, him.228-229, al-Razi, al-Tafsir al-Kabir, Jil. 2,
hlm.148, al-Jassas, Ahkam Al-Qur’an, Jil. 1, him.262-263. al-Shawkani, Jil.1, him.262, Ibn Taymiyyah,
Jil. 28, him.54, Rashid Rida, Jil. 2, him.213.

% Luthfi Assyaukanie, him.9-11 .
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daripada bom berani mati yang selama ini dilancarkan dan dilakonkan oleh pejuang-

pejuang Palestin.

Yang dimaksud dengan bom berani mati secara total dan menyeluruh ialah
menghantar roket berpandu yang memuat bahan-bahan kimia berbahaya seperti
karbon dioksida dan semacamnya ke angkasa lepas, atau ke lapisan ozon kemudian
diletupkan dari bumi sehingga lapisan tersebut yang befungsi menjaga dan
memayungi bumi daripada gelombang pancaran sinar matahari yang sangat panas itu,
akan menipis dan akhirnya robek. Letupan yang ditimbulkan oleh bom kimia itu
kemungkinan besar akan sangat berpengaruh kepada lapisan ozon dan kasusan negatif
tentunya akan lebih terasa kepada umat manusia dan makhluk-makhluk yang lain.
Semua gunung-ganang salji di kutub utara dan selatan serta di tempat lain akan
mencair seketika, paras permukaan lautan akan naik dengan cepat, seluruh daratan
akan digenangi dan ditutupi air laut terutama sekali belahan benua Eropah dan
Amerika dan suhu udara di muka bumi akan menjadi sangat panas sebagai impak
daripada pancaran sinar ultra lembayung atau ultra violet daripada matahari yang luar
biasa panasnya itu tidak dapat disaring lagi karena ozon sebagai penapis telah robek.

Akibatnya seluruh kehidupan di muka bumi akan mengalami kemusnahan total.

Para saintis juga pernah memaklumkan, bahwa penyebab lain menipisnya
lapisan ozon adalah gas buangan daripada kilang dan kereta. Bahan-bahan kimia
seumpama itu kalau para saintis Islam berkemampuan mengemaskinian dan
memprosesnya mengikut kaedah sains dan teknologi kemudian memadatkannya ke
dalam roket berpandu untuk diletupkan di angkasa lepas, maka akan memberi impak

yang sangat menakutkan kepada musuh-musuh Islam. ¥’

Gagasan ini kalau dapat direalisasikan secara konkrit akan menjadi senjata

pamungkas dan pemusnah satu-satunya yang dimiliki umat Islam untuk tawar-

9 Gambaran kebimbangan dan ketakutan manusia tentang menipisnya lapisan ozon
diungkapkan oleh Muhammad Qutub dalam bukunya, Hawla Tatbiq al-Shari®ah, Maktabat al-Sunnah,
Kaherah, 1412 H. Ed.ke-2, him.84.” (e <l e iy Las (g oadl Gl (& (5551 Aaid plad] (e (ulill g 32 "
oY) b el 8Ll 5 jene G
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menawar dan bertolak ansur menghadapi Amerika Syarikat dan Eropah serta musuh-

musuh Islam lainnya.

Di dalam al-Qur’an surah al-Bagarah Allah s.w.t. berfirman:
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Maksudnya:

”Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan dapati mereka itu seloba-loba
manusia kepada hidup (yang lanjut masanya).Tiap-tiap orang dari mereka suka
kiranya ia boleh hidup seribu tahun”.

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang
musyrik atau lebih tepat dikatakan orang-orang non Muslim sangat mengharapkan
panjang umur/usia, dan mahu lama hidup di dunia bahkan mereka mahukan berumur
sampai seribu tahun. Fakta pun tidak bertentangan dengan isyarat ini, mereka
bertungkus lumus melakukan kaji selidik di makmal untuk mencari dan menemukan
bahan-bahan penawar penunda ketuaan dan pelbagai produk pun telah ditawarkan
untuk itu serta untuk kepentingan ekonomi mereka. Ini bermakna bahwa mereka
sangat takut mati, yang berani mati hanyalah orang-orang Islam yang mempunyai

semangat jihad fisabilillah.

Tindakan bom berani mati dengan meletupkan gas karbon dioksida di lapisan
ozon hanyalah digunakan sebagai langkah yang paling terakhir apabila musuh-musuh
Islam tidak mahu berundur dan bertolak ansur. Matlamat daripada dilakukannya
tindakan ini adalah untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan umat Islam secara
kasuseluruhan, lebih baik semua hancur binasa daripada kawasan negara-negara Islam
yang kaya minyak, logam, gas, hasil hutan, hasil laut dan sebagainya ditawan serta

dimanfaatkan secara sewenang-wenang oleh Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya.

% Al-Qur’an, al-Bagarah, 2: 96
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Penulis yakin dan percaya bahwa inilah satu-satunya senjata yang boleh
diandalkan kalau dapat diwujudkan ke alam nyata dengan berpandukan kepada
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kerja sama yang padu antara pakar-
pakar Islam di bidang sains kimia, biologi, matematika, dan sains nuklear untuk
menghadapi musuh-musuh Islam dan mereka akan sangat ketakutan yang pada
akhirnya tidak akan berani lagi mengganggu dan mencerobohi hak milik negara-
negara Islam. Ini adalah salah satu isyarat atau makna yang boleh difahami daripada
firman Allah s.w.t. dalam surah al-Anfal:
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Maksudnya:

“Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis
kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap
sedia, untuk menggerunkan dengan persediaaan itu musuh Allah dan musuh kamu”.

4.5.2.2 Mencukur Janggut Sebagai Tagiyyah

Musuh-musuh Islam sering kali mensifatkan pengganas dengan janggut yang majoriti
umat Islam memeliharanya dengan alasan sebagai sunnah dianjurkan oleh Rasulullah
s.a.w. karenanya hampir semua orang Islam yang memelihara janggut yang berada di
belahan dunia Barat dicurigai sebagai anggota daripada kumpulan militan yang
mempunyai hubunganrapat dengan pengganas (teroris) -ini istilah mereka, sementara
negara-negara Barat pimpinan Amerika Syarikat sebenarnya adalah negara teroris-.
Oleh sebab itu tidak menghairankan kalau orang-orang Islam salalunya mendapat
perlakuan yang tidak wajar, kebebasan bergerak mereka terhad, jilbab atau hijab
(bertudung) bagi perempuan dilarang, tempat beribadah umat Islam kadangkala
dinodai dengan gambar salib dan yang paling menyedihkan kebencian orang Barat
terhadap umat Islam ditumpahkan dengan jalan membakar lembaran-lembaran al-

Qur’an. Bahkan mereka berani menghina Nabi Muhammad s.a.w. dengan menyiarkan

9 Al-Qur’an, al-Anfal 8: 60
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sebuah ilustasi kartun atau karikatur yang kononnya Nabi s.a.w. memakai serban
berbentuk bom yang siap meletup. Hal-hal yang demikian dan seumpamanya

beberapa kali berlaku di Amerika Syarikat dan di Eropah. 1%

Mereka juga berusaha keras untuk menghancurkan moral umat Islam seperti
yang berlaku di Indonesia negeri yang paling ramai penduduknya beragama Islam
dengan memasukkan dan mengedarkan majalah Playboy yang isinya dipenuhi
gambar-gambar porno (lucah). Disebalik daripada tindakan-tindakan itu pasti
tersembunyi tujuan jahat yang mereka agendakan.

Merujuk kepada fakta-fakta yang berlaku dalam sepanjang sejarah, sama ada
sejarah masa lalu mahupun yang berkaitan dengan sejarah masa kini nampaknya
mereka tidak akan berhenti menghina Islam meskipun ada gelombang protes dan
kecaman daripada umat Islam di seluruh dunia. Tindakan mereka (musuh-musuh
Islam) tidak suka dan berterusan memusuhi Islam beserta umatnya dapat difahami
daripada peringatan Tuhan kepada Nabi s.a.w. dan umat Islam dalam surah al-

Bagarah'%:
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10 Utusan Malaysia, 2005 3&16 April, Berita Harian, 2006 31 Januari dan Utusan Malaysia,
2006 sepanjang bulan Februari, berita tentang gambar karikatur yang menghina Nabi Muhammad
s.a.w.dan reaksi kemarahan daripada umat Islam di merata dunia menghiasi muka surat akhbar-akhbar.

101 |ihat misalnya petikan ucapan Pope Benedict ketika membuat kenyataan mengenai Islam
di Universiti Regensburg, Jerman dengan membacakan petikan perbualan antara Maharaja Kristian
Empayar Byzantine, Manuel Paleologos Il dengan seorang cendekiawan Parsi “tunjukan ajaran baru
yang dibawa oleh Muhammad kepada saya dan dalam ajaran itu kamu hanya akan menemui perkara-
perkara jahat dan tidak berperikemanusiaan, separti perintahnya supaya agama yang dibawanya
disebarkan dengan pedang” Mingguan Malaysia, 2006, 17 September. Dan film fitnah yang dihasilkan
oleh Geert Wildrt ahli parlimen Belanda ditayangkan di semua situs internet pada 27 Mac 2008. Film
itu jelas merupakan fitnah terhadap Islam dan penghinaan yang terang-terangan terhadap kitab suci al-
Qur’an. Film itu juga menunjukkan kebincian yang amat dalam pada diri orang-orang non Islam. Inilah
peringatan Tuhan dalam al-Qur’an.

102 Al-Qur’an, al-Bagarah, 2:120
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Maksudnya:

”Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sekali-kali bersetuju atau suka
kepadamu (wahai Muhammad) sehingga engkau menurut agama mereka (yang telah
terpesong itu).Katakanlah (kepada mereka) sesungguhnya petunjuk Allah (agama
Islam) itulah petunjuk yang benar”.

Untuk itulah jika partimbangan kemaslahatan umat secara menyeluruh
dikedepankan, maka eloklah janggut dicukur atau dipotong dengan tujuan
menghilangkan kecurigaan daripada orang-orang yang memendam kebencian kepada
Islam (atau kalau boleh meminjam cara bertagiyah yang sering dijadikan oleh
golongan Shi‘ah sebagai strategik politik dalam menghadapi lawan-lawannya).

Landasan partimbangannya adalah:

Yang pertama, firman Allah swt:
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Maksudnya:

“Dan janganlah melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapapun menyedari akan
hal kamu”.

Yang kedua, landasan logiknya; dasar pemeliharaan janggut berada pada
peringkat kemaslahatan tahsiniyyah, dimana jika kemasalahatan hajiyyah atau
daruriyyah terganggu dan mengalami kasusempitan serta kasusulitan maka
kemaslahatan tahsiniyyah boleh dikorbankan. Pada hakikatnya dalam keadaan normal

(biasa) pun janggut boleh dicukur atau dipotong.

108 Al-Qur’an, al-Kahfi, 15:19
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Berdasarkan kepada situasi seperti itu, apabila berada dikawasan yang
bahayanya terhadap umat Islam jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka dalam

batas-batas tertentu kaedahberikut ini boleh diberlakukan:

Maksudnya:

“Keadaan yang bersangatan membolehkan larangan dikerjakan. Atau apabila berada
di dalam kasusempitan maka terbuka lebar jalan penyelesaiannya”.

Termasuk dalam hal ini wanita muslimah yang bekerja di negara-negara bukan
Islam bolehlah melepaskan untuk sementara waktu penutup muka atau purda bagi

mengelak kasusan negatif.
4.5.2.3 Menahan Sementara Orang Asing

Menahan orang-orang asing, terutamanya mereka yang berasal daripada negara-
negara yang memusuhi Islam jika dilihat dari sudut figh politik ( (sled 4sdll)
nampaknya boleh. Gambaran konkritnya ialah orang-orang yang kena tahan itu mesti
ditempatkan di kawasan strategik yang berkemungkinan besar menjadi titik sasaran
tindakan ketenteraan musuh-musuh Islam, tujuan utama daripada tindakan ini supaya
mereka berfikir seribu kali untuk menyerang tempat-tempat itu secara serta merta
karena kecerobohan yang mereka lakukan berarti membunuh kawan sendiri. Disinilah
menurut penulis letak kemaslahatan yang ingin dicapai, karena dengan menahan
orang-orang itu dapat dijadikan alat untuk mengadakan rundingan dan tawar-menawar

dengan musuh-musuh Islam mengenai pembebasannya.

Perlu dicatat dan diambil perhatian bahwa orang-orang yang ditahan itu
hendaklah dilayan dengan baik, diberi kemudahan bahkan kalau perlu didedahkan
kepada mereka ajaran Islam yang sebenarnya, bukan penderaan dan penyeksaan
berleluasa yang membabitkan pembunuhan, penyeksaan dan serangan seksual seperti
yang sering ditimpakan oleh tentera Amerika Syarikat dan sekutunya ke atas tahanan-

tahanan di penjara Guantanamo, Cuba dan penjara-penjara di Irag. Mereka
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memperlakukan tahanan itu seperti binatang, bahkan lebih buas daripada binatang,

hak asasinya sebagai manusia turut dicabut dan dicabuli.

Firman Allah s.w.t dalam surah al-Shura, dan dalam surah al-Nahl

menyatakan:
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Maksudnya:

“Dan jika kamu membalas maka balasan bagi sesuatu kejahatan itu ialah kejahatan
yang bersamaan dengannya, dalam pada itu sesiapa yang memaafkan kejahatan orang
dan berbuat baik serta mengadakan perdamaian maka pahalanya tetap dijamin oleh
Allah dengan diberikan balasan yang sebaik-bauknya, sesungguhnya Allah tiada suka
kepada orang-orang yang berbuat zalim”.
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Maksudnya:

“Dan apabila kalian membalas tindakan mereka, bartindaklah seimbang dengan
tindakan mereka kepada kalian, dan apabila kalian bersabar, perbuatan sabar itulah
yang lebih baik”.

Perenungan terhadap isyarat makna dalam firman Allah s.w.t. tersebut rasanya
perlu diangkat kepermukaan untuk dikaji semula. Namun para tahanan itu tidak perlu
dicabut dan dicabuli hak asasi manusianya. Mereka tetapakan dihormati sebagai
manusia, hanya saja untuk sementara waktu ditahan ditempat tertentu yang

tersembunyi dan strategik karena terkait dengan kemaslahatan politik

4.5.2.4 Penyatuan Tarikh Pelaksanaan Hari Raya Aidil Adha

104 Al-Qur’an, al-Shura, 42:40.
105 Al-Qur’an, al-Nahl, 16:126.
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Dalam pelaksanaan hari raya qurban sebaiknya mengikut keputusan ulama Arab
Saudi, tidak perlu setiap negeri Islam melihat anak bulan zulhijjah. Sandaran logiknya
adalah bahwa pelaksanaan wukuf haji dilakukan di Arafah salah satu wilayah
kerajaan Arab Saudi, dan hari raya Aidul Adha juga dilaksanakan pada hari ke 10
bulan Zulhijjah selepas pelaksanaan wukuf pada hari ke-9 Zulhijjah, bukan awal bulan
seperti yang berlaku pada ibadah puasa Ramadan. Ini berarti bahwa dengan merujuk
keputusan ulama kerajaan Arab Saudi pelaksanaan puasa sunnat Arafah yang pada
umumnya diamalkan oleh orang-orang Islam yang tidak terbabit dalam pelaksanaan

ibadah haji pada tahun itu, akan ditunaikan tepat pada waktunya.

Demikian juga pelaksanaan hari raya qurban diharapkan berlaku pada hari
yang sama bagi seluruh negeri Islam. Selama ini hampir setiap tahun terjadi perbedaan
dalam memulakan awal puasa, perayaan Aidul Fitri dan Aidul Adha bagi setiap
negeri Islam, karena ibadah-ibadah tersebut pelaksanaannya mengikut penentuan
masing-masing negeri. Memandangkan pelaksanaan ibadah haji sepenuhnya
dilakukan di tanah haram Makkah dan Armina ( Arafah, Muzdalifah, dan Mina ) dan
Aidul Adha berkaitan dengan ibadah fardu haji yang sekali seumur hidup maka usaha
ini perlu ditanggapi dengan serius. Oleh itu, berangkat daripada partimbangan
kemaslahatan umat Islam secara kasuseluruhan, dan usaha sungguh-sungguh untuk
mempersempit jurang perbedaan dalam penentuan hari-hari keagamaan yang selama
ini berlaku di negeri-negeri Islam bahkan kadang kala menimbulkan perselisihan
sengit dan permusuhan dikalangan umat, sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan
tersebut maka penentuan hari bagi pelaksanaan Aidul Adha (hari raya qurban)

hendaknya merujuk kepada keputusan ulama Kerajaan Arab Saudi.

Landasan nagli daripada gagasan ini rasanya boleh dipetik daripada
QS.(2:144)1%, apabila direnungkan cakupan maknanya maka kita boleh mendapatkan
pengartian seperti berikut: “Dimanapun anda berada, ikuti dan laksanakan amalan-
amalan positif apa saja yang berlaku di Masjid al-Haram (Makkah, Kerajaan Arab

Saudi)” seperti: penentuan awal puasa ramadan, Aidul Fitri, Aidul Adha, pelaksanaan

106 Al-Qur’an, al-Bagarah, 2:144 (s b aSa sa g5l atiSla Cun g ol jall anid) jhali dlea s Jo8)
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ibadah haji dengan melakukan rukyat anak bulan, azan jumaat dua kali, pelaksanaan
hudud dan sebagainya. Dan QS. (3:103) yang menyeru Kita supaya bersatupadu dalam
agama Allah.!®” Untuk itulah jika partimbangan kemaslahatan umat secara
menyeluruh dikedepankan, maka mengikut apa yang berlaku di Makkah adalah yang
terbaik.

Dalam kaitan dengan hari raya qurban ada satu perkara yang penting perlu
diketengahkan disini untuk dicarikan jalan keluar yaitu, apabila pada sesuatu kawasan
penduduknya majoriti beragama Hindu, yang mana -konon- mereka menghormati
lembu dan mempercayai bahwa binatang itu adalah kenderaan para dewa, maka
minoriti umat Islam yang turut mendiami kawasan itu boleh tidak menyembelih
lembu. Jalan alternatifnya adalah menyembelih binatang lain seperti kambing, kerbau
dan binatang lain yang tidak bercanggah dengan kepercayaan agama Hindu -atau
kalau dalam keadaan sangat terpaksa bolehlah menyembelih lembu, tetapi harus
secara sembunyi-sembunyi-. Partimbangan ini diambil tujuannya untuk memelihara
dan menjaga kemaslahatan. Meskipun lembu bagi umat Islam halal dimakan, tetapi
tindakan sepihak dengan menyembelih atau memotong binatang tersebut secara
terang-terangan dapat membangkitkan kemarahan dan emosi keagamaan orang-orang
Hindu yang pada akhirnya dapat membahayakan keberadaan umat Islam di kawasan

itu dan bahkan boleh menggugat maslahah daruriyyah.

4.5.2.5 Alternatif Pelaksanaan Hukuman Jenayah

Salah satu bentuk hukum Islam yang selalunya mendapat kiritikan tajam daripada
orang-orang Barat dan orang-orang Timur yang membarat ialah rejam dan potong
tangan. Mereka mengatakan hukuman itu kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan
dan tidak layak dilakukan dalam masyarakat moden dewasa ini. Oleh itu, harus
dibuang dan diasingkan serta ditutup dalam (bersama) lembaran sejarah masa lalu.
Rejam sebagaimana dimaklumi adalah hukuman mati (berupa lemparan atau lontaran
batu-batu ke atas pesalah sampai ia menemui ajalnya) yang dijatuhkan ke atas pelaku

kejahatan seksual yang sudah pernah berkahwin dan telah sabit kasusalahannya. Atas

107 Al-Qur’an, Ali Cimran, 3:103 ()88 ¥ 5 baas alll Jisgy | ganaiel )
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dasar partimbangan keadaan dan situasi serta mengetepikan tuduhan dan pandangan
negatif orang-orang yang tidak suka kepada hukum Islam, penulis memandang bahwa
rejam boleh saja dimaknai dengan melempar dengan menggunakan peluru atau
menembak. Artinya pelaku tindakan kejahatan seksual yang telah sabit
kasusalahannya boleh atau disarankan menjalani hukuman mati (rajam) di depan
pasukan tembak. Sementara itu, dalam kasus hukuman potong tangan bagi pencuri
yang juga telah sabit kasusalahannya sebaiknya dipotong melalui bantuan operasi

medis atau hukuman potong tangan itu dilakukan oleh dokter perubatan.
4.5.2.6 Kepala negara dan pemerintahan dari kalangan Quraysh

Ketentuan mengenai kepala negara dan pemerintahan harus dari kalangan Quraysh

bukan hasil ijtihad para ulama, tetapi ia adalah penegasan Rasulullah s.a.w.:

108( 58 (re A2Y)
Maksudnya:

“Para Imam (kepala negara dan pemerintahan) itu daripada kaum Quraysh”

109( ) Wl (e 8 L (258 8 5 1% 013 )

Maksudnya:

“Urusan (kekuasaan khalifah) ini akan senantiasa berada pada kaum Quraysh selama
di antara masyarakat ada dua orang layak (salah satunya dari kalangan Quraysh).

Walaupun struktur kalimat kedua-dua hadith ini bersifat informasi (ikhbar) ia
merupakan perintah (al-amr). Para ulama lebih daripada itu menganggap persoalan

syarat daripada kaum Quraysh dalam imamah sebagai ijmak para sahabat Rasulullah

108 Al-Bayhagi, Sunan al Kubra, Juz. 8, bil.hadith 16542, him.248. Jalaluddin ®Abd.al-Rahman
bin Abi Bakar al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa’, Muhammad Muhyiddin ¢Abd.al-Hamid (pnyt.), Matba‘at
al-Sa®adah, Kaherah,1952 M/1371 H. Ed.-1, him.6. Al-Ghazali, Fada’ih al-Batiniyyah, °Abd al-
Rahman Badawi (pnyt.), t.tp, Mesir, 1964, him. 181.

109 Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawz, Jil. 12, him. 201.
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s.a.w. Hujah mereka pada peristiwa hari Saqifah dimana Abu Bakar telah dibai‘at

dengan sebulat suara dengan berasaskan partimbangan tersebut.**

Oleh karena tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menafikan
hujah Abu Bakar malah mereka semua bersetuju. Maka masalah imamah Quraysh

adalah suatu ijmak.

Sungguh pun demikian kepemimpinan politik kaum Quraysh berasaskan
kepada suatu fakta sosial bahwa mereka mempunyai kewibawaan politik dan

kemampuan yang diperlukan untuk memimpin negara pada masanya.

Ibn Khaldun mengemukakan penafsiran sosial terhadap kandungan hukum
hadith tersebut. Dalam pengamatan beliau Rasulullah s.a.w. memperhatikan keadaan
sosio-politik yang berlaku pada zaman itu. Kaum Quraysh adalah golongan yang kuat,
berwibawa, mempunyai pengaruh dan disegani. Tidak ada satu kabilah/golonganpun
yang dapat menandingi mereka dalam hal kewibawaan politik ini. Dengan demikan
hanya merekalah, golongan yang paling patut menyelenggarakan kekuasaan politik
dalam bentuk khilafah atau kerajaan dalam keadaan seperti itu. Menyerahkan
kekuasaan kepada golongan lain akan menimbulkan kekacauan dan mungkin
peperangan sesama orang Islam.** Artinya nas hadith itu berdasarkan kepada keadaan

sosio-politik pada era tertentu.

Lebih lanjut Ibn Khaldun mengatakan bahwa: alasan penyebutan “golongan
Quraysh” tersebut akan terus berlaku dengan syarat adanya al-®asabiyyah,
kewibawaan dan kekuatan sosio-politik itu dipenuhi. Oleh itu beliau memberikan
Syarat agar penguasa umat Islam terdiri daripada kaum yang memepunyai kekuatan
asabiyyah dan kewibawaan yang diakui oleh zamannya agar dapat memimpin orang
lain dan persatuan umat dapat dicapai dengan pembelaan yang baik.'*? Dengan alasan
yang sama dapat dikatakan bahwa apabila golongan Quraysh itu sudah kehilangan

syarat-syarat tersebut dan mereka kini telah terpinggir dari segi sosio-politik sudah

110 Al-Nawawi, him. 200.
111 1bn Khaldun, Mugaddimah Ibn Khaldun, Dar al-Fikr, t.pt. t.th. him. 196.
112 1pn Khaldun, him. 196.
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tentu hadith tersebut tidak boleh dijadikan hujah atas hak politik mereka walaupun
ditegaskan dalam nas. Hal ini karena nas dan ‘illah yang mendasarinya mesti difahami
secara bersepadu dan menyeluruh. Sebarang perubahan pada Cillah akan terus

mempengaruhi hukum yang dikandung oleh nas.

Hubungan kaum Quraysh dengan realitas sosial politik ini dapat ditemukan
dalam bahasa Rasulullah s.a.w. yaitu selama mereka itu menjalankan tanggungjawab

keagamaannya serta berbuat adil. Sabda baginda s.a.w.:
13(Call Al L agds e Al AR Y) ST s Ve Jish b a1 )

Maksudnya:

“Sesungguhnya urusan (kekuasaan) ini ada pada kaum Quraysh. Tak ada seorang pun
yang melawan mereka melainkan Allah menghinakannya, selama mereka (kaum
Quraysh) itu menjalankan tugas-tugas keagamaan”.

s Vsan Vs il (o Lo dlld e s aSile agly lia oSile 3 o) G 0 Y1)
Ol 5 A 5 All) Riad ailad agie Gld Jady ol (ged Iglae | saSa )5 1505 | saale

iy

Maksudnya:

“Sesungguhnya bagiku atas kaum Quraysh ada hak. Dan bagi kaum Quraysh atas
kamu sekalian ada hak, selama mereka menjalankan kekuasaan dan berbuat adil, bila
dipercaya mereka melaksanakan kepercayaan itu, bila disayangi mereka juga
menyayangi, bila membuat perjanjian mereka menepatinya, dan apabila menjatuhkan
hukuman mereka berlaku adil. Apabila mereka tidak melakukan hal-hal tersebut maka
mereka mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia”.

Kepemimpinan politik Quraysh tidaklah bersifat mutlak dan abadi. la mesti
difahami dalam konteks keadilan dan realitas-realitas politik kemasyarakatan. Apabila

mereka kehilangan kemampuan itu dengan sendirinya hukum itu berubah. Perubahan

113 |bn Hajar al-Asgalani, Fath al-Barz,Sharh Sahih al-Bukharz, Jil. 27, him.134.
4 cabd al-°Azim bin ¢Abd al-Qawi, al-Targhib wa al-Tarhib, Dar al-Hadith, Kaherah, t.th, Jil.
3, him. 137.
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syarat Quraysh ini dapat ditemukan dalam sejarah politik “‘Umar bin Khattab. Para
sahabat dekat beliau mengusulkan agar menunjuk seseorang sebagai khalifah yang
akan menggantikannya. ‘Umar menjawab: “Andaikata Salim, yang dimerdekakan oleh

Abu Hudhaifah masih hidup niscaya aku lantik dia manjadi khalifah”.**®

Dilihat dari segi maqgasid al-Sharitah, hadith yang menonjolkan nasab tersebut
tampaknya berlaku sementara, karena pada waktu itu golongan Quraysh sangat
dihormati dan disegani oleh kabilah-kabilah Arab lainnya, disamping itu golongan ini
adalah yang pertama menerima Islam, kemudian menjaganya, melindunginya dan
memperjuangkannya dengan harta dan nyawa sehingga ajaran Islam sempurna. Jadi
sangat berpatutan kalau golongan Quraysh yang menjadi syarat utama dalam
pemilihan khalifah pada ketika itu, karena tujuannya adalah untuk menutup jalan

munculnya sanggahan dan fitnah

Pesan hukum yang dapat diambil dari uraian di atas adalah bahwa masalah
kepemimpinan politik bukan hanya diperuntukkan bagi satu kaum saja. la
diperuntukkan untuk siapa saja yang mampu menghadapi dan mengatasi problema-
problema cabaran umat pada masanya dan juga layak dari segi hukum syarak.

Kalau syarat-syarat tentang kepemimpinan seperti yang ditegaskan dalam
hadith-hadith tersebut, ternyata dimiliki tokoh-tokoh yang berasal dari golongan
majoritas yang disegani dan mempunyai kewibawaan politik maka akan lebih
membawa kepada kemaslahatan kalau mereka yang mengetuai sesuatu pemerintahan
atau kerajaan. Sebagai contoh ilustrasi di Malaysia kepala pemerintahan dan Yang
Dipertuan Agung (kepala negara dan pemerintahan) mesti berasal dari kalangan orang
Melayu Muslim sementara di Indonesia presidennya mesti dari kalangan orang Jawa

Muslim.

4.5.3 Aspek Sosial Ekonomi

115 Yusuf al-Qardawi, Kayfa Nata®amal ma‘a al-Sunnah, him. 132.
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Keadaan yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungkait dengan masalah
kesejahteraan, perniagaan, keperluan hidup, pekerjaan, tanah, harta benda dan

keuangan, kesemuanya ini termasuk dalam istilah sosial ekonomi.!®

4.5.3.1 Cara Alternatif Pembahagian Harta Pusaka

Harta benda adalah bagaikan tulang belakang bagi kehidupan umat manusia, baik
perseorangan ataupun kelompok, dicari dimanapun ia berada halal ataupun tidak.
Begitulah pengaruh luar biasa ditimbulkan oleh harta sehingga ada orang karena

ketamakannya rela menimbun harta berkarung.

Untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dalam mencari harta benda, Islam
datang membawa ajaran yang didalamnya diaturkan cara pemilikan yang halal dan

mencegah manusia daripada mencabuli hak orang lain dengan cara yang tidak benar.

Salah satu aturan yang dibawa oleh Islam ialah pembagian harta pusaka atau
warisan kepada ahli waris yang pelaksanaannya selalu diadakan setelah kewafatan
pemilik harta pusaka tersebut. Tradisi pembagian seperti inilah yang berlaku di
sepanjang sejarah. Dalam perkembangan selanjutnya kadangkala menyelinap perasaan
tidak rela harta pusaka itu dibagikan selepas kewafatan itu, dengan alasan almarhum
belum lama meninggalkan dunia ini, kemudian kita sebagai ahli warisnya dengan serta
merta membagi habis harta peninggalannya. Beliau mendapatkannya dengan bersusah
payah, bertungkus lumus penuh lika-liku perjuangan. Sehingga ada sebagian
masyarakat yang tidak mahu membagi harta pusaka itu dengan alasan yang sama,

akibatnya terbiarkan menjadi milik bersama untuk semua ahli waris.

Namun pada kenyataannya ada saja ahli waris yang merasa terzalimi atau
haknya terhadap harta pusaka itu tidak dia nikmati sebagaimana mestinya sehingga
benih-benih kecurigaan tersemai dalam jiwanya dan akhirnya menghasilkan buah
dengki dan dendam. Apalagi kalau para ahli waris telah meninggal dunia pula yang

tersisa hanyalah para cucu daripada pemilik pertama harta pusaka tersebut maka

116 Webster’s, hlm. 1119.
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kemungkinan besar ada di antara mereka yang merasa lebih berhak terhadap harta

pusaka itu.

Banyak fakta membuktikan bahwa harta dapat membawa kepada kenikmatan,
kebahagiaan atau kesejahteraan dan fakta juga membuktikan bahwa harta benda
kadangkala menghantar kepada kesengsaraan. Oleh karena itu, sebagai langkah positif
menuju kepada kemaslahatan, dan sekaligus untuk menghindari daripada terjadinya
perselisinan yang mungkin berlaku diantara para ahli waris dikemudian hari, maka
disarankan kepada pemilik harta pusaka semasa hidupnya agar menentukan
pembagian harta pusakanya (mengikut faraid) kepada para ahli warisnya, dengan
syarat tidak dipindah milik, dalam bentuk surat berharga serta realisasi pembagian
harta itu berkuatkuasa —nantiberlaku- sesudah kewafatan pemilik harta pusaka

tersebut.
4.5.3.2 Peruntukan Zakat Untuk Bani Hashim

Bani Hashim tidak dibolehkan menerima zakat. Ini merupakan ketetapan hukum
Rasulullah s.a.w. Dalam hadith yang diriwayatkan daripada Rashid bin Malik Abu

‘Umayr, Rasulullah s.a.w. bersabda:

s ade Gy (B Glu g ade Al Lo il vie WS 1 B jsee ol ellle (g 25 )
2l 4y G el Gually a gl Ga Gu Ara g ABaa i JB A o) dABaaf Ju
3 dra g axaal alu s agle alll Lo alll Jgu ) Jadli a8 b Lelaad 3 0 ool

U7 (ddaall JSU Y daae J14) JU a3 ga2a8 Lea jald 4y

Maksudnya:

“Pada suatu hari kami berada disamping Rasulullah s.a.w. lalu Baginada diberi satu
talam berisi kurma. memasukkan jarinya ke dalam mulutku dan membujukku agar aku
mengeluarkan kurma itu. Rasulullah s.a.w. bertanya: “Apakah ia pemberian yang
berasal daripada zakat ataukah merupakan hadiah”. Orang itu menjawab ia adalah
harta zakat. Lalu Nabi meletakkan talam itu di depan para sahabatnya, sedang Hasan

17 Al-Tahawi, Sharh al-Matanz al-Athar, Muhammad Zuhri al-Najjar (pnyt.), Dar al-Kutub
al-°limiyyah, Beyrut, 1987 M, Ed.ke-2, Juz. 2, him. 10.
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(cucu Rasulullah s.a.w.) bermain-main debu di hadapan Baginda. Anak itu kemudian
mengambil buah kurma itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Maka Rasulullah
s.a.w. memasukkan jarinya ke mulut Hasan dan membujuknya agar ia mengeluarkan
kurma itu. Kurma itu lalu dikeluarkan dari mulut Hasan dan dibuang. Kemudian
Rasulullah s.a.w. bersabda: Kami keluarga Muhammad tidak makan daripada zakat”.

Imam Malik juga meriwayatkan, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

118 (il Fla sl o Lai) dese J Y daall (a3 )

Maksudnya:

“Zakat itu tidak dihalalkan bagi keluarga Muhammad karena ia adalah kotoran-
kotoran orang”.

Demikian juga banyak riwayat dan hadith-hadith lain dengan isi dan
kandungan yang hampir sama. Semua menunjukkan zakat diharamkan bagi Bani
Hashim, keluarga Rasulullah s.a.w. Ini merupakan keputusan hukum yang disepakati

oleh para sahabat Rasulullah s.a.w.!®

Golongan dhawi al-qurba ini pada zaman Rasulullah s.a.w. mendapat bagian
dari harta fai’. Namun semenjak Rasulullah s.a.w. wafat, bagian ini terputus karena
bagian untuk mereka itu telah diperuntukkan membiayai peralatan jihad pada zaman
Abu Bakar al-Siddiq dan “Umar bin al-Khattab dengan dipersetujui oleh para
sahabat.'?®® Dengan demikian mereka tidak lagi mendapat bantuan keuangan dari
negara.'?! Perubahan seperti ini dalam pandangan Abu Hanifah mempunyai pengaruh
yang tersendiri terhadap hukum zakat bagi Bani Hashim. Karena dengan demikian
mereka menjadi golongan yang kehilangan hak ekonominya. Oleh karena itu Abu

Hanifah memutuskan hukum yang berbeda dengan hukum sebelumnya.

118 Al-Suyuti, Tanwir al-Hawalik Sharh Muwatta’, Dar al-Kutub al-limiyyah, Beyrut, 1997
M/1418 H. Ed.ke-1, him. 722-723. Al-Shawkani, Nayl al-Awtar Min Ahadith Sayyid al-Akhyar, Dar al-
Jayl, Beyrut, t.th., Jil.4, him. 174. Hadith ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitabnya
Sahih al-Bukhari,pada bab zakat, Jil. 2, bil.hadith 1420, him. 542-543. Imam Muslim dalam kitabnya
Sahih Muslim, dalam bab keharaman zakat ke atas Nabi dan keluarganya, bil.hadith 1069, Jil.2,
him.751.

119 Al-Tahawi, him. 10.

120 Al-Tahawi..

121 Al-Tahawi, Jil. 3, him 277.
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Abu Hanifah mengatakan bahwa seluruh jenis zakat tidak mengapa diberikan
kepada Bani Hashim. Zakat pada zaman Rasulullah s.a.w. diharamkan karena mereka
telah mendapat haknya dari al-khums, yaitu bagian dari golongan dhawi al-qurba
keluarga Rasulullah s.a.w. Oleh karena itu apabila bagian ini telah terputus dan malah
bagian itu diperuntukkan bagi selain mereka, maka apa yang semula diharamkan itu
menjadi halal, sebagai pengganti daripada apa yang dihalalkan kepada mereka

dahulu.'?

Penekanan terhadap hubungan suatu hukum syarak dengan hukum yang lain di
satu pihak dan antara ketetapan hukum itu dengan realitas sosial ekonomi nampak
dengan jelas. Hak dhawi al-qurba dalam al-khums yang dihalalkan, zakat yang
diharamkan oleh Abu Hanifah difahami sebagai suatu kasatuan hukum dalam sistem

undang-undang syariah.

Perubahan sistem yang melemahkan ekonomi keluarga Rasulullah s.a.w. ini
wajar mendapat alternatif hukum yang memadai dan menjamin hak mereka. Maka
apabila bagian dhawi al-qurba telah berubah bukan lagi untuk mereka —keluaraga dan
keturunan Nabi-, padahal sebagai warga negara di kalangan mereka ada juga yang
memerlukan bantuan keuangan, maka tidak cocok lagi untuk mengharamkan zakat
bagi segolongan rakyat yang semestinya diperlakukan agak istimewa oleh negara
karena jasanya membela dan mempertahankan Rasulullah s.a.w. pada masa-masa
sukar di awal dakwah Baginda. Bahkan jasa dan peran dhawi al-qurba dalam
menyebarkan agama Islam sampai kepelosok dunia termasuk ke kawasan Asia
Tenggara tidak diragukan lagi. Bahkan peran itu masih terasa sampai hari ini. Dengan
demikian analisa hukum yang dikemukakan oleh Abu Hanifah masih relevan dengan
keadaan sekarang karena perubahan ketetapan hukum yang berkenaan dengan dhawi

al-qurba tidak dapat dielakkan demi kemaslahatan dan keadilan.

4.5.3.3 Kawalan Harga Oleh Kerajaan

122 Al-Tahawi, Jil.2, him. 11.
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Sebagai undang-undang yang menyeluruh dan mencakupi segala aspek kehidupan,
syariat juga memberikan keputusan hukum tegas mengenai masalah-masalah ekonomi
dan kewangan yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini termasuklah penetapan harga

barang -seperti sembako- tertentu di pasaran oleh pemerintah.

Hukum syarak pada mulanya menegaskan bahwa penetapan harga tidak boleh
dilakukan oleh mana-mana pihak termasuk pemerintah-kerajaan. Dalam riwayat Anas,

Rasulullah s.a.w. bersabda:

G ol 08 ¢l adle A T aDl O e e diaddl L8 ez e )
shoall ) g e Al e B 050 O W Sl ¢ 5and S Dl 05k
& A gl Jesall G 5 A0S s ¢ Goon <l ¢ gl ¢ sanad

2 (e V5 3 8 Al il

Maksudnya:

“Masyarakat mengadu, wahai Rasulullah, harga (barangan) telah naik, maka
tetapkanlah harga bagi kami. Maka Rasulullah s.a.w. menjawab: “Sesungguhnya
Allah itu adalah yang Maha menetapkan harga, yang menahan dan memperluaskan
rezki. Sesungguhnya aku berharap dapat menemui Allah, dan tidak seorang pun di
antara kamu sekalian menuntut aku dengan tanggungan (kezaliman) mengenai darah
atau harta”.

Rasulullah s.a.w. menolak penetapaan harga di pasaran, walaupun orang ramai
meminta Baginda berbuat demikian dengan alasan harga barang yang tinggi. Namun
dari jawaban beliau dapat difahami bahwa tingginya harga tersebut disebabkan faktor
pasaran itu sendiri, faktor permintaan dan penawaran barang dan ini tidak ada
hubungannya dengan unsur-unsur manipulasi harga, monopoli atau penimbunan
(ihtikar) oleh pihak tertentu. Dalam keadaan pasaran yang normal seperti ini di mana
unsur kezaliman tidak ditemukan, Rasulullah s.a.w. menolak membuat ketetapan yang
bertentangan dengan keadilan pasaran. Oleh karena itu jawaban Rasulullah s.a.w. di

atas perlunya mengelak kezaliman dan penindasan terhadap masyarakat.

123 Al-Tirmidhi, al-Jami¢ al-Sahih, Jil.3, bil.hadith 1314, him. 606. Abu Dawud, Sunan Abu
Dawud, Jil.3, bil.hadith 3451, him. 269.
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Mengenai sistem penetapan harga yang berkeadilan ini tidak luput dari

perhatian “‘Umar bin al-Khattab sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:
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Maksudnya:

“Bahwa “Umar mengunjungi pasar al-Musalla dan mendapati Hatib berjualan dan di
hadapannya terdapat dua tempat berisi anggur kering. “‘Umar bartanya mengenai harga
anggur tersebut dan Hatib menyebutkan harga untuk dua cupak (mudd) adalah satu
dirham. Maka “Umar berkata: Kafilah dagang sebentar lagi akan datang daripada Ta’if
mereka membawa anggur kering dan mereka akan mengikuti harga yang kamu
tetapkan. Oleh itu kamu naikkan harga yang kamu tetapkan atau anggurmu ini kamu
masukkan ke rumah dan kamu jual sesukamu. Ketika pulang, ‘Umar merenung
mengenai tindakannya itu, kemudian datang menemui Hatib di rumahnya dan
menjelaskan: bahwa apa yang aku katakan tadi bukan merupakan ketetapan
daripadaku juga bukan undang-undang. Itu hanya suatu gagasan demi kemaslahatan
rakyat di negeri ini. Kini kamu boleh menjual baranganmu itu dimanapun dan dengan
cara apa pun”.

‘Umar sebenarnya telah melakukan pembatasan harga, namun beliau
menariknya kembali. Walaupun demikian dalam sejarah perundangan tindakan “‘Umar

di atas catatan penting, terutama mengenai faktor yang beliau jelaskan di sebalik

pembatasan harga tersebut yaitu “demi kemaslahatan masyarakat”.

Dalam kitab al-Muwatta’ tidak ditemukan mengenai pembatalan semula

ketetapan itu. Riwayat Malik daripada Sa‘id bin al-Musayyab mengatakan:

124 Al-Bayhagi, al-Sunan al-Kubra, Jil. 6, him. 29.
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Maksudnya:

““Umar bin al-Khattab berjumpa dengan Hatib bin Abi Baltaah ketika beliau menjual
anggur kering di pasar. Maka “Umar berkata: (pilih satu di antar dua) kamu naikkan
harga atau kamu tinggalkan pasar ini”.

Tanpa memandang mana riwayat yang lebih sahih mengenai penetapan harga
yang dilakukan oleh ‘Umar, perubahan ketetapan hukum ini memang berlaku dalam
sejarah syariat.

Dalam hubungan ini “Abdullah bin ®Umar, al-Qasim bin Muhammad, Sa‘id bin
al-Musayyab, Rabi®ah bin ‘Abd al-Rahman, Yahya bin Sa‘ad al-Ansari dan Imam
Malik membolehkan penetapan harga barangan.!?

Ketetapan hukum baru yaitu penetapan harga bukan saja memperhatikan
kemaslahatan peniaga, namun juga pengguna atau pembeli. Yang menjadi
matlamatnya ialah keadilan untuk semua. Apabila di dalam sistem pasaran berlaku
ketidakadilan, seperti penimbunan yang mengakibatkan barangan berkurangan, atau
monopoli sehingga peniaga atau pembuat suatu barangan boleh mengawal harga dan
mendapatkan keuntungan tidak terkira, atau barangan itu berkenaan dengan hajat
orang ramai, seperti makanan utama, sudah tentu wajar bagi undang-undang untuk
mengatur sistem harga pasaran agar tidak berlaku tindakan oleh golongan pelaku

pasaran yang boleh merugikan kepentingan umum.

Kebolehan menentukan harga terhadap sesuatu barang apabila tindakan

tersebut membawa kepada manfaat dan kemaslahatan umat. Termasuk dalam hal ini

125 | ihat Abu al-Walid Sulayman bin Khalaf al-Baji, al-Muntaga, Sharh Muwatta’ al-Imam
Malik, (k) al-taysir fi ahkam al-Tas®ir, Dar al-Kitab al-°Arabi, Beyrut, tth, Jil. 5, him.49.
126 | jhat al-Baji, him.49.
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jika pemerintah berkeinginan menaikkan atau menurunkan harga minyak ( petrol ) dan

barang-barang yang menjadi hajat hidup orang ramai.

Larangan penetapan harga di zaman Nabi s.a.w. karena kenaikan harga yang
berlaku dalam pasaran tersebut adalah berbentuk pergerakan harga semuljadi.
Bagaimanapun jika kenaikan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor kezaliman
pasaran, maka demi kemaslahatan perubahan hukum vyaitu penetapan harga oleh

kerajaan tidak dapat dielakkan.

4.5.3.4 Praktik Bank Antara Halal dan Haram

Di dalam masyarakat berlaku dinamika hukum mengenai perkara faedah bank dimana
pada masa ini merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan daripada institusi
kewangan dan organisasi perniagaan semasa. Agak sukar bagi umat Islam untuk dapat
mengelak 100 % daripada berurusan dengan institusi tersebut. Mungkin secara
perseorangan hal itu dapat dilakukan, namun pada realiti sosio-ekonominya

kebanyakan mereka masih berhubung dengan institusi riba itu.

Dilihat dari segi metodologi hukum Islam atau usul figh, riba jelas diharamkan

menerusi pelbagai kategori dalil. Al-Qur’an dengan tegas menyatakan:
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Maksudnya:

“Dan sesuatu riba (faedah) yang kamu berikan agar ia menambah pada harta manusia,
maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah”.

127 Al-Qur’an, al-Rum, 30: 39.
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Ayat ini adalah Makkiyah. Nampak bahwa Syariah tidak pernah membiarkan
umat terjerumus ke dalam perbuatan riba. Sejak masa awal Islam lagi masalah riba ini
mendapat perhatian besar daripada al-Qur’an. Dalam firman yang lain Allah

menyebutkan :
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Maksudnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda
dan bertawakkal kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Larangan memakan riba di dalam ayat di atas sangat jelas dan tegas. Larangan
ini disertai pula dengan perintah agar bertakwa kepada Allah, takut kepadaa api
neraka dan suruhan agar umat Islam taat kepada Allah s.w.t dan Rasul-Nya. la
seolah-olah menjelaskan bahwa perbuatan makan riba adalah salah dan melanggar

hukum Allah s.w.t. Oleh itu mesti dijauhi.

Sementara ayat berikut ini semakin memperkukuh lagi keterangan di atas:
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128 Al-Qur’an, Ali ®Imran, 3: 130
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Maksudnya:

“Orang-orang yang makan (menggunakan) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah s.w.t. mengahalalkan jual
beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari
Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusannya terserah kepada
Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni
neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan
sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu
berbuat dosa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum diambil) jika kamu (benar-benar) orang yang
beriman. Jika kamu tidak melaksanakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat (dari
mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menzalimi dan tidak pula
dilazimi”

125 Al-Qur’an, al-Bagarah, 2: 275-279.
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Ayat yang panjang ini menekankan bahwa riba dan sebab-sebab yang boleh
menimbulkannya adalah diharamkan karena ia merupakan kezaliman. Persoalan
pengharaman riba yang sedemikian penting dalam al-Qur’an sehinggakan ia berada
pada posisi sejajar dengan persoalan kewajipan solat dan zakat. Pengharaman ini
bukanlah bersifat moral semata. la bersifat hukum syarak yang mesti dipatuhi.

Di dalam ayat-ayat di atas Allah s.w.t. sekaligus memberikan ketetapan hukum
secara terpadu. Allah s.w.t. melarang daripada perbuatan riba, menyuruh agar umat
meninggalkan perbuatan itu dan menjelaskan alasan pengharaman, serta pada masa
yang sama menetapkan hukuman ke atas pelakunya. Kata al-Tabari; pelanggaran
terhadap larangan itu boleh menyebabkan mereka diperangi dan dibunuh.**® Masalah

hukum riba tidak boleh dipandang remeh.

Sedangkan di dalam Sunnah Rasulullah s.a.w diriwayatkan bahwa:
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Maksudnya:

“Rasulullah s.a.w. mengutuk seseorang yang makan riba, orang yang mewakilkan
perbuatan itu, mencatat dan dua orang saksi mengenai riba”.

Rasulullah s.a.w. hendak menutup segala kemungkinan berlakunya riba.
Kegiatan ekonomi semacam itu yang melibatkan ramai orang semuanya termasuk ke
dalam golongan pelaku riba yang dikutuk dan tidak disukai dalam Syariat. Lebih

lanjut Baginda dengan tegasnya bersabda:
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130 Al-Tabari, Tafsir Jami¢ al-Bayan, Jil.3, him. 17
131 AL-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhz, Juz. 5 bil. hadith 1248, him.93.
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Maksudnya:

“Jauhilah tujuh perbuatan yang mencelakakan. Lalu para sahabat bertanya, apakah
perbuatan itu ya Rasulullah? Baginda menjawab: Perbuatan syirik kepada Allah, sihir,
membunuh orang yang diharamkan Allah melainkan secara hag, makan riba, makan
hatra anak yatim, lari daripada musuh saat berperang, menuduh berzina terhadap
seorang wanita yang baik-baik yang sederhana dan beriman”.

Pengharaman secara langsung dan tegas mengenai riba ini disertai dengan
ancaman laknat menjelaskan bahwa persolan riba tidak boleh dipartikaikan. Sifat al-
Mubigat, atau perbuatan yang celaka dan menghancurkan sudah cukup menjadi hujah

di atas pengharaman tersebut.3

Ketetapan hukum semacam ini sememangnya amat bersesuaian dengan
kasuseluruhan jiwa dan semangat Syariat. Undang-undang Syariat dibina di atas
dasar-dasar keadilan dan kemaslahatan bersama. Kegiatan riba yang berlaku di dunia
kewangan, bank dan perniagaan dinilai mengandungi unsur penindasan pihak yang
kuat sama ada daripada segi modal mahupun sumber manusia dan sistem terhadap
pihak yang lemah. Riba menciptakan perbedaan status ekonomi menjadi semakin
ketara antara mereka yang beruntung dan mereka yang kurang bernasib baik. Keadaan
semacam ini sudah tentu terkeluar daripada jiwa Syariat dan keadilan ekonomi

masyarakat.!34

Disamping itu ekonomi Syariat menjunjung tinggi asas gotong-royong dalam
naungan al-Ta‘awun Cala al-Birr wa al-lhsan. Pembangunan sektor ekonomi dan
perniagaan masyarakat mesti digalakkan sehingga mencapai kemajuan yang berarti,
dan di lain sisi pembangunan ini tidak boleh melupakan asas al-Birr wa al-lhsan tadi.

Semangat ini dapat dibaca dalam -umpamanya- ayat al-Bagarah:

132 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz. 8, bil. hadith 2876, him.453. al-Nasai, Sunan al-
Nasai, Juz .12, bil. hadith 3686, him.25.

133 Muhammad Abu Zahrah, Buhuth fi al-Riba, Dar al-Fikr al-SArabi, Kaherah, t.th, him.15
dan 21.

134 Abu al-ACla al-Mawdudi, al-Riba, Muassasat al-Risalah, Beyrut, 1979, him.40 dan 48.
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Maksudnya:

“Apabila (orang yang berhutang itu) berada di dalam kasususahan maka berilah
tempoh (pembayaran) sehingga ia berkelapangan”.

Ayat ini adalah sebahagian daripada rangka ekonomi Islam. la ditegaskan
Allah s.w.t. setelah ketetapan tegas mengenai persoalan pengharaman riba yang dinilai
Syariat sebagai kezaliman ekonomi di dalam masyarakat. Kasuseimbangan di antara
ke dua-duanya dapat menjamin penyelenggaraan kegiatan ekonomi masyarakat yang
adil dan merata. Berlakumya aktiviti riba boleh merosak bahkan menggagalkan cita-
cita luhur ini. Oleh itu masyarakat mesti dijauhkan daripada unsur ekonomi yang tidak

sihat.

Tegasnya dalam partimbangan Syariat idea dan pelaksanaan riba adalah
kezaliman ekonomi yang mesti diatasi. Artinya sebab utama di sebalik pengharaman

riba itu adalah berlakunya unsur kezaliman tersebut.

Dengan fakta seperti di atas para ulama kemudian sepakat bahwa riba itu
diharamkan. Al-Nawawi dalam al-Majmu‘-nya dengan tegas menyatakan bahwa
ketetapan hukum tersebut adalah berasaskan ijmak. Beliau berkata: “Umat Islam telah

ijmak mengenai pengharaman riba dan perbuatan itu adalah termasuk dosa besar”.%

Dalam sejarah Syariat memang tidak ditemukan seorang pun ulama yang
membolehkan amalan riba. Dengan demikian ketetapan hukum mengenai riba ini

bersifat pasti.

Walaupun demikian pasti mengenai ketetapan hukum riba di atas, namun
perkembangan yang berlaku dalam masyarakat sedikit-sebanyak mempengaruhi

pendekatan hukum terhadap sesuatu masalah.

135 Al-Qur’an, al-Bagarah, 2:280.
136 Al-Nawawi, al-Majmu® Sharh al-Muhadhdhab, al-Maktabah al-Salafiyyah, al-Madinah al-
Munawwarah, t.th, Jil. 9, him.391.
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Dalam kehidupan moden sekarang ini dimana perubahan dan perkembangan
berlaku dengan cepat mempengaruhi aktiviti dan hubungan manusia terhadap
perkembangan itu, salah satunya adalah bank. Bank merupakan sesuatu hal yang
sangat diperlukan masyarakat dewasa ini. Bank dengan konsekuensinya atau segala
akibat yang ditimbulkan telah menjadi bahagian daripada kehidupan masyarakat

moden yang agaknya tidak mungkin dipisahkan.

Praktik perbankan yang ada sekarang ini boleh menjadi sarana tolong-
menolong sesama umat karena hampir semua masyarakat berkepentingan dengan
bank, baik meminjam wang, menabung atau membayar yuran elektrik, telefon,
membayar yuran kuliah, mengirim wang dan lain-lain. Dan pada kenyataannya -
hampir- semua orang telah merasakan manfaat dalam berhubungan dengan bank.
Mereka yang dapat menabung di bank akan mendapatkan keuntungan yang wajar dari
wang tabungannya disamping itu wangnya dijamin selamat. Demikian juga
sebaliknya bank pun mendapatkan manfaat, baik dalam memberikan pinjaman wang
mahupun dalam menerima tabungan. Maka boleh dikatakan bahwa praktik perbankan

seperti ini (khususnya yang dikelola oleh kerajaan) dibolehkan.

Di sisi lain kebiasaan menabung di bank dapat mendidik orang untuk hidup
berjimat dan juga dapat memperkukuh kelancaran pembangunan ekonomi negara.
Melarang praktik perbankan pada ketika ini dapat menimbulkan kasusulitan atau
kasusukaran bagi masyarakat serta dapat mengganggu sendi-sendi perekonomian
mereka. Padahal syariat mengutamakan pemeliharaan harta kekayaan umat sebagai

salah satu daripada lima hal pokok yang sangat dipelihara dan dijaga oleh syariat.

Dalam hubungan ini apakah faedah bank yang menjadi konsekuensi

bertransaksi dengannya adalah sesuatu yang dibolehkan atau dilegalkan.

Menarik untuk disentuh pemikiran hukum yang dikemukakan oleh Mahmud
Shaltut mantan Shaykh al-Azhar mengenai masalah ini dengan menggunakan
pendekatan darurat. Beliau mengatakan: Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya
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agama Islam itu membina hukum-hukumnya di atas kaedah kemudahan dan
mentiadakan kemudaratan serta berusaha mencapai kegemilangan, kemajuan dan
mengatasi pengangguran. Oleh itu Islam menghalalkan bagi umat -selama sumber
pendapatan ekonominya sedikit- untuk meminjam dengan faedah untuk mewujudkan

kemaslahatan.t®’

Nampaknya fakta keadaan masyarakat dan kemaslahatan umat menjadi

rujukan dan dasar pemikiran beliau di dalam menetapkan hukum ekonomi.

Sudut pandang seperti ini sudah pernah dikemukakan oleh Rashid Rida
mengenai perlunya melihat hukum riba sebagai suatu kasusatuan dengan masalah
yang dihadapi oleh masyarakat. Rida menganalisa jenis riba yang menurut beliau ada
dua yaitu; riba al-nasi’ah dan riba al-fadl. Riba yang diharamkan di dalam al-Qur’an
adalah kategori al-nasi’ah, karena riba inilah yang berlaku pada zaman jahiliyah.
Sedangkan riba al-fadl pengharamannya adalah dengan maksud sad al-dhari®ah, agar
perbuatan itu tidak membawa kepada riba yang sebenar. Suatu perbuatan yang
diharamkan karena dirinya sendiri (muharram li dhatih)hanya dibolehkan pada masa
darurat. Sedangkan perbuatan yang diharamkan karena sebab-sebab yang lain
(muharram li ghayrih) maka ia boleh dilakukan atas sebab berlakunya keperluan dan

kemaslahatan umum.3®

Pada asasnya para ulama tidak mempersoalkan pemikiran mengenai “darurat”
itu sendiri sebagai hujah yang boleh memberi kasusan kepada hukum. Bahkan
masalah darurat yang merupakan faktor meringankan hukum terkandung dalam al-
Qur’an (Qs al-Maidah 5:3, al-Anam 6:119).

Mengenai had atau batas pengartian al-darurah al-shartiyyah, al-Zuhayli

menjelaskan sebagai berikut:

137 Shaltut, al-Fatawa; Dirasat li Mushkilat al-Muslim al-MuCasir fi Hayatih al-Yawmiyyah wa
al-°Ammah, al-ldarah al-*Ammah li al-Thagafah al-Islamiyyah bi al-Azhar, Kaherah, 1959, him. 226
dan 228.

138 Muhammad Rashid Rida, al-Riba wa al-Muamalat fi al-Islam, Dar Ibn Zaydun, Beyrut,
1986, him. 78 dan 90.



284

Darurat ialah keadaan amat kritikal/berbahaya atau kasusukaran yang sangat
(al-mashaqgah al-shadidah) yang menimpa seseorang sehinggalah keadaan tersebut
menghawatirkan berlakunya bahaya atau kasusakitan pada jiwa, anggota badan, akal,
harta benda dan seumpamanya. Pada saat seperti ini wajib atau dibolehkan bagi
seseorang untuk melakukan perkara yang diharamkan, meninggalkan kewajipan atau
menangguhkan pelaksanaannya daripada waktu yang telah ditetapkan untuk mencegah

berlakunya bahaya dalam perkiraannya.**

Huraian al-Zuhayli tersebut cakupannya menyeluruh, tidak hanya berkenaan
dengan badan atau anggota tubuh tetapi juga meliputi tiga daripada elemen magasid
al-Sharitah yaitu jiwa, akal dan harta benda, kehormatan, atau maruah dan agama. Hal
ini selain dapat memperkukuh gagasan al-darurah al-sharfiyyah dari segi metodologi

juga memperjelas cakupan dan jangkauan darurat dari segi konseptualnya.

Walaupun idea darurat al-Zuhayli berusaha melepaskan keterbatasannya
daripada persoalan makanan yang lazimnya ditemukan dalam penjelasan yang
dikembangkan para ulama zaman dahulu, namun tetap saja perhatian idea tersebut
hanya terhenti pada manusia sebagai perseorangan. Padahal al-darurah al-ammah
merupakan konsep penting dalam disiplin kaedah dan usul figh. Mungkin dalam hal
ini boleh digiyaskan keadaan masyarakat atau negara kepada keadaan individu. Jadi
idea al-darurah al-sharfiyyah bukan saja berkenaan dengan masalah perseorangan

tetapi juga mencakupi persoalan masyarakat umum dan negara. 4

Dengan demikian, dasar keberadaan bank dewasa ini -terutama jika di

dalamnya mengikut cara pengelolaan kewangan Islam- boleh dikatakan terletak pada
partimbangan kemaslahatan masyarakat secara umum (4l 4sladl) Atau
bertransaksi dengan bank sekurang-kurangnya berada pada peringkat < )5 yall
dalall,

139 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyat al-Darurah al-Sharciyyah, Muassasat al-Risalah, Beyrut,
1985, him.68.

140 Mungkin kes tentera musuh Islam yang menjadikan tawanan/tahanan muslim sebagai
perisai untuk membendung serangan tentera Islam sesuai sebagai salah satu bukti penjelasan ini. Lihat
al-Ghazali, al-Mustasfa, Jil. 1, him. 144,
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BAB V

PENUTUP

Bab ini merangkum seluruh intisari pembahasan yang telah dibincangkan pada bab-

bab sebelumnya dan dirumuskan ke dalam kesimpulan dan saran.

Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian terdahulu dapatlah dibuat kesimpulan bahwa defenisi al-
maslahah dari segi bahasa dan istilah meskipun terdapat redaksi dan uslub yang
berbeda-beda serta bervariasi yang dikemukakan oleh para ulama usul figh, namun
pada umumnya mengandung makna dan intisari yang sama yaitu sesuatu yang dapat
membawa kepada kemasalahatan dan menolak sebarang kesukaran atau kemudaratan.
Di atas dasar inilah metode al-maslahah diterimapakai dalam istinbat hukum. Dilihat
dari segi kualitas dan peringkat kepentingan kemasalahatan al-maslahah terbagi
kepada tiga yaitu: al-maslahah al-daruriyyah, al-maslahah al-hajiyyah dan al-
maslahah al-tahsiniyyah. Dilihat dari segi kandungan al-maslahah, terbagi kepada dua
yaitu: al-maslahah al-‘ammah dan al-maslahah al-khassah. Dilihat dari segi berubah
atau tidaknya al-maslahah terbagi kepada dua bentuk yaitu: al-maslahah al-thabitah,
dan al-maslahah al-mutaghayyirah. Dan dilihat dari sudut diambil kira/diakomodir
oleh syarak atau tidak, al-maslahah terbagi kepada: al-maslahah al-mu‘tabarah, al-

maslahah al-mulghah dan al-maslahah al-mursalah.

2. Sebagaimana telah tergambar dalam tulisan ini bahwa kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi berimplikasi langsung kepada perubahan sosial dan dinamika
masyarakat. Intensitas dan kesinambungan perubahan sosial melahirkan persoalan-

persoalan hukum. Dalam masyarakat Nusantara yang mayoritas penduduknya
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beragama Islam, berhadapan dengan pelbagai persoalan baru yang belum jelas

posisinya dalam hukum Islam.

3. Untuk menjadikan hukum Islam aplikatif serta dapat mengikuti irama perkembangan
dan perubahan zaman maka perlu diadakan reaktualisasi/pembaruani hukum. Di
samping itu, pembaruani dilakukan untuk membedakan antara hukum Islam kategori
syariat yang merupakan ajaran asas (al-Nusus al-Mugaddasah atau al-Qanun al-Asasi)
memuat ketentuan-ketentuan hukum yang disebutkan secara tegas dalam al-Qur’an dan
hadith, dengan hukum Islam kategori figh yang merupakan hasil intelektual ulama
mujtahid masa lalu dan mujtahid masa kini. Yang disebut terakhir inilah yang boleh
diulang kaji dan direaktualisasi atau diperbaharui. Jalur yang menyampaikan kesana
adalah ijtihad. Ijtihad merupakan aplikasi pelaksanaan perintan Tuhan untuk
memanfaatkan kemampuan akal fikiran agar dapat memahami dan mengembangkan
hukum Islam. ljtihad berfungsi menetapkan hukum terhadap masalah yang tidak
dijelaskan secara langsung oleh nas. Ijtihad juga berfungsi memberikan penafsiran dan
pemahaman baru terhadap nas-nas syarak yang pada umumnya memuat dasar-dasar
dan prinsip-prinsip asas. Tindakan ini dilakukan agar hukum Islam sentiasa sesuai dan
selaras dengan peredaran zaman dan perkembangan sosial masyarakat yang dalam hal
ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
menyebabkan berlakunya perubahan sturuktur sosial. Maka disinilah letak urgensi
reaktualisasi hukum yang tujuan utamanya adalah menyelaraskan hukum Islam dengan
perkembangan yang berlaku dalam masyarakat moderen sebagai akibat dari kemajuan
pesat ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Al-Maslahah al-mursalah adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan kepastian
hukum (Islam) atas pelbagai persoalan kontemporer yang status hukumnya tidak
terangkum secara langsung dalam pernyataan-pernyataan nas baik daripada al-Qur’an
maupun hadith. Kajian hukum melalui penalaran al-maslahah al-mursalah tersebut
diaplikasikan dalam bentuk kaidah-kaidah kulli yang  shumul menyeluruh,
dirumuskan secara saksama dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan sosial

masyarakat serta merefleksikan ide-ide syariat atau magasid al-Sharic.
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5. Pendekatan al-maslahah atau kemaslahatan sebagai dasar partimbangan untuk
menetapkan status hukum terhadap sesuatu perkara pada hakikatnya sudah pernah
diamalkan oleh mayoritas ulama. Kalau Abu Hanifah tampil dengan al-istihsan dan
mengambil berat terhadap kepentingan sosiologis-emperis, al-Shafii dengan al-
mungasib al-mulaim atau boleh diistilahkan dengan giyas yang lebih fleksibel, Ahmad
ibn Hanbal dengan menggunakan istilah al-istislah, maka Malik bin Anas tampil di
gelanggang ijtihad dengan menggunakan al-maslahah al-mursalah. Meskipun
metode yang digunakan para ulama berbeda dan bervariasi namun landasan
partimbangannya sama, titik temunya adalah terletak pada mewujudkan kemaslahatan
umat. Al-maslahah al-mursalah adalah metode istinbat hukum yang landasan
pertimbangannya sesuatu kemaslahatan yang tidak ada nas juz 7 yang mendukungnya
dan tidak ada pula yang menolaknya, tetapi disokong oleh sebilangan nas melalui
cara istigra’. la juga mempunyai peran yang menentukan, karena banyak kasus yang
dapat diselesaikan dengan pendekatan al-maslahah al-mursalah dan telah ditetapkan
hukumnya. Dari contoh-contoh permasalahan yang diaplikasikan hukumnya melalui
sudut pandang maslahah sepertimana dipaparkan dalam tulisan ini membuktikan
bahwa al-maslahah al-mursalah dapat merealisasikan tujuan syariat disepanjang

zaman yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia.

6. Pembaruani hukum Islam pada dasarnya adalah tuntutan dari ajaran Islam itu
sendiri yang menyebut dirinya sebagai rahmat bagi seluruh alam (Uxellell 4as ) di
setiap waktu dan tempat, hukum Islam memang diciptakan untuk merealisasikan
kemaslahatan dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu
reaktualisasi atau pembaruani hukum Islam harus digalakkan agar dapat
menyelesaikan  permasalahan-permasalahan baru yang timbul akibat dari
perkembangan baru sebagai konsekuensi logis kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi moderen, baik menetapkan hukum terhadap permasalahan-permasalahan
yang belum ada ketentuan hukumnya ataupun menetapkan hukum baru untuk
menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai dan tidak relevan lagi dengan
keadaan dan kemaslahatan manusia sekarang - sebagai contoh silahkan lihat halaman
128-131-. Jika hukum Islam tidak diulang kaji, tidak dikembangkan dan tidak
diperbaharui, maka hukum Islam akan ketinggalan zaman karena tidak sesuai dan

selaras dengan kepentingan masyarakat moderen.
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7. Titik temu di antara al-maslahah al-mursalah dengan pembaruan hukum Islam
adalah terletak pada sisi maqgasid al-shari®ah. Gerakan pembaruan hukum Islam ini
bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemasalahatan umat manusia
semaksimal mungkin yang -ternyata- juga merupakan tujuan asasi dari Syariat.
Sedangkan al-maslahah al-mursalah adalah salah satu metode istinbat dalam
menggali dan menentukan hukum, sandaran partimbangannya adalah tujuan
diturunkannya syariat. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan disini ialah: bahwa
kemaslahatan yang ingin dicapai dalam pemberlakuan hukuman hudud adalah untuk
ketenteraman dan keamanan serta untuk menjerakan para penjahat, hal yang seperti
itu juga menjadi matlamat daripada magasid al-Shari®. Jadi ketentuan hukum yang
dihasilkan oleh metode al-maslahah al-mursalah adalah merupakan jalan alternatif
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang timbul dalam masyarakat sebagai
akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah ini dilakukan untuk
membumikan atau merealisasikan magasid al-Shari® dalam wujud kemaslahatan dan

ketenteraman umat manusia pada setiap waktu dan tempat.

8. Untuk mengawal metode al-maslahah al-mursalah senantiasa berada di jalur yang
benar dalam mengistinbat hukum, dan untuk mengikat agar manusia tidak semberono
dan sesukahati menggunakan ( mengatasnamakan) al-maslahah al-mursalah.

maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Maslahat itu hendaklah selaras dengan tujuan syarak, tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip syarak dan tidak menafikan mana-mana nas atau dalil.

b) Maslahat itu dapat difahami dan berlaku di atas sifat-sifat yang munasabah
yang diterima oleh orang yang berakal dengan diyakini zahir maslahat itu untuk
menarik manfaat dan menolak kemudaratan.

c) Konsep maslahat diambil semata-mata untuk menjaga daruriyyat kemudian
baru ke peringkat dibawahnya vyaitu hagjiyat, mengangkat segala bentuk
kesempitan.

d) Hendaklah maslahat yang dimaksudkan adalah maslahat yang jelas bukan

kesamaran.
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e) Maslahat tersebut hendaklah melibatkan secara umum kepada manusia
bukannya untuk individu atau golongan tertentu -namun al-Shatibi membolehkan
berlaku untuk kemaslahatan individu-.

f) Prinsip al-maslahah al-mursalah hanya dapat dipraktikkan bagi kasus-kasus
yang tidak disebut secara jelas dan rinci di dalam al-Qur’an, sunnah, ijma® dan

giyas.

9. Tindakan para sahabat Rasulullah saw. dalam penetapan hukum Islam terhadap
masalah-masalah baru yang sering dijadikan contoh oleh mayoritas ulama mengenai
penggunaan al-maslahah al-mursalah, ternyata tidak semuanya berada di kawasan
muamalat dan adat kebiasaan. Pengumpulan dan pembukuan al-Qur’an oleh Abu
Bakar al-Siddiq kurang tepat kalau dikatakan tindakan di bidang muamalat dan adat
kebiasaan. Namun agaknya lebih tepat kalau dikatakan bahwa contoh itu berada di
wilayah; <l sed 4 ¥ caldll 24 Y L b e @laball Jilu s sarana ibadah yang
masuk ke dalam kaedah “Sesuatu yang menjadi sebab kesempurnaan perkara yang
wajib maka ia (sesuatu itu) adalah wajib”. Bukankah al-Qur’an adalah pondasi asas
tegaknya Islam, sumber utama seluruh bangunan hukum Islam? Demikian juga
pembuatan mushaf standard oleh Uthman bin °Affan dan membakar semua mushaf
yang tidak resmi, tindakan ini tidak termasuk dalam bidang muamalat dan adat
kebiasaan. Tindakan °‘Umar bin al-Khattab memaklumkan bahwa solat tarawih
berjamaah setiap malam ramadhan dan menjadikannya 20 rakaat, jelas bukan

muamalat atau adat. Tindakan ‘Uthman bin “Affan membuat azan Jumaat dua Kkali
juga bukan muamalat atau adat. lanya merupakan <laball & 958, Demikian juga
perkara-perkara yang masuk ke dalam kawasan (bidang) s Akl Cilabed) a\Sal
4le3aY), ulama Hanafiyah membolehkan melempar Jamarat pada hari ketiga

daripada ayyam al-tashriq sebelum tergelincir matahari (Js_) J4). Kalau hari ke tiga
dibolehkan kenapa hari ke dua dan pertama tidak. Untuk menghindari terjadinya
musibah dan kemalangan yang setiap tahun menimpa jamaah haji khususnya di
tempat Jamarat, maka perlu dicarikan jalan penyelesaian dengan mengkaji ulanga
waktu melempar Jamarat, tujuannya adalah mengelak dari kesesakan yang kadangkala
membawa kepada kecederaan dan kematian. Memberikan peluang untuk melempar

jamarat sebelum tergelincir matahari rasanya akan membawa kepada maslahah dan
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ianya berada di atas kaedah (p_ =l ol S5 ) serta merupakan jalan alternatif
untuk mengelak kemalangan atau musibah yang selalu menimpa jamaah haji. Bahkan
Imam al-Shafii membolehkan perempuan melakukan safar untuk menunaikan ibadah
haji bersama sebuah kelompok/kumpulan dimana anggotanya mayoritas perempuan
dan dianggap aman serta selamat (KJ}AL\ 43 ) walaupun tidak disertai oleh mahram

nasabnya atau suaminya. Demikian juga beliau membolehkan melempar jamrah

agabah pada tengah malam hari idul Adha.
Saran

1. Diantara ilmu yang perlu dipelajari dan difahami dengan mendalam ialah ilmu
usul figh karena ia merupakan alat untuk mengistinbat, memahami dan mengetahui
hukum syarak serta memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan
sesuatu hukum. Dengan perkataan lain, pemahaman dan pengistinbatan hukum syarak
yang betul dan tepat harus berpandukan kepada kaedah yang telah disusun oleh
ulama-ulama Usul figh. Hal ini perlu diberi perhatian serius kerana golongan sekular
yang terdiri dari kalangan umat Islam sendiri yang pemikirannya sudah membarat,
dalam usaha menghancurkan Islam mereka tidak memperdulikan kaedah dan disiplin
yang perlu dipatuhi dalam mengistinbat hukum syarak. Usul figh juga merangkumi
aspek pengabdian kepada Allah s.w.t. dan aspek yang berkaitan dengan perkara
duniawi. Salah satu konsep yang merupakan sumber tambahan yang diakui
keberadaannya di dalam ilmu usul figh ialah maslahah. la ditakrifkan sebagai
manfaat yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada hamba-hamba-Nya dengan tujuan
untuk memelihara agama, nyawa, akal, keturunan (kehormatan) dan harta benda.
Setiap tindakan yang mengandung jagaan dan kawalan terhadap lima perkara penting
ini dianggap sebagai maslahah, dan setiap tindakan yang mencabuli kelima-lima
perkara ini dianggap sebagai mafsadah dan menolaknya juga termasuk maslahah.
Maka dalam penggalian hukum dewasa ini al-maslahah al-mursalah sebagai jalan
alternatif layak untuk dikedepankan dalam menjawab dan mengatasi masalah-masalah

Semasa.

2. Matlamat sebenar hukum Islam adalah merealisasikan dan memelihara

kemaslahatan-kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini agar mereka memperolehi
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kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Kemampuan
hukum Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menuju kepada masyarakat
madani yang aman, damai, makmur dan bertamadun telah terbukti dan pernah berlaku
pada masa kejayaan Islam. Oleh itu, dengan bartitik tolak daripada bukti sejarah,
hukum Islam dalam pelbagai bentuknya harus dibumikan dan dilaksanakan, kerana
lanya mampu membawa kemaslahatan dan kebahagiaan kepada individu dan
masyarakat (negara) serta dapat memberikan keamanan, keselamatan, kesejahteraan
dan ketartiban menuju kejayaan, kegemilangan dan bertamadun, sehingga negara-
negara yang mengamalkan hukum Islam diharapkan mampu hidup sejajar dengan

negara-negara lain.

3. Penerapan hukum Islam dalam bidang hudud -misalnya- telah dipraktikkan
berabad-abad lamanya bermula daripada zaman Rasulullah s.a.w., al-Khulafa’ al-
Rashidin, bani Umayyah, bani Abbasiyah dan sampai kepada Kerajaan Turki
‘Uthmani. Hukum Islam terbukti berhasil menekan timbulnya kejahatan dan
memperkecil biaya penegakan hukum. Sehingga hukum Islam sangat layak baik
secara historis maupun sosial budaya untuk dibumikan dan diterapkan di dalam

masyarakat dewasa ini.

4. Pada dasarnya pengamalan hukum dan ajaran Islam adalah merupakan kewajipan
yang tidak boleh ditawar-menawar. Oleh itu, sesebuah negara yang menjadikan Islam
sebagai agama rasmi harus memberikan kebebasan kepada warganya yang beragama
Islam untuk mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar sebagai ketentuan dan

perintah agama yang dianutnya agar setiap warga negara merasa dilindungi haknya.

5. Umat Islam hendaknya senantiasa memperkenalkan hukum Islam dalam bentuk
yang fleksibel, luwes dan melegakan serta memasyarakatkannya agar hukum Islam
tidak dianggap kejam, bengis, biadab, tidak manusiawi atau dianggap tidak mampu
menjawab permasalahan kekinian yang  ditimbulkan oleh  kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

6. Untuk meningkatkan ekonomi umat hendaklah dibangun kesadaran agar lebih

mencintai produk-produk dari negara-negara Islam dan memboikot kepentingan
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ekonomi negara-negara yang secara terang-terangan memusuhi dan menghina Islam,
separti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, serta digalakkan kerja sama ekonomi,
memacu perdagangan dan pelaburan di kalangan negara-negara Islam serta
memberlakukan mata wang dinar Islam (mata wang tunggal) untuk menggantikan
USD Amerika. Langkah pemboikotan ini bukan saja menjadi kewajiban setiap
individu muslim malah mencakupi kerajaan, para pemerintah, badan-badan serta

persatuan umat Islam. Firman Allah swt.:

45 20800 HH-TDOR QPHESHAGNE RO
QRO ACY LRI He QS + Lo F REAFOQ,C R
Y ({APORERO KHORNEN A Lo 3 MR g 77 X A

(28: 451

“Dan jika kamu bimbangkan kepapaan maka Allah akan memberi kekayaan kepada
kamu dari kurnia-Nya jika la kehendaki, sesunguhnya Allah maha mengetahui lagi
maha bijaksana”.

7. Pintu gerbang ijtihad telah terbuka, tugas selanjutnya adalah membuka pintu yang
lain yaitu semangat jihad dan ijtihad (kerja keras) perlu dipertingkatkan untuk
menegakkan sepenuhnya syariat Islam. Betapa indah sekiranya pemimpin sesebuah
negeri menjalankan syariat Islam secara kaffah dan menjadikannya sebagai obor
petunjuk yang meneranginya dan meninggalkan undang-undang kafir, sehingga Allah

s.w.t. akan mengukuhkan kedudukannya di dunia dan akhirat.

8. Fakta historis membuktikan bahwa setiap kumpulan, golongan, kaum, masyarakat
dan negara yang berani menentang pemberlakuan ajaran Islam atau coba
mempermainkan syariat Islam telah dihancurbinasakan oleh Allah s.w.t. seperti yang
pernah berlaku pada kaum °Ad, Thamud, Fir‘aun, Bani Israel dan bani-bani lainnya.
Dan episode penghancuran itu boleh saja berulang kembali dalam pelbagai bentuknya

sebagaimana muatan makna yang dikandung ungkapan di bawah ini:

4 wdd A Az é:\‘)l .S”

“Peristiwa yang pernah berlaku dalam sejarah biasanya berulang kembali”
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Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat dikemukakan dalam
kajian ini, semoga ada manfaatnya serta mendapat perhatian para pecinta syariat
Islam. Dan akhirnya sebagai misk al-khitam penulis mengutip kata-kata yang

diungkapan Muhammad al-Ruki sebagai bahan renungan:

andaind allay Y aile) 5l G ) s 1 3omall Jeld J Labie 4 ool Y
Bl gy sl aay R g Al (e 4llh ah ity B A b JA Sy | Jil5Y)
CJsaiall W el i) Uil ad claal

“Pandangan ataupun pendapat yang dikemukakan dalam tulisan ini boleh benar,
tetapi ia masih memiliki kemungkinan untuk salah, dan pandangan atau pendapat
orang lain yang berselisih dengannya boleh salah, tetapi ia juga masih memiliki
kemungkinan untuk benar”. Jadi posisi hasil intektual manusia menjadi: “benar”

dapat dua pahala, “salah” dapat satu pahala.

Oallal)
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